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Jadwal

Tanggal Efektif 30 Juni 2021 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan 8 Juli 2021
Masa Penawaran Umum 2 Juli -5 Juli 2021 Tanggal Distribusi Sukuk Mudharabah Secara Elektronik 8 Juli 2021
Tanggal Penjatahan 6 Juli 2021 Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia 9 Juli 2021

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS
INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG
KOMPETEN.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU
LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PNM

Permodalan Nasional Madani
PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero)

Kegiatan Usaha Utama
Jasa pembiayaan dan jasa manajemen

Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat Kantor Cabang
Menara Taspen, Lantai 10 Perseroan memiliki 62 Kantor Cabang UlaMM dan
JI. Jend. Sudirman Kav. 2, Jakarta 10220 924 Unit/Outlet UlaMM serta 2.668 Cabang Mekaar

Tel: (021) 2511 404, Fax: (021) 2511 371
Website: www.pnm.co.id Email: sekretarisperusahaan@pnm.co.id

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN | PNM
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP6.000.000.000.000 (ENAM TRILIUN RUPIAH)
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN | PNM TAHAP | TAHUN 2021
DENGAN JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH SEBESAR Rp2.000.000.000.000 (DUA TRILIUN RUPIAH) (“SUKUK”)

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI, sebagai bukti investasi P Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabat
ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Dana Sukuk Mudharabah dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

SeriA @ Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.158.000.000.000,- (satu triliun seratus lima puluh delapan miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang
dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 34,740% (tiga puluh empat koma tujuh empat nol persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan.
Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi;

SeriB  : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp515.000.000.000,- (lima ratus lima belas miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan
perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 18,025% (delapan belas koma nol dua lima persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan. Jangka waktu Sukuk
Mudharabah adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi; dan

SeriC  : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp327.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung
berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 13,080% (tiga belas koma nol delapan nol persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan. Jangka waktu Sukuk
Mudharabah adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;

h ;|

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal p yaran masing-masing P Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi
Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2021, sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah
masing-masing adalah pada tanggal 18 Juli 2022 untuk Sukuk Mudharabah Seri A, 8 Juli 2024 untuk Sukuk Mudharabah Seri B, dan pada tanggal 8 Juli 2026 untuk Sukuk Mudharabah Seri C.

SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN | PNM TAHAP II DAN SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
SUKUK MUDHARABAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU AGUNAN KHUSUS NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG
TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
INDONESIA. HAK PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA, BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN YANG
AKAN ADA DI KEMUDIAN HARIKECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI
KEMUDIAN HARI, DENGAN MEMPERHATIKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

SATU TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH SUKUK MUDHARABAH SEBELUM TANGGAL PEMBAYARAN
KEMBALI DANA SUKUK MUDHARABAH DAN PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PEMBAYARAN KEMBALI
DANA SUKUK MUDHARABAH ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DAN PERUNDANG-PERUNDANGAN YANG BERLAKU.
SUKUK MUDHARABAH YANG DIBELI KEMBALI OLEH PERSEROAN UNTUK DISIMPAN DI KEMUDIAN HARI DAPAT DIJUAL KEMBALI DAN/ATAU DIBERLAKUKAN SEBAGAI PEMBAYARAN KEMBALI DANA
SUKUK MUDHARABAH DAN SUKUK MUDHARABAH INI TIDAK BERHAK ATAS PENDAPATAN BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH DAN SEGALA HAK LAINNYA YANG MELEKAT PADA SUKUK MUDHARABAH
YANG DIBELI KEMBALI. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI DIUMUMKAN SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM TANGGAL PERMULAAN PENAWARAN PEMBELIAN KEMBALI SUKUK
MUDHARABAH. SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEJAK DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH, PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN PERIHAL PEMBELIAN KEMBALI
SUKUK MUDHARABAH TERSEBUT PADA 1 (SATU) SURAT KABAR BERBAHASA INDONESIA BERPEREDARAN NASIONAL.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN/RISIKO KREDIT ADALAH KETIDAKMAMPUAN NASABAH/DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN
YANG DIBERIKAN, BAIK POKOK PINJAMAN MAUPUN BUNGANYA, SEHINGGA MENYEBABKAN TIDAK TERTAGIHNYA PIUTANG PEMBIAYAAN KEPADA NASABAH YANG AKAN MENURUNKAN PENDAPATAN
DAN KINERJA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK. KETERANGAN MENGENAI RISIKO USAHA PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB V PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SUKUK MUDHARABAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN
DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS PENDAPATAN BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH DAN DANA SUKUK MUDHARABAH INI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK MUDHARABAH YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG
DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN SUKUK MUDHARABAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG
DARIPT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):

idA+(sy)
(Single A plus Syariah)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK MUDHARABAH

g7/ BAHANA
WV —4 BAH INDOPREMIER mandin
PT Bahana Sekuritas . . PT Mandiri Sekuritas
(Terafiliasi) PT Indo Premier Sekuritas (Terafiliasi)
WALI AMANAT
PT Bank Mega Tbk.

Pencatatan atas SUKUK MUDHARABAH yang ditawarkan ini akan dilakukan pada PT Bursa Efek Indonesia
Penawaran SUKUK MUDHARABAH Ini dijamin Secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment)

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2021



PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut "Perseroan”) telah menyampaikan
Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan | PNM (selanjutnya disebut
“Sukuk Mudharabah”) dengan jumlah keseluruhan target Dana Sukuk Mudharabah sebesar Rp6.000.000.000.000,- (enam triliun
Rupiah) kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan surat No. S-161/PNM-DIRKEU/KDP/IV/21 tanggal 19 Aprill 2021 tentang Surat
Pengantar Untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan | PNM, sesuai
dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal,
Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 (selanjutnya disebut “UUPM atau “Undang-Undang
Pasar Modal’).

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan Sukuk Mudharabah pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Perjanjian
Pendahuluan Pencatatan Efek No. S-03347/BEI.PP2/05-2021 tanggal 9 Mei 2021 yang dibuat antara Perseroan dengan BEI.
Apabila syarat-syarat pencatatan Sukuk Mudharabah di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum akan dibatalkan dan uang
pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan
Emisi Sukuk Mudharabah dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29
Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum (selanjutnya disebut “Peraturan No. IX.A.2").

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran
semua informasi atau fakta material, serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya
masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode
etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai
data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran
Umum Berkelanjutan ini bukan merupakan Pihak Terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan
pelaksananya, kecuali PT Mandiri Sekuritas dan PT Bahana Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah yang
terafiliasi melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia.

PENAWARAN UMUM SUKUK MUDHARABAH INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU
PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA
PROSPEKTUS, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI
MENGINVESTASIKAN DANANYA DI SUKUK MUDHARABAH INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN
SUKUK MUDHARABAH TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA
ATAU YURIDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH
PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA
TIDAK MENYESATKAN PUBLIK. SEMUA INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DAN TIDAK
MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA KEGIATAN USAHA YANG MENDASARI PENERBITAN SUKUK MUDHARABAH
TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL SERTA MENJAMIN BAHWA SELAMA PERIODE
SUKUK MUDHARABAH KEGIATAN USAHA YANG MENDASARI PENERBITAN SUKUK MUDHARABAH TIDAK AKAN
BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2
PERATURAN OJK NO. 15/POJK.04/2015 TENTANG PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI SUKUK MUDHARABAH
KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT
TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN
SUKUK MUDHARABAH YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK NO. 49/2020.
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Definisi dan Singkatan

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya

menyatakan lain:

Afiliasi

Agen Pembayaran

Akad Mudharabah

BEI

Daftar Pemegang Sukuk Mudharabah

Berarti:

a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai
derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;

b. hubungan antara suatu pihak dengan pegawai, Direktur atau
Komisaris dari pihak tersebut;

c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu)
atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;

d. hubungan antara perusahaan dan suatu pihak, baik langsung
maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh
perusahaan tersebut;

e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik
langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau

f.  hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Berarti KSEI, berkedudukan di Jakarta Selatan yang ditunjuk dengan
perjanjian tertulis oleh Perseroan, dan berkewajiban membantu
melaksanakan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk
Mudharabah dan/atau pembayaran Dana Sukuk Mudharabah
termasuk Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada)
kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening
untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana diatur dalam Perjanjian
Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan yang diatur
dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Berarti akad vyang dipilih Emiten dalam Penawaran Umum
Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap |
Tahun 2021 yaitu Perjanjian (akad) kerjasama dimana pihak yang
menyediakan dana (shahibul mal) berjanji kepada pengelola usaha
(mudharib) untuk menyerahkan modal dan pengelola (mudharib)
berjanji untuk mengelola modal tersebut, dengan keuntungan yang
diperoleh dibagi menurut perbandingan (nisbah) yang disepakati
dimuka antara shabibul mal dan mudharib, yang dibuat berdasarkan
Fatwa DSN-MUI Nomor : 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad
Mudharabah dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000
tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) dengan memperhatikan
ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
53/P0JK.04/2015.

Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem
dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli
efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di
antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia,
suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan.

Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan
tentang kepemilikan Sukuk Mudharabah oleh Pemegang Sukuk
Mudharabah melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat
keterangan antara lain nama, jumlah kepemilikan Sukuk
Mudharabah, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Sukuk
Mudharabah berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang
Rekening kepada KSEI.



Dana Sukuk Mudharabah

Dokumen Emisi

Efek

Efek Syariah

Berarti jumlah keseluruhan dana yang wajib dikembalikan oleh
Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah sehubungan
dengan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Tahap | yang pada
Tanggal Emisi sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah)
yang terdiri dari :

a) Sukuk Mudharabah Seri A sebesar Rp1.158.000.000.000,- (satu
triliun seratus lima puluh delapan miliar Rupiah);

b) Sukuk Mudharabah Seri B sebesar Rp515.000.000.000,- (lima ratus
lima belas miliar Rupiah);

c¢) Sukuk Mudharabah Seri C sebesar Rp327.000.000.000,- (tiga ratus
dua puluh tujuh miliar Rupiah).

jumlah Dana Sukuk tersebut dapat berkurang sehubungan dengan
pembayaran kembali Dana Sukuk dari masing-masing seri Sukuk
dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pembayaran
kembali Dana Sukuk sebagaimana dibuktikan oleh Sertifikat Jumbo
Sukuk Mudharabah, dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan vyang berlaku dan memperhatikan syarat-syarat
sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan
Sukuk Mudharabah.

Berarti :

- Prospektus;

- Prospektus Awal;

- Prospektus Ringkas dan/atau perbaikan Prospektus Ringkas;

- Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan;

- Perjanjian Perwaliamanatan;

- Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah;

- Akta Pengikatan Kewajiban;

- Perjanjian Agen Pembayaran;

- Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSElI;

- Persetujuan Prinsip Pencatatan Sukuk Mudharabah di Bursa
Efek;

- Dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum
Sukuk Mudharabah

beserta semua perubahan-perubahannya, penambahan-
penambahannya dan pembaharuan-pembaharuannya dan dokumen
lain yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Mudharabah
dan/atau yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat
berharga komersial, saham, obligasi, sukuk termasuk Sukuk
Mudharabah ini, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak
Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivatif
Efek.

Berarti Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar

Modal dan peraturan pelaksanaannya yang:

a. Akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha;

b. Aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan, kegiatan
usaha; dan/atau;

c. Asetyang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya;

tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.



Efektif

Emisi

Emiten

Perusahaan Anak

Force Majeure

Hari Bursa

Hari Kalender

Hari Kerja

HGB

Hutang

Kejadian Kelalaian

Kemenkumham

Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran
sesuai dengan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Pasar Modal
juncto angka 4 Peraturan Bapepam No: IX.A.2 yaitu :

a. atas dasar lewatnya waktu yaitu:

1. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan
Pendaftaran diterima Otoritas Jasa Keuangan secara
lengkap; atau

2. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan
terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan
Perseroan atau yang diminta Otoritas Jasa Keuangan
dipenuhi; atau

b. atas dasar pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan
bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi
lebih lanjut yang diperlukan.

Berarti penerbitan Sukuk Mudharabah oleh Perseroan untuk
ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.

Berarti pihak yang melakukan Penawaran Umum, yaitu penawaran
Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada
masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan
Undang-undang yang berlaku.

Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan
dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di
Indonesia.

Berarti satu atau lebih peristiwa sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan yang terdapat pada Perjanjian Perwaliamanatan, antara
lain banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang, wabah
atau huru hara di Indonesia, yang mempunyai akibat negatif secara
material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk
memenuhi kewajibannya.

Berarti hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek,
yaitu hari senin sampai dengan jumat, kecuali hari libur nasional atau
hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun dalam kalender Masehi tanpa
kecuali, termasuk hari sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang
ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik indonesia.

Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur
nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau
Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh
Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.

Berarti Hak Guna Bangunan.

Berarti hutang-hutang Perseroan yang menimbulkan kewajiban
pembayaran bunga atau kewajiban tetap lainnya.

Berarti salah satu atau lebih dari kejadian kelalaian yang disebut
dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik



Kompensasi Kerugian Akibat
Keterlambatan

Konfirmasi Tertulis

Konfirmasi Tertulis Untuk RUPSu atau
KTUR

KSEI

Kustodian

Laba (rugi) komprehensif — bersih

Laporan Posisi Keuangan

Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman
Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan
Republik Indonesia atau nama lainnya).

Berarti sanksi berupa kewajiban untuk membayar sejumlah dana
berupa Ta’widh yaitu sejumlah dana yang harus dibayarkan oleh
Emiten kepada Pemegang Sukuk karena Emiten wanprestasi
berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 43/DSN/MUI/VIII/2004 tentang
Ganti Rugi (Ta’widh) dan Fatwa DSN-MUI No: 129/DSN-MUI/VI1/2019
tentang Biaya Riil sebagai Ta’widh Akibat Wanprestasi (At-Takalif Al
Fi’liyyah An-Nasyi’ah An-Nukul). Dana vyang dapat dibayarkan
merupakan biaya riil dalam rangka penagihan akibat wanprestasi
berupa biaya riil atas jasa penggunaan pihak ketiga untuk penagihan
atau biaya riil tanpa jasa penggunaan pihak ketiga untuk penagihan
antara lain dapat meliputi biaya komunikasi, biaya surat menyurat,
biaya perjalanan, biaya jasa konsultan hukum, biaya jasa notariat,
biaya perpajakan, dan biaya lembur dan kerja ekstra. Ta’'widh hanya
berlaku apabila yang bersangkutan terbukti melakukan kesalahan
(tagshir), melakukan pelanggaran kesepakatan akad (mukhalafah al
syuruth) dan terbukti sengaja melakukan kecurangan (ta’addiy).

Berarti laporan konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Sukuk
Mudharabah dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI atau
Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening
Efek dan konfirmasi tersebut menjadi dasar Pemegang Sukuk
Mudharabah untuk mendapatkan pembayaran Pendapatan Bagi
Hasil, pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dan hak-hak lain yang
berkaitan dengan Sukuk Mudharabah.

Berarti surat konfirmasi kepemilikan Sukuk Mudharabah yang
diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui
Pemegang Rekening, khusus untuk keperluan menghadiri RUPSu atau
mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPSu.

Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta
Selatan, yang menjalankan kegiatan sebagai Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang
Pasar Modal, yang dalam Emisi Sukuk Mudharabah ini bertugas
untuk menyimpan dan mengadministrasikan Sukuk Mudharabah
berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI
dan bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen
Pembayaran.

Berarti pihak yang memberi jasa penitipan efek dan harta lain yang
berkaitan dengan efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga
dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili
Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan
ketentuan UUPM yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank
Kustodian.

Berarti laba (rugi) komprehensif selama periode/tahun berjalan-
bersih setelah pajak yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Berarti neraca keuangan.

vi



Manajer Penjatahan

Masa Penawaran Sukuk Mudharabah

Masyarakat

Margin Pembiayaan Murabahah

Mekaar

Menkumham

Nisbah Pemegang Sukuk

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK

Pefindo

Pemeringkat

Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjatahan Sukuk
Mudharabah dalam hal ini adalah PT Mandiri Sekuritas.

Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan
pemesanan Sukuk Mudharabah sebagaimana diatur dalam
Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah
yaitu paling kurang 1 (satu) Hari Kerja dan paling lama 5 (lima) Hari
Kerja. Dalam hal terjadi penghentian perdagangan Efek di Bursa Efek
selama paling kurang 1 (satu) Hari Bursa dalam masa Penawaran
Umum, maka Perseroan dapat melakukan perpanjangan masa
Penawaran Umum untuk periode yang sama dengan masa
penghentian perdagangan Efek dimaksud.

Berarti perorangan , baik Warga Negara Indonesia maupun Warga
Negara Asing dan/atau badan hukum , baik badan hukum Indonesia
maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan
di Indonesia maupun bertempat tinggal/ berkedudukan di luar
negeri.

Berarti margin yang diperoleh Emiten dari pelaksanaan pemberian
pembiayaan murabahah UlaMM dan Mekaar Syariah kepada
nasabahnya.

Berarti Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera.

Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
(dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik
Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik
Indonesia atau nama lainnya).

Berarti bagian Pendapatan Bagi Hasil dari Sukuk yang menjadi hak
Pemegang Sukuk dan oleh karenanya harus dibayarkan oleh Emiten
kepada Pemegang Sukuk berupa persentase tertentu dari
Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang disepakati Emiten untuk
dibayarkan kepada Pemegang Sukuk sebagaimana diatur dalam
Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

Berarti lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas,
dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan
penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang nomor :
21 tahun 2011 (dua ribu sebelas) Tentang Otoritas Jasa Keuangan
(UU nomor: 21 Tahun 2011). Sejak tanggal 31-12-2012 (tiga puluh
satu Desember tahun dua ribu dua belas), fungsi, tugas, dan
wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di
sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga
Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari
Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan,
sesuai dengan Pasal 55 UU Nomor : 1 Tahun 2011.

Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia, pihak yang melakukan
pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah yang diterbitkan oleh
Perseroan.

berarti PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO) berkedudukan
di Jakarta Selatan atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar
di Otoritas Jasa Keuangan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor : 49/POJK.04/2020.
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Pemerintah

Pemegang Sukuk Mudharabah

Pemegang Rekening

Penawaran Awal

Penawaran Umum

Penawaran Umum Berkelanjutan

Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan Yang Dibagihasilkan

Penitipan Kolektif

Pengikatan Kewajiban

Berarti Pemerintah Republik Indonesia.

Berarti Masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Sukuk

dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Sukuk

Mudharabah, yang terdiri dari :

a. Pemegang Rekening yang melakukan investasi langsung atas
Sukuk

b. Masyarakat di luar Pemegang Rekening yang melakukan
investasi atas Sukuk melalui Pemegang Rekening.

Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di
KSEl yang meliputi Bank Kustodian atau Perusahaan Efek atau pihak
lain yang disetujui oleh KSEI, dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan KSEI.

Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan
menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk
mengetahui minat calon pembeli atas Sukuk Mudharabah yang akan
ditawarkan dan atau perkiraan harga penawaran Sukuk Mudharabah.

Berarti kegiatan penawaran atas Sukuk Mudharabah yang dilakukan
oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah untuk
menjual Sukuk Mudharabah kepada Masyarakat berdasarkan tata
cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal.

Berarti kegiatan Penawaran Umum atas Sukuk Mudharabah dengan
nama “Sukuk Mudharabah Berkelanjutan | PNM” yang diterbitkan
dan ditawarkan secara bertahap dengan target dana Sukuk sebesar
Rp6.000.000.000.000,- (enam triliun Rupiah) yang mengacu kepada
Peraturan OJK Nomor 36/P0JK.04/2014.

Berarti bagian dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang menjadi
hak dan harus dibayarkan oleh Emiten kepada Pemegang Sukuk pada
Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang dihitung
berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk dengan
Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang perhitungannya didasarkan
pada informasi dari Emiten kepada Wali Amanat tentang uraian dari
perhitungan Pendapatan Bagi Hasil, berdasarkan laporan keuangan
triwulan (unaudited) terakhir sebelum Tanggal Pembayaran
Pendapatan Bagi Hasil. Uraian perhitungan Pendapatan Bagi Hasil
disahkan oleh direksi Emiten selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari
Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang
bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian
Perwaliamanatan.

Berarti pendapatan Emiten yang diperoleh dari Margin Pembiayaan
Murabahah yang jumlahnya dicantumkan dalam setiap posisi
keuangan Emiten.

Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari
satu pihak vyang kepentingannya diwakili oleh Kustodian,
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Berarti pengakuan yang dibuat oleh Perseroan, sebagaimana
tercantum dalam Akta Pengakuan Atas Kewajiban Sukuk
Mudharabah Berkelanjutan | PNM Tahap | Tahun 2021 No. 66
tanggal 25 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie
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Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah

Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk

Mudharabah

Peraturan No.IX.A.2

Peraturan No.IX.A.7

Peraturan OJK No

Peraturan OJK No

Peraturan OJK No

Peraturan OJK No

Peraturan OJK No

Peraturan OJK No

.19/2020

.20/2020

.49/2020

.7/2017

.9/2017

.30/2015

Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, berikut perubahan-
perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau
pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-
pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan
untuk melakukan penawaran umum Sukuk Mudharabah bagi
kepentingan Perseroan dan melakukan pembayaran dana Sukuk
Mudharabah kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi
Sukuk Mudharabah berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk
Mudharabah yang akan memberikan jaminan kesanggupan penuh
(Full Commitment) berdasarkan penawaran awal (Bookbuilding)
terhadap penerbitan Sukuk Mudharabah, yang dalam hal ini adalah
PT Bahana Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Mandiri
Sekuritas.

Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan
Penawaran Umum, sesuai dengan ketentuan perundang -
undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang dalam hal ini
adalah PT Bahana Sekuritas Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, dan
PT Mandiri Sekuritas sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-
ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah.

Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2, Lampiran atas
Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29
Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran
Umum.

Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7, Lampiran atas
Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30
Desember 2011 tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam
Penawaran Umum.

berarti Peraturan OJK Nomor : 19/POJK.04/2020 tanggal 23 April
2020 tentang tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai
Wali Amanat.

berarti Peraturan OJK Nomor : 20/POJK.04/2020 tanggal 23 April
2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang
Dan/Atau Sukuk.

berarti Peraturan OJK Nomor : 49/P0JK.04/2020, tanggal 11
Desember 2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang
Dan/Atau Sukuk.

Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen
Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat
Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

Berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 8 Desember 2014
tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam
Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.

Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember
2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum.



Peraturan OJK No.

Peraturan OJK No.

Peraturan OJK No.

Peraturan OJK No.

Peraturan OJK No.

Peraturan OJK No.

Peraturan OJK No.

Peraturan OJK No.

Perjanjian Agen Pembayaran

Persetujuan Prinsip Pencatatan Sukuk

33/2014

34/2014

35/2014

36/2014

53/2015

18/2015

55/2015

3/2018

Mudharabah di Bursa Efek

Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga

Syariah di KSEI

Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk

Mudharabah

Berarti Peraturan OJK No. 33/P0JK.04/2014 tanggal 8 Desember
2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan
Publik.

Berarti Peraturan OJK No. 34/P0OJK.04/2014 tanggal 8 Desember
2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau
Perusahaan Publik.

Berarti Peraturan OJK No. 35/P0JK.04/2014 tanggal 8 Desember
2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember
2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang
dan/Atau Sukuk.

berarti Peraturan OJK Nomor : 53/POJK.04/2015 tanggal 29
Desember 2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek
Syariah di Pasar Modal.

Berarti Peraturan OJK No. 18/POJK.04/2015 tanggal 3 November
2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.

Berarti Peraturan OJK Nomor 55/P0OJK.04/2015 tertanggal 23
Desember 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 Tentang Penerbitan Dan
Persyaratan Sukuk.

Berarti Peraturan OJK Nomor 3/POJK.04/2018 tertanggal 26 Maret
2018 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite
Audit.

Berarti Akta Perjanjian Agen Pembayaran No.21 tanggal 16 April
2021 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi
Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.

Berarti persetujuan yang diberikan oleh Bursa Efek kepada Emiten
untuk pencatatan Sukuk di Bursa Efek No. S-03347/BEI.PP2/05-2021
tanggal 6 Mei 2021.

Berarti suatu perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI
tertanggal 16 April 2021, Nomor SP-012/SKK/KSEI/0321, yang dibuat
dibawah tangan dan bermeterai cukup.

Berarti Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk yang dibuat oleh dan
antara Perseroan dan para Penjamin Emisi Sukuk dengan syarat dan
ketentuan yang dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan | PNM Tahap | Tahun 2021 No. 20
tanggal 16 April 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie
Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah
dengan (i) Addendum | Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk
Mudharabah Berkelanjutan | PNM Tahap | Tahun 2021 No. 11
tanggal 7 Mei 2021, (ii) Addendum Il Perjanjian Penjaminan Emisi
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan | PNM Tahap | Tahun 2021 No. 56
tanggal 31 Mei 2021, dan (iii) Addendum Il Perjanjian Penjaminan
Emisi Sukuk Mudharabah Berkelanjutan | PNM Tahap | Tahun 2021
No. 67 tanggal 25 Juni 2021, yang ketiganya dibuat di hadapan Ir



Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk

Pernyataan Penawaran
Berkelanjutan

Pernyataan Pendaftaran

Perseroan

Perusahaan Efek

Umum

Nanette Cahyanie Handari Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut
perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya
dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat
oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Berarti Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah
Berkelanjutan | PNM Tahap | Tahun 2021 sebagaimana dimuat dalam
akta No. 19 tanggal 16 April 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette
Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana
diubah dengan (i) Addendum | Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk
Mudharabah Berkelanjutan | PNM Tahap | Tahun 2021 No. 10
tanggal 7 Mei 2021, (ii) Addendum Il Perjanjian Perwaliamanatan
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan | PNM Tahap | Tahun 2021 No. 55
tanggal 31 Mei 2021, dan (iii) Addendum [l Perjanjian
Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan | PNM Tahap |
Tahun 2021 No. 65 tanggal 25 Juni 2021 yang ketiganya dibuat di
hadapan Ir Nanette Cahyanie Handari Warsito, S.H., Notaris di
Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-
penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah
yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Berarti pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk
Mudharabah | PNM yang dibuat oleh Perseroan No. 18 tanggal 16
April 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi
Warsito, SH., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan (i)
Addendum | Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk
Mudharabah Berkelanjutan | PNM No. 64 tanggal 25 Juni 2021, yang
dibuat di hadapan Ir Nanette Cahyanie Handari Warsito, S.H., Notaris
di Jakarta, berikut segala perubahan-perubahannya dan/atau
penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-
pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh Emiten yang
bersangkutan di kemudian hari.

Berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.A.l Lampiran Keputusan Ketua
Bapepam dan LK tanggal 30-12-2011 (tiga puluh Desember tahun
dua ribu sebelas) Nomor: Kep-690/BL/2011 tentang Ketentuan
Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran dan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan nomor 7/POJK.04/2017 dan dengan memperhatikan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 36/P0OJK.04/2014, dan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 58/P0OJK.04/2017 tentang
Penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau Pengajuan Aksi Korporasi
Secara Elektronik, berikut dokumen-dokumennya yang diajukan oleh
Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum melakukan
Penawaran Umum kepada Masyarakat termasuk perubahan-
perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan
untuk memenuhi persyaratan Otoritas Jasa Keuangan.

Berarti Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional
Madani atau disingkat PT PNM (Persero) atau yang biasa disebut
PT Permodalan Nasional Madani (Persero), suatu perseroan terbatas
yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan
berkedudukan di Jakarta Pusat.

Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin
emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi
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Perusahaan Afiliasi

Pihak Berelasi

Prinsip Syariah di Pasar Modal

Prospektus

Prospektus Awal

Prospektus Ringkas

Rekening Efek

sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Berarti perusahaan yang mempunyai hubungan Afiliasi dengan
Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan
pelaksanaannya.

Berarti orang atau entitas yang terkait dengan Perseroan dan

Perusahaan Anak (entitas pelapor).

a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan
entitas pelapor jika orang tersebut:

1. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas
entitas pelapor;

2. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau

3. Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk
dari entitas pelapor.

b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenubhi
salah satu hal berikut:

1. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok
usaha yang sama (artinya entitas induk, Perusahaan Anak,
dan Perusahaan Anak berikutnya terkait dengan entitas lain);

2. Satu entitas adalah entitas sosial atau ventura bersama yang
merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana
entitas lain tersebut adalah anggotanya);

3. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak
ketiga yang sama.

Berarti prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah dibidang Pasar
Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama
Indonesia (DSN-MUI) sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan
dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/P0JK.04/2015
tanggal 03 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di
Pasar Modal dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang
didasarkan pada fatwa DSN-MUI.

Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Emisi Sukuk
Mudharabah yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan
Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dengan tujuan agar
Masyarakat membeli Sukuk Mudharabah, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 butir 26 UUPM dan Peraturan OJK No. 9/2017.

Berarti dokumen tertulis dalam rangka Penawaran Umum dengan
tujuan agar pihak lain membeli Efek yang memuat seluruh informasi
dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan
sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran kecuali informasi
mengenai penjaminan Emisi, sukuk Mudharabah atau hal-hal lain
yang berhubungan dengan persyaratan Penawaran Umum yang
belum dapat ditentukan, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan

No. 23/P0OJK.04/2017, dengan memperhatikan Peraturan Bapepam
dan LK No. IX.A.2.

Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal sesuai dengan Peraturan
0OJK No. 9/2017.

Berarti rekening yang memuat catatan posisi Sukuk Mudharabah

dana milik Pemegang Pemegang Sukuk Mudharabah yang
diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek
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RUPSU

RUPS

RUPSLB

RUPST

Satuan Pemindahbukuan dan Satuan
Perdagangan

Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah

Sukuk

Sukuk Mudharabah

berdasarkan kontrak pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani
dengan Pemegang Sukuk Mudharabah.

Berarti Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah sebagaimana
diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.

Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang
diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.

Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang
diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.

Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang
diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.

Berarti satuan jumlah  Sukuk Mudharabah yang dapat
dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya
adalah sebesar Rpl,- (satu Rupiah) dan kelipatannya dan satuan
perdagangan  Sukuk yang diperdagangkan adalah senilai
Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Berarti bukti penerbitan Sukuk Mudharabah yang disimpan dalam
Penitipan Kolektif KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan dan tercatat
atas nama KSEl untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah
melalui Pemegang Rekening.

Berarti Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang
bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak
terbagi (syuyu’/undivided share), atas aset yang mendasarinya.

Berarti Sukuk Mudharabah Berkelanjutan | PNM Tahap | Tahun 2021
yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk
Mudharabah yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk
Mudharabah, yang berjumlah sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua
triliun Rupiah). Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100%
(seratus persen) dari nilai Sisa Imbalan Mudharabah dan terdiri dari 3
(tiga) seri:

Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A vyang
ditawarkan adalah sebesar Rp1.158.000.000.000,-
(satu triliun seratus lima puluh delapan miliar Rupiah)
dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah
yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah
Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya
nisbah adalah 34,740% (tiga puluh empat koma tujuh
empat nol persen) dari Pendapatan yang
Dibagihasilkan. Jangka waktu Sukuk Mudharabah
adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender
terhitung sejak Tanggal Emisi;

Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang
ditawarkan adalah sebesar Rp515.000.000.000,- (lima
ratus lima belas miliar Rupiah) dengan Pendapatan
Bagi Hasil Sukuk Mudharabah vyang dihitung
berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk
Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah
18,025% (delapan belas koma nol dua lima persen)
dari Pendapatan yang Dibagihasilkan. Jangka waktu

Seri A

Seri B
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Tanggal Distribusi

Tanggal Emisi

Tanggal Penjatahan

Tanggal Pembayaran

Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi
Hasil

Sukuk Mudharabah adalah 3 (tiga) tahun terhitung
sejak Tanggal Emisi; dan

Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C vyang
ditawarkan adalah sebesar Rp327.000.000.000,- (tiga
ratus dua puluh tujuh miliar Rupiah) dengan
Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang
dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah
Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya
nisbah adalah 13,080% (tiga belas koma nol delapan
nol persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan.
Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 5 (lima)
tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;

Seri C

yang merupakan surat berharga Syariah (Sukuk) yang dikeluarkan
oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui
Penawaran Umum dan dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk
Mudharabah, serta akan dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan
dalam Penitipan Kolektif KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran
Efek Surat Berharga Syariah Di KSEIl. Kepastian jumlah Dana Sukuk
dari masing-masing seri Sukuk Mudharabah akan ditentukan
kemudian dalam perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk,
dimana Dana Sukuk Mudharabah tersebut dapat berkurang
sehubungan dengan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah
dari masing-masing seri Sukuk Mudharabah dan/atau pembelian
kembali sebagai pembayaran kembali Dana Sukuk sebagaimana
dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah dengan
memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5
Perjanjian Perwaliamanatan.

Berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah
hasil Penawaran Umum beserta bukti kepemilikan Sukuk
Mudharabah yang wajib dilakukan kepada pembeli Sukuk
Mudharabah dalam Penawaran Umum, yang akan didistribusikan
secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak
Tanggal Penjatahan, yang kepastian tanggalnya akan ditentukan
dalam perubahan Perjanjian Perwaliamanatan.

Berarti Tanggal Pembayaran hasil emisi dari Penjamin Pelaksana
Emisi Sukuk Mudharabah kepada Perseroan, yang merupakan
tanggal penerbitan Sukuk Mudharabah, yang kepastian tanggalnya
akan ditentukan dalam perubahan Perjanjian Perwaliamanatan.

Berarti tanggal dilakukannya penjatahan Sukuk Mudharabah yaitu
tanggal sebagaimana dimuat dalam Prospektus.

Berarti tanggal pembayaran dana hasil Emisi Sukuk Mudharabah
kepada Perseroan yang disetor oleh Penjamin Emisi Sukuk
Mudharabah melalui Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah
ke dalam rekening Perseroan (in good funds) berdasarkan ketentuan
dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah, yaitu tanggal
8 Juli 2021.

Berarti tanggal-tanggal jatuh tempo pembayaran Pendapatan Bagi
Hasil yang wajib dibayar Perseroan melalui Agen Pembayaran kepada
Pemegang Sukuk Mudharabah yang namanya tercantum dalam
Daftar Pemegang Rekening, dengan memperhatikan ketentuan Pasal
5 Perjanjian Perwaliamanatan.
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Tanggal Pembayaran Kembali
Sukuk

UKM
ULaMM

Undang-Undang OJK

uu

UUPM

UUPT

UMK
UMKMK

Wali Amanat

Dana

Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dilakukan pada tanggal 8
Oktober 2021, sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil
terakhir sekaligus jatuh tempo Sukuk Mudharabah masing-masing
adalah pada tanggal 18 Juli 2022 untuk Sukuk Mudharabah Seri A,
tanggal 8 Juli 2024 untuk Sukuk Mudharabah Seri B, dan tanggal 8
Juli 2026 untuk Sukuk Mudharabah Seri C.

berarti tanggal-tanggal jatuh tempo dari masing-masing seri Sukuk
yang wajib dibayar oleh Emiten melalui Agen Pembayaran kepada
Pemegang Sukuk berdasarkan Daftar Pemegang Rekening, yang
kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam addendum perjanjian
perwaliamanatan, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5
Perjanjian Perwaliamanatan.

Berarti Usaha Kecil dan Menengah.

Berarti Unit Layanan Modal Mikro

Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011
tanggal 22 Nopember 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Berarti Undang-Undang.

Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tanggal
10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik
Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608.

Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007
tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran
Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.
Berarti Usaha Mikro dan Kecil.

Berarti Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi.

Berarti PT Bank Mega Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan
berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan

yang bertindak untuk diri sendiri dan berdasarkan UUPM merupakan
Pihak yang mewakili kepentingan pemegang Sukuk Mudharabah.
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Ringkasan

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan
keterangan yang lebih rinci, serta laporan keuangan dan catatan-catatan yang tercantum dalam Prospektus
ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi
Perseroan. Kecuali dinyatakan lain, seluruh pembahasan atas informasi keuangan yang tercantum dalam
Prospektus ini dilakukan pada tingkat konsolidasian. Semua informasi keuangan Perseroan disusun
berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang disajikan dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan
Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan adalah suatu badan usaha milik Negara yang berbentuk perseroan terbatas, didirikan dengan nama
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38
tanggal 25 Mei 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan
Perseroan (Persero) Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ("PP No. 38/1999")
dan Akta Pendirian yang dimuat dalam Akta Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT
Permodalan Nasional Madani Disingkat PT PNM (Persero) No. 1 tanggal 1 Juni 1999, dibuat dihadapan Ida
Sofia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman sebagaimana dimaksud
dalam Keputusan Menteri Kehakiman No. C-11.609.HT.01.01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999, telah didaftarkan
pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 4758/BH09.05/VIII/99 tanggal 27
Agustus 1999 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 10 September
1999, Tambahan No. 5681.

Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah diubah beberapa kali, dengan
perubahan terakhir yang dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku
Rapat Umum Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 12 tanggal 12 Januari 2021
dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan
dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana
dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0033759
tanggal 20 Januari 2021, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0010923.AH.01.11. Tahun 2021
tanggal 20 Januari 2021 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 008 tanggal 25
Januari 2021, Tambahan No. 003593.

Maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pemberdayaan dan
pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi termasuk namun tidak terbatas pada usaha
dengan prinsip syariah untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk
mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip
perseroan terbatas. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan
usaha (i) jasa pembiayaan termasuk namun tidak terbatas pada kredit program dan/atau pembiayaan sistem
tanggung renteng, (ii) penyertaan kepada Lembaga Keuangan Mikro/Syariah (LKM/S) dan (iii) Bank Perkreditan
Rakyat/Syariah (BPR/S), serta jasa manajemen dan kemitraan.

Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Menara Taspen Lantai 10, Jalan Jendral Sudirman Kav. 2
Jakarta Pusat dan mempunyai 1 (satu) Kantor Pusat, 62 (enam puluh dua) Kantor Cabang UlaMM, 924
(sembilan ratus dua puluh empat) unit/outlet UlaMM dan 2.668 (dua ribu enam ratus enam puluh delapan)
Cabang Mekaar yang tersebar di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
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Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 2 (dua) Perusahaan Anak dengan kepemilikan di
atas 50%, dengan struktur kepemilikan Perseroan adalah sebagai berikut:

No. Nama Kegiatan Usaha Persentase Tahun Tahun Status Kontribusi
Perusahaan Kepemilikan | Pendirian | Penyertaan | Operasional | Pendapatan
Anak Perseroan Anak
terhadap
Perseroan
1 PT PNM | Jasa kepenasihatan 99,99% 1996 1999 Beroperasi 0,92%
Investment keuangan dan
Management manajemen investasi
2 PT PNM | Jasa pembiayaan 99,99% 1999 2000 Beroperasi 2,05%
Venture Capital | modal ventura

2. Keterangan Tentang Efek Yang Belum Dilunasi

Berikut merupakan Efek Bersifat Utang yang pernah diterbitkan Perseroan dan sampai dengan tanggal Informasi Tambahan

ini diterbitkan masih terutang:

Obligasi
Nama Obligasi Seri & Jangka Waktu | Tanggal Jatuh Tempo Tingkat Nilai (Rp)
Obligasi Kupon

Obligasi Berkelanjutan Seri B, 5 tahun 3 November 2021 9,50% 839.000.000.000

| Tahap Il Tahun 2016

Obligasi  Berkelanjutan I Seri B, 5 tahun 12 Juli 2022 9,25% 750.000.000.000

Tahap | Tahun 2017

Obligasi  Berkelanjutan I Seri B, 5 tahun 13 April 2023 8,50% 1.246.000.000.000

Tahap Il Tahun 2018

Obligasi Berkelanjutan I Seri A, 3 tahun 28 Mei 2022 9,50% 1.401.000.000.000

Tahap | Tahun 2019 Seri B, 5 tahun 28 Mei 2024 9,85% 599.000.000.000

Obligasi  Berkelanjutan Il Seri A, 3 tahun 28 November 2022 8,40% 586.500.000.000

Tahap Il Tahun 2019 Seri B, 5 tahun 28 November 2024 8,75% 763.500.000.000

Obligasi  Berkelanjutan Il Seri A, 3 tahun 30 April 2023 8,40% 55.100.0000.000

Tahap lll Tahun 2020 Seri B, 5 tahun 30 April 2025 9,00% 194.900.000.000

Obligasi Berkelanjutan Il Seri A, 1 tahun 14 Desember 2021 6,50% 904.800.000.000

Tahap IV Tahun 2020 Seri B, 3 tahun 4 Desember 2023 7,75% 537.000.000.000
Seri C, 5 tahun 4 Desember 2025 8,75% 292.000.000.000

Obligasi Berkelanjutan Ill Seri A, 1 tahun 27 Maret 2022 6,25% 168.000.000.000

Tahap V Tahun 2021 Seri B, 3 tahun 17 Maret 2024 7,25% 159.000.000.000
Seri C, 5 tahun 17 Maret 2026 8,25% 339.200.000.000

Jumlah 9.330.900.000.00

MTN (Medium Term Notes)

Nama MTN Seri & Jangka Waktu MTN Tanggal Jatuh Tempo | Tingkat Kupon Nilai (Rpjuta)
MTN Xl Seri A, 60 bulan 10 Januari 2022 11,25% 50.000.000.000
Seri B, 60 bulan 10 Januari 2022 11,25% 110.000.000.000
Seri C, 57 bulan 10 Januari 2022 11,25% 200.000.000.000
Seri D, 56 bulan 10 Januari 2022 11,25% 15.000.000.000
MTN XIX Seri A, 36 bulan 28 Desember 2021 10,20% 70.000.000.000
Seri B, 36 bulan 28 Desember 2021 10,20% 105.000.000.000
Seri C, 36 bulan 28 Desember 2021 10,20% 105.000.000.000
Seri D, 36 bulan 28 Desember 2021 10,50% 142.500.000.000
Seri E, 36 bulan 28 Desember 2021 10,50% 201.000.000.000

Jumlah

998.500.000.000
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Surat Berharga Jangka Menengah Sukuk Mudharabah

Nama Sukuk Seri & Jangka Waktu Sukuk Tanggal Jatuh Tempo Besar Nisbah Nilai (Rp)
Sukuk Mdh. Il Tahun Seri A, 36 bulan 26 Februari 2022 30,00% 60.000.000.000
2018 Seri B, 2 tahun, 11 bulan 26 Februari 2022 30,00% 240.000.000.000
Sukuk Mdh. Ill Tahap | 5 tahun 18 Juni 2024 19,00% 300.000.000.000
Tahun 2019
Sukuk Mdh. 1l Tahun Seri A, 2 tahun 24 September 2021 25,48% 435.000.000.000
2019
Sukuk Mdh. 1l Tahun Seri B, 3 tahun 30 Oktober 2022 3,90% 65.000.000.000
2019
Sukuk Mdh. 1l Tahun | SeriD, 1 tahun 10 bulan 24 hari 24 September 2021 20,50% 350.000.000.000
2019
Sukuk Mdh. Il Tahun | SeriE, 2 tahun 11 bulan 10 hari 30 Oktober 2022 6,00% 100.000.000.000
2019
Sukuk Mdh. Il Tahap Seri E, 2 tahun 10 bulan 25 hari 30 Oktober 2022 3,00% 50.000.000.000
Il Tahun 2019
Sukuk Mdh. Il Tahun Seri C, 3 tahun 20 Februari 2023 17,94% 322.000.000.000
2019
Sukuk Mdh. Il Tahun Seri F, 3 tahun 20 Februari 2023 6,69% 120.000.000.000
2019
Sukuk Mdh. IV Tahap | Seri A, 3 tahun 27 Oktober 2023 9,75% 200.000.000.000
Tahun 2020
Sukuk Mdh. Il Tahun Seri H, 36 bulan 15 Desember 2023 3,00% 50.000.000.000
2019
Sukuk Mdh. IV Tahun Seri A, 3 Tahun 27 Oktober 2023 37,38% 712.000.000.000
2020
Sukuk Mdh. IV Tahun Seri B,3 Tahun 10 Maret 2024 40,95% 780.000.000.000
2020
Sukuk Mdh. IV Tahun Seri D, 2 Tahun 11 Bulan 19 Januari 2024 16,17% 308.000.000.000
2020

4.092.000.000.000
Jumlah

3. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Terakhir Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang
Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 28 tanggal 20 November 2020 dibuat di hadapan
Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-0079386.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 27
November 2020, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0199612.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 27
November 2020 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 096 tanggal 30 November
2020, Tambahan No. 045073 jo. Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat
Umum Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 12 tanggal 12 Januari 2021 dibuat di
hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat
dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud
dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0033759 tanggal 20
Januari 2021, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0010923.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 20
Januari 2021 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 008 tanggal 25 Januari 2021,
Tambahan No. 003593, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sampai dengan tanggal
Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Jumlah Saham Nilai Saham Persentase
Nama Pemegang Saham Seri A Seri B Seri A Seri B (%)
@Rp1.000.000,00 @Rp1.000.000,00

Modal Dasar - 1 9.199.999 1.000.000,00 9.199.999.000.000,00
Rp9.200.000.000.000,00
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor
Negara Republik Indonesia 1 3.799.999 1.000.000,00 3.799.999.000.000,00 100,00
Jumlah Modal Ditempatkan 3.799.999 1.000.000,00 3.799.999.000.000,00 100,00
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Jumlah Saham

Nilai Saham

Nama Pemegang Saham Seri A
@Rp1.000.000,00

Seri A Seri B

Seri B

@Rp1.000.000,00

Persentase
(%)

dan Modal Disetor

Saham Dalam Portepel - 5.400.000

- 5.400.000.000.000,00

4. Rencana Penggunaan Dana

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan
seluruhnya oleh Perseroan untuk modal kerja yang akan disalurkan pada pembiayaan syariah sesuai kegiatan
usaha Perseroan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

5. Risiko Usaha

Dalam melaksanakan kegiatan utama Perseroan, pembiayaan kepada usaha mikro dan kecil, risiko utama yang
dihadapi Perseroan adalah ketidakmampuan nasabah/debitur untuk membayar kembali fasilitas pembiayaan
yang diberikan, baik pokok pinjaman maupun bunganya, sehingga menyebabkan tidak tertagihnya piutang
pembiayaan kepada nasabah yang akan menurunkan pendapatan dan kinerja Perseroan.

I. Risiko Utama Perseroan

Risiko utama Perseroan adalah risiko pembiayaan/kredit

Il. Risiko-risiko yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Risiko Pasar

Risiko Likuiditas

Risiko Operasional
Risiko Hukum

Risiko Reputasi

Risiko Strategi

Risiko Kepatuhan

Risiko Pandemi

Risiko Persaingan Usaha

10) Risiko Investasi pada Perusahaan Anak

11) Risiko perubahan teknologi

12) Risiko Sumber Daya Manusia

13) Risiko terkait kebijakan Pemerintah

14) Risiko terkait ketentuan negara lain atau peraturan internasional

Ill. Risiko-risiko yang terkait dengan kegiatan usaha perusahaan anak

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Risiko pembiayaan/ kredit
Risiko pasar

Risiko Likuiditas

Risiko operasional

Risiko Hukum

Risiko Reputasi

Risiko Strategi

Risiko Kepatuhan

IV. Risiko umum

1)
2)

Risiko terkait perekonomian secara makro atau global

Risiko terkait kegagalan dalam memenuhi peraturan dan undang-undang
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V. Risiko investasi

1) Risiko yang dihadapi investor pembeli Sukuk Mudharabah adalah tidak likuidnya Sukuk Mudharabah
yang ditawarkan pada penawaran umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Sukuk
Mudharabah sebagai investasi jangka panjang.

2) Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta utang
pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain
yang ditetapkan dalam kontrak Sukuk Mudharabah yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja
dan perkembangan usaha Perseroan.

Faktor risiko usaha dan risiko umum telah disusun berdasarkan bobot risiko yang dihadapi oleh Perseroan.
6. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel dibawah ini menunjukkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang diambil dari laporan keuangan
Perseroan untuk tahun-tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang bersumber dari laporan
keuangan Perseroan tertanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Laporan keuangan Perseroan disusun dan
disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia.

Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 serta
laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan berdasarkan standar audit
yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI1”) dalam laporannya yang ditandatangani oleh Tjahjo
Dahono, S.E., CPA dengan opini wajar tanpa modifikasian.

Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2019 serta
laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi berdasarkan standar audit yang ditetapkan
Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) dalam laporannya yang ditandatangani oleh Drs. Supandi, CA., CPA.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam Rupiah)
Keterangan 31 Desember
2020 2019
Jumlah Aset 31.664.889.050.308 24.906.517.086.099
Jumlah Liabilitas 26.077.979.249.069 22.042.024.348.398
Jumlah Ekuitas 5.586.909.801.239 2.864.492.737.701
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
(dalam Rupiah)
Keterangan 31 Desember
2020 2019
Pendapatan Bunga dan Syariah - bersih 3.915.456.491.990 3.328.993.783.032
Laba Usaha 399.135.154.357 1.291.318.693.197
Laba Tahun Berjalan 358.594.645.337 977.310.694.479
Laba Komprehensif Lain Tahun Berjalan 351.671.971.625 972.195.201.493
Rasio Pertumbuhan, Usaha dan Keuangan
Keterangan 31 Desember
2020 2019
Rasio Pertumbuhan
Pendapatan bunga dan Syariah 13,83 56,82
Laba tahun berjalan -63,31 1.341,50

Jumlah aset 27,13 41,90
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Keterangan 31 Desember

2020 2019

Jumlah liabilitas 18,31 40,76

Jumlah ekuitas 95,04 51,27
Rasio Usaha

Laba sebelum pajak penghasilan/pendapatan bunga dan syariah 7,12 26,22

Pendapatan bunga dan syariah/rata-rata aset 19,82 23,19

Laba tahun berjalan/pendapatan bunga dan syariah 6,40 19,85

Laba tahun berjalan/total aset (ROA) 1,13 3,92

Laba tahun berjalan/total ekuitas (ROE) 6,42 34,12
Rasio Keuangan

Jumlabh liabilitas/aset (x) 0,82 0,88

Jumlabh liabilitas/ekuitas (x) 4,67 7,69
Rasio Likuiditas

Gearing ratio (x) 3,24 5,87

Non Performing Financing (x) 0,97 1,25

7. Prospek Usaha

Ditengah pandemi Covid-19 saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan [1V-2020
menunjukkan peningkatan sebesar 0,42% (qoq) dari triwulan sebelumnya. Dari sisi produksi pertumbuhan
tertinggi pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sedangkan dari sisi pengeluaran,
pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P). Namun jika
dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya maka pertumbuhan ekonomi Indonesia masih
mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,19% (yoy). Diharapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia
pada awal triwulan 1-2021 akan lebih baik lagi sehingga dapat menjadi dasar yang kuat untuk kelanjutan
pertumbuhan ekonomi yang lebih baik sampai akhir tahun 2021.

Sesuai dengan APBN pada tahun 2021, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5% -
5,5%, inflasi 3,0% dan tingkat suku bunga dikisaran 7,9%. Fokus pemerintah pada tahun 2021 diarahkan
untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional termasuk mendukung pemulihan UMKM dimana
kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional sebesar 61,07% dan sekitar 97% tenaga kerja nasional
bergantung pada sektor ini. Diharapkan dukungan Pemerintah pada sektor UMKM akan mendukung
percepatan pemulihan ekonomi nasional tahun depan.

Sejalan dengan program Pemerintah untuk mendukung UMKM dalam rangka percepatan pemulihan
ekonomi nasional, Perseroan terus berupaya membantu para nasabah dalam mengahadapi kondisi saat ini
melalui berbagai langkah kebijakan yang telah dan akan terus dilakukan pada tahun-tahun mendatang.
Perseroan berharap dengan adanya dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, pemberdayaan
kepada para nasabah tetap dapat dilakukan guna mewujudkan komitmen Pemerintah dalam
mengembangkan, memajukan, serta memelihara UMKM. Perseroan berkomitmen untuk senantiasa
berupaya menjadi lembaga keuangan terdepan yang mampu melahirkan pelaku-pelaku UMKM tangguh
dan mandiri, melalui melalui pengembangan akses permodalan serta pelaksanaan pelatihan dan
pendampingan usaha bagi para pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

8. Keterangan tentang Sukuk Mudharabah yang akan ditawarkan

Nama Sukuk Mudharabah : Sukuk Mudharabah Berkelanjutan | PNM Tahap | Tahun 2021 (“Sukuk
Mudharabah”)

Jenis Sukuk Mudharabah : Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo
Sukuk Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI
sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah
melalui Pemegang Rekening.

Jumlah Dana Sukuk Mudharabah : Sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga)

seri:
a. Seri A dengan Jumlah Dana Sukuk Mudharabah sebesar
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Jangka Waktu

Nisbah Sukuk Mudharabah

Harga Penawaran
Satuan Perdagangan
Satuan Pemindahbukuan

Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil
Sukuk Mudharabah

Jaminan

Penyisihan Dana (Sinking Fund)

Pembelian Kembali (Buy Back)

Hasil Pemeringkatan

Wali Amanat

Rp1.158.000.000.000,- (satu triliun seratus lima puluh delapan miliar
Rupiah);

b. Seri B dengan Jumlah Dana Sukuk Mudharabah sebesar
Rp515.000.000.000,- (lima ratus lima belas miliar Rupiah); dan

c. Seri C dengan Jumlah Dana Sukuk Mudharabah sebesar
Rp327.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh miliar Rupiah).

Jumlah Dana Sukuk Mudharabah tersebut dapat berkurang sehubungan
dengan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dari masing-masing
seri Sukuk Mudharabah dan/atau pelaksanaan pembelian kembali (buy
back) sebagai pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah sebagaimana
dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah.

a. Seri A dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender
dan jatuh tempo pada tanggal 18 Juli 2022;

b. Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada
tanggal 8 Juli 2024; dan

c. Seri C dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan jatuh tempo pada
tanggal 8 Juli 2026.

a. Seri A : Nisbah 34,740% (tiga puluh empat koma tujuh empat nol
persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan

b. Seri B : Nisbah 18,025% (delapan belas koma nol dua lima persen) dari
Pendapatan yang Dibagihasilkan

c. Seri C: Nisbah 13,080% (tiga belas koma nol delapan nol persen) dari
Pendapatan yang Dibagihasilkan

100% dari nilai Pokok Sukuk Mudharabah.
Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
Rp1,- (satu Rupiah).

Triwulanan.

Sukuk Mudharababh ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun
dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak
maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan
ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal
1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang
Sukuk adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur
Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pembayaran kembali
Sukuk Mudharabah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan
penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Mudharabah sesuai dengan tujuan
rencana penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Mudharabah.

Perseroan dapat melakukan pembelian kembali lebih awal (buy back)
sebagian atau seluruh Sukuk dari setiap Pemegang Sukuk sebelum
Tanggal Pembelian Kembali Seluruh Sukuk sesuai ketentuan dalam
Perjanjian Perwaliamanatan.

itA+sy) (Single A Plus Syariah)

PT Bank Mega Thk
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Wali Amanat

PT Bank Mega Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Sukuk Mudharabah ini sesuai dengan

ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank
Mega Tbk.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut :

PT Bank Mega Tbk
Menara Bank Mega, Lantai 16
Jalan Kapten P. Tendean No. 12-14 A
Jakarta 12790
Telepon: (021) 79175000
Faksimili: (021) 7990720
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I PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN | PNM
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp6.000.000.000.000
(ENAM TRILIUN RUPIAH)
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN | PNM TAHAP | TAHUN 2021
DENGAN TOTAL DANA SUKUK SEBESAR
Rp2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH) (“SUKUK MUDHARABAH”)
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN | PNM TAHAP Il DAN SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN
SUKUK MUDHARABAH INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas
nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), sebagai bukti Kewajiban Sukuk Mudharabah untuk kepentingan Pemegang Sukuk
Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah dan terdiri dari
3 (tiga) seri:

Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.158.000.000.000,- (satu triliun seratus lima puluh delapan
miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk
Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 34,740% (tiga puluh empat koma tujuh empat nol persen) dari Pendapatan yang
Dibagihasilkan. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi;

Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp515.000.000.000, - (lima ratus lima belas miliar Rupiah) dengan
Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana
besarnya nisbah adalah 18,025% (delapan belas koma nol dua lima persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan. Jangka waktu Sukuk
Mudharabah adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi; dan

Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp327.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh miliar Rupiah)
dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah,
dimana besarnya nisbah adalah 13,080% (tiga belas koma nol delapan nol persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan. Jangka waktu
Sukuk Mudharabah adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-
masing Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada
tanggal 8 Oktober 2021, sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran
Kembali Dana Sukuk Mudharabah masing-masing adalah pada tanggal 18 Juli 2022 untuk Sukuk Mudharabah Seri A, 8 Juli 2024 untuk
Sukuk Mudharabah Seri B, dan pada tanggal 8 Juli 2026 untuk Sukuk Mudharabah Seri C.

Dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan Sukuk
Mudharabah dari
PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
icA+(sy)
(Single A plus Syariah)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)

Kegiatan Usaha
Jasa pembiayaan dan jasa manajemen

Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat Kantor Cabang
Menara Taspen, lantai 10 Memiliki 62 Kantor Cabang UlaMM dan 924 Unit/Outlet
JI. Jend. Sudirman Kav. 2, Jakarta 10220 UlaMM serta 2.668 Cabang Mekaar

Telp. (021) 2511 404, Faks. (021) 2511 371
Website www.pnm.co.id
Email sekretarisperusahaan@pnm.co.id

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN/RISIKO KREDIT ADALAH KETIDAKMAMPUAN
NASABAH/DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, BAIK POKOK PINJAMAN
MAUPUN BUNGANYA, SEHINGGA MENYEBABKAN TIDAK TERTAGIHNYA PIUTANG PEMBIAYAAN KEPADA NASABAH
YANG AKAN MENURUNKAN PENDAPATAN DAN KINERJA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK.




1. Pemenuhan Penawaran Umum Berkelanjutan

Perseroan akan dan telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan
sebagaimana yang diatur dalam Peraturan OJK No. 36/2014 yaitu:

e  Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah | dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua)
tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan terakhir
disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan
Pendaftaran Penawaran Umum Berkelanjutan;

e Telah menjadi Emiten atau perusahaan publik dengan paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penyampaian
Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah [;

e Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian
Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah |, sesuai
dengan surat pernyataan Perseroan tanggal 19 April 2021 dan surat pernyataan tanggal 15 April 2021 dari
Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Indonesia).

e Efek yang akan diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan ini adalah efek bersifat utang/ surat
berharga syariah (sukuk) dan memiliki hasil pemeringkatan efek yang termasuk dalam kategori 4 (empat)
peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat teratas dan masuk dalam kategori
peringkat layak investasi berdasarkan standar yang di miliki oleh perusahaan pemeringkat efek.

2. Keterangan tentang Sukuk Mudharabah yang akan diterbitkan
Nama Sukuk

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan | PNM Tahap | Tahun 2021.

Jenis Sukuk

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang akan
diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEl sebagai bukti kepemilikan Efek Syariah untuk kepentingan
Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan
Pemegang Rekening di KSEl yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan
didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah oleh Perseroan kepada KSEI.
Bukti kepemilikan Sukuk Mudharabah bagi Pemegang Sukuk Mudharabah adalah Konfirmasi Tertulis yang
diterbitkan oleh KSEIl atau Pemegang Rekening.

Jangka Waktu, Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah, dan Jatuh Tempo Sukuk Mudharabah

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang akan
diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), sebagai bukti Kewajiban
Sukuk Mudharabah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini ditawarkan
dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah dan terdiri dari 3 (tiga) seri:

Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.158.000.000.000, -
(satu triliun seratus lima puluh delapan miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk
Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah,
dimana besarnya nisbah adalah 34,740% (tiga puluh empat koma tujuh empat nol persen) dari
Pendapatan yang Dibagihasilkan. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 370 (tiga ratus tujuh
puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi;

Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp515.000.000.000,-
(lima ratus lima belas miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang
dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya
nisbah adalah 18,025% (delapan belas koma nol dua lima persen) dari Pendapatan yang
Dibagihasilkan. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal
Emisi; dan

Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp327.000.000.000,-
(tiga ratus dua puluh tujuh miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah



yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana
besarnya nisbah adalah 13,080% (tiga belas koma nol delapan nol persen) dari Pendapatan yang
Dibagihasilkan. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal
Emisi;

Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah

Merupakan bagian Pendapatan Bagi Hasil yang menjadi hak dan oleh karenanya harus dibayarkan oleh
Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah berupa persentase tertentu dari Pendapatan Yang
Dibagihasilkan yang disepakati Perseroan untuk dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah. Perseroan
tidak melakukan pemotongan zakat atas bagi hasil Sukuk Mudharabah yang diperoleh Pemegang Sukuk.

Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Seri A adalah sebesar 34,740% (tiga puluh empat koma tujuh empat nol
persen) yang dihitung dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan.

Perseroan mengusulkan dan Pemegang Sukuk menyetujui bahwa jika Pendapatan Yang Dibagihasilkan untuk
Sukuk seri A melebihi Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah) per tahun maka maka Pemegang Sukuk
melepaskan hak (tanaazu al-haq) untuk memperoleh kelebihan dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan tersebut
dan atas kelebihan dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan tersebut menjadi hak Emiten, oleh karena itu
penghitungan Nisbah adalah atas penghasilan yang telah dikurangi dengan pendapatan yang telah dilepaskan
kepada Emiten tersebut.

Apabila Pemegang Sukuk mendapatkan Pendapatan Bagi Hasil lebih rendah dari yang tercantum dalam
Perjanjian Perwaliamanatan ini, maka Emiten boleh melepaskan haknya (isqath al-hagg/attanazul 'an al-haqq)
untuk menyesuaikan imbalan bagi Pemegang Sukuk agar kompetitif dan dapat diberitahukan kepada
Pemegang Sukuk. Yang dimaksud dengan hak Emiten adalah hak Emiten untuk mendapatkan Pendapatan Bagi
Hasil dengan Nisbah milik Perseroan.

Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Seri B adalah sebesar 18,025% (delapan belas koma nol dua lima
persen) yang dihitung dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan.

Perseroan mengusulkan dan Pemegang Sukuk menyetujui bahwa jika Pendapatan Yang Dibagihasilkan untuk
Sukuk seri B melebihi Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah) per tahun maka maka Pemegang Sukuk
melepaskan hak (tanaazu al-haq) untuk memperoleh kelebihan dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan tersebut
dan atas kelebihan dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan tersebut menjadi hak Emiten, oleh karena itu
penghitungan Nisbah adalah atas penghasilan yang telah dikurangi dengan pendapatan yang telah dilepaskan
kepada Emiten tersebut.

Apabila Pemegang Sukuk mendapatkan Pendapatan Bagi Hasil lebih rendah dari yang tercantum dalam
Perjanjian Perwaliamanatan ini, maka Emiten boleh melepaskan haknya (isqath al-haqq/attanazul 'an al-haqq)
untuk menyesuaikan imbalan bagi Pemegang Sukuk agar kompetitif dan dapat diberitahukan kepada
Pemegang Sukuk. Yang dimaksud dengan hak Emiten adalah hak Emiten untuk mendapatkan Pendapatan Bagi
Hasil dengan Nisbah milik Perseroan.

Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Seri C adalah sebesar 13,080% (tiga belas koma nol delapan nol persen)
yang dihitung dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan.

Perseroan mengusulkan dan Pemegang Sukuk menyetujui bahwa jika Pendapatan Yang Dibagihasilkan untuk
Sukuk seri C melebihi Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah) per tahun maka maka Pemegang Sukuk
melepaskan hak (tanaazu al-haq) untuk memperoleh kelebihan dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan tersebut
dan atas kelebihan dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan tersebut menjadi hak Emiten, oleh karena itu
penghitungan Nisbah adalah atas penghasilan yang telah dikurangi dengan pendapatan yang telah dilepaskan
kepada Emiten tersebut.



Apabila Pemegang Sukuk mendapatkan Pendapatan Bagi Hasil lebih rendah dari yang tercantum dalam
Perjanjian Perwaliamanatan ini, maka Emiten boleh melepaskan haknya (isqath al-hagqg/attanazul 'an al-haqq)
untuk menyesuaikan imbalan bagi Pemegang Sukuk agar kompetitif dan dapat diberitahukan kepada
Pemegang Sukuk. Yang dimaksud dengan hak Emiten adalah hak Emiten untuk mendapatkan Pendapatan Bagi
Hasil dengan Nisbah milik Perseroan.

Aset yang menjadi dasar Sukuk adalah kegiatan usaha Emiten berupa pelaksanaan pemberian pembiayaan
murabahah Ulaam dan Mekaar Syariah kepada nasabah Emiten

Nisbah untuk investor bersifat tetap sepanjang Akad Mudharabah kecuali disepakati oleh Shahibul Mal dan
Mudharib untuk dilakukan perubahan sesuai syarat dan tata cara perubahan nisbah yang berlaku, dengan
periode perhitungan pendapatan yang dibagihasilkan adalah yang diperoleh selama satu triwulanan.

Perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah hanya dapat dilakukan melalui pemberitahuan dari
Perseroan kepada Wali Amanat apabila perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah menguntungkan
Pemegang Sukuk Mudharabah atau berdasarkan persetujuan RUPSU apabila perubahan Nisbah Pemegang
Sukuk Mudharabah akan menjadikan Pendapatan Bagi Hasil lebih kecil dari sebelum dilakukannya perubahan.

Perhitungan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah

Dasar perhitungan Pendapatan yang Dibagihasilkan adalah pendapatan Perseroan yang diperoleh dari Margin
Pembiayaan Murabahah yang jumlahnya dicantumkan dalam setiap posisi keuangan Perseroan, yang akan
dibagihasilkan setiap triwulanan, yang jumlahnya dicantumkan dalam berdasarkan laporan keuangan
triwulanan (unaudited) terakhir sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Perseroan. Pendapatan
Bagi Hasil dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk dengan Pendapatan Yang
Dibagihasilkan.

Perseroan tidak melakukan pemotongan zakat atas bagi hasil dan pembayaran kembali Dana Sukuk
Mudharabah yang diperoleh pemegang Sukuk Mudharabah.

Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah

Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan
tanggal pembayaran masing-masing Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi
Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2021, sedangkan pembayaran
Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah sekaligus jatuh tempo Sukuk Mudharabah adalah pada tanggal 18
Juli 2022 untuk Sukuk Mudharabah Seri A, tanggal 8 Juli 2024 untuk Sukuk Mudharabah Seri B, dan tanggal 8
Juli 2026 untuk Sukuk Mudharabah Seri C.

Pada saat jatuh tempo, Sukuk Mudharabah harus dibayarkan dengan harga yang sama dengan jumlah dana
Sukuk Mudharabah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah,
dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, dimana 1 (satu) bulan
dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

Jadwal pembayaran Dana Sukuk dan bagi hasil untuk masing-masing seri Sukuk Mudharabah adalah
sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Pembayaran ke: Seri A Seri B Seri C
8 Oktober 2021 8 Oktober 2021 8 Oktober 2021
8 Januari 2022 8 Januari 2022 8 Januari 2022
8 April 2022 8 April 2022 8 April 2022
18 Juli 2022 8 Juli 2022 8 Juli 2022

No b WN

8 Oktober 2022
8 Januari 2023
8 April 2023

8 Oktober 2022
8 Januari 2023
8 April 2023



Pembayaran ke: Seri A Seri B Seri C

8 8 Juli 2023 8 Juli 2023
9 8 Oktober 2023 8 Oktober 2023
10 8Januari 2024 8 Januari 2024
11 8 April 2024 8 April 2024
12 8 Juli 2024 8 Juli 2024
13 8 Oktober 2024
14 8 Januari 2025
15 8 April 2025
16 8 Juli 2025
17 8 Oktober 2025
18 8 Januari 2026
19 8 April 2026
20 8 Juli 2026

Harga Penawaran

100% (seratus persen) dari Dana Sukuk Mudharabah.

Mata Uang Sukuk

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan dengan satuan mata uang Rupiah.
Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan

Satuan pemindahbukuan Sukuk Mudharabah adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Dalam
RUPSU tiap-tiap Rpl,- (satu Rupiah) memberikan hak kepada Pemegang Sukuk Mudharabah untuk
mengeluarkan 1 (satu) suara.

Perdagangan Sukuk Mudharabah dilakukan di Bursa Efek. Satuan perdagangan Sukuk Mudharabah di Bursa
Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya atau dengan nilai
sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan
dan Bursa Efek.

Aset yang Menjadi Dasar Sukuk Mudharabah

Aset yang menjadi dasar Sukuk adalah kegiatan usaha Emiten berupa pelaksanaan pemberian pembiayaan
murabahah Ulaam dan Mekaar Syariah kepada nasabah Emiten

Aset yang menjadi dasar Sukuk tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan Perseroan
menjamin selama periode Sukuk aset yang menjadi dasar Sukuk tersebut tidak akan bertentangan dengan
Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Dalam Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini, Pendapatan Bagi Hasil yang diterima Pemegang Sukuk
Mudharabah ini mengikuti prinsip yang dibolehkan secara syariah, yaitu perkalian Nisbah Bagi Hasil untuk
Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan berupa pendapatan Emiten yang
diperoleh dari Margin Pembiayaan Murabahah yang jumlahnya dicantumkan dalam setiap posisi keuangan
Emiten.

Pendapatan Bagi Hasil yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah
di Pasar Modal sesuai dengan Opini Kesesuaian Syariah yang dikeluarkan tanggal 15 April 2021 oleh Tim Ahli
Syariah dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah.



Skema Sukuk Mudharabah

Penjelasan Struktur Sukuk Mudharabah Berkelanjutan | PNM Tahap |

1.

Perseroan sebagai Pengelola Dana/Mudharib menerbitkan Sukuk Mudharabah dengan syarat dan
ketentuan terkait Pokok Sukuk, Kegiatan Usaha, Nisbah Bagi Hasil dan syarat-syarat Sukuk lainnya yang
dituangkan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Investor sebagai Pemilik Dana/Shahib al Maal menyerahkan dana Sukuk Mudharabah.

Dana Sukuk Mudharabah digunakan untuk membiayai kegiatan usaha yang disepakati, yaitu kegiatan
usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.

Hasil pendapatan dari kegiatan usaha akan dilaporkan secara berkala kepada Investor

Distribusi bagi hasil atas pendapatan usaha sesuai dengan Nisbah bagi hasil untuk masing-masing pihak
sesuai dengan kesepakatan.

Pengembalian dana Sukuk Mudharabah dari Emiten kepada Investor di akhir periode Sukuk Mudharabah.

Pernyataan Kesesuaian Syariah Atas Sukuk Mudarabah Dalam Penawaran Umum Dari Tim Ahli Syariah

Berdasarkan Opini Tim Ahli Syariah tanggal 15 April 2021, Tim Ahli Syariah menetapkan bahwa perjanjian dan
akad yang dibuat dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan
Syariah Nasional — Majelis Ulama Indonesia dan hukum syariah secara umum.

Akad Mudharabah

Akad Mudharabah dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah sebagaimana tercantum dalam Perjanjian
Perwaliamanatan yang telah disetujui oleh Perseroan dan PT Bank Mega Tbk sebagai sebagai Wali
Amanat dan wakil dari Pemegang Sukuk Mudharabah.

Mudharib (Perseroan) setuju menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan | PNM Tahap | Tahun 2021.
Dana Sukuk Mudharabah akan digunakan untuk pembiayaan syariah UMKM.

Shahibul Mal (Pemegang Sukuk yang diwakili oleh PT Bank Mega Tbk dalam perannya sebagai wali
Amanat) dengan ini setuju menyediakan Dana Sukuk untuk kegiatan usaha oleh Mudharib sebagaimana
tersebut di atas, dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Jumbo Sukuk yang dicatatkan di
Bursa Efek dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran
Sukuk di KSEI.

Mudharib berkewajiban untuk mengembalikan seluruh Dana Sukuk pada saat Akad Mudharabah berakhir
yaitu pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk sebagaimana akan ditentukan di dalam Perjanjian
Perwaliamanatan.

Pendapatan dari kegiatan pembiayaan syariah Mudharib, akan dibagi kepada Para Pihak sesuai dengan
Nisbah Pemegang Sukuk.

Mudharib menyatakan dan menjamin bahwa Kegiatan Usaha yang dibiayai dengan Dana Sukuk tidak
bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau peraturan perundang-undangan yang



berlaku dan tidak dikaitkan dengan (mu’allag) dengan suatu kejadian di masa yang akan datang yang
belum tentu terjadi.

Perubahan Akad Mudharababh, Isi Akad Mudharabah dan/atau Objek Sukuk

Dalam hal Emiten akan mengubah isi Akad Mudharabah sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian

Perwaliamanatan dan/atau kegiatan usaha yang menjadi dasar sukuk maka:

1. Perubahan tersebut hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPSU.

2. Perubahan hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah
Emiten atau Tim Ahli Syariah yang wajib diperoleh sebelum pelaksanaan RUPSU; dan

3. Atas Pemegang Sukuk yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud, maka Emiten akan melakukan
pembayaran kembali terhadap Sukuk yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk yang tidak setuju tersebut.

Hak Senioritas Atas Sukuk Mudharabah

Pemegang Sukuk Mudharabah tidak mempunyai hak untuk didahulukan terhadap hak kreditur preferen dan
hak Pemegang Sukuk Mudharabah adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan
lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan
yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada,
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan. Oleh karena itu, dalam hal terjadinya
kepailitan terhadap Perseroan maka seluruh harta kekayaan Perseroan yang tidak dijaminkan secara khusus
untuk kepentingan Kreditur tertentu akan dipergunakan untuk membayar utang-utang Perseroan kepada
seluruh Kreditur yang tidak memiliki jaminan secara khusus, termasuk diantaranya Pemegang Sukuk
Mudharabah, secara prorata sesuai dengan hasil penjualan harta kekayaan Perseroan. Batasan atas penerbitan
tambahan utang dengan senioritas (hak keutamaan atau Preferen) adalah tidak melebihi rasio keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perjanjian Perwaliamanatan yaitu tingkat Gearing Ratio yang tidak
melebihi 10x. Perseroan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat atas selambat-lambatnya
10 (sepuluh) Hari Kerja setelah melakukan pinjaman hutang baru atau mengeluarkan surat hutang atau
menjaminkan kekayaan Perseroan, memberikan jaminan perusahaan kepada pihak lain, kecuali pinjaman yang
telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan.

Jaminan

Sukuk Mudharabah ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta
kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang
akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Sukuk ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal
1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Hak Pemegang Sukuk adalah pari passu (tanpa hak preferen) dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik
yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus
dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penyisihan Dana Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah (Sinking Fund)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dengan
pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi sesuai dengan rencana penggunaan dana
penerbitan Sukuk Mudharabah.

Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah (Buy Back)

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Sukuk maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pembelian kembali Sukuk ditujukan sebagai pembayaran kembali atau disimpan untuk kemudian dijual
kembali dengan harga pasar.

2. Pelaksanaan pembelian kembali Sukuk dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek.

Pembelian kembali Sukuk baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.

4. Pembelian kembali Sukuk tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat
memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

w



10.

11.
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14.

15.
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17.

Pembelian kembali Sukuk tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi)
sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan
RUPSU.

Pembelian kembali Sukuk hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi kecuali

Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.

Rencana pembelian kembali Sukuk wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari

Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk tersebut di surat kabar.

Pembelian kembali Sukuk, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk.

Rencana pembelian kembali Sukuk sebagaimana dimaksud dalam butir 7 dan pengumuman sebagaimana

dimaksud dalam butir 8 paling sedikit memuat informasi tentang:

a) periode penawaran pembelian kembali;

b) jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;

c) kisaran jumlah Sukuk yang akan dibeli kembali;

d) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Sukuk;

e) tata cara penyelesaian transaksi;

f)  persyaratan bagi Pemegang Sukuk yang mengajukan penawaran jual;

g) tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Sukuk;

h) tata cara pembelian kembali Sukuk;

i)  hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Sukuk.

Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap

Pemegang Sukuk yang melakukan penjualan Sukuk apabila jumlah Sukuk yang ditawarkan untuk dijual

oleh Pemegang Sukuk, melebihi jumlah Sukuk yang dapat dibeli kembali.

Perseroan wajib menjaga kerahasian atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah

disampaikan oleh Pemegang Sukuk.

Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Sukuk tanpa melakukan pengumuman sebagaimana

dimaksud dalam butir 9 dengan ketentuan sebagai berikut:

a) jumlah pembelian kembali Sukuk tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Sukuk yang beredar
dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;

b) Sukuk yang dibeli kembali tersebut bukan Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan (kecuali Afiliasi
tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah); dan

c) Sukuk yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan

wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian

kembali Sukuk.

Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam

waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Sukuk, informasi tersebut

meliputi antara lain:

a) jumlah nominal Sukuk yang telah dibeli;

b) rincian jumlah Sukuk yang telah dibeli kembali untuk pembayaran kembali atau disimpan untuk dijual
kembali;

c) harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan

d) jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Sukuk.

Dalam hal terdapat lebih dari satu Sukuk yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Sukuk

dilakukan dengan mendahulukan Sukuk yang tidak dijamin.

Dalam hal terdapat lebih dari satu Sukuk yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib

mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Sukuk tersebut;

Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Sukuk, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek

kepentingan ekonomis atas pembelian kembali Sukuk tersebut; dan.

Pembelian kembali Sukuk oleh Perseroan mengakibatkan:

a) hapusnya segala hak yang melekat pada Sukuk yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSU, hak suara,
dan hak memperoleh Bunga Sukuk serta manfaat lain dari Sukuk yang dibeli kembali jika dimaksudkan
untuk pembayaran kembali; atau

b) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Sukuk yang dibeli kembali, hak menghadiri
RUPSU, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Sukuk serta manfaat lain dari Sukuk yang dibeli
kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.



Pembayaran Kembali Sukuk Mudharabah dan/atau Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil

Pembayaran Kembali Sukuk Mudharabah dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil akan dibayarkan oleh
KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang
diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening
sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal
pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Kerja
selanjutnya.

Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Kewajiban dibayar kembali atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung
jawab Perseroan sehubungan dengan berjanji dan mengikat diri bahwa :
1. Tanpa ijin tertulis dari Wali Amanat Perseroan tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

a.

Melakukan penjualan atau pengalihan aktiva tetap milik Perseroan kepada pihak manapun, baik
seluruhnya atau sebagian besar/melebihi 50% (lima puluh persen) dari seluruh aktiva tetap milik
Perseroan berdasarkan laporan keuangan terakhir yang telah diaudit, dalam satu transaksi atau
gabungan transaksi dalam 1 (satu) tahun berjalan

Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain, baik secara langsung
maupun tidak langsung, dan melakukan tindakan-tindakan dengan tujuan melikuidasi atau
membubarkan Perseroan, kecuali penggabungan dan/atau peleburan tersebut :

i tidak memberikan dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan dan tidak
mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran kembali Dana Sukuk
dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang jatuh tempo dan semua syarat dan kondisi
Sukuk dalam Perjanjian ini dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat
sepenuhnya perusahaan penerus (surviving Company), dan dalam hal Perseroan bukan
meripakan perusahaan penerus,maka seluruh kewajiban Sukuk telah dialihkan secara sah
kepada perusahaan penerus dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan
kemampuan uang memadai untuk melakukan pembayaran kembali Dana Sukuk dan/atau
pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang jatuh tempo; atau

ii. dilakukan berdasarkan permintaan Pemerintah Republik Indonesia sebagai pemegang saham
Perseroan atau dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku

Melakukan pengambilalihan (akuisisi) saham atau aktiva, kecuali pengambilalihan tersebut :

(i) tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Emiten serta tidak mempengaruhi

kemampuan Emiten dalam melakukan pembayaran nilai Dana Sukuk.

(ii) dilakukan berdasarkan permintaan Pemerintah Republik Indonesia sebagai pemegang saham

Emiten atau dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Mengubah bidang usaha utama Perseroan, kecuali perubahan sebagaimana dimaksud dilakukan
dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Melakukan pengakhiran atas perjanjian-perjanjian penting yang mengikat Perseroan yang dapat
menimbulkan akibat negatif secara material atas kelangsungan usaha Perseroan
Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan kecuali hal sebagaimana
dimaksud dilakukan dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan/atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia

2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas akan diberikan oleh Wali
Amanat dengan ketentuan sebagai berikut :

a.
b.

permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa-alasan yang jelas dan wajar;

Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen
pendukung lainnya dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan
tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam
waktu 15 (lima belas) Hari Kerja tersebut Emiten tidak menerima persetujuan, penolakan atau
permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat
dianggap telah memberikan persetujuannya; dan

Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau
penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah



data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika
dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja tersebut Emiten tidak menerima persetujuan atau penolakan
dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.

3. Emiten berkewajiban untuk:

i),

V).

vi).

vii).

viii).

ix).

Menyetorkan dana yang diperlukan untuk pembayaran kembali Dana Sukuk dan/atau pembayaran
Pendapatan Bagi Hasil yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran yang harus sudah tersedia (in
good fund) paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil
dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk harus telah efektif dalam rekening KSEI yang
ada di Bank Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan menyerahkan kepada Wali
Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran
Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk.

Apabila Emiten lalai menyetorkan dana untuk pembayaran kembali Dana Sukuk dan/atau
pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, maka atas kelalaian tersebut Emiten harus membayar
Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas jumlah dana yang wajib dibayar. Kompensasi
Kerugian Akibat Keterlambatan dibayar oleh Emiten yang merupakan hak Pemegang Sukuk akan
dibayarkan kepada Pemegang Sukuk secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk yang dimiliki
oleh Pemegang Sukuk.
mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian lainnya
sehubungan dengan Emisi Sukuk ini.
Menjalankan usaha-usahanya dengan sebaik-baiknya dan secara efisien dan tidak bertentangan
dengan praktek-praktek yang sesuai dengan kegiatan usahanya.
mengijinkan Wali Amanat (atas biayanya sendiri) dan/atau orang yang diberikan kuasa oleh Wali
Amanat (termasuk tetapi tidak terbatas, auditor atau akuntan yang ditunjuk untuk maksud
tersebut) dari waktu ke waktu memiliki akses dan memeriksa buku-buku, memberikan tanggapan
atas segala pertanyaan atau informasi yang diminta oleh wakilnya tersebut dan mendiskusikan
dengan orang tersebut dengan itikad baik atas segala aspek dari pembukuan dan operasi Emiten,
dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai hal-hal tersebut
selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelumnya;

Memastikan keadaan keuangan Emiten yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Emiten

terakhir yang telah diaudit harus mencerminkan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak

melebihi besaran rasio 10:1 (sepuluh berbanding satu);

menyerahkan salinan laporan-laporan yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Wali

Amanat dan persetujuan-persetujuan sehubungan dengan Emisi sesuai dengan Anggaran Dasar

Emiten, dan untuk membuat dan mengimplementasikan setiap perjanjian yang berhubungan

dengan hal tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas penyerahan atas :

a. laporan keuangan tahunan Emiten selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender
setelah tanggal tiap tahun buku berakhir atau pada saat penyerahan laporan keuangan kepada
Otoritas Jasa Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan, mana yang lebih dahulu;

b. laporan keuangan tengah tahunan Emiten selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender
setelah tanggal tengah tahun buku, jika tidak disertai laporan Akuntan Publik; atau selambat-
lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku jika
disertai laporan Akuntan Publik Emiten yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam
rangka penelaahan terbatas; atau selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari
Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai laporan Akuntan Publik Emiten yang
telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang memberikan pendapat tentang kewajaran
laporan keuangan secara keseluruhan; atau pada saat penyerahan laporan keuangan Emiten
tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan, mana yang lebih dahulu;

memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntasi

Keuangan dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan

dengan tepat keadaan keuangan Emiten dan hasil operasinya sesuai dengan Pernyataan Standar

Akuntasi Keuangan yang umum diterima di Indonesia dan diterapkan.

mengusahakan agar harta kekayaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada

dalam keadaan baik, memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan

kegiatan usaha Emiten;

memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat atas selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari
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X).

Kerja setelah berlangsungnya kejadian-kejadian berikut:

a.

setiap perubahan anggaran dasar, susunan direksi dan dewan komisaris Emiten, dan
pembagian dividen yang jumlahnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih Emiten
pada tahun buku sebelumnya;

adanya perkara pidana, perdata, tata usaha negara, perburuhan, dan arbitrase yang dihadapi
Emiten yang secara material mempengaruhi kemampuan Emiten dalam menjalankan dan
mematuhi segala kewajibannya berdasarkan Dokumen Emisi;

Melakukan peminjaman hutang baru atau mengeluarkan surat hutang atau menjaminkan
kekayaan Emiten, memberikan jaminan perusahaan (corporate guarantee) kepada pihak lain,
kecuali pinjaman yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan;
terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian dengan segera, dan melalui permintaan tertulis
dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh
pihak yang berwenang mewakili Emiten atau seseorang yang dapat diterima oleh Wali Amanat
untuk maksud tersebut, yang mengkonfirmasikan bahwa kecuali sebelumnya telah
diberitahukan kepada Wali Amanat atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa
kelalaian tersebut tidak terjadi, atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran
lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah langkah yang diambil (atau diusulkan
untuk diambil) oleh Emiten untuk memperbaiki kejadian tersebut;

setiap kejadian lainnya yang menurut pendapat atau pertimbangan Emiten dapat mempunyai
pengaruh negative yang material atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan
Emiten dan Anak Perusahaan.

setiap terjadi kejadian atau keadaan penting pada Emiten dan/atau Anak Perusahaan yang
mempunyai pengaruh penting atas jalannya usaha dan operasi atau keadaan keuangan Emiten
serta pemenuhan kewajiban Emiten dalam rangka penerbitan dan pembayaran kembali Sukuk,
sesuai dengan ketentuan tentang keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, serta menyampaikan dokumen-dokumen
sehubungan dengan hal tersebut, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Wali Amanat.

melakukan pemeringkatan atas Sukuk sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor :
49/P0JK.04/2020, yang dilakukan oleh Pemeringkat yaitu :

a)

b).

c)

Pemeringkatan Tahunan

i. Emiten wajib menyampaikan pemeringkatan tahunan atas Sukuk kepada Otoritas Jasa
Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku
peringkat terakhir sampai dengan Emiten telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang
terkait dengan Sukuk yang diterbitkan.

ii. Dalam hal peringkat Sukuk yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Emiten
wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian
berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling
lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir,
mencakup hal-hal sebagai berikut:

1) peringkat tahunan yang diperoleh; dan
2) penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.

Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material/Kejadian Penting

i.  Dalam hal Pemeringkat menerbitkan peringkat baru maka Emiten wajib menyampaikan
kepada Otoritas Jasa Keuangan serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit
dalam 1 (satu ) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional
atau laman (website) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah
diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:

1)  peringkat baru; dan
2)  penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru.

ii. Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan.

Pemeringkatan Sukuk dalam Penawaran Umum Berkelanjutan

i.  Emiten yang menerbitkan Sukuk melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana
diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 36/POJK.04/2014, wajib
memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum
Berkelanjutan yang direncanakan.

ii. Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran
Umum Berkelanjutan sepanjang :
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1. Periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
2. Emiten tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Sukuk
tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana
diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 36/P0OJK.04/2014.
d) Pemeringkatan Ulang

i.  Dalam hal Emiten menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkat terkait dengan
peringkat Sukuk selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam butir x angka a)
poin i dan huruf b) poin i, maka Emiten wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang
dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah
diterimanya peringkat dimaksud.

ii. Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir i berbeda dari
peringkat sebelumnya, maka Emiten wajib mengumumkan kepada masyarakat paling
kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran
nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah
diterimanya peringkat dimaksud.

xi).  menerapkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance) dan
melakukan tindakan dari waktu ke waktu atas permintaan yang wajar dari Wali Amanat,
melaksanakan atau memelihara pelaksanaan kewajiban berdasarkan Dokumen Emisi, yang
berdasarkan pendapat yang wajar dari Wali Amanat diperlukan atau, untuk menjalankan Perjanjian
Perwaliamanatan ini atau memberikan jaminan yang penuh atas hak, kekuasaan dan perbaikan
yang diberikan kepada Wali Amanat berdasarkan Dokumen Emisi.

Xii). menyampaikan kepada Wali Amanat setiap 6 (enam) bulan sejak Tanggal Emisi pernyataan bahwa
Emiten selalu memenuhi ketentuan akad syariah.

Hak-Hak Pemegang Sukuk Mudharabah

1.

5.

Menerima pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau pembayaran Bagi Hasil Sukuk
Mudharabah dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEl selaku Agen Pembayaran pada Tanggal
Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Tanggal Pendapatan Bagi Hasil Sukuk
Mudharabah. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Emiten pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk
Mudharabah adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang tertulis pada
Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah pada Tanggal Pembayaran Kembali
Dana Sukuk Mudharabah.

Yang berhak atas Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah adalah Pemegang Sukuk Mudharabah yang
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal
Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan
KSEl yang berlaku.

Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bagi Hasil Sukuk
Mudharabah dan/atau pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah setelah lewat Tanggal Pembayaran
Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah, maka
Perseroan harus membayar Ta’widh.

Pemegang Sukuk Mudharabah baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari
20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Mudharabah yang belum dibayar kembali, termasuk di
dalamnya Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perusahaan Negara Republik Indonesia namun tidak
termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan
permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSU dengan melampirkan asli KTUR.
Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya
KTUR tersebut Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah yang mengajukan
permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Mudharabah yang
tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan
setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

Setiap Sukuk Mudharabah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSU,
dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Mudharabah dalam RUPSU mempunyai hak untuk
mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Mudharabah yang dimilikinya.
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Kelalaian Perseroan

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih
dari kejadian-kejadian atau hal-hal-tersebut di bawah ini:

a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran kembali
Dana Sukuk Mudharabah pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau
Pendapatan bagi Hasil Sukuk Mudharabah pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk
Mudharabah; atau

b. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium); atau
Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara
apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan
yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga
mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya
dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau

a. Apabila Perseroan dinyatakan lalai oleh salah satu atau lebih krediturnya (cross default) sehubungan
dengan suatu perjanjian utang, yang berupa pinjaman (debt) baik yang telah ada sekarang maupun
yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan
perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai
tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi
pembayaran kembali), dengan syarat jumlah keseluruhan utang yang mengalami akselerasi
pembayaran kembali tersebut melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari total kewajiban; atau

b. Perseroan tidak mendapat izin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang
berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan
mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-
kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau

c. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht)
diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan
mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-
kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau

d. Fakta mengenai keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan oleh Perseroan tentang keadaan atau
status keuangan Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang
diberikan oleh Perseroan; atau

e. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan
(selain butir 1 huruf a) di atas.

2. Ketentuan mengenai pernyataan default, yaitu:

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:

a. Butir 9.1. huruf a, b, ¢, d, e, f dan g pada Perjanjian Perwaliamanatan, dan keadaan atau kejadian
tersebut berlangsung terus menerus paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya
teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa
diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan
keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau

b. Butir 9.1. huruf h pada Perjanjian Perwaliamanatan, dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung
terus menerus paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari
Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan
tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat
disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang

Sukuk Mudharabah dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa

Indonesia yang berperedaran nasional. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil

RUPSU menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPSU tersebut,

Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya

tersebut. Apabila RUPSU tidak dapat menerima penjelasan dan alasan-alasan Perseroan, serta RUPSU

tersebut memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Sukuk

Mudharabah sesuai dengan keputusan RUPSU menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya

dengan segera dan sekaligus.
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Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPSU itu harus melakukan penagihan
kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam
tagihan yang bersangkutan.

Apabila Perseroan dicabut izin usahanya oleh instansi yang berwenang sesuai dengan perundang-
undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia atau Perseroan membubarkan diri melalui
keputusan RUPSU atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka Wali
Amanat berhak tanpa memanggil RUPSU bertindak mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah
dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Sukuk Mudharabah dan untuk
itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah. Dalam
hal ini Sukuk Mudharabah menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah (RUPSU)

Untuk penyelenggaraan RUPSU, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku
ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasar Modal dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek ditempat dimana Sukuk
dicatatkan:

1. RUPSU diadakan untuk tujuan antara lain:

a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau pemegang Sukuk Mudharabah
mengenai perubahan jangka waktu Sukuk, Dana Sukuk, Pendapatan Bagi Hasil, perubahan tata cara
atau periode pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No. 20/P0OJK.04/2020;

b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan
kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan
Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan
dengan kelalaian;

c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian
Perwaliamanatan;

d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Sukuk termasuk dalam
penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
20/P0OJK.04/2020;

e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam
Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Negara Republik Indonesia.

2. RUPSU dapat diselenggarakan atas permintaan:

a. Pemegang Sukuk baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua
puluh persen) dari jumlah Dana Sukuk yang belum dibayar kembali, termasuk di dalamnya Sukuk yang
dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk yang dimiliki
oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat
untuk diselenggarakan RUPSU dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus
memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Sukuk yang
dimiliki oleh Pemegang Sukuk yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan
dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan
oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali
Amanat;

b. Perseroan;

c.  Wali Amanat; atau

d. OIJK.

3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf a, b, dan d wajib disampaikan secara tertulis
kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat
permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPSU.

4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Sukuk atau Perseroan untuk mengadakan
RUPSU, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada
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pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah
diterimanya surat permohonan.
Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSU

a.

Pengumuman RUPSU wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang
berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum
pemanggilan.

Pemanggilan RUPSU dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPSU, melalui
paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
Pemanggilan RUPSU kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum
RUPSU kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPSU sebelumnya telah
diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.

Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPSU dan mengungkapkan informasi antara lain:
(1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPSU;

(2) agenda RUPSU;

(3) pihak yang mengajukan usulan RUPSU;

(4) Pemegang Sukuk yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSU; dan

(5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPSU.

RUPSU kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling
lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPSU sebelumnya.

Tata cara RUPSU;

a.

Pemegang Sukuk, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPSU
dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Sukuk yang dimilikinya.
Pemegang Sukuk yang berhak hadir dalam RUPSU adalah Pemegang Sukuk yang namanya tercatat
dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSU
yang diterbitkan oleh KSEI.
Pemegang Sukuk yang menghadiri RUPSU wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
Seluruh Sukuk vyang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Sukuk tersebut tidak dapat
dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSU sampai
dengan tanggal berakhirnya RUPSU yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat
atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Sukuk yang penyelesaiannya jatuh
pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal
pelaksanaan RUPSU.

Setiap Sukuk sebesar Rp1l,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSU, dengan

demikian setiap Pemegang Sukuk dalam RUPSU mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah

Sukuk yang dimilikinya.

Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali

Wali Amanat memutuskan lain.

Sukuk yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya (tidak termasuk Sukuk yang dimiliki oleh

Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan

dalam kuorum kehadiran.

Sebelum pelaksanaan RUPSU:

(1) Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Sukuk dari Afiliasinya (tidak
termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) kepada Wali Amanat.

(2) Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Sukuk yang
dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik
Indonesia);

(3) Pemegang Sukuk atau kuasa Pemegang Sukuk yang hadir dalam RUPSU berkewajiban untuk
membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Sukuk memiliki atau
tidak memiliki hubungan Afiliasi (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).

RUPSU dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan

dan Wali Amanat.

RUPSU dipimpin oleh Wali Amanat.

Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPSU termasuk materi RUPSU dan menunjuk Notaris

untuk membuat berita acara RUPSU.

Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Sukuk, maka RUPSU

dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Sukuk yang meminta diadakannya RUPSU tersebut.
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Perseroan atau Pemegang Sukuk yang meminta diadakannya RUPSU tersebut diwajibkan untuk
mempersiapkan acara RUPSU dan materi RUPSU serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara

RUPSU.

7. Dengan memperhatikan ketentuan dalam butir 6. huruf g di atas, kuorum dan pengambilan keputusan:
a. Dalam hal RUPSU bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan perjanjian perwaliamanatan
sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas diatur sebagai berikut:
(1) Bila RUPSU dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai
berikut:

(a)

(b)
(c)

(d)
(e)

dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari
jumlah Sukuk yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah
dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk
yang hadir dalam RUPSU.

dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka
wajib diadakan RUPSU yang kedua.

RUPSU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling
sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang masih belum dibayar kembali dan
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga
per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.

dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka
wajib diadakan RUPSU yang ketiga.

RUPSU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling
sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang masih belum dibayar kembali dan
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2
(satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.

(2) Bila RUPSU dimintakan oleh Pemegang Sukuk atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan
dengan ketentuan sebagai berikut:

(a)

(b)
(c)

(d)

dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari
jumlah Sukuk yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah
dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk
yang hadir dalam RUPSU.

dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka
wajib diadakan RUPSU yang kedua.

RUPSU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling
sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk yang masih belum dibayar kembali dan
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2
(satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.

dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka
wajib diadakan RUPSU yang ketiga.

RUPSU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling
sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk yang masih belum dibayar kembali dan
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2
(satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.

(3) Apabila RUPSU dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai
berikut:

(a)

(b)
(c)

(d)

dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari
jumlah Sukuk yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah
dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk
yang hadir dalam RUPSU.

dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka
wajib diadakan RUPSU yang kedua.

RUPSU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling
sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk yang masih belum dibayar kembali dan
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2
(satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.

dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka
wajib diadakan RUPSU yang ketiga.
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10.

11.

12.

13.

(e) RUPSU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling
sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk yang masih belum dibayar kembali dan
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2
(satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.
b. RUPSU vyang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat
diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah
Sukuk yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan
mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang hadir
dalam RUPSU.

(2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib
diadakan RUPSU kedua.

(3) RUPSU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling
sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang masih belum dibayar kembali dan
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per
empat) bagian dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.

(4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib
diadakan RUPSU yang ketiga.

(5) RUPSU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling
sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang masih belum dibayar kembali dan
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.

(6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (5) tidak tercapai, maka dapat
diadakan RUPSU yang keempat;

(7) RUPSU keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang dari Sukuk atau diwakili
yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat
dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan
atas permohonan Wali Amanat; dan

(8) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSU keempat wajib memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 di atas

Biaya-biaya penyelenggaraan RUPSU menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat
paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat,
yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Penyelenggaraan RUPSU wajib dibuatkan berita acara secara notariil.

Keputusan RUPSU mengikat bagi semua Pemegang Sukuk, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya
Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Sukuk wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam
RUPSU. Keputusan RUPSU mengenai perubahan perjanjian perwaliamanatan dan/atau perjanjian-
perjanjian lain sehubungan dengan Sukuk, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya
addendum perjanjian perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Sukuk.
Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPSU dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia
yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPSU tersebut wajib
-ditanggung oleh Perseroan dengan memperhatikan butir 8 di atas.

Apabila RUPSU vyang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian
Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok
Sukuk, perubahan tingkat Bunga Sukuk, perubahan tata cara pembayaran Bunga Sukuk, dan perubahan
jangka waktu Sukuk dan Perseroan menolak untuk menandatangani addendum perjanjian
perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPSU atau tanggal lain yang
diputuskan RUPSU (jika RUPSU memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan addendum
perjanjian perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung
untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan
RUPSU.

Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPSU dapat dibuat
dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan
mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara
Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPSU ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di
bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.
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Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan Sukuk (Jika Ada)/ Sanksi

1. Apabila Emiten dengan sengaja tidak menyediakan dana yang cukup untuk pembayaran Pendapatan
Bagi Hasil dan/atau Pembayaran Kembali Dana Sukuk setelah lewat Tanggal Pembayaran Pendapatan
Bagi Hasil dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk, maka Emiten dikenakan sanksi berupa
membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas kelalaian membayar jumlah Dana Sukuk
dan/atau Pendapatan Bagi Hasil.

2. Pembayaran Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Emiten merupakan hak
Pemegang Sukuk oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk secara proporsional
berdasarkan besarnya Sukuk yang dimilikinya

Hasil Pemeringkatan Sukuk Mudharabah

Untuk memenuhi Peraturan OJK No. 7/2017 dan Peraturan OJK No. 49/2020, Perseroan telah melakukan
pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Berdasarkan hasil
pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang sesuai dengan surat No. RC-421/PEF-DIR/IV/2021 tanggal 15
April 2021 dari Pefindo, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan ini telah mendapat peringkat:

ieA+ (sy)
(Single A Plus Sharia)

Hasil pemeringkatan diatas berlaku untuk periode 15 April 2021 sampai dengan 1 Agustus 2021.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pefindo, sesuai dengan
definisi “Afiliasi” dalam UUPM. Sesuai Peraturan OJK No. 49/2020, Perseroan akan melakukan pemeringkatan
atas Sukuk Mudharabah yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek belum dibayar
kembali.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pefindo sebagai Perusahaan
Pemeringkat Efek dalam Sukuk Mudharabah ini.

Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas Sukuk Mudharabah kepada OJK paling lambat 10
(sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah
menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Sukuk Mudharabah yang diterbitkan, sebagaimana
diatur dalam Peraturan OJK No. 49/2020.

Pemberitahuan
Semua pemberitahuan dari pihak Perseroan kepada Wali Amanat dan sebaliknya dianggap telah dilakukan
dengan sah, dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, dan

diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung
dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasikan.
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Perseroan
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
Menara Taspen (d/h Gedung Arthaloka) Lt. 10
JI. Jend. Sudirman Kav. 2
Jakarta 10220
Telp: (021) 251 1404
Faks: (021) 251 1371

Wali Amanat
PT BANK MEGA Thbk.
Menara Bank Mega, Lantai 16
Jalan Kapten P. Tendean No. 12-14 A
Jakarta 12790
Telepon : (021) 79175000
Faksimili : (021) 7990720
Up : Capital Market Services

Hukum yang Berlaku

Seluruh perjanjian yang berhubungan dengan Sukuk Mudharabah ini berada dan tunduk di bawah hukum yang
berlaku di Negara Republik Indonesia.
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. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL
PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan
seluruhnya oleh Perseroan untuk modal kerja yang akan disalurkan pada pembiayaan syariah sesuai kegiatan
usaha Perseroan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan kepada OJK dan
Wali Amanat sebagai wakil Pemegang Sukuk Mudharabah Subordinasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan
sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah digunakan sesuai peraturan
0OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk
Mudharabah ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana
dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum
RUPSU dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut
memperoleh persetujuan RUPSU sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/P0OJK.04/2015 tanggal 22 Desember
2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan (“POJK No. 30/2015”).
Perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah wajib memperoleh persetujuan
terlebih dahulu dari RUPSU sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 20/POJK.04/2020. Hasil
RUPSU wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah penyelenggaraan RUPSU.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan
sementara dana hasil Penawaran Umum Sukuk tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan
keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan Ill Permodalan Nasional Madani Tahap IV Tahun 2020
yang dilakukan Perseroan, setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait, telah direalisasikan oleh
Perseroan sesuai dengan tujuan penggunaan dana penawaran umum tersebut dan realisasinya telah
dilaporkan sesuai dengan POJK No. 30/2015 dengan Surat No. S-017/PNM-DIRKEU/SPR/I/21 tanggal 15 Januari
2021 perihal Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi
Berkelanjutan 1l Permodalan Nasional Madani Tahap IV Tahun 2020 untuk Periode sampai dengan 31
Desember 2020.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 9/2017, perkiraan total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan, termasuk
PPN dan PPh, adalah sekitar 0,212% (nol koma dua satu dua persen) dari nilai emisi Sukuk Mudharabah yang
meliputi:

e Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah sekitar 0,090% (nol koma nol sembilan nol persen)
yang termasuk di dalamnya adalah biaya jasa penyelenggaraan (management fee) sebesar 0,070% (nol
koma nol tujuh persen), biaya jasa penjaminan (underwriting fee) sebesar 0,010% (nol koma nol satu nol
persen), dan biaya jasa penjualan (selling fee) sebesar 0,010% (nol koma nol satu nol persen) .

e Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,056% (nol koma nol lima enam persen) yang terdiri dari:
Akuntan Publik sekitar 0,022% (nol koma nol dua dua persen), Konsultan Hukum sekitar 0,028% (nol koma
nol dua delapan persen), Notaris sekitar 0,003% (nol koma nol nol tiga persen), dan Tim Ahli Syariah
sekitar 0,003% (nol koma nol nol tiga persen)

e Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,045% (nol koma nol empat lima persen) yang terdiri dari:
biaya jasa Wali Amanat sekitar 0,040% (nol koma nol empat nol persen), Pemeringkat Efek sekitar 0,038%
(nol koma nol tiga delapan persen), dan Audit Penjatahan sekitar 0,003% (nol koma nol nol tiga persen)

e Biaya lain-lain, termasuk biaya pendaftaran atas Pernyataan Pendaftaran di OJK, biaya pencatatan pada
BEI, biaya-biaya untuk KSEI, biaya penyelenggaraan penawaran awal, biaya percetakan Prospektus Awal
dan Prospektus, formulir dan biaya iklan koran, sekitar 0,021% (nol koma nol dua satu persen).
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lll. PERNYATAAN UTANG

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp26.077.979 juta. Angka-
angka ini diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
yang tercantum dalam Prospektus ini, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman,
Mulyadi, Tjahjo dan Rekan, auditor independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI,

dengan opini wajar tanpa modifikasian.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan

31 Desember

2020

Utang bank dan lembaga keuangan

Surat utang jangka menengah dan Sukuk

Utang Obligasi

Pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia dan lembaga kredit luar negeri
Pendapatan ditangguhkan Java Reconstruction Fund
Utang pajak

Dana cadangan angsuran

Utang kegiatan manajer investasi

Utang lain-lain

Beban yang masih harus dibayar

Liabilitas pajak tangguhan

Liabilitas imbalan kerja

Jumlah Liabilitas

6.224.831.456.650
3.890.500.000.000
9.413.489.879.625
3.041.762.100.124
122.292.791.187
2.520.978.720.026
4.144.473
384.107.996.141
415.692.220.754
5.761.818.004
58.558.122.085

26.077.979.249.069

UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN

a. Berdasarkan transaksi pihak ketiga dan pihak berelasi

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31 Desember

2020

Pihak Berelasi

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Lembaga Pengelola Dana Bergulir
-KUMKM

1.700.260.184.481
626.861.056.899
266.666.666.669
62.520.260.004

15.041.660.000

Subjumlah

2.671.349.828.053

Pihak Ketiga

PT Bank DKI

PT Bank BNI Syariah

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

PT Bank Victoria International Thk

PT Bank Pembangunan Daerah PT Bank Pembangunan Daerah
Kalimantan Tengah

PT Bank Mega Syariah

PT Bank JTrust Indonesia Tbk

PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan danSulSel-Bar
Sulawesi Barat

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

PT Bank Pembangunan Daerah D.I. Yogyakarta

PT Bank Permata Tbk

PT Bank Central Asia Tbk

PT Danareksa Finance

PT Bank BCA Syariah

PT Bank Pembangunan Daerah Kalimatan Selatan

PT Bank BRIsyariah Tbk

PT Bank KEB Hana Indonesia

1.057.833.186.079
675.320.837.019
284.722.222.222
250.000.000.000

216.666.666.663

199.930.214.727
100.000.000.000

93.504.163.292

91.666.666.667
86.111.111.000
83.333.333.333
78.169.654.590
74.734.865.864
64.112.318.843
58.333.333.333
49.500.000.000
47.961.689.926
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31 Desember

2020
PT Bank Mayora Tbk 37.396.535.192
PT Bank Danamon Syariah 1.923.325.819
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbhk 1.361.503.997
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbhk -
PT Bank CIMB Niaga Thk -
PT Bank Syariah Mandiri -
PT Bank Victoria Syariah -
Subjumlah 3.553.481.628.597
Jumlah 6.224.831.456.650

b. Berdasarkan jatuh tempo:

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31 Desember

2020
Kurang dari 1 tahun 2.662.206.476.671
1-2 tahun 1.401.331.725.859
Lebih dari 2 tahun 2.161.293.254.120
Jumlah 6.224.831.458.670

Grup telah memenuhi seluruh pembatasan yang diwajibkan dalam perjanjian dan telah melakukan
pembayaran pokok dan bunga pinjaman secara tepat waktu.

Jaminan yang diberikan oleh Perusahaan atas seluruh fasilitas pinjaman yang diterima adalah berupa cessie
atas nasabah ULaMM dan/atau Mekaar. Cessie tersebut dimutakhirkan sesuai dengan syarat dan ketentuan
dari masing-masing kreditur.

Informasi penting sehubungan dengan Utang Bank dan Lembaga:
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Thk

Berdasarkan akta perjanjian Kredit Modal Kerja No. 1 tanggal 13 September 2018, PT Bank Tabungan Negara
(Persero) Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp500.000.000.000 dengan
tingkat suku bunga sebesar 8,75% per tahun. Jangka waktu pinjaman 24 bulan sejak ditandatangani perjanjian
kredit dan telah diperpanjang dengan akta No. 5 tanggal 13 September 2020 yang akan berakhir pada bulan
September 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas Debt Services Coverage Ratio diatas
100% dan Debt to Equity Ratio (DER) maksimal 10x.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 41 tanggal 19 Desember 2018, PT Bank Tabungan Negara
(Persero) Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp250.000.000.000 dengan
tingkat suku bunga sebesar 9,50% per tahun. Jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian
kredit dan akan berakhir pada bulan Desember 2021. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan
modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas
Debt Services Coverage Ratio diatas 100% dan gearing ratio maksimal 10x.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 37 tanggal 20 Oktober 2020, PT Bank Tabungan Negara
(Persero) Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp750.000.000.000 dengan
tingkat suku bunga sebesar 9,20% per tahun. Jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian
kredit dan akan berakhir pada bulan Oktober 2023. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal
kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas gearing
ratio maksimal 10x, Debt to Equity Ratio (DER) maksimal 10x dan Non-Performing Loan produk Mekaar tidak
lebih dari 5%.
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Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 021/PK-SWAD/JKH.UT/BCSU/XII/2020 tanggal 30
Desember 2020, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada
Perusahaan sebesar Rp500.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 0,30% per tahun. Jangka waktu
pinjaman 30 hari sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada 30 Januari 2021. Pinjaman
tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM).

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian No. 2 tanggal 5 Agustus 2020 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
menyediakan pinjaman modal kerja dengan total plafon Rp750.000.000.000 yang bersifat revolving, dengan
jangka waktu fasilitas mulai dari tanggal 5 Agustus 2020 dan akan berakhir pada tanggal 7 Maret 2021. Suku
bunga sebesar 10% per tahun. Dana tersebut untuk pembiayaan ULaMM dan Mekaar. Perusahaan wajib
menjaga gearing ratio maksimal 10x dan Non-Performing Loan maksimal 3%.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Thk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 111 tanggal 28 Desember 2018, perihal penandatanganan
fasilitas kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berupa Kredit Modal Kerja sebesar
Rp300.000.000.000 untuk tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM). Jangka waktu fasilitas kredit 48 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada
tanggal 28 Desember 2022. Suku bunga sebesar 9,50% per tahun dengan upfront fee sebesar 0,25% dari plafon
kredit. Perusahaan wajib menjaga kualitas gearing ratio maksimal 10x, Debt to Equity Ratio (DER) maksimal
10x dan Non-Performing Loan keseluruhan produk tidak lebih dari 5% selama tiga bulan berturut-turut.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 37 tanggal 30 November 2018, Perusahaan memperoleh
fasilitas kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berupa Kredit Modal Kerja sebesar
Rp500.000.000.000 untuk tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM). Jangka waktu fasilitas kredit 48 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada
tanggal 30 November 2022. Suku bunga sebesar 9,50% per tahun dengan upfront fee sebesar 0,25% dari
plafon kredit. Perusahaan wajib menjaga kualitas gearing ratio maksimal 10x, Debt to Equity Ratio (DER)
maksimal 10x dan Non-Performing Loan keseluruhan produk tidak lebih dari 5% selama tiga bulan berturut-
turut.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 46 tanggal 29 Juli 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas
kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk berupa Kredit Modal Kerja sebesar Rp500.000.000.000
untuk tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Jangka waktu
fasilitas kredit 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah diperpanjang dengan akta No. 10
tanggal 5 September 2017 dan akan berakhir pada tanggal 29 Juli 2021. Tingkat suku bunga sebesar 10,00%
per tahun dengan upfront fee sebesar 0,25% dari plafon kredit. Perusahaan wajib menjaga kualitas Debt to
Equity Ratio (DER) maksimal 10x dan Non-Performing Loan keseluruhan produk tidak lebih dari 5% selama tiga
bulan berturut-turut.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 89 tanggal 15 Mei 2019, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp1.500.000.000.000 dengan tingkat
suku bunga sebesar 8,50% fixed per tahun dengan jangka waktu pinjaman maksimal 24 bulan sejak
ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada tanggal 14 Mei 2021. Pinjaman tersebut
diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Perusahaan wajib menjaga kualitas gearing ratio maksimal 8x dan Non- Performing Loan keseluruhan produk
tidak lebih dari 5% selama tiga bulan berturut-turut.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 36 tanggal 20 Agustus 2018, PT Bank Mandiri (Persero) Thk
memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp800.000.000.000 dengan tingkat suku
bunga sebesar 8,35% fixed per tahun dengan jangka waktu pinjaman maksimal 24 bulan sejak ditandatangani
perjanjian kredit dan telah dilunasi pada tanggal 23 April 2020. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai
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tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib
menjaga kualitas gearing ratio maksimal 8x dan Non- Performing Loan keseluruhan produk tidak lebih dari 5%
selama tiga bulan berturut-turut.

Lembaga Pengelola Dana Bergulir - KUMKM

Pada tahun 2019, PT PNM Ventura Syariah memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari Lembaga Pengelola
Dana Bergulir (LPDB) - KUMKM berdasarkan surat persetujuan Pemberian Kredit Modal Kerja No.
013/SP3/LPDB/2019 sebesar Rp30.000.000.000 bersifat non-revolving yang digunakan untuk modal kerja
pembiayaan modal ventura. Tingkat margin sebesar 40% : 60% dari pendapatan kotor dengan jangka waktu 4
tahun, margin dihitung setiap akhir bulan yangbersangkutan.

PT Bank DKI

Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. 44 tanggal 19 November 2020 antara PT Bank DKI dengan Perusahaan,
pinjaman dengan plafon Rp300.000.000.000, jangka waktu fasilitas 42 bulan dengan tenor kredit 36 bulan
serta suku bunga fixed sebesar 9,50% per tahun dan akan berakhir pada 19 Mei 2024. Dana tersebut untuk
pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar dan ULaMM. Perusahaan wajib menjaga gearing ratio
maksimal 10x dan Non-Perfoming Loan maksimal 5%.

Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. 34 tanggal 29 Oktober 2019, PT Bank DKI memberikan pinjaman
dengan plafon Rp300.000.000.000 dengan jangka waktu fasilitas pinjaman 42 bulan dan jangka waktu
pelunasan 36 bulan. Tingkat suku bunga fixed sebesar 10,00% per tahun dan akan berakhir pada tanggal 30
April 2022. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar dan ULaMM dan
Perusahaan wajib menjaga gearing ratio maksimal 10x dan Non- Perfoming Loan gross maksimal 5%.

Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. 04 tanggal 5 September 2018, PT Bank DKI dengan memberikan
pinjaman dengan plafon Rp200.000.000.000 dengan jangka waktu fasilitas pinjaman 42 bulan dan jangka
waktu pelunasan 36 bulan. Tingkat suku bunga fixed sebesar 9,00% per tahun dan akan berakhir pada tanggal
5 Maret 2022. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui ULaMM dan Perusahaan wajib
menjaga gearing ratio maksimal 10x dan Non-Perfoming Loan gross maksimal 5%.

Berdasarkan surat perjanjian kredit tanggal No. 65 tanggal 29 November 2017 antara PT Bank DKI dengan
Perusahaan, pinjaman dengan plafon Rp100.000.000.000, jangka waktu 36 bulan serta tingkat suku bunga
fixed sebesar 8,95% per tahun dan sudah dilunasi pada 30 November 2020. Dana tersebut untuk pembiayaan
usaha mikro dan kecil melalui ULaMM dan Perusahaan wajib menjaga gearing ratio maksimal 10x.

Berdasarkan akta perjanjian kredit No. 75 tanggal 13 Juni 2017 antara PT Bank DKI dengan perusahaan,
perusahaan dengan plafon Rp100.000.000.000, jangka waktu 36 bulan serta tingkat suku bunga fixed sebesar
9,00% per tahun dan sudah dilunasi pada 15 Juni 2020. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan
kecil melalui ULaMM dan Perusahaan wajib menjaga gearing ratio maksimal 10x dan Non-Perfoming Loan
gross maksimal 5%.

Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. 42 tanggal 19 November 2020 antara PT Bank DKI — melalui Unit Usaha
Syariah dengan Perusahaan, pinjaman dengan plafon Rp300.000.000.000. Jangka waktu 42 bulan dengan tenor
kredit 36 bulan serta suku bunga fixed sebesar 9,50% per tahun dan akan berakhir di tanggal 19 Mei 2024.
Nisbah bagi hasil untuk PT Bank DKI 63,33% dan Perusahaan 36,67%. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha
mikro dan kecil melalui Mekaar dan ULaMM syariah. Perusahaan wajib menjaga gearing ratio maksimal 10x
dan Non-Perfoming Loan maksimal 5%.

Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. 31 tanggal 30 Oktober 2019, PT Bank DKI - melalui Unit Usaha Syariah
memberikan pinjaman dengan plafon Rp300.000.000.000. Jangka waktu fasilitas pinjaman 42 bulan dengan
jangka waktu pelunasan 36 bulan dan akan berakhir pada tanggal 30 April 2022. Nisbah bagi hasil untuk PT
Bank DKI 66,67% dan Perusahaan 33,33%. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui
Mekaar dan ULaMM dan Perusahaan wajib menjaga gearing ratio maksimal 10x dan Non-Perfoming Loan
maksimal 5%.
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Berdasarkan surat Perjanjian Kredit No. 10 tanggal 5 September 2018, PT Bank DKI - melalui Unit Usaha
Syariah memberikan pinjaman dengan plafon sebesar Rp100.000.000.000. Jangka waktu fasilitas pinjaman 42
bulan dengan jangka waktu pelunasan 36 bulan dan akan berakhir di bulan September 2021. Nisbah bagi hasil
untuk PT Bank DKI 60% dan Perusahaan 40%. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui
ULaMM Syariah dan Perusahaan wajib menjaga gearing ratio maksimal 10x dan Non-Perfoming Loan maksimal
5%.

PT Bank BNI Syariah

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 24 tanggal 31 Mei 2019, PT Bank BNI Syariah memberikan
fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp750.000.000.000 dengan nilai bagi hasil
dicantumkan di akad pembiayaan untuk setiap penarikan kredit dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak
ditandatangani perjanjian kredit. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran
kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Telah dilakukan perpanjangan fasilitas pada tanggal 27
Agustus 2020 dan akan berakhir pada tanggal 29 Mei 2021. Perusahaan wajib menjaga kualitasDebt to Equity
Ratio (DER) maksimal 10x, gearing ratio maksimal 10x dan Non-Performing Loan keseluruhan produk tidak
lebih dari 5%.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Mudharabah No. 29 tanggal 18 Desember 2019, PT Bank Maybank
Indonesia Tok memberikan fasilitas Pembiayaan Mudharabah kepada Perusahaan sebesar Rp250.000.000.000
dengan nilai bagi hasil sebesar 10,25% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani
perjanjian kredit dan akan berakhir di Bulan Desember 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai
tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Syariah.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Mudharabah No. 114 tanggal 27 Mei 2019, PT Bank Maybank Indonesia Tbk
memberikan fasilitas Pembiayaan Mudharabah kepada Perusahaan sebesar Rp250.000.000.000 dengan tingkat
bagi hasil sebesar 10,75% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian
kredit dan akan berakhir di Bulan Mei 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja
penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Syariah.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja tanggal No. 43 tanggal 30 November 2018, PT Bank Maybank
Indonesia Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp50.000.000.000 dengan
tingkat suku bunga sebesar 10,50% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani
perjanjian kredit dan akan berakhir di Bulan November 2021. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai
tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Perusahaan wajib menjaga kualitas Debt to Equity Ratio (DER) maksimal 10x dan Non-Performing Loan
keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

PT Bank Victoria Internasional Tbhk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 69 tanggal 23 Mei 2019, PT Bank Victoria International Tbk
memberikan fasilitas Kredit Money Market Line kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan jangka
waktu fasilitas pinjaman 12 bulan sejak penandatanganan kredit. Pinjaman ini telah mengalami beberapa kali
perubahan, yang terakhir dengan adendum ketiga No. 69 tanggal 19 Mei 2020 dengan tambahan limit fasilitas
kredit Money Market Line kepada Perusahaan menjadi sebesar Rp250.000.000.000 dan akan berakhir pada
tanggal 23 Mei 2021. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas Debt to Equity Ratio (DER)
maksimal 10x dan Non-Performing Loan maksimal 5%.
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PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 09 tanggal 07 Februari 2020, PT Bank Pembangunan
Daerah Kalimantan Tengah memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp200.000.000.000
dengan tingkat bunga sebesar 10% fixed per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan dan akan berakhir
di bulan Februari 2021. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit
produk Mekaar.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 48 tanggal 20 November 2020, PT Bank Pembangunan
Daerah Kalimantan Tengah memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp200.000.000.000
dengan tingkat bunga sebesar 10% fixed per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan dan akan berakhir
pada tanggal 20 November 2021. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran
kredit produk Mekaar.

Perusahaan wajib menjaga gearing ratio maksimal 10x dan tunggakan Non-Perfoming Loan maksimal 3% untuk
produk Mekaar.

PT Bank Mega Syariah

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 33 tanggal 28 November 2019, PT Bank Mega Syariah
memberikan fasilitas Mudharabah kepada Perusahaan sebesar Rp235.000.000.000 dengan bagi hasil sebesar
11% fixed per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan untuk Mekaar dan 36 bulan untuk ULaMM.
Fasilitas Mekaar telah diperpanjang sampai dengan 20 November 2021 dan ULaMM akan berakhir di bulan
November 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas Non-Performing Loan keseluruhan
produk tidak lebih dari 5%.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 3 tanggal 2 Desember 2020, PT Bank JTrust Indonesia Thk
memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan jangka waktu
fasilitas 18 bulan dan tenor angsuran 12 bulan. Tingkat bunga sebesar 9% fixed per tahun dan akan berakhir
pada bulan Desember 2021. Dana tersebut untuk pembiayaan modal kerja jangka pendek. Perusahaan wajib
menjaga gearing ratio maksimal 9x dan tunggakan Non-Perfoming Loan di atas 90 hari maksimal 3%.

PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 4 tanggal 11 Maret 2020, PT Bank Pembangunan Daerah
Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Cabang Jakarta memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada
Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 10% per tahun dengan jangka waktu
pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir di bulan Maret 2021. Pinjaman
tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM).

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 24 tanggal 23 November 2018, PT Bank Pembangunan
Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Cabang Jakarta memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada
Perusahaan sebesar Rp200.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 10% per tahun dengan jangka waktu
pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir di bulan 22 November 2021.
Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM).

Perusahaan wajib menjaga gearing ratio 10x dan tunggakan Non-Perfoming Loan maksimal 5%.
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PT Bank Muamalat Indonesia Tbhk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 05 tanggal 7 Agustus 2019, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
memberikan fasilitas kredit dengan plafon maksimal sebesar Rp100.000.000.000 dengan bagi hasil setara 10%
per tahun dengan jangka waktu 18 bulan dan telah dilunasi pada tanggal 28 Agustus dan 27 September 2020.
Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar dan ULaMM Syariah.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 30 November 2020, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
memberikan fasilitas kredit dengan plafon maksimal sebesar Rp200.000.000.000 dengan bagi hasil setara
9,75% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan dan akan berakhir pada tanggal 30 November 2021.
Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar Syariah. Perusahaan wajib menjaga
gearing ratio maksimal 9x dan kualitas Non Performance Financing untuk produk Mekaar tidak lebih dari 2%.

PT Bank Pembangunan Daerah D.l. Yogyakarta

Berdasarkan akta perjanjian Kredit Modal Kerja No.19 tanggal 9 Juli 2020, PT Bank Pembangunan Daerah D.I.
Yogyakarta memberikan fasilitas Kredit kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan tingkat suku
bunga sebesar 10,00% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian
kredit dan akan berakhir di Bulan Juli 2023. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja
penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

PT Bank Permata Thk

Berdasarkan akta perjanjian kredit No. 22 tanggal 27 Juli 2018, PT Bank Permata Tbk memberikan pinjaman
rekening koran dengan plafon maksimal sebesar Rp50.000.000.000 dengan tingkat suku bunga 9,75% per
tahun. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui ULaMM. Pinjaman ini mengalami
perpanjangan untuk jangka waktu kredit, dengan Surat Penawaran Fasilitas Perbankan No. 343/BP/LOO /CRC-
JKT/WB/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020 dan akan berakhir pada 27 Juli 2021. Perusahaan wajib menjaga
gearing ratio maksimal 10x dan tunggakan Non-Perfoming Loan di atas 90 hari maksimal 5%.

Berdasarkan akta perjanjian kredit No. 10 tanggal 15 Agustus 2019, PT Bank Permata Tbk memberikan
fasilitas Musyarakah Mutanagisah -MMQ | dengan plafon maksimal sebesar Rp150.000.000.000 dengan bagi
hasil sebesar 10% per tahun dengan jangka waktu 18 bulan dan telah dilunasi pada tanggal 21 September
2020. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar dan ULaMM Syariah.
Perusahaan wajib menjaga Debt to Equity Ratio (DER) maksimal 10x, gearing ratio maksimal 10x dan
tunggakan Non-Perfoming Loan di atas 90 hari maksimal 5%.

Berdasarkan akta perjanjian kredit No. 10 tanggal 21 Oktober 2020, PT Bank Permata Tbk memberikan fasilitas
Musyarakah Mutanagisah - MMQ Il dengan plafon maksimal sebesar Rp100.000.000.000 dengan bagi hasil
sebesar 9% per tahun dan akan berakhir pada bulan Oktober 2021. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha
mikro dan kecil melalui Mekaar dan ULaMM Syariah. Perusahaan wajib menjaga gearing ratio maksimal 10x
dan tunggakan Non-Perfoming Loan di atas 90 hari maksimal 5%.

PT Bank Central Asia Tbk

Berdasarkan akta perjanjian kredit No. 1658/ PPK/SLK/2016 tanggal 28 Juni 2016, PT Bank Central Asia Tbhk
memberikan pinjaman rekening koran dengan plafon maksimal sebesar Rp50.000.000.000 dengan tingkat suku
bunga 12% per tahun. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui ULaMM. Perusahaan
wajib menjaga gearing ratio maksimal 10x dan tunggakan Non-Perfoming Loan diatas 90 hari maksimal 5%.
Pinjaman ini mengalami beberapa kali perpanjangan untuk jangka waktu kredit, yang terakhir dengan Surat
Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu (SPPJ) No. 3453 tanggal 6 November 2020 dengan ketentuan suku
bunga 11,75% per tahun dan akan berakhir pada 9 November 2021.
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PT Bank BCA Syariah

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Mudharabah No. 14 tanggal 3 Oktober 2019, PT Bank BCA Syariah
memberikan pinjaman modal kerja dengan plafon sebesar Rp150.000.000.000. Nisbah bagi hasil akan
dicantumkan dalam setiap akad realisasi pembiayaan. Pinjaman ini telah diperpanjang dengan surat
perpanjangan fasilitas No. 375/ADP/2020 pada tanggal 11 November 2020 dengan jangka waktu 48 bulan
untuk fasilitas ULaMM dan 12 bulan untuk Mekaar. Dana tersebut untuk pembiayaan Mekaar dan ULaMM
Syariah. Perusahaan wajib menjaga Debt to Equity Ratio (DER) maksimal 10x dan tunggakan Non- Perfoming
Loan maksimal 5%.

PT Bank Nationalnobu Tbk

Berdasarkan akta perjanjian Kredit Modal kerja No. 9 tanggal 6 September 2019, PT Bank Nationalnobu Tbk
memberikan fasilitas kredit kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan tingkat suku bunga
sebesar 9,50% fixed per tahun dengan jangka waktu pinjaman maksimal 36 bulan sejak ditandatangani
perjanjian kredit dan akan berakhir pada 6 September 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai
tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan akta perjanjian Kredit Modal Kerja No. 51 tanggal 22 April 2019, PT Bank Nationalnobu Tbk
memberikan fasilitas Kredit Money Market Line (MML) sebesar Rp50.000.000.000. Tingkat suku bunga sebesar
10,75% fixed per tahun dengan jangka waktu pinjaman maksimal 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian
kredit dan telah diperpanjang dengan akta No. 26 tanggal 22 April 2020 yang akan berakhir pada 22 April 2021.
Perusahaan belum melakukan penarikan atas fasilitas ini. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan
modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Perusahaan wajib menjaga gearing ratio maksimal 10x dan tunggakan Non-Perfoming Loan diatas 90 hari
maksimal 5%.

PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan

Pada tanggal 29 Desember 2020, PT PNM Ventura Capital memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank
Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan berdasarkan Akta Perjanjian kredit dengan plafond pembiayaan
Rp50.000.000.000 dan telah dicairkan sebesar Rp50.000.000.000 yang digunakan untuk modal kerja
pembiayaan modal ventura Tingkat bunga setara dengan 11% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun,
administrasi 1% dari plafon kredit.

PT Bank BRIsyariah Tbhk

Berdasarkan Akta Perjanjian Line Facility Mudharabah No. 13 tanggal 26 April 2019, PT Bank BRIsyariah Tbk
memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan bagi hasil
sebesar 9,50% fixed per tahun dengan jangka waktu pinjaman 42 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit
dan akan berakhir di Bulan Oktober 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja
penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas Debt to
Equity Ratio (DER) maksimal 10x dan Non-Performing Loan keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

PT Bank KEB Hana Indonesia

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 40 tanggal 28 Juni 2018, PT Bank KEB Hana Indonesia
memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp200.000.000.000 dengan tingkat bunga
sebesar 9,50% fixed per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit
dan akan berakhir di bulan Juni 2021. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja
penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas Non-
Performing Loan keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

Berdasarkan akta perjanjian Kredit Modal Kerja No. 126 tanggal 19 November 2019, PT Bank KEB Hana

Indonesia memberikan tambahan fasilitas kredit modal kerja kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000
dengan tingkat bunga sebesar 10% fixed per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak
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ditandatangani perjanjian kredit dan telah dilunasi pada tanggal 20 November 2020. Pinjaman tersebut
diperuntukkan sebagai

tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib
menjaga kualitas Non-Performing Loan keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

PT Bank Mayora

Pada tahun 2015, PT Bank Perkreditan Rakyat Rizky Barokah memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT
Bank Mayora berdasarkan surat persetujuan Pemberian Kredit Modal Kerja No. 0692/SPKOM-
MYR/CRD/XI/2015 sebesar Rp3.000.000.000 bersifat non-revolving yang digunakan untuk modal kerja
pembiayaan. Tingkat bunga sebesar 13% per tahun dengan jangka waktu 120 bulan, administrasi 1% dari
plafon kredit, bunga dihitung setiap akhir bulan yang bersangkutan.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Pada tahun 2016, PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah PNM Mentari memperoleh fasilitas kredit modal kerja
dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk berdasarkan surat persetujuan Pemberian Kredit Modal Kerja No. SP3
No. OL/572/Syariah/XI/2016 tanggal 9 November 2016 sebesar Rp5.500.000.000 bersifat non-revolving yang
digunakan untuk modal kerja pembiayaan. Tingkat bunga sebesar 13% per tahun dengan jangka waktu 66
bulan, administrasi 0,5% dari plafon kredit, bunga dihitung setiap akhir bulan yang bersangkutan.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Thk

Pada tahun 2015, PT Bank Perkreditan Rakyat Rizky Barokah memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT
Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk berdasarkan surat persetujuan Pemberian Kredit
Modal Kerja No. 070/DMGT-KOM/MKR/2015 sebesar Rp1.000.000.000 bersifat non-revolving yang digunakan
untuk modal kerja pembiayaan modal ventura. Tingkat bunga sebesar 13,5% per tahun dengan jangka waktu
72 bulan, administrasi 0,5% dari plafon kredit, bunga dihitung setiap akhir bulan yang bersangkutan.

PT Danareksa Finance

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 03 tanggal 16 Mei 2019, PT Danareksa Finance
memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp350.000.000.000 dengan tingkat bunga
sebesar 12,00% per tahun jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit. Perjanjian
ini telah mengalami perubahan dengan akta No. 20 tanggal 27 Desember 2019 dengan tingkat bunga menjadi
10,00% per tahun dan telah dilunasi pada tanggal 17 Desember 2019. Pinjaman tersebut diperuntukkan
sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Pada tanggal 27 Desember 2019, PT PNM Ventura Capital memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari
PT Danareksa Finance berdasarkan Akta Perjanjian kredit No. 17 dengan plafon pembiayaan
Rp200.000.000.000 dan telah dicairkan sebesar Rp75.000.000.000 yang digunakan untuk modal kerja
pembiayaan modal ventura Tingkat bunga setara dengan 11% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun,
administrasi 0,02% dari plafon kredit.

PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 99 tanggal 30 Oktober 2019, PT Bank China Construction
Bank Indonesia Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp80.000.000.000
dengan tingkat bunga sebesar 10,50% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani
perjanjian kredit dan telah dilunasi di bulan 30 Oktober 2020. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai
tambahan modal kerja penyaluran Mekaar. Perusahaan wajib menjaga kualitas Non- Performing Loan produk
Mekaar tidak lebih dari 3%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 73 tanggal 23 Mei 2019, PT Bank China Construction Bank
Indonesia Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp250.000.000.000 dengan
tingkat bunga sebesar 10,50% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani
perjanjian kredit dan telah dilunasi di bulan 23 Mei 2020. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan
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modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas
Non-Performing Loan keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 03 tanggal 24 Januari 2017, Perusahaan mengajukan permohonan
fasilitas kredit dari PT CIMB Niaga Tbk berupa Pinjaman Transaksi Khusus (PTK-7) dalam Liquidation Basis
sebesar Rp50.000.000.000. Tujuan penggunaan kredit adalah untuk Modal Kerja yang akan disalurkan kepada
end-user PNM melalui unit ULaMM. Jangka waktu fasilitas kredit adalah maksimal 48 bulan sejak
ditandatangani perjanjian kredit termasuk jangka waktu penarikan 6 bulan dan telah dilunasi pada tanggal 17
Oktober 2020. Suku bunga sebesar 10,00% per tahun dengan biaya provisi sebesar 0,5% per penarikan.
Jaminan yang diberikan berupa fidusia (notariil) atas seluruh tagihan Perusahaan kepada end-user minimal
sebesar 100%. Perusahaan wajib menjaga kondisi pembiayaan agar tingkat Non-Performing Loan Nett atas
pinjaman yang disalurkan tidak lebih dari 4,75%.

PT Bank Syariah Mandiri

Pada tahun 2015, PT PNM Ventura Syariah memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Syariah
Mandiri berdasarkan surat persetujuan Pemberian Kredit Modal Kerja No. 17/001/SPPP/450 sebesar
Rp25.000.000.000

bersifat non-revolving yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan modal ventura. Bagi hasil sebesar 12,5%
per tahun dengan jangka waktu 5 tahun, administrasi 0,5% dari plafon kredit, bunga dihitung setiap akhir bulan
yang bersangkutan. Pinjaman ini telah dilunasi pada tahun 2020.

PT Bank Victoria Syariah

Pada tahun 2016, PT PNM Ventura Syariah memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Victoria
Syariah berdasarkan surat persetujuan Pemberian Kredit Modal Kerja No. 058/SK-BVIS/COMM/VIII/16 sebesar
Rp10.000.000.000 bersifat non-revolving yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan modal ventura. Bagi
hasil sebesar 15% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun, administrasi 0,75% dari plafon kredit, bunga
dihitung setiap akhir bulan yang bersangkutan. Pinjaman ini telah dilunasi pada tahun 2020.

PT Bank Capital Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 20 tanggal 13 Mei 2019, PT Bank Capital Indonesia Tbk
memberikan fasilitas Kredit Money Market Line (MML) kepada Perusahaan sebesar Rp250.000.000.000 dengan
tingkat bunga sebesar 11,50% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani
perjanjian kredit dan telah di perpanjang dengan Adendum 1 No. 201/ADD/2020 sampai dengan tanggal 14
Mei2021. Perusahaan belum melakukan penarikan atas fasilitas ini. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai
tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib
menjaga kualitas gearing ratio tidak lebih dari 10x.

Fasilitas pinjaman yang diterima serta jumlah fasilitas pinjaman yang belum digunakan oleh Entitas Induk per
31 Desember 2020 adalah:

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Plafon LCU Outstanding
Pinjaman Rekening Koran:
PT Bank Central Asia Tbk 50.000.000.000 10.915.172.705 39.084.827.295
PT Bank Permata Thk 50.000.000.000 35.062.346.735 14.937.653.265
Subjumlah 100.000.000.000 45.977.519.440 54.022.480.560
Pinjaman Berjangka:
PT Bank Tabungan Negara
(Persero) Tbk 2.000.000.000.000 66.291.666.667 1.725.375.000.000
PT Bank Mandiri
(Persero) Thk 1.500.000.000.000 - 62.520.260.000
PT Bank DKI 1.500.000.000.000 - 1.057.843.124.575
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Plafon

LCU

Outstanding

PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk

PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk

PT Bank BNI Syariah

PT Bank Maybank
Indonesia Tbk

PT Bank Pembangunan
Daerah Kalimantan Tengah
PT Bank Pembangunan
Daerah Sulawesi Selatan
dan Sulawesi Barat

PT Bank Victoria
International Tbk (MML)
PT Bank Capital

Indonesia Tbk (MML)

PT Bank Mega Syariah

PT Bank Muamalat
Indonesia Tbk

PT Bank KEB Hana Indonesia
PT Bank BCA Syariah

PT Bank BRIsyariah Tbk
PT Bank Nationalnobu Tbk
PT Bank Pembangunan
Daerah D.l. Yogyakarta
PT Bank Permata Tbhk

PT Bank JTrust

Indonesia Tbk

PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Nationalnobu
Tbk (MML)

Subjumlah

Jumlah

1.300.000.000.000

750.000.000.000
750.000.000.000

550.000.000.000

400.000.000.000

300.000.000.000

250.000.000.000

250.000.000.000
235.000.000.000

200.000.000.000
200.000.000.000
150.000.000.000
100.000.000.000
100.000.000.000

100.000.000.000
100.000.000.000

100.000.000.000
50.000.000.000

50.000.000.000

123.138.943.101
74.679.162.982

250.000.000.000
35.069.785.273

100.000.000.000

50.000.000.000

266.666.666.667

626.861.056.899
675.320.837.018

284.722.222.222

216.666.666.667

93.504.163.292

250.000.000.000

199.930.214.727.

91.666.666.667
37.396.535.192
64.112.318.843
47.961.689.928
58.333.333.333

86.111.111.000
83.333.333.333

100.000.000.000

10.935.000.000.000

699.179.558.023

6.028.325.200.363

11.035.000.000.000

745.157.077.463

6.082.347.680.923

SURAT UTANG JANGKA MENENGAH DAN SUKUK

a. Berdasarkan Jenis:

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31 Desember

2020

Medium Term Notes:
Entitas Induk
MTN XIII Seri A 50.000.000.000
MTN XIII Seri B 110.000.000.000
MTN XIII Seri C 200.000.000.000
MTN XIII Seri D 15.000.000.000
MTN XVII 500.000.000.000
MTN XVIII Seri A -
MTN XIX Seri A 70.000.000.000
MTN XIX Seri B 105.000.000.000
MTN XIX Seri C 105.000.000.000
MTN XIX Seri D 142.500.000.000
MTN XIX Seri E 201.000.000.000

1.498.500.000.000
Entitas Anak

PN — PT PNM Venture Capital
MTN — PT Mitra Niaga Madani
PN - PT Mitra Dagang Madani

Subtotal
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31 Desember

2020

Sukuk:

Sukuk Mudharabah | Tahun 2017 Seri D 100.000.000.000
Sukuk Mudharabah Il Tahun 2018 Seri A 60.000.000.000
Sukuk Mudharabah Il Tahun 2018 Seri B 240.000.000.000
Sukuk Mudharabah Ill Tahun 2019 Tahap | 300.000.000.000
Sukuk Mudharabah 11l Tahun 2019 Seri A 435.000.000.000
Sukuk Mudharabah Il Tahun 2019 Seri B 65.000.000.000
Sukuk Mudharabah Ill Tahun 2019 Seri D 350.000.000.000
Sukuk Mudharabah Il Tahun 2019 Seri E 100.000.000.000
Sukuk Mudharabah Il Tahun 2019 Seri E Tahap Il 50.000.000.000
Sukuk Mudharabah 11l Tahun 2019 Seri C 322.000.000.000
Sukuk Mudharabah Il Tahun 2019 Seri F 120.000.000.000
Sukuk Mudharabah IV Tahun 2020 Tahap | Seri A 200.000.000.000
Sukuk Mudharabah 11l Tahun 2019 Seri H 50.000.000.000
Subjumlah 2.392.000.000.000
Jumlah 3.890.500.000.000

b. Berdasarkan jatuh tempo:

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31 Desember

2020
Kurang dari 1 tahun 2.008.500.000.000
1-2 tahun 890.000.000.000
Lebih dari 2 tahun 992.000.000.000
Jumlah 3.890.500.000.000

Informasi penting sehubungan dengan Surat Utang Jangka Menengah dan Sukuk:
Surat Utang Jangka Menengah PNM

Perusahaan menerbitkan MTN XIX Seri D pada tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp142.500.000.000 dengan
jangka waktu 2 tahun 10 bulan 2 hari, tingkat bunga tetap sebesar 10,50% per tahun dan akan jatuh tempo
pada tanggal 28 Desember 2021. Perusahaan menerbitkan MTN XIX Seri E pada tanggal 16 April 2019 sebesar
Rp201.000.000.000 dengan jangka waktu 2 tahun 8 bulan 12 hari, tingkat bunga tetap sebesar 10,50% per
tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2021. Tidak ada keterkaitan antara wali amanat
dengan usaha emiten.

Perusahaan menerbitkan MTN XIX Seri A pada tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp70.000.000.000 dengan
jangka waktu 36 bulan, tingkat bunga tetap sebesar 10,50% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 28
Desember 2021. Perusahaan menerbitkan MTN XIX Seri B pada tanggal 28 Desember 2018 sebesar
Rp105.000.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, tingkat bunga tetap sebesar 10,50% per tahun dan akan
jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2021. Perusahaan menerbitkan MTN XIX Seri C pada tanggal 28
Desember 2018 sebesar Rp105.000.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, tingkat bunga tetap sebesar
10,50% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2021.

Perusahaan menerbitkan MTN XVIII Seri A pada tanggal 27 September 2018 sebesar Rp390.000.000.000
dengan jangka waktu 24 bulan, tingkat bunga tetap sebesar 9,25% per tahun dan tidak ada jaminan atas
penerbitan MTN ini. Tujuan penerbitan MTN XVIII Seri A adalah Penambahan Modal Kerja dalam rangka
Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil. Jadwal pembayaran bunga dilakukan secara 3 bulanan. Nama wali amanat
untuk penerbitan MTN XVIII Seri A adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.
Penerbitan MTN XVIII seri A berada di peringkat A+ dengan pemeringkat Pefindo. Tidak ada keterkaitan antara
wali amanat dengan usaha emiten. MTN ini sudah jatuh tempo pada tanggal 27 September 2020 dan dilunasi
oleh Perusahaan pada tanggal 25 September 2020.
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Perusahaan menerbitkan MTN XVII pada tanggal 15 Maret 2018 sebesar Rp500.000.000.000 dengan jangka
waktu 36 bulan, tingkat bunga tetap sebesar 8,25% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 Maret
2021 dan tidak ada jaminan dalam penerbitan MTN ini. Tujuan penerbitan MTN XVII adalah Refinancing,
pengembangan usaha dan modal kerja. Jadwal pembayaran bunga dilakukan secara 3 bulanan. Nama wali
amanat untuk penerbitan MTN XVII adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.
Penerbitan MTN XVII berada di peringkat A+ dengan pemeringkat Pefindo. Tidak ada keterkaitan antara wali
amanat dengan usaha emiten.

Perusahaan menerbitkan MTN XIll Seri C pada tanggal 28 April 2017 sebesar Rp200.000.000.000 dengan
jangka waktu 56 bulan 14 hari, tingkat bunga tetap sebesar 11,25% per tahun dan akan jatuh tempo pada
tanggal 10 Januari 2022. Perusahaan menerbitkan MTN XIII Seri D pada tanggal 14 Juni 2017 sebesar
Rp15.000.000.000 dengan jangka waktu 54 bulan 26 hari, tingkat bunga tetap sebesar 11,25% per tahun dan
akan jatuh tempo pada

tanggal 10 Januari 2022. Jadwal pembayaran bunga secara kuartal baik untuk MTN XIII seri C maupun D.
Jaminan yang diberikan dalam penerbitan MTN Seri XIIl C dan D adalah Cessie. Tidak ada keterkaitan wali
amanat dengan usaha Emiten dalam penerbitan MTN XIII Seri C dan D. Nama wali amanat dalam penerbitan
MTN XII Seri C dan D adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Tidak ada peringkat
dalam penerbitan MTN XlII Seri C dan D. Tujuan penerbitan MTN XIIl Seri C dan D adalah untuk penambahan
modal kerja dalam rangka pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil.

Perusahaan menerbitkan MTN XIII Seri A pada tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp50.000.000.000 dengan
jangka waktu 60 bulan, tingkat bunga tetap sebesar 11,25% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 10
Januari 2022. Perusahaan menerbitkan MTN XIlI Seri B pada tanggal 14 Maret 2017 sebesar
Rp110.000.000.000 dengan jangka waktu 57 bulan 16 hari, tingkat bunga tetap sebesar 11,25% per tahun dan
akan jatuh tempo pada tanggal 10 Januari 2022. Jadwal pembayaran bunga secara 3 bulanan baik untuk MTN
X1l seri A maupun B. Jaminan yang diberikan dalam penerbitan MTN Seri Xlll A dan B adalah Cessie. Tidak ada
keterkaitan wali amanat dengan usaha Emiten dalam penerbitan MTN XIll Seri A dan B. Nama Wali amanat
dalam penerbitan MTN XIlI Seri A dan B adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.
Tidak ada peringkat dalam penerbitan MTN XIII Seri A dan B. Tujuan penerbitan MTN XIII Seri A dan B adalah
untuk penambahan modal kerja dalam rangka pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil.

MTN diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo MTN yang diterbitkan oleh Perusahaan atas nama PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang MTN. Surat berharga ini
ditawarkan dengan nilai 100% dari Total pokok MTN pada tanggal penerbitan.

Bunga MTN dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, terhitung sejak tanggal emisi dan pembayaran bunga MTN yang
untuk pertama kalinya dan terakhir kalinya pada tanggal jatuh tempo MTN.

Sukuk Mudharabah

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah Il PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2019 Seri H
pada tanggal 15 Desember 2020 sebesar Rp50.000.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, nisbah sebesar 3%
per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2023. Tidak
ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah Ill Seri H. Wali amanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah
[l Seri H adalah PT Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat A+. Jadwal pembayaran
nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui
Mekaar Syariah dan UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan
Sukuk Mudharabah Il Seri H tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2020 Tahap
1 Seri A pada tanggal 27 Oktober 2020 sebesar Rp200.000.000.000 dengan jangka waktu 3 tahun, nisbah
sebesar 9,75% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 27 Oktober
2023. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah IV Tahun 2020 Tahap 1 Seri A. Wali amanat
untuk penerbitan Sukuk Mudharabah IV tahap 1 Seri A Tahun 2020 adalah PT Bank Syariah Mandiri dengan
pemeringkat Pefindo dan peringkat A+. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk
ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan ULaMM Syariah. Tidak ada
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keterkaitan wali amanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah IV Tahap 1 Seri A tercatat di
bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah 1ll PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2019 Seri F
pada tanggal 8 April 2020 sebesar Rp120.000.000.000 dengan jangka waktu 3 tahun, nisbah sebesar 6,69% per
tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Februari 2023. Tidak ada
jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah Il Seri F. Wali amanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah IlI
Seri F adalah PT Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat A+. Jadwal pembayaran
nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui
Mekaar Syariah dan ULaMM Syariah.Tidak ada keterkaitan wali amanat dengan usaha emiten. Penerbitan
Sukuk Mudharabah Il PNM tahun 2019 Seri F tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah Il PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2019 Seri C
pada tanggal 20 Februari 2020 sebesar Rp322.000.000.000 dengan jangka waktu 3 Tahun, nisbah sebesar
17,94% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Februari 2023.
Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah IIl Seri C. Wali amanat untuk penerbitan Sukuk
Mudharabah lIl Seri C adalah PT Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat A+. Jadwal
pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja
murabahah melalui Mekaar Syariah dan ULaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan wali amanat dengan usaha
emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah IIl PNM Tahun 2019 Seri C tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah Il PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2019 Seri E
Tahap Il pada tanggal 5 Desember 2019 sebesar Rp50.000.000.000 dengan jangka waktu 2 tahun 10 bulan 25
hari, nisbah sebesar 3,00% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal
30 Oktober 2022. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah Ill Seri E Tahap Il. Wali amanat untuk
penerbitan Sukuk Mudharabah Il Seri E tahap Il adalah PT Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo
dan peringkat A+. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk
tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan ULaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan wali
amanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah Ill PNM Tahun 2019 Seri E Tahap |l tercatat di
bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah Il PT Permodalan Nasional Madani (Persero) tahun 2019 Seri E
pada tanggal 20 November 2019 sebesar Rp100.000.000.000 dengan jangka waktu 2 tahun 11 bulan 10 hari,
nisbah sebesar 6,00% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 30
Oktober 2022. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah Il Seri E. Wali amanat untuk penerbitan
Sukuk Mudharabah Il Seri E adalah PT Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat A+.
Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja
murabahah melalui Mekaar Syariah dan ULaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan wali amanat dengan usaha
emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah Ill PNM Tahun 2019 Seri E tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah Il PT Permodalan Nasional Madani (Persero) tahun 2019 Seri D
pada tanggal 30 Oktober 2019 sebesar Rp350.000.000.000 dengan jangka waktu 1 tahun 10 bulan 24 hari,
nisbah sebesar 20,50% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 24
September 2021. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah IIl Seri D. Wali amanat untuk
penerbitan Sukuk Mudharabah 1l Seri D adalah PT Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan
peringkat A+. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk
tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan ULaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan wali
amanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah 1l PNM Tahun 2019 Seri D tercatat di bursa
KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah 11l PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2019 Seri B
pada tanggal 30 Oktober 2019 sebesar Rp65.000.000.000 dengan jangka waktu 3 tahun, nisbah sebesar 3,90%
per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Oktober 2022. Tidak
ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah Il Seri B. Wali amanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah
Il Seri B adalah PT Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat A+. Jadwal pembayaran
nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui

34



Mekaar Syariah dan ULaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan wali amanat dengan usaha emiten. Penerbitan
Sukuk Mudharabah Il PNM Tahun 2019 Seri B tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah Il PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2019 Seri A
pada tanggal 24 September 2019 sebesar Rp435.000.000.000 dengan jangka waktu 2 Tahun, nisbah sebesar
25,48% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 September
2021. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah Il Seri A. Wali amanat untuk penerbitan Sukuk
Mudharabah IIl Seri A adalah PT Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat A+. Jadwal
pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja
murabahah melalui Mekaar Syariah dan ULaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan wali amanat dengan usaha
emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah 11l PNM Tahun 2019 Seri A tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah Il PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2019 Tahap
1 pada tanggal 18 Juni 2019 sebesar Rp300.000.000.000 dengan jangka waktu 5 tahun, nisbah sebesar 19% per
tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 18 Juni 2024. Tidak ada
jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah Il Tahap 1. Wali amanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah lI
Tahap 1 adalah PT Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat A+. Jadwal pembayaran
nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui
ULaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan wali amanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah llI
PNM Tahun 2019 Tahap 1 tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah Il PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2018 Seri B
pada tanggal 26 Maret 2019 sebesar Rp240.000.000.000 dengan jangka waktu 2 tahun 11 bulan, nisbah
sebesar 30,00% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 26
Februari 2022. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah Il Seri B. Wali amanat untuk penerbitan
Sukuk Mudharabah Seri B adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk dengan
pemeringkat Pefindo dan peringkat A+. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk
ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui ULaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan wali
amanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah Il Seri B tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah Il PT Permodalan Nasional Madani (Persero) tahun 2018 Seri A
pada tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp60.000.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, nisbah sebesar
30,00% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 26 Februari 2022.
Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah Il Seri A. Wali amanat untuk penerbitan Sukuk
Mudharabah Seri A adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Thk dengan pemeringkat
Pefindo dan peringkat A+. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah
untuk tambahan modal kerja murabahah melalui ULaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan wali amanat dengan
usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah Il Seri A tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah | PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2017 Seri D
pada tanggal 31 Januari 2018 sebesar Rp100.000.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, nisbah sebesar 45%
per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 31 Januari 2021. Tidak ada
jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah | Seri D. Wali amanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah | Seri
D adalah PT Bank Bukopin Tbk dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat A+. Jadwal pembayaran nisbah
adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui
ULaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan wali amanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah |
Seri D tercatat di bursa KSEI.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah sesuai dengan Surat Pefindo No. RC- 968/PEF-
DIR/VIII/2020 dan No. RC-972/PEFDIR/ VII1/2020 tanggal 19 Agustus 2020 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia
(Pefindo), Sukuk tersebut mendapatkan peringkat idA+ (Single A Plus) yang berlaku untuk periode 19 Agustus
2020 sampai dengan 1 Agustus 2021.
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UTANG OBLIGASI

a. Berdasarkan jenis

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31 Desember

2020

Obligasi Berkelanjutan 1ll PNM Tahap IV Tahun 2020
Obligasi Berkelanjutan 11l PNM Tahap Ill Tahun 2020
Obligasi Berkelanjutan 11l PNM Tahap Il Tahun 2019
Obligasi Berkelanjutan 11l PNM Tahap | Tahun 2019
Obligasi Berkelanjutan || PNM Tahap Il Tahun 2018
Obligasi Berkelanjutan Il PNM Tahap | Tahun 2017
Obligasi Berkelanjutan | PNM Tahap Il Tahun 2016
Jumlah

1.731.563.642.800
249.357.039.061
1.348.465.851.583
1.997.175.553.571
2.498.910.426.022
749.307.247.353
838.710.119.235

9.413.489.879.625

b. Berdasarkan jatuh tempo

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31 Desember

2020

Kurang dari 1 tahun
1-2 tahun

Lebih dari 2 tahun
Jumlah

2.996.136.037.703
2.734.470.495.933
3.682.883.345.989

9.413.489.879.625

Obligasi Berkelanjutan Ill PNM Tahap IV Tahun 2020

Pada tanggal 23 Mei 2019, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Il PNM Tahun 2019 dengan jumlah
pokok sebesar Rp6.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
berdasarkan Surat Keputusan No. $-58/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan 11l PNM Tahap IV 2020 yang sudah dicatat
pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 7 Desember 2020. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Total pokok sebesar Rp904.800.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 6,50% per tahun, berjangka
waktu 370 hari kalender.

- Seri B: Total pokok sebesar Rp537.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 7,75% per tahun, berjangka
waktu 3 tahun.

- Seri C: Total pokok sebesar Rp292.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun, berjangka
waktu 5 tahun.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan 4
Desember 2021 untuk Obligasi Seri A, 4 Desember 2023 untuk Obligasi Seri B, dan 4 Desember 2025 untuk
Obligasi Seri C.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. 970/PEF
DIR/VIII/2020 dan No. 971/PEFDIR/ VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia
(Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idA+ (Single A Plus) yang berlaku untuk periode 19 Agustus
2020 sampai dengan 1 Agustus 2021.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak
bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan Ill PNM Tahap IV Tahun 2020 No. 33 tanggal
17 November 2020 dan Addendum | No. 5 tanggal 5 Desember 2020. Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan
berdasarkan Addendum | Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan Ill PNM Tahap IV Tahun 2020 No.
5 tanggal 2 Desember 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di
Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.
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Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari
nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;

2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun

tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;

Melakukan akuisisi saham atau aset;

Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;

Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;

Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

AN A o

Obligasi Berkelanjutan Ill PNM Tahap Ill Tahun 2020

Pada tanggal 23 Mei 2019, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Il PNM Tahun 2020 dengan Total
pokok sebesar Rp6.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
berdasarkan Surat Keputusan No. S-58/ D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan Il PNM Tahap Il 2020 yang sudah dicatat
pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 Mei 2020. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Total pokok sebesar Rp55.100.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,40% per tahun, berjangka waktu
3 tahun.

- Seri B: Total pokok sebesar Rp194.900.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 9,00% per tahun, berjangka
waktu 5 tahun.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan 30 April
2023 untuk Obligasi Seri A dan 30 April 2025 untuk Obligasi Seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. 970/PEF-
DIR/VI1/2020 dan No. 971/PEFDIR/ VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia
(Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idA+ (Single A Plus) yang berlaku untuk periode 19 Agustus
2020 sampai dengan 1 Agustus 2021.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak
bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan Il
PNM Tahap lll Tahun 2020 No. 10 tanggal 8 April, 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie
Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari
nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;

2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun

tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;

Melakukan akuisisi saham atau aset;

Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;

Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;

Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

ounhkw

Obligasi Berkelanjutan Ill PNM Tahap Il Tahun 2019
Pada tanggal 23 Mei 2019, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Il PNM Tahun 2019 dengan Total

pokok sebesar Rp6.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
berdasarkan Surat Keputusan No. $-58/ D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019.
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Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan Il PNM Tahap Il 2019 yang sudah dicatat
pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 28 November 2019. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Total pokok sebesar Rp586.500.000.000,tingkat bunga tetap sebesar 8,40% per tahun, berjangka
waktu 3 tahun.

- Seri B: Total pokok sebesar Rp763.500.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun, berjangka
waktu 5 tahun.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan 28
November 2022 untuk Obligasi Seri A dan 28 November 2024 untuk Obligasi Seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. 970/PEF-
DIR/VIII/2020 dan No. 971/PEFDIR/ VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia
(Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idA+ (Single A Plus) yang berlaku untuk periode 19
Agustus 2020 sampai dengan 1 Agustus 2021.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak
bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IlI
PNM Tahap Il Tahun 2019 No. 18 tanggal 12 November 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette
Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari
nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;

2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun

tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;

Melakukan akuisisi saham atau aset;

Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;

Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;

Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

o vk w

Obligasi Berkelanjutan Ill PNM Tahap | Tahun 2019

Pada tanggal 23 Mei 2019, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Il PNM Tahun 2019 dengan Total
pokok sebesar Rp6.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
berdasarkan Surat Keputusan No. S-58/ D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan 1ll PNM Tahap | 2019 yang sudah dicatat
pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 Mei 2019. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Total pokok sebesar Rp1.401.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 9,50% per tahun, berjangka
waktu 3 tahun.

- Seri B: Total pokok sebesar Rp599.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 9,85% per tahun, berjangka
waktu 5 tahun.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan 28
Mei 2022 untuk Obligasi Seri A dan 28 Mei 2024 untuk Obligasi Seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. 970/PEF-
DIR/VIII/2020 dan No. 971/PEF-DIR/VIII/ 2020 tanggal 19 Agustus 2020 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia
(Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idA+ (Single A Plus) yang berlaku untuk periode 19
Agustus 2020 sampai dengan 1 Agustus 2021.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak
bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
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Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IlI
PNM Tahap | Tahun 2019 No. 9 tanggal 11 Januari 2019 sebagaimana diubah dengan Addendum | Perjanjian
Perwaliamanatan Obligasi No. 14 tanggal 6 Februari 2019, Addendum Il Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi
No. 17 tanggal 4 April 2019, Addendum Il Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi No.74 tanggal 9 Mei 2019 dan
Addendum IV Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi No. 118 tanggal 27 Mei 2019 yang semuanya yang dibuat di
hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat
adalah PT Bank Mega Tbk.

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari
nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;

2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun

tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;

Melakukan akuisisi saham atau aset;

Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;

Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;

Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.
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Obligasi Berkelanjutan Il PNM Tahap Il Tahun 2018

Pada tanggal 21 Juni 2017, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Il PNM Tahun 2017 dengan jumlah
pokok sebesar Rp4.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
berdasarkan Surat Keputusan No. S-345/D.04/2017 tanggal 21 Juni 2017.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan Il PNM Tahap Il 2018 yang sudah dicatat
pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 April 2018. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Total pokok sebesar Rp1.254.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,00% per tahun, berjangka
waktu 3 tahun.

- Seri B: Total pokok sebesar Rp1.246.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,50% per tahun, berjangka
waktu 5 tahun.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan 13 April
2021 untuk Obligasi Seri A dan 13 April 2023 untuk Obligasi Seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. 970/PEF-
DIR/VIII/2020 dan No. 971/PEFDIR/ VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia
(Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idA+ (Single A Plus) yang berlaku untuk periode 19 Agustus
2020 sampai dengan 1 Agustus 2021.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak
bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan Il PNM
Tahap Il Tahun 2018 No. 109 tanggal 12 Maret 2018 dan Addendum | Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi No.
139 tanggal 26 Maret 2018 yang keduanya yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi
Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari
nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;

2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun

tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;

Melakukan akuisisi saham atau aset;

Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;

Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;

Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

o ukw

39



Obligasi Berkelanjutan Il PNM Tahap | Tahun 2017

Pada tanggal 21 Juni 2017, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Il PNM Tahun 2017 dengan jumlah
pokok sebesar Rp4.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
berdasarkan Surat Keputusan No. S-345/D.04/2017 tanggal 21 Juni 2017.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan ObligasiBerkelanjutan Il PNM Tahap | Tahun 2017 yang sudah
dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 13 Juli 2017. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Total pokok sebesar Rp750.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun, berjangka
waktu 3 tahun.

- Seri B: Total pokok sebesar Rp750.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 9,25% per tahun, berjangka
waktu 5 tahun.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan 12
Juli 2020 untuk Obligasi Seri A dan 12 Juli 2022 untuk Obligasi Seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. 970/PEF-
DIR/VIII/2020 dan No. 971/PEFDIR/ VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia
(Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idA+ (Single A Plus) yang berlaku untuk periode 19 Agustus
2020 sampai dengan 1 Agustus 2021.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak
bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Adendum | Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi
Berkelanjutan 1l PNM Tahap | Tahun 2017 No. 95 tanggal 15 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette
Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank
Mega Tbk.

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari
nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;

2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun

tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;

Melakukan akuisisi saham atau aset;

Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;

Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;

Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.
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Obligasi Berkelanjutan | PNM Tahap Il Tahun 2016

Pada tanggal 12 Desember 2014, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan | PNM Tahap | Tahun 2014
dengan Total pokok sebesar Rp2.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-534/D.04/2014 tanggal 12 Desember 2014.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan | PNM Tahap Il Tahun 2016 yang sudah
dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 November 2016. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Total pokok sebesar Rp661.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 9,00% per tahun, berjangka
waktu 3 tahun.

- Seri B: Total pokok sebesar Rp839.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 9,50% per tahun, berjangka
waktu 5 tahun.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. 970/PEF-
DIR/VIII/2020 dan No. 971/PEFDIR/ VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia
(Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idA+ (Single A Plus) yang berlaku untuk periode 19 Agustus
2020 sampai dengan 1 Agustus 2021.
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Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak
bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan |
PNM Tahap Il Tahun 2016 No. 40 tanggal 17 Oktober 2016 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie
Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari
nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;

2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun

tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;

Melakukan akuisisi saham atau aset;

Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;

Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;

Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

AN A o

Perusahaan sudah mematuhi setiap syarat dan pembatasan yang diberikan oleh Wali Amanat atas penerbitan
Obligasi Berkelanjutan 1l PNM Tahap IV Tahun 2020, Obligasi Berkelanjutan Il PNM Tahap Il Tahun 2020,
Obligasi Berkelanjutan 1ll PNM Tahap | dan Il Tahun 2019, Obligasi Berkelanjutan Il PNM Tahap Il Tahun 2018,
Obligasi Berkelanjutan Il PNM Tahap | Tahun 2017, Obligasi Berkelanjutan | PNM Tahap Il Tahun 2016.

Perusahaan mengukur nilai obligasi dengan memperhitungkan biaya perolehan diamortisasi dengan

menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya transaksi obligasi yang sudah diterbitkan oleh Perusahaan per
tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31 Desember

2020
Obligasi Berkelanjutan Il PNM Tahap Il Tahun 2020 101.472.311
Obligasi Berkelanjutan Il PNM Tahap Il Tahun 2019 322.826.309
Obligasi Berkelanjutan Il PNM Tahap | Tahun 2019 1.897.265.240
Obligasi Berkelanjutan [l PNM Tahap Il Tahun 2018 2.241.801.950
Obligasi Berkelanjutan Il PNM Tahap | Tahun 2017 3.071.457.961
Obligasi Berkelanjutan | PNM Tahap Il Tahun 2016 1.903.833.143
Obligasi Berkelanjutan | PNM Tahap | Tahun 2014 2.972.354.958
Obligasi Il PNM Tahun 2013 2.908.798.140
Obligasi | PNM Tahun 2012 2.969.439.794
Total 18.389.249.806

PINJAMAN DARI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN LEMBAGA KREDIT LUAR NEGERI

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31 Desember

2020
Pihak Berelasi
Pusat Investasi Pemerintah (PIP) 3.035.065.437.303
Pihak Ketiga
Bank Pembangunan Asia
(USD 474.771,92) 6'696'662'82]:
(USD 512.082,84)
Subjumlah 6.696.662.821
Jumlah 3.041.762.100.124
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Pusat Investasi Pemerintah

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan No. 15 tanggal 14 Agustus 2020, Pusat Investasi
Pemerintah memberikan fasilitas Pinjaman/ Pembiayaan kepada Perusahaan sebesar Rp1.147.000.000.000
dengan tingkat bunga sebesar 4% efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan tanpa waktu
tenggang sejak tanggal pencairan dana dan akan berakhir di bulan Agustus 2023. Perusahaan wajib
menyalurkan Pinjaman/Pembiayaan khusus untuk Program Mekaar Syariah dan wajib menyerahkan Daftar
Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari saldo
pinjaman.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan No. 02 tanggal 4 November 2019, Pusat Investasi
Pemerintah memberikan fasilitas Pinjaman/ Pembiayaan kepada Perusahaan sebesar Rp2.350.000.000.000
dengan tingkat bunga sebesar 4% efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan tanpa waktu
tenggang sejak tanggal pencairan dana dan akan berakhir di bulan November 2022. Perusahaan wajib
menyalurkan Pinjaman/Pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang
yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari saldo
pinjaman.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan No. 61 tanggal 31 Oktober 2018, Pusat Investasi
Pemerintah memberikan fasilitas Pinjaman/ Pembiayaan kepada Perusahaan sebesar Rp750.000.000.000
dengan tingkat bunga sebesar 4% efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan tanpa waktu
tenggang sejak tanggal pencairan dana dan akan berakhir di bulan Oktober 2021. Perusahaan wajib
menyalurkan Pinjaman/ Pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang
yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari saldo
pinjaman.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan No. 58 tanggal 28 Desember 2017, Pusat Investasi
Pemerintah memberikan fasilitas Pinjaman/ Pembiayaan kepada Perusahaan sebesar Rp200.000.000.000
dengan tingkat bunga sebesar 4% efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan tanpa waktu
tenggang sejak tanggal pencairan dana dan telah dilunasi pada tanggal 28 Desember 2020. Perusahaan wajib
menyalurkan Pinjaman/Pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang
yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari saldo
pinjaman.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan No. 47 tanggal 30 November 2017, Pusat Investasi
Pemerintah memberikan fasilitas Pinjaman/ Pembiayaan kepada Perusahaan sebesar Rp200.000.000.000
dengan tingkat bunga sebesar 4% efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan tanpa waktu
tenggang sejak tanggal pencairan dana dan telah dilunasi pada tanggal 28 Desember 2020. Perusahaan wajib
menyalurkan Pinjaman/Pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang
yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari saldo
pinjaman.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan No. 2 tanggal 4 Agustus 2017, Pusat Investasi Pemerintah
memberikan fasilitas Pinjaman/ Pembiayaan kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan tingkat
bunga sebesar 4% efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan tanpa waktu tenggang sejak
tanggal pencairan dana dan telah dilunasi pada tanggal 24 Agustus dan 8 September 2020. Perusahaan wajib
menyalurkan Pinjaman/Pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang
yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari saldo
pinjaman.
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Bank Pembangunan Asia

Utang Penerusan Pinjaman kepada Pemerintah Republik Indonesia (Pemerintah) merupakan pinjaman dalam
rangka pendanaan kredit mikro untuk penataan lingkungan dan pemukiman (NUSSP) yang bersumber dari

Bank Pembangunan Asia (ADB).

Berdasarkan perjanjian tersebut Perusahaan dikenakan bunga berdasarkan tingkat bunga ADB kepada
Pemerintah secara berkala (LIBOR+0,6%)+0,35% per tahun. Dana tersebut disalurkan ke lembaga keuangan
pelaksana untuk dipinjamkan kembali dalam bentuk pembiayaan kredit mikro untuk penataan lingkungan dan

pemukiman (NUSSP).

PERPAJAKAN

a. Pajak Dibayar di Muka

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31 Desember
2020

Entitas Anak

PT PNM IM

Pajak Penghasilan:
PPh Pasal 28

Pajak lain-lain:
Lain-lain

PT PNM VC
Pajak penghasilan:

PPh Pasal 4 ayat (2)

PPh Pasal 21
PPh Pasal 25
PPh Pasal 28

Pajak lain-lain:
PPN

Subtotal
Total

b. Utang Pajak

206.276.121

206.276.121

46.298.150.900
68.325.432

5.592.158.427

7.159.925.334
59.118.560.093
59.324.836.214
59.324.836.214

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31 Desember
2020

Entitas Induk
Pajak penghasilan:
PPh Pasal 25
PPh Pasal 29

PPh Pasal 4 (2)
PPh Pasal 21
PPh Pasal 22
PPh Pasal 23

Pajak lain-lain:
PPN

Entitas Anak
Pajak penghasilan:
PPh Pasal 25
PPh Pasal 29
PPh Pasal 4 (2)

PPh Pasal 21

2.102.473.564
95.699.453.581
891.210.136
5.118.877.014
135.345.428
1.044.098.478

7.904.541.018
112.894.999.219

684.196.320
4.217.159.864
697.839.824
2.242.599.552
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31 Desember

2020

PPh Pasal 23
Pajak lain-lain:
PPN

294.577.589

1.261.418.819

9.397.791.968

Total

122.292.791.187

c. Beban (Manfaat) Pajak Perusahaan

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31 Desember

2020

Entitas Induk
Beban pajak kini - non-final
Beban (manfaat) pajak tangguhan

(131.912.353.098)
111.778.686.006

(20.133.667.092)

Entitas Anak
Beban pajak kini — non-final
Beban (manfaat) pajak tangguhan

(22.050.031.599)
1.643.189.671

(20.406.841.928)

Beban pajak

(40.540.509.020)

d. Pajak Penghasilan Badan

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31 Desember

2020

Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi konsolidasian

Laba sebelum pajak penghasilan Entitas Anak
Transaksi Eliminasi
Laba sebelum pajak penghasilan Entitas Induk
Dikurangi:

Pendapatan bunga yang telah dikenakan pajak final
Laba entitas induk sebelum rekonsiliasi fiskal

Beda Waktu:

Beban penurunan nilai yang tidak dapat diperhitungkan
Jasa produksi dan tantiem

Imbalan kerja

Amortisasi aset tak berwujud dan biaya pra-operasi
Penyusutan aset tetap

Beban lainnya yang tidak dapat diakui secara fiskal lainnya
Subtotal

Beda Tetap:
Beban yang tidak dapat dikurangkan menurut fiskal
Bagian laba atas investasi pada Entitas Asosiasi

Subjumlah
Laba menurut Pajak
Laba menurut Pajak (dibulatkan)
Beban Pajak Kini:
Tahun 2020 - disetahunkan
(22% x Rp599.843.863.000)
Tahun 2019 - disetahunkan
(25% x Rp1.312.685.634.000)
Pajak Penghasilan
Dikurangi:
Pajak dibayar di muka:
PPh Pasal 23
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(63.481.560.471)

42.660.157.039

399.135.154.357

378.313.750.925

(210.860.602.740)

167.453.148.184

310.832.557.754
84.126.047.924
22.467.977.776
15.742.682.713
184.800.542.004

(237.574.077.616)

380.395.730.555

94.827.249.019

(43.074.522.378)

51.572.726.251
599.601.604.991
599.601.604.000

131.912.353.098

131.912.353.098

(26.137.000)



31 Desember

2020

PPh Pasal 25

Estimasi Kurang bayar Pajak Penghasilan Badan

(36.186.762.519)

(36.212.899.519)

95.699.453.579

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, Perseroan melaporkan/menyetorkan pajak berdasarkan
sistem self-assesment. Fiskus dapat menetapkan atau mengubah pajak tersebut dalam jangka waktu

tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perusahaan tidak mengkreditkan estimasi beban PPh Badan periode berjalan dengan uang muka pajak per

31 Desember 2020.

e. Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31 Desember
2020

Entitas Induk

Penyusutan aset tetap

Amortisasi aset takberwujud dan biaya pra-operasi
Imbalan kerja

Jasa produksi

Cadangan kerugian penurunan nilai

Aset (Liabilitas) pajak tangguhan Entitas Induk
Entitas Anak

Penyusutan aset tetap

Amortisasi aset takberwujud dan biaya pra-operasi
Imbalan kerja

Cadangan kerugian penurunan nilai

Rugi fiskal tidak dapat dikompensasikan

BYMHD jasa produksi

Aset (Liabilitas) pajak tangguhan Entitas Anak

Subtotal

Penyusutan aset tetap
BYMHD jasa produksi
Insentif

THR

Beban imbalan pasca kerja

Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan Entitas Anak
Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan Konsolidasi

985.768.052
3.472.029.933
5.680.846.785

23.346.457.556
142.224.877.069
175.709.979.395

(789.426.668)
36.888.918
1.144.878.265
34.342.851.707
389.096.210
4.753.176.192
39.877.464.625

215.587.444.020
(6.585.300.641)
396.442.922
507.979.842
186.993.843
(267.933.970)

(5.761.818.004)
209.825.626.016

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 pengganti Undang-Undang Pajak No. 7
Tahun 1983, tarif pajak badan adalah sebesar 28% yang berlaku efektif 1 Januari 2009 dan sebesar 25%
yang berlaku efektif 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2019. Aset dan liabilitas pajak tangguhan
disesuaikan dengan tarif pajak yang berlaku pada periode ketika aset direalisasikan dan liabilitas

diselesaikan berdasarkan tarif pajak yang akan ditetapkan.

Perubahan Tarif Pajak Badan

Perpu No.1 Tahun 2020 mengatur, antara lain, penurunan tarif pajak badan sebagai berikut:

e Untuk tahun pajak 2020 dan 2021: dari 25% menjadi 22%;
e Mulai tahun pajak 2022: dari 22% menjadi 20%;

e Perusahaan Terbuka dalam negeri yang memenuhi kriteria tambahan tertentu dapat memperoleh

tarif pajak sebesar 3% lebih rendah dari tarif pajak yang disebutkan di atas.



f.  Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang
berlaku adalah sebagai berikut:

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31 Desember

2020
Laba konsolldaS|an. sebelum p.ajak pe.ngh.asﬂan menurut 378.313.750.925
laporan laba rugi komprehensif konsolidasian
Beban pajak dihitung pada tarif yang berlaku:
Tahun 2020 - disetahunkan
(22% x Rp 379.212.631.976)
Tahun 2019- disetahunkan 83.229.025.203
(25% x Rp 1.258.883.879.404)
Jumlah 83.426.779.035
Dampak pajak atas:
Beban yang tidak dapat dikurangkan menurut fiskal 20.861.994.698
Bagian laba atas investasi pada Entitas Asosiasi (9.476.394.923)
Pendapatan bunga yang telah dikenakan pajak final (46.389.332.602)
Penyesuaian pajak tangguhan 83.687.060.722
Total 48.683.327.895
Beban Pajak 132.912.353.098

g. Surat Ketetapan Pajak

1) Pajak Pertambahan Nilai

Pada tanggal 24 April 2019, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) dan Surat Tagihan Pajak (STP) denda atas PPN untuk masa pajak Desember
2017 masing-masing senilai Rp4.883.706 dan Rp488.371. Perusahaan juga menerima Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk masa pajak Januari 2017 sebesar
Rp607.880.109. Perusahaan telah melakukan pembayaran atas pajak yang dinyatakan kurang bayar
tersebut melalui mekanisme kompensasi dengan SKPLB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar) PPh
Badan Tahun Pajak 2017.

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

Pada tanggal 24 April 2019, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak
Penghasilan Pasal 4 (2) untuk tahun pajak 2017 senilai Rp68.249.462 Perusahaan telah melakukan
pembayaran atas pajak yang dinyatakan kurang bayar tersebut melalui mekanisme kompensasi
dengan SKPLB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar) PPh Badan Tahun Pajak 2017.

Pajak Penghasilan Pasal 21

Pada tanggal 24 April 2019, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak
Penghasilan Pasal 21 untuk tahun pajak 2017, masa pajak Agustus 2017, November 2017 dan
Desember 2018 masing-masing senilai Rp607.880.109, Rp11.759.197, Rp13.183.144 dan Rp1.191.470.
Perusahaan telah melakukan pembayaran atas pajak yang dinyatakan kurang bayar tersebut melalui
mekanisme kompensasi dengan SKPLB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar) PPh Badan Tahun Pajak
2017.

Pajak Penghasilan Pasal 23

Pada tanggal 24 April 2019, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak
Penghasilan Pasal 23 untuk masa pajak Maret 2017, April 2017, Oktober 2017 dan Desember 2017
masingmasing senilai Rp10.116, Rp6.364.000, Rp871.551 dan Rp89.236.083. Perusahaan telah
melakukan pembayaran atas pajak yang dinyatakan kurang bayar tersebut melalui mekanisme
kompensasi dengan SKPLB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar) PPh Badan Tahun Pajak 2017.

Pajak Penghasilan Pasal 25

Pada tanggal 24 April 2019, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak
Penghasilan Pasal 25 untuk tahun pajak 2017 senilai Rp41.195.340.777.

Manajemen memutuskan untuk tidak mengajukan upaya hukum lanjutan atas SKPKB dan STP tersebut.

46



DANA CADANGAN ANGSURAN

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31 Desember

2020

Uang Pertanggungjawaban Nasabah
Dana Cadangan Nasabah

Uang Titipan Nasabah

Jumlah

1.953.439.414.600
352.724.160.233
214.815.145.193

2.520.978.720.026

UTANG LAIN-LAIN

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31 Desember

2020

Pihak Berelasi
BPJS Ketenagakerjaan

Pihak Ketiga
Dana pihak ketiga BPR/S
Dana titipan asuransi dan notaris
Utang pihak ketiga
Utang lain-lain BPR/S
Liabilitas jangka panjang BPR/S
Liabilitas segera BPR/S
Lain-lain
Subtotal
Total

406.279.746

217.778.889.236
99.378.509.441
46.505.358.735
15.460.595.064

4.578.363.919

383.701.716.395

384.107.996.141

BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31 Desember

2020

Beban operasional

Personalia

Bunga obligasi

Bunga pinjaman bank dan MTN
Bunga NUSSP

Jumlah

130.817.626.671
117.014.648.288
114.995.434.946
52.856.547.363
7.963.486

415.692.220.754

Pada tanggal 31 Desember 2020 Perusahaan memiliki beban bunga obligasi yang masih harus dibayar
sehubungan dengan pelaksanaan emisi Obligasi Berkelanjutan | PNM Tahap Il Tahun 2016, Obligasi
Berkelanjutan Il PNM Tahap | tahun 2017, Obligasi Berkelanjutan Il PNM Tahap Il tahun 2018, Obligasi
Berkelanjutan Ill PNM Tahap | dan Tahap Il Tahun 2019, serta Obligasi Berkelanjutan Ill PNM Tahap Il tahun

2020, serta Obligasi Berkelanjutan 11l PNM Tahap IV Tahun 2020.

LIABILITAS IMBALAN KERJA

(Aset) Liabilitas Imbalan Kerja

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31 Desember

2020

Entitas Induk
Program imbalan pasca kerja
Program manfaat jangka panjang lain

Entitas Anak
Jumlah

37.810.812.923
16.400.511.203

54.211.324.126
4.346.797.959

58.558.122.085
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Beban Imbalan Kerja

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31 Desember

2020

Laba Rugi

Entitas Induk
Program imbalan pasca kerja
Program manfaat jangka panjang lain

21.198.693.199
4.623.337.644

Entitas Anak

25.822.030.843
2.574.960.757

Subjumlah

28.396.991.600

Penghasilan Komprehensif Lainnya
Entitas Induk
Program imbalan pasca kerja

6.761.195.825

Jumlah

35.158.187.426

a. Program imbalan pasca kerja

Rekonsiliasi saldo awal dan saldo akhir dan Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti (NKKIP)

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31 Desember

2020

Nilai kini kewajiban imbalan pasti (NKKIP) —awal periode

Biaya jasa kini

Penghasilan atau beban bunga

Imbalan yang dibayarkan

Pengukuran kembali liabilitas (asset) imbalan pasti neto:
Keuntungan/kerugian yang timbul dari perubahan asumsi demografik
Keuntungan/kerugian yang timbul dari perubahan asumsi keuangan
Penyesuaian

Nilai kini kewajiban imbalan pasti (NKKIP) — akhir periode

128.074.309.518
20.431.291.171
10.215.653.498
(1.772.454.905)

(315.530.920)
15.341.433.213
(9.740.078.298)

162.235.623.277

b. Program imbalan jangka panjang lainnya

Rekonsiliasi saldo awal dan saldo akhir dari Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31 Desember

2020

Nilai kini kewajiban imbalan pasti (NKKIP) —awal periode

Biaya jasa:
Biaya jasa kini
Biaya jasa lalu
Keuntungan/kerugian dari penyelesaian

Penghasilan atau beban bunga

luran oleh peserta program

Dampak kombinasi dan pelepasan bisnis

Imbalan yang dibayarkan

Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto:
Keuntungan/kerugian yang timbul dari perubahan asumsi demografik
Keuntungan/kerugian yang timbul dari perubahan asumsi keuangan
Penyesuaian

Nilai kini kewajiban imbalan pasti (NKKIP) — akhir periode
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15.010.984.389

3.533.151.483

1.095.215.437

(3.233.810.830)

(91.639)
860.068.577
(865.006.214)
16.400.511.203




Analisis NKKIP yang didanai dan tidak didanai

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan telah memenuhi seluruh persyaratan yang diberikan dari masing-
masing fasilitas kredit yang diperoleh.

Pada tanggal 31 Desember 2020, tidak terdapat liabilitas yang telah jatuh tempo yang tidak dapat dilunasi oleh
Perseroan.

Berikut adalah pinjaman yang diterima oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dan/atau Perusahaan Anak
yang material per tanggal 31 Desember 2020:

Pinjaman
(o}
. . - = I Jangka Waktu BSuku Jenis B " - Plafond (per 31
o ama Ban| angga fasilitas (bulan) unga Fasilitas eruntukan aminan Des
(p.a) 2020)
(Rp juta) (Rp juta)
Entitas Induk
PT Bank Tabungan 13-Sep- o Pinjaman Tambahan modal kerja
! Negara (Persero) Thk 20 24 Bulan 8,75% Berjangka | penyaluran kredit UMKM ) 500.000
PT Bank Tabungan 19-Dec- o Pinjaman Tambahan modal kerja
2 Negara (Persero) Thk 18 36 Bulan 9,50% Berjangka | penyaluran kredit UMKM ) 250.000
3 PT Bank Tabungan 20-Oct- 36 Bulan 9,20% Pinjfaman Tambahan n?odal kerja . 1.725.375
Negara (Persero) Tbk 20 Berjangka | penyaluran kredit UMKM 750.000
4 PT Bank Tabungan 30-Dec- 30 Hari 0,30% Pan?man Tambahan modal kerja :
Negara (Persero) Thk 20 Berjangka penyaluran kredit UMKM 500.000
5 PT Bank'Negara 05-Aug- 3 Bulan 10% ij'aman Pembiayaan ULaMM  dan }
Indonesia (Persero) Thk 20 Berjangka | Mekaar 750.000 626.861
PT Bank Rakyat 28-Dec- o Pinjaman Tambahan modal kerja
6 Indonesia (Persero) Thk 18 48 Bulan 9,5% Berjangka | penyaluran kredit UMKM ) 300.000
7 PT BankARakyat 30-Nov- 28 Bulan 9,5% Pan?man Tambahan modal kerja |
Indonesia (Persero) Thk 18 Berjangka | penyaluran kredit UMKM 500.000 266.667
3 PT Bank'Rakyat 29-Jul- 12 Bulan 10% Plnj'aman Tambahan r’r'lodal kerja :
Indonesia (Persero) Thk 20 Berjangka | penyaluran kredit UMKM 500.000
PT Bank Mandiri 15-May- o Pinjaman Tambahan modal kerja
9 (Persero) Thk 19 24 Bulan 8,5% Berjangka | penyaluran kredit UMKM 1.500.000 62.520
19-Nov- Piniaman Pembiayaan usaha mikro dan
10 | PTBankDKI i 36 | Bulan 950% | pnPM" | kecil melalui Mekaar dan | - 300,000
1an8Ka 1 yramm i
- Pembiayaan usaha mikro dan
11 | PTBankDKI 2904 |36 | Buan | 1000% | oMM | ecil melalui Mekaar dan | - 400,000
1an8Ka 1 yramm i
05-Sep- Piniaman Pembiayaan usaha mikro dan
12 PT Bank DKI 18 P 36 Bulan 9,00% Berj'an Ka kecil melalui Mekaar dan - 200.000
JaNgKa 1 yLamm )
i i 1.057.84
19-Nov- 63,33% Pinjaman Pemblayaan L'Jsaha mikro dan 057.843
13 PT Bank DKI 20 36 Bulan (nisbah) Beriangka kecil melalui Mekaar dan | - 300.000
Jang ULaMM Syariah :
- Pembiayaan usaha mikro dan
N - 0,
14 PT Bank DKI ig Oct 36 Bulan ?:’Ssbz/;) gler\:zr:a;a kecil melalui Mekaar dan | - 300.000
jang ULaMM Syariah i
. Pembiayaan usaha mikro dan
- - 0,
15 PT Bank DKI (1); Sep 36 Bulan (er?ifbah) ;::_aar:a:a kecil melalui Mekaar dan 100.000
Jang ULaMM Syariah -
. 27-Aug- Pinjaman Tambahan modal kerja
16 | PTBank BNISyariah 20 12| Bulan n/a Berjangka | penyaluran kredit UMKM i 750.000 | 675.321
. Tambahan modal kerja
PT Bank Maybank 18-Dec- o Pinjaman R
17 Indonesia Thk 19 36 Bulan 10,25% Berjangka pen\_/aluran kredit UMKM 250.000
syariah
- Tambahan modal kerja
PT Bank Maybank 27-May- o Pinjaman R
18 Indonesia Thk 19 36 Bulan 10,75% Berjangka pen\_/aluran kredit UMKM 250.000 284.722
syariah
PT Bank Maybank 30-Nov- o Pinjaman Tambahan modal kerja
» Indonesia Thk 18 36 Bulan 10,50% Berjangka | penyaluran kredit UMKM 50.000
. . Money .
20 PT Bank‘Vlctona 19-May- 12 Bulan n/a Market Tambahan nf.lodal kerja
International Thk 20 Line penyaluran kredit UMKM 250.000 250.000
PT Bank Pembangunan
Daerah PT Bank 07-Feb- o Pinjaman Tambahan modal kerja
2 Pembangunan Daerah 20 2 Bulan 10% Berjangka | Penyaluran kredit Mekaar 200.000 216.667
Kalimantan Tengah
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0s

Suku
Jangka Waktu Jenis ) Plafond (per 31
No Nama Bank Tanggal fasilitas (bulan) Bunga Fasilitas Peruntukan Jaminan Des
(p.a) 2020)
(Rp juta) (Rp juta)
PT Bank Pembangunan
Daerah PT Bank 20-Nov- o Pinjaman Tambahan modal kerja
2 Pembangunan Daerah 20 12 Bulan 10% Berjangka | Penyaluran kredit Mekaar 200.000
Kalimantan Tengah
. 28-Nov- o Pinjaman Tambahan modal kerja
23 | PTBank Mega Syariah 19 36 | Bulan 11% Berjangka | penyaluran kredit UMKM 235000 | 199.930
PT Bank JTrust 02-Dec- o Pinjaman Pembiayaan  modal  kerja
2 Indonesia Thk 20 2 Bulan 9% Berjangka | jangka pendek 100.000 100.000
PT Bank Pembangunan 11-Mar- o Pinjaman Tambahan modal kerja
% Daerah SulSel-Bar 20 2 Bulan 10% Berjangka | penyaluran kredit UMKM 100.000
PT Bank Pembangunan 23-Nov- o Pinjaman Tambahan modal kerja 93.504
26 Daerah SulSel-Bar 18 36 Bulan 10% Berjangka | penyaluran kredit UMKM 200.000
- Pembiayaan usaha mikro dan
PT Bank Muamalat 30-Nov- Pinjaman . R
27 R 12 Bulan 9,75% . kecil melalui Mekaar dan
Indonesia Tbk 20 Berjangka ULaMM Syariah 200.000 91.667
28 PT Bank Pembangunan 09-Jul- 36 Bulan 10% ij'aman Tambahan n:nodal kerja
Daerah D.I. Yogyakarta 20 Berjangka | penyaluran kredit UMKM 100.000 86.111
01-Oct- o Rekening Pembiayaan usaha melalui
29 | PT Bank Permata Tbk 20 10 Bulan 9,75% Koran ULaMM - 50.000 14.938
21-Oct- Pinjaman Pembiayaan usaha melalui
PT Bank P ta Tbk 12 Bul. Y -
30 ank Permata Tb 20 dian 9% Berjangka | Mekaar dan ULaMM syariah 100.000 83.333
PT Bank Central Asia 06-Nov- o Rekening Pembiayaan usaha melalui
31| 1ok 20 12| Bulan 1L75% | Koran ULaMM ] 50.000 39.085
. 11-Nov- Pinjaman Pembiayaan usaha melalui
32 | PTBank BCA Syariah 20 48 | Bulan n/a Berjangka | Mekaar dan ULaMM syariah i 150.000 64.112
PT Bank Nationalnobu 06-Sep- Pinjaman Tambahan modal kerja
Bul 9
3| 1k 19 3% dian 9,50% Berjangka | penyaluran kredit UMKM 100.000 58.333
. Money .
PT Bank Nationalnobu 22-Apr- Tambahan modal kerja
34 Tbhk 20 12 Bulan n/a E:I:;‘ket penyaluran kredit UMKM 50.000 -
PT Bank BRIsyariah Tbk 26-Apr- o Pinjaman Tambahan modal kerja
» 18 42 | Bulan 9,50% Berjangka | penyaluran kredit UMKM 100.000 47.962
PT Bank KEB Hana 28-Jun- o Pinjaman Tambahan modal kerja
36 Indonesia 18 36 Bulan 9,50% Berjangka | penyaluran kredit UMKM 200.000 37.397
37 rrLiiI;:igapltal 1% Mei | 15 | Bulan 11,50% m:rnlz Tambahan ~— modal  kerja
2020 Gt Line penyaluran kredit UMKM 250.000 -
PT Bank CIMB Niaga Tbk - Modal kerja yang akan
38 i;' Jan 48 Bulan 10,00% ;:rjir:a;a disalurkan kepada end-user 50.000 .
JangKa | pNM melalui ULaMM :
Sub Total Enditas Induk 11.035.000 | 6.082.348
Entitas Anak
PT PNM Ventura Capital
PT Bank Pembangunan . . .
R 29-Dec- o Pinjaman Modal  kerja pembiayaan
! Daerah Kalimantan 20 60 Bulan 1% Berjangka | modal ventura 50.000 50.000
Selatan
. 27-Dec- o Pinjaman .
2 PT Danareksa Finance 19 36 Bulan 11% Berjangka Pembiayaan modal ventura 200.000 75.000
PT PNM Ventura Syariah
Lembaga Pengelola Modal Modal  kerja  pembiayaan
! Dana Bergulir - KUMKM 2019 48 Bulan n/a Ventura ventura 30.000
PT BPR Rizky Barokah
PT Bank Mayora Tbk o Pinjaman . .
1 2015 120 | Bulan 13,0% Berjangka Modal kerja pembiayaan 3.000 .
PT Bank BPD Jabar dan o Pinjaman Modal  kerja  pembiayaan
2 Banten Thk 2015 72 Bulan 13,5% Berjangka | ventura 1.000 -
PT BPRS PNM Mentari
PT Bank Danamon Pinjaman .
1 201 B 13,09
Indonesia Tbk 016 66 ulan 3,0% Berjangka Modal kerja 5.500 -
Sub Total Enditas Anak 289.500 125.000
Grand Total 11.324.500 | 6.207.348
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Liabilitas yang Telah Jatuh Tempo, Tetapi Belum Dapat Dilunasi Perseroan

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki liabilitas yang telah jatuh tempo, tetapi
belum dapat dilunasi Perseroan.

Pengungkapan Komitmen dan Kontinjensi

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat komitmen material pada laporan keuangan audited .
Per tanggal 31 Desember 2020, Perseroan memiliki kontinjensi sebagai berikut:
a. Terdapat 82 kasus perkara pidana dengan debitur terdiri dari:
- 42 kasus dalam tahap penyelidikan kepolisian;
- 40 kasus dalam tahap penyidikan oleh pihak kepolisian;
b. Terdapat 74 kasus perkara perdata dengan debitur:
- 1 kasus dalam proses Peninjauan Kembali;
- 21 kasus dalam proses kasasi di Mahkamah Agung;
- 16 kasus dalam proses banding di Pengadilan Tinggi;
- 36 kasus dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri.

Perusahaan mengakui dampak atas kontinjensi terkait kasus-kasus yang dihadapi Perusahaan dengan
membentuk cadangan kerugian operasional dan mengakui beban pengendalian risiko sebagai bagian dari
beban usaha (Terkait dengan catatan mengenai Penghasilan Komprehensif lainnya) pada tahun yang berakhir
tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp28.943.680.000 dan Rp3.668.321.092.

Informasi Mengenai Kewajiban Keuangan Perseroan Yang Akan Jatuh Tempo Dalam Jangka Waktu 3 (Tiga)
Bulan Ke Depan Dan Sumber Pelunasannya

dalam Jutaan Rupiah

Keterangan 2021

30 Juni 31 Juli 31 Agustus
Utang bank 660.936 644.464 660.936
Pinjaman Pemerintah 122.514 122.803 122.514
Jumlah 783.450 767.268 783.450

Untuk melunasi kewajiban keuangan Perseroan yang akan jatuh tempo tiga bulan ke depan, Perseroan akan
menggunakan kas internal Perseroan, LCU perbankan dan hasil emisi penerbitan surat utang.

PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK TELAH MEMENUHI SELURUH PEMBATASAN YANG DIWAIJIBKAN
DALAM PERJANIJIAN PINJAMAN, DAN PERSEROAN TELAH MELAKUKAN PEMBAYARAN POKOK DAN BUNGA
SECARA TEPAT WAKTU DAN JUMLAH.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2020 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA
PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK
ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2020 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN
SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN
PENDAFTARAN, PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI
LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN
DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.
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MANAJEMEN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA
PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA
DALAM PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK
MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN
KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PADA TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KOMITMEN DAN
KONTINJENSI YANG MATERIAL SELAIN DARI YANG TELAH DINYATAKAN DAN DIUNGKAPKAN DALAM
LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH
PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG DAPAT BERDAMPAK
MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS
DAN/ATAU PERIKATAN BAIK SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN
TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK, MAUPUN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI
DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK ADA KELALAIAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL
LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.
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IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon Investor harus membaca ikhtisar dari data keuangan penting Perseroan dan Perusahaan Anak yang
disajikan di bawah ini yang beserta laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada
tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun
yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019, besera catatan-catatan atas laporan keuangan tersebut,
yang disampaikan dalam Prospektus ini. Calon Investor juga harus membaca Bab V pada Prospektus ini yang
berjudul Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel berikut ini menunjukkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang diambil dari laporan keuangan
Perseroan untuk tahun-tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang bersumber dari laporan
keuangan Perseroan tertanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Laporan keuangan Perseroan disusun dan
disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia.

Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 serta
laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan berdasarkan standar audit
yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) dalam laporannya yang ditandatangani oleh Tjahjo
Dahono, S.E., CPA dengan opini wajar tanpa modifikasian.

Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2019 serta
laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi berdasarkan standar audit yang ditetapkan
Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) dalam laporannya yang ditandatangani oleh Drs. Supandi, CA., CPA.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember
2020 2019%)

Keterangan

ASET

Kas dan setara kas

Portofolio efek dengan nilai wajar melalui laba rugi (untuk
diperdagangkan)

Pinjaman yang diberikan - setelah dikurangi dengan cadangan
kerugian penurunan nilai per 31 Desember 2020 dan 2019
masing-masing Rp 674.515.381.879 dan Rp 276.461.705.012

4.462.197.480.623 3.100.741.166.907

524.808.898.763 300.372.641.224

22.088.984.903.818 18.252.174.441.270
Pembiayaan modal - setelah dikurangi dengan cadangan kerugian
penurunan nilai per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing
sebesar Rp 114.731.525.571 dan Rp 9.397.384.205
846.572.933.315 777.305.602.308
Piutang jasa manajemen — setelah dikurangi dengan cadangan
kerugian penurunan nilai per 31 Desember 2020 dan 2019

masing-masing sebesar Rp 1.131.889.737 dan Rp 1.123.067.921

Pendapatan masih akan diterima

Piutang lembaga kliring dan penjaminan

Piutang kegiatan manajer investasi

Piutang lain-lain

Pajak dibayar dimuka

Uang muka dan biaya dibayar dimuka

Investasi pada entitas asosiasi

Aset pajak tangguhan

Aset tetap dan aset hak guna — setelah dikurangi dengan akumulasi
penyusutan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing
sebesar Rp 792.021.410.183 dan Rp 525.154.554.282
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7.194.005.688
117.946.355.821
8.043.481.660
57.711.206.701
59.324.836.214
252.346.681.532

215.587.444.020

1.475.606.978.180

11.416.718.983
149.158.670.449
9.126.568.608
78.230.131.165
17.503.184.453
432.739.130.768

59.634.948.659

1.307.106.758.586



Keterangan

Tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember

2020

2019%)

Portofolio efek dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif
lain (tersedia untuk dijual)

Aset tak berwujud — setelah dikurangi dengan akumulasi amortisasi
per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp
114.437.061.200 dan Rp 46.709.458.178.

Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual

Aset lain-lain - bersih

TOTAL ASET

LIABILITAS DAN EKUITAS

Liabilitas

Utang bank dan lembaga keuangan

Surat utang jangka menengah dan Sukuk

Utang Obligasi

Pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia dan lembaga kredit
luar negeri

Pendapatan ditangguhkan Java Reconstruction Fund

Utang pajak

Dana cadangan angsuran

Utang kegiatan manajer investasi

Utang lain-lain

Beban yang masih harus dibayar

Liabilitas pajak tangguhan

Liabilitas imbalan kerja

Jumlah Liabilitas

Ekuitas

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk:

Modal saham — Saham biasa dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per
lembar saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Modal dasar — 9.200.000 saham pada tanggal 31 Desember 2020
dan 5.200.000 saham pada tanggal 31 Desember 2019

Modal ditempatkan dan disetor penuh 2.300.000 lembar saham
pada tanggal 31 Desember 2020 dan 1.300.000 lembar saham
pada tanggal 31 Desember 2019.

Penyertaan modal negara

Saldo laba:
Telah ditentukan penggunaannya:
Cadangan umum
Cadangan bertujuan
Belum ditentukan penggunaannya:
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek tersedia untuk dijual
Keuntungan aktuarial atas program imbalan kerja
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemiliki entitas induk:
Kepentingan non-pengendali
Total Ekuitas
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS

5.665.228.119

168.073.632.504

1.137.240.496
1.373.687.742.854

5.665.228.119

202.055.293.695

7.566.384.549
195.720.216.356

31.664.889.050.308

6.224.831.456.650
3.890.500.000.000
9.413.489.879.625
3.041.762.100.124

122.292.791.187
2.520.978.720.026
4.144.473
384.107.996.141
415.692.220.754
5.761.818.004
58.558.122.085

24.906.517.086.099

5.949.992.246.896
3.614.000.000.000
8.178.732.831.987
2.161.929.558.168

2.104.999.992
120.502.799.492
1.318.935.450.031
2.615.587
336.728.602.817
324.877.566.475
5.474.028.440
28.743.648.513

26.077.979.249.069

2.300.000.000.000
1.500.000.000.000

537.241.280.550
30.632.515.845
1.204.819.762.884
45.316.567
294.036.285

22.042.024.348.398

1.300.000.000.000

537.241.280.550
30.632.515.845
973.231.336.153
45.316.567
8.396.805.564

5.573.032.912.131
13.876.889.108

2.849.547.254.679
14.945.483.022

5.586.909.801.239

2.864.492.737.701

31.664.889.050.308

24.906.517.086.099

*) Disajikan kembali, sesuai catatan atas laporan keuangan:

Penyajian Kembali Laporan Keuangan dan Reklasifikasi Akun

Rincian dampak dari reklasifikasi yang dilakukan pada Laporan Keuangan Konsolidasian per 31 Desember 2020 adalah

sebagai berikut:

a. Perusahaan Perusahaan tidak mengkonsolidasikan investasinya pada beberapa reksa dana dan investasi ini
dicatat sebagai portofolio efek dengan nilai wajar melalui laba rugi. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan (PSAK) No. 65, “Laporan Keuangan Konsolidasian”, Perusahaan seharusnya mengkonsolidasikan
investasi yang dikendalikan oleh Perusahaan. Oleh karenanya laporan keuangan konsolidasian tanggal 31
Desember 2019 dan laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 1 Januari 2019/31 Desember 2018 telah
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disajikan kembali untuk mengkonsolidasikan reksa dana tersebut (Sesuai catatan atas laporan keuangan terkait
Portofolio Efek dengan Nilai Wajar melalui Laba Rugi [Untuk diperdagangkan]).

b. Perusahaan melakukan reklasifikasi atas keuntungan (kerugian) imbalan pasca kerja ke kepentingan non
pengendali.

Laporan Laba Rugi Konsolidasian
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember

Keterangan

2020

2019

Pendapatan bunga dan syariah
Beban bunga dan syariah
PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH - bersih

Pendapatan dari jasa giro, dividen dan bunga
deposito berjangka

Pendapatan dari kegiatan manajer investasi
Keuntungan terealisasi atas penjualan efek
Pendapatan dari Java Reconstruction Fund
Pendapatan dari jasa konsultasi manajemen
Laba penjualan asset tetap

Beban usaha

Laba (rugi) selisih kurs - bersih

Lain-lain - bersih

Laba Usaha

Bagian atas laba bersih entitas asosiasi
Laba Sebelum Pajak Penghasilan

Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan:
Pajak kini

Pajak tangguhan

(314.008)

Laba Tahun Berjalan

Penghasilan Komprehensif Lain:

Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:
Pengukuran kembali atas program imbalan pasca
kerja

Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:

Kerugian yang belum direalisasi dari portofolio
efek tersedia untuk dijual

Pajak penghasilan atas pos yang tidak akan
direklasifikasi ke laba rugi

Total Penghasilan Komprehensif Lain
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN
BERJALAN

5.605.264.350.638
(1.689.807.858.648)

4.924.088.400.415
(1.595.094.617.383)

3.915.456.491.990
106.598.063.881

51.421.228.815
10.678.267.117
2.105.000.004
190.455.200
(3.870.282.142.486)
(145.360.609)
183.113.150.445

3.328.993.783.032

58.400.407.720

61.928.791.994
97.633.547.331
2.946.999.996
190.455.200
95.204.699
(3.274.001.805.682)
327.503.663
1.005.791.702.268

399.135.154.357

1.291.318.693.197

399.135.154.357

(153.962.384.697)
113.421.875.677

1.291.318.693.197

(356.460.606.024)
42.452.607.306

(40.540.509.020)

(314.007.998.718)

358.594.645.337

(6.922.673.712)

977.310.694.479

(5.112.992.986)

(2.500.000)

(2.500.000)

(6.922.673.712)

(5.115.492.986)

351.671.971.625

972.195.201.493

Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan
kepada:

Pemilik entitas induk

Kepentingan non-pengendali
Total

Laba komprehensif tahun berjalan yang dapat
diatribusikan kepada:
Pemilik entitas induk

Kepentingan non-pengendali

358.180.083.833
414.561.504

973.231.336.153
4.079.358.326

358.594.645.337

351.418.888.008

253.083.617

977.310.694.479

968.256.719.834

3.938.481.659
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Tahun yang berakhir pada tanggal
Keterangan 31 Desember

2020 2019

Total 351.671.971.625 972.195.201.493

Laba per saham
Dasar dan dilusian, laba tahun berjalan yang

diatribusikan kepada pemilik entitas induk 244.214 748.639

Rasio Pertumbuhan, Usaha dan Keuangan

(dalam persen, kecuali dinyatakan lainnya)

Tahun yang berakhir pada tanggal

Keterangan 31 Desember
2020 2019

Rasio Pertumbuhan

Pendapatan bunga dan Syariah 13,83 56,82

Laba tahun berjalan -63,31 1.341,50

Jumlah aset 27,13 41,90

Jumlah liabilitas 18,31 40,76

Jumlah ekuitas 95,04 51,27
Rasio Usaha

Laba sebelum pajak penghasilan/pendapatan bunga dan syariah 7,12 26,22

Pendapatan bunga dan syariah/rata-rata aset 19,82 23,19

Laba tahun berjalan/pendapatan bunga dan syariah 6,40 19,85

Laba tahun berjalan/total aset (ROA) 1,13 3,92

Laba tahun berjalan/total ekuitas (ROE) 6,42 34,12
Rasio Keuangan

Jumlabh liabilitas/aset (x) 0,82 0,88

Jumlah liabilitas/ekuitas (x) 4,67 7,69
Rasio Likuiditas

Gearing ratio (x) 3,24 5,87

Non-Performing Financing 0,97 1,25

Rasio Keuangan pada Perjanjian Kredit atau Liabilitas Lainnya dan Pemenuhannya

Rasio keuangan Perseroan yang dipersyaratkan Posisi pada 31 Desember

2020 2019
Debt to equity ratio Maksimal 8,5x 4,04 6,95
Gearing ratio Maksimal 10x 3,24 5,87

Pada tangggal 31 Desember 2020, Perseroan telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan
tersebut.
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V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen yang disajikan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data
Keuangan Penting dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 dan
2019 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019,
besera catatan-catatan atas laporan keuangan tersebut, yang disampaikan dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada
tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada
31 Desember 2020 dan 2019 yang telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 serta
laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan berdasarkan standar audit
yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) dalam laporannya yang ditandatangani oleh Tjahjo
Dahono, S.E., CPA dengan opini wajar tanpa modifikasian.

Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2019 serta
laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut
Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) dalam laporannya yang ditandatangani oleh Drs. Supandi, CA., CPA.

1. uMum

Perseroan adalah suatu badan usaha milik Negara yang berbentuk perseroan terbatas, didirikan dengan nama
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38
tanggal 25 Mei 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan
(Persero) Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ("PP No. 38/1999") dan Akta
Pendirian yang dimuat dalam Akta Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional
Madani Disingkat PT PNM (Persero) No. 1 tanggal 1 Juni 1999, dibuat dihadapan Ida Sofia, S.H., Notaris di Jakarta,
yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri
Kehakiman No. C-11.609.HT.01.01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999, telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran
Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 4758/BH09.05/VIII/99 tanggal 27 Agustus 1999 serta telah
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 10 September 1999, Tambahan Berita Negara
Republik Indonesia No. 5681.

Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah diubah beberapa kali, dengan
perubahan terakhir yang dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku
Rapat Umum Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 12 tanggal 12 Januari 2021 dibuat di
hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat
dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud
dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0033759 tanggal 20
Januari 2021, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0010923.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 20 Januari
2021 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 008 tanggal 25 Januari 2021, Tambahan
Berita Negara Republik Indonesia No. 003593.

Maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pemberdayaan dan
pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi termasuk namun tidak terbatas pada usaha dengan
prinsip syariah untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk
mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip
perseroan terbatas. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha
(i) jasa pembiayaan termasuk namun tidak terbatas pada kredit program dan/atau pembiayaan sistem tanggung
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renteng, (ii) penyertaan kepada Lembaga Keuangan Mikro/Syariah (LKM/S) dan (iii) Bank Perkreditan
Rakyat/Syariah (BPR/S), serta jasa manajemen dan kemitraan.

Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Menara Taspen Lantai 10, Jalan Jendral Sudirman Kav. 2 Jakarta
Pusat dan mempunyai 1 (satu) Kantor Pusat, 62 (enam puluh dua) Kantor Cabang UlaMM, 924 (sembilan ratus dua
puluh empat) unit/outlet UlaMM dan 2.668 (dua ribu enam ratus enam puluh delapan) Cabang Mekaar yang
tersebar di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia

2. TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA
ULaMM

ULaMM diluncurkan pada bulan Agustus 2008. ULaMM merupakan layanan pinjaman modal untuk usaha mikro
dan kecil yang disertai bimbinganuntuk mengembangkan usahanya. Penyaluran pembiayaandilakukan secara
langsung baik kepada perorangan atau pinjaman untuk Badan Usaha (PT, CV,Firma, dan lainnya).

Segmen usaha ULaMM memberikan kontribusi sebesar 23,87% terhadap total pendapatan bunga dan syariah
Perseroan untuk periode dua belas bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dimana pendapatan
pembiayaan ULaMM mencatat penurunan sebesar 17,55% dibandingkan pendapatan pada periode yang sama
tahun sebelumnya.

Mekaar

Mekaar merupakan layanan pembiayaan Perseroan yang diluncurkan pada 2015 dengan target kelompok
perempuan pra-sejahtera yang tidak memiliki modal untuk membuka usaha maupunmodal untuk
mengembangkan usaha. Produk Mekaar diluncurkan pada bulan November 2015 dengan pilot project di dua
lokasi.

Segmen usaha Mekaar memberikan kontribusi sebesar 76,11% terhadap total pendapatan bunga dan syariah
Perseroan untuk periode dua belas bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dimana pendapatan
pembiayaan Mekaar mencatat pertumbuhan sebesar 30,29% dibandingkan pendapatan pada periode yang sama
tahun sebelumnya.

Jasa Manajemen

Perseroan tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi jugabantuan non-finansial berupa jasa manajemen,
khususnyaberupa bantuan teknis, pelatihan, konsultasi manajemen,pendampingan bagi manajemen UMKMK, dan
aktivitas lain.Pelaksanaan aktivitas jasa manajemen merupakan satu daridua tugas PNM sejak didirikan
sebagaimana ditetapkandalam Peraturan Pemerintah RI No. 38 tahun 1999.

Aktivitas jasa manajemen terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Jasa manajemen untuk penguatan Lembaga Keuangan (Jasa Manajemen LKM-JML).
2. Jasa manajemen untuk sektor riil (Jasa ManajemenUKM-JMU).

Sedangkan Aktivitas Jasa Manajemen berbentuk Kemitraan merupakan sinergi PNM dengan BUMN lain,

Pemerintah Daerah, Departemen, swasta, multinational company, NGO dan lembaga lainnya dalam rangka
pemberdayaan dan pengembangan UMKMK.
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Program Kemitraan, LKMS dan Afiliasi

Dalam rangka menopang pemberdayaan sektor UMKM, Perseroan juga meningkatkan kemampuan usaha pelaku
UMKM melalui program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL).Penyaluran dana Program Kemitraan dapat
dilakukandengan pola pembiayaan konvensional maupun syariah.Dana Program Kemitraan ini dimaksudkan
sebagai modalkerja maupun investasi atau pembelian aktiva dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi dan
penjualan.Dana kemitraan Perseroan disalurkankepada mitra binaan, baikyang berbadan hukum maupun yang
bersifat individualatau kelompok, termasuk di dalamnya lembaga keuangan mikro dan koperasi. Penerima manfaat
dana kemitraandiprioritaskan bagi mitra binaan yang belum memenuhi persyaratan perbankan (non-bankable) dan
memiliki usahaprospektif yang sudah berjalan minimal 1 tahun.

Selain menjalankan PKBL internal perusahaan, Perseroan juga telah mendapat kepercayaan untuk
menyelenggarakan Program Kemitraan dari perusahaan lain seperti PT Garuda Indonesia Thk, PT Perusahaan
Listrik Negara (PLN), PT Hutama Karya, dan lainnya. Perseroan juga telah berhasil menyelenggarakan kerja sama
pengelolaan trust fund dari Bank Pembangunan Asia (ADB), Bank Dunia, GIZ (Deustche Gesellschaft Fur
Internationale Zusammenarbeit) maupun dari perusahaan-perusahaan multinasional seperti Chevron, Newmont,
dan lainnya.

3. FAKTOR-FAKTOR PENTING TERHADAP KEUANGAN PERSEROAN
Beberapa hal yang merupakan faktor penting dan akan berpengaruh terhadap keuangan perseroan yaitu:

1. Kondisi pasar yang meliputi perubahan tingkat suku bunga, nilai tukar mata uang rupiah, harga komoditas dan
harga modal atau pinjaman yang dapat berdampak kepada keuangan Perseroan. Dalam perencanaan usaha
Perseroan, risiko pasar yang memiliki dampak langsung kepada Perseroan adalah dalam hal pengelolaan tingkat
bunga, khususnya apabila terjadi kenaikan tingkat suku bunga pinjaman yang berdampak kepada naiknya
beban dana Perseroan.

2. Peningkatan persaingan usaha pada industri pembiayaan kredit mikro berdampak kepada sensitivitas pelaku
UMK terhadap tingkat suku bunga pembiayaan (lending rate), sehingga menuntut penetapan tingkat suku
bunga pembiayaan (lending rate) yang mampu menjawab kebutuhan pelaku UMK, dengan demikian kondisi
perubahan beban dana dapat berdampak kepada pendapatan dan laba bersih Perseroan. Untuk itu Perseroan
menerapkan pengelolaan tingkat suku bunga pinjaman tetap dengan jangka waktu yang sama dengan piutang
pembiayaan mikro serta tingkat suku bunga pinjaman yang disesuaikan secara konsisten terhadap sensitivitas
tingkat suku bunga sumber dana.

3. Faktor lain adalah penurunan kualitas aset produktif perseroan yang ditandai dengan ketidakmampuan
nasabah/debitur untuk membayar kembali fasilitas pembiayaan yang diberikan, baik pokok pinjaman maupun
bunganya, sehingga menyebabkan tidak tertagihnya piutang pembiayaan kepada nasabah yang akan
menurunkan pendapatan dan kinerja Perseroan.

4. Kondisi pandemi Covid-19 yang melanda hampir diseluruh dunia termasuk Indonesia sejak akhir triwulan 1-2020
membawa dampak yang besar bagi seluruh sektor perekonomian, termasuk sektor UMKM yang berdampak
kepada keuangan Perseroan. Dampak pandemi terhadap usaha para nasabah dan menurunnya serapan
pembiayaan pada sekitar awal triwulan 11-2020 mempengaruhi pendapatan dan laba bersih Perseroan.

4. KONDISI PERSAINGAN YANG DIHADAPI PERSEROAN

Perseroan sebagai lembaga keuangan khusus tentunya memililki segmentasi pasar yang berbeda dengan institusi
pembiayaan bank maupun non bank yang ada. Meski demikian, tidak seluruh segmentasi Perseroan terbebas dari
persaingan usaha seperti pangsa pasar produk dan jasa ULaMM.

Pesaing utama UlaMM perseroan berdasarkan fokus segmen pasar dapat dikatakan adalah Lembaga Keuangan
Mikro/ Syariah (LKM/S) yang terdiri dari Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/S) dan Koperasi yang melayani
pembiayaan mulai dari Rp ljuta sampai Rp 200 Juta. Namun secara umumPerseroan juga berhadapan dengan
pesaing tidak langsung yaitu pembiayaan UMKM yang disediakan oleh bank-bank umum seperti BRI dengan Unit
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BRI, Mandiri dengan Mandiri Mitra Usaha, BTPN dengan Mitra Usaha Rakyat dan Bank Pundi.Untuk kegiatan usaha
Mekaar, Perseroan berhadapan dengan pesaing lokal seperti PT Mitra Bisnis Keluarga, Koperasi Mitra Dhuafa dan
kompetitor lokal lainnya.

5. KEBIJAKAN PEMERINTAH PENTING

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan usaha
Perseroan.

6. BATASAN PENGALIHAN DANA ENTITAS ANAK KEPADA PERSEROAN

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki batasan pengalihan dana dari entitas anak
kepada Perseroan yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik, sebagaimana
tercantum dalam Prospektus. Kepemilikan dana di entitas anak juga tidak material apabila dibandingkan dengan
kepemilikan dana pada Perseroan.

7. KEJADIAN ATAU KONDISI TIDAK NORMAL

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau
perubahan ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam
laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik selama tahun 2020 antara lain sebagai berikut:

1) Penerimaan dana tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) dari Pemerintah R.l sebesar
Rp2.500.000.000.000 yang terbagi dalam 2 (dua) tahap, yaitu Tahap 1 sebesar Rp1.000.000.000.000 yang
diterima pada tanggal 29 Juli 2020 dan Tahap 2 sebesar Rp2.500.000.000.000 yang diterima pada tanggal
3 Desember 2020.

2) Penerimaan dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin dari Pemerintah R.I dalam rangka mendukung
pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp1.034.580.889.408.

3) Penerimaan dana hibah berupa Penyaluran Dana Program Kemitraan melalui Emiten selaku BUMN Khusus
sebesar Rp120.618.478.322.

8. DAMPAK PERUBAHAN HARGA (SUKU BUNGA) TERHADAP PENJUALAN DAN PENDAPATAN BERSIH

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan tidak mengalami dampak perubahan harga (suku bunga)
yang material terhadap penjualan dan pendapatan bersih Emiten selama 3 (tiga) tahun terakhir. Setiap bulan
Perseroan selalu mengkaji ulang perubahan suku bunga beserta dampaknya terhadap kinerja Perseroan melalui
meeting Asset-Liability Management (ALMA) / Asset Liablity Committee (ALCO). Berdasarkan hasil review tersebut,
selama 3 (tiga) tahun terakhir Perseroan belum melakukan perubahan atas base lending rate (BLR) sebagai acuan
suku bunga yang akan diberikan ke nasabah.

9. KEBIAKAN PEMERINTAH PENTING

Kebijakan pemerintah yang berdampak langsung terhadapkegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak yang
tercermin dalam laporan keuangan adalah Kebijakan Keuangan Negara terkait Pandemi Covid-19 yang tertuang
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-
19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.
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10. RISIKO FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING ATAU SUKU BUNGA ACUAN PINJAMAN

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, risiko fluktuasi kurs mata uang asing atau suku bunga acuan
pinjaman tidak memiliki dampak atau pengaruh yang material terhadap hasil usaha atau keadaan keuangan
Perseroan pada masa yang akan datang. Pinjaman dengan mata uang asing Perseroan per 31 Desember 2020
adalah sebesar USD474.771,94 atau setara Rp6.696.662.821.

11. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan yang
dibuat dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode-periode
yang berakhir 31 Desember 2020, kecuali bagi penerapan beberapa SAK diubah. Seperti diungkapkan dalam
Catatan-catatan terkait, beberapa diubah dan standar akuntansi diterbitkan, diterapkan efektif tanggal 1 Januari
2020.

Pada tanggal 1 Januari 2020, Grup menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) dan Interpretasi
Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) baru dan revisi yang efektif sejak tanggal tersebut. Perubahan kebijakan
akuntansi Grup telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing
standar dan interpretasi.

Penerapan standar dan intepretasi baru atau revisi, yang relevan dengan operasi Perseroan dan memberikan
dampak pada laporan keuangan konsolidasian, adalah sebagai berikut:

Standar Akuntansi Baru

Standar yang berlaku efektif pada periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020 adalah:
1) PSAK 71: Instrumen Keuangan (berlaku 1 Januari 2020, dengan opsi penerapan dini diperkenankan).

Grup telah mengadopsi persyaratan PSAK 71: Instrumen Keuangan mulai 1 Januari 2020. Klasifikasi dan
pengukuran, dan persyaratan penurunan nilai aset keuangan, diterapkan secara retrospektif dengan
menyesuaikan saldo laba pada tanggal penerapan awal. Sebagaimana diizinkan oleh PSAK 71, Grup tidak
menyajikan kembali periode komparatif.

2) PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan (berlaku 1 Januari 2020, dengan opsi penerapan dini
diperkenankan).

PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan merupakan adopsi dari IFRS 15 Revenue from Contracts
with Customers. PSAK 72 menetapkan prinsip yang diterapkan entitas untuk melaporkan informasi yang
berguna kepada pengguna laporan keuangan tentang sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan
arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan.

PSAK 72 akan menggantikan seluruh standar yang terkait dengan pengakuan pendapatan yang ada saat ini,
yaitu:

a) PSAK 23: Pendapatan;

b) PSAK 34: Kontrak Konstruksi;

c) ISAK 10: Program Loyalitas Pelanggan,

d) ISAK 21: Perjanjian Konstruksi Real Estate,

e) ISAK 27: Pengalihan Aset Dari Pelanggan, dan

f)  PSAK 44: Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estate.
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3)

Untuk dapat menentukan pengakuan pendapatan, Pernyataan ini mensyaratkan entitas untuk melakukan
analisis transaksi berdasarkan kontrak terlebih dahulu, yang terdiri dari 5 (lima) tahapan berikut:

a) Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan;

b) Mengindentifikasi kewajiban pelaksanaan;

¢) Menentukan harga transaksi;

d) Mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan; dan

e) Mengakui pendapatan ketika (atau selama) entitas telah menyelesaikan kewajiban pelaksanaan.

Penerapan PSAK 72 tidak memberikan pengaruh yang material terhadap jumlah yang dilaporkan dalam
laporan keuangan konsolidasian.

PSAK 73: Sewa (berlaku 1 Januari 2020, dengan opsi penerapan dini diperkenankan untuk entitas yang juga
telah menerapkan PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan).

PSAK 73: Sewa merupakan adopsi dari IFRS 16 Leases. PSAK 73: Sewa menetapkan prinsip pengakuan,
pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sewa. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penyewa dan
pesewa menyediakan informasi yang relevan yang merepresentasikan dengan tepat transaksi tersebut.
Informasi ini memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai dampak transaksi sewa pada
posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas.

PSAK 73: Sewa akan menggantikan:
a) PSAK 30: Sewa;
b) ISAK 8: Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa;
c) ISAK 23: Sewa Operasi - Insentif;
d) ISAK 24: Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan Suatu Bentuk Legal Sewa; dan
e) |ISAK 25: Hak atas Tanah

PSAK 73 menerapkan persyaratan baru atau amandemen sehubungan dengan akuntansi sewa. Standar ini
memperkenalkan perubahan signifikan untuk akuntansi lessee dengan menghapus perbedaan antara sewa
operasi dan pembiayaan, serta mensyaratkan pengakuan aset hak guna dan pengakuan liabilitas sewa pada
saat dimulainya sewa untuk seluruh sewa, kecuali:

e Sewa dengan jangka waktu kurang atau sama dengan 12 bulan dan tidak terdapat opsi beli;
o Sewa atas aset dengan nilai rendah

Grup menerapkan PSAK 73 “Sewa” secara efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2020.
Penerapan atas PSAK 73 tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan
konsolidasian Grup.

Laporan keuangan disusun berdasarkan basis akrual dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali
beberapa akun tertentu yang disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan
akuntansi masing masing akun tersebut.

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep harga perolehan, yang dimodifikasi untuk akun
aset keuangan tersedia untuk dijual serta aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui
laporan laba rugi. Laporan keuangan konsolidasian disusun menggunakan basis akrual, kecuali untuk laporan
arus kas konsolidasian.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam
aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

62



Penerapan dari standar dan interpretasi baru berikut, tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap
kebijakan akuntansi Grup dan tidak berdampak signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan pada periode
berjalan atau periode sebelumnya:

. Amandemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan

. Amandemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan
. Penyesuaian 2019 PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan

o Revisi 2019 Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan

Dampak dari Perubahan Nilai Surat Berharga, Nilai Tukar dan Tingkat Suku Bunga

a. Nilai Surat Berharga
Saat ini Perseroan termasuk Perusahaan Anak sudah mengimplementasikan PSAK yang terkait dengan surat
berharga, sehingga sudah menyajikan nilai wajar surat berharga. Kontribusi atas dampak perubahan surat
berharga tidak material terhadap kinerja perseroan.

b. Nilai Tukar
Perseroan tidak mempunyai kegiatan usaha pembiayaan dalam mata uang asing sehingga risiko atas tidak
stabilnya nilai tukar tidak berdampak material terhadap kinerja keuangan Perseroan.

c. Tingkat Suku Bunga
Peningkatan tingkat suku bunga pinjaman tidak serta merta dapat diikuti langsung dengan perubahan
tingkat suku bunga pembiayaan yang diberikan, sehingga akan berdampak terhadap kinerja penyaluran
pembiayaan dan keuangan Perseroan. Apabila tingkat suku bunga pinjaman meningkat secara signifikan
dalam waktu yang singkat, hal ini dapat meningkatkan beban dana dan berdampak negatif pada kinerja
laba keuangan Perseroan.

12. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DALAM JANGKA WAKTU 2 (DUA) TAHUN BUKU TERAKHIR
Emiten melakukan perubahan kebijakan akuntansi mengenai pembentukan Cadangan Kerugian
Penurunan Nilai (CKPN) atas Pembiayaan yang diberikan sesuai dengan PSAK 71 “Instrumen Keuangan”
yang dituangkan dalam Surat Edaran Direksi SE-058/PNM-DIR/IX/20 tanggal 25 September 2020.
Ringkasan dari perubahan kebijakan akuntansi yang material:
NO Deskripsi PSAK 55 PSAK 71
1. Pendekatan Incurred Loss > | Expected Loss >
perhitungan Mengakui kerugian pembiayaan pada saat | Mensyaratkan pengakuan segera atas
impairment peristiwa kerugian terjadi dampak terjadinya perubahan
peristiwa/kejadian di masa mendatang
setelah pengakuan awal
2. Status pembiayaan - Non-impaired (Kol. 1 dan 2) - Stage 1 - Performing
- Impaired (Kol. 3 s.d. 5) - Stage 2 — Under Performing
- Stage 3 — Non-Performing
3. Indikator Penurunan | Terdapat bukti obyektif penurunan nilai - Stage 1 - Risiko pembiayaan
Nilai rendah

- Stage 2 — terdapat kenaikan risiko
pembiayaan yang signifikan

-  Stage 3 — Terdapat bukti obyektif
penurunan nilai
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NO Deskripsi

PSAK 55

PSAK 71

4, Variable yang | Mikro (Internal Perusahaan) Mikro (Internal Perusahaan) dan Makro
dihitung dalam PD (Eksternal Perusahaan, seperti: Bl Rate,
dan LGD Tingkat Inflasi, Tingkat GDP, dll)

5. Dimensi waktu Historis dan Kini Historis, Kini, dan Masa Depan (Forward
perhitungan Looking)
penurunan nilai

6. Relevansi Segmentasi | Tidak berpengaruh dalam perhitungan | Segmentasi pembiayaan sangat relevan
Pembiayaan penurunan nilai pembiayaan dalam proses perhitungan penurunan nilai
terhadap
perhitungan
impairment

Alasan perubahan kebijakan akuntansi:

Pemberlakuan secara efekti PSAK 71 “Instrumen Keuangan” sejak 1 Januari 2020 oleh Dewan Standar Akuntansi
Keuangan lkatan Akuntan Indonesia.

Dampak kuantitatif dari perubahan tersebut terhadap kinerja keuangan Perseroan:

Dampak penerapan awal PSAK 71 terhadap kinerja keuangan Perseroan adalah penurunan ekuitas sebesar
Rp126.591.657.102 pada laporan keuangan per 31 Desember 2020.

13. ANALISA KEUANGAN

Grafik Pertumbuhan Pendapatan Usaha, Beban Pokok Penjualan dan Laba Tahun Berjalan

4,924,088

Pendapatan Usaha

(dalam jutaan Rupiah)

5,605,264

1,595,095 1,689,808

m 2019 m2020
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358,595
|




a. Pendapatan Usaha

(dalam jutaan Rupiah)

Tahun yang berakhir pada tanggal

Keterangan 31 Desember
2020 2019

Pendapatan pembiayaan Mekaar 4.176.089 3.205.124
Pendapatan dari Unit ULaMM 1.308.140 1.583.053
Pendapatan bunga dari modal ventura 115.038 77.580
Pendapatan bunga dari pembiayaan kredit usaha mikro dan kecil kepada lembaga

keuangan mikro 4.152 >.321
Pendapatan bagi hasil syariah 1.846 5.790
Pendapatan pembiayaan Mikro Kecil Menengah - 36.502
Pendapatan dari pembiayaan BPR/S - 10.717
Total Pendapatan Usaha 5.605.264 4.924.088

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2019

Jumlah pendapatan usaha Perseroan untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp 5.605.264 juta, meningkat sebesar
13,83% dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp 4.924.088 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh
peningkatan Pendapatan pembiayaan Mekaar dan Pendapatan bunga dari modal ventura, berturut-turut sebesar
30,29% dan 48,28% sehubungan dengan adanya peningkatan jumlah nasabah Mekaar dan peningkatan
pendapatan bunga dan bagi hasil syariah dari pembiayaan modal ventura. Hal ini sejalan dengan strategi Perseroan
yang disesuaikan dengan peran Perseroan dalam rangka mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
oleh Pemerintah melalui pelaksanaan pembiayaan berbasis kelompok kepada perempuan pra-sejahtera melalui
program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar). Perseroan menerima tambahan Dana Penyertaan Modal
Negara dari Pemeritah sebesar Rp2.500.000.000.000 untuk mendukung pembiayaan Mekaar. Emiten menambah
kantor cabang Mekaar sebanyak 496 kantor dan menambah pegawai sebanyak 9,465 orang untuk mendukung
Pembiayaan Mekaar.

b. Beban Pokok Pendapatan

(dalam jutaan Rupiah)

Tahun yang berakhir pada tanggal

Keterangan 31 Desember

2020 2019
Beban bunga obligasi 909.782 849.933
Beban bunga bank 552.673 658.914
Beban bunga MTM, PN, dan Sukuk 227.211 77.819
Beban bunga non-bank 143 8.428
Total Beban Pokok Pendapatan 1.689.808 1.595.095

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2019

Jumlah beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp 1.689.808 juta, meningkat

sebesar 5,94% dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp 1.595.095 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan
oleh peningkatan beban bunga MTN, PN dan sukuk sebesar 191,97%.
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c. Pendapatan Bunga dan Syariah - Bersih

(dalam jutaan Rupiah)

Tahun yang berakhir pada tanggal

Keterangan 31 Desember

2020 2019
Pendapatan bunga dan Syariah 5.605.264 4.924.088
Beban bunga dan Syariah (1.689.808) (1.595.095)
Pendapatan bunga dan Syariah — bersih 3.915.456 3.328.994

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan bunga dan Syariah Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp681.176 juta atau sebesar 13,83% dari
Rp4.924.088 juta pada tahun 2019 menjadi Rp5.605.264 juta pada tahun 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh
kenaikan Pendapatan bunga dan bagi hasil dari pembiayaan Mekaar yang mengalami peningkatan sebesar
Rp970.965 juta atau sebesar 30,29% dari semula Rp3.205.124 juta pada tahun 2019 menjadi Rp4.176.089 juta
pada tahun 2020. Adanya peningkatan jumlah nasabah Mekaar dari sejumlah 6.043.840 nasabah pada tahun 2019
menjadi sejumlah 7.802.806 nasabah pada tahun 2020.

Beban bunga dan Syariah Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp94.713 juta atau sebesar 5,94% dari
Rp1.595.095 juta pada tahun 2019 menjadi Rp1.689.808 juta pada tahun 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh
kenaikan beban bunga pinjaman pemerintah sebesar Rp149.391 juta atau 97,97% dan beban bunga obligasi yang
naik sebesar Rp59.848 juta atau sebesar 7,04% dari tahun 2019. Kenaikan ini seiring dengan kenaikan interest-
bearing debt sebesar Rp 2.663.824 juta atau naik sebesar 13,38% dari tahun 2019. Kenaikan utang obilgasi sebesar
Rp1.234.757 juta atau naik sebesar 15,10%, kenaikan pinjaman pemerintah yang naik sebesar Rp879.833 juta atau
sebesar 40,70%, dan kenaikan surat utang jangka menengah dan sukuk sebesar Rp276.500 juta atau sebesar 7,65%
dari tahun 2019 untuk mendanai pembiayaan Mekaar.

(dalam jutaan Rupiah)

Tahun yang berakhir pada tanggal

Keterangan 31 Desember

2020 2019
Laba usaha 399.135 1.291.319
Laba tahun berjalan 358.595 977.311
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan 351.672 972.195

d. LabaUsaha

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2019

Laba usaha Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp892.184 juta atau sebesar 69,09% dari Rp1.291.319 juta
pada tahun 2019 menjadi Rp399.135 juta pada tahun 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan
pendapatan lain-lain sebesar Rp822.679 juta atau sebesar 81,79%, penurunan keuntungan terealisasi atas
penjualan efek sebesar Rp86.955 juta atau sebesar 89,06% dari tahun 2019.
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e. Laba Tahun Berjalan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2019

Laba tahun berjalan Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp618.716 juta atau sebesar 63,31% dari Rp977.311
juta pada tahun 2019 menjadi Rp358.595 juta pada tahun 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan laba
usaha sebesar Rp892.184 juta atau sebesar 69,09% serta penurunan beban pajak penghasilan sebesar Rp273.467
juta atau sebesar 87,09%.

f. Laba Komprehensif Lain Tahun Berjalan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2019

Laba komprehensif lain tahun berjalan Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp620.523 juta atau sebesar
63,83% dari Rp972.195 juta pada tahun 2019 menjadi Rp351.672 juta pada tahun 2020. Hal ini terutama
disebabkan oleh penurunan laba tahun berjalan sebesar Rp618.716 juta atau sebesar 63,31% dan kerugian
pengukuran kembali atas program imbalan pasca kerja sebesar Rp1.810 juta atau sebesar 35,39% dari tahun 2019.

g. Aset, Liabilitas dan Ekuitas

Grafik perkembangan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas
(dalam jutaan Rupiah)

31,664,889
24,906,517 26,077,979
22,042,024
5,586,910
2,864,492
p—— |
ASET LIABILITAS EKUITAS

2019 m2020

(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember

Keterangan 2020 2019

Jumlah aset 31.664.889 24.906.517
Jumlah aset lancar 21.485.095 15.854.715
Jumlah aset tidak lancar 10.179.794 9.051.802
Jumlah liabilitas 26.077.979 22.042.024
Junlah liabilitas jangka pendek 11.080.198 6.615.499
Jumlah liabilitas jangka panjang 14.997.781 15.426.525
Jumlah ekuitas 5.586.910 2.864.492
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1. Aset
Jumlah Aset

Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah aset Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp6.758.372 juta atau sebesar 27,13% dari Rp24.906.517 juta
pada tahun 2019 menjadi Rp31.664.889 juta pada tahun 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan
pinjaman yang diberikan sebesar Rp3.836.810 juta atau sebesar 21,02%, kenaikan kas dan setara kas sebesar
Rp1.361.456 juta atau sebesar 43,91%, kenaikan aset lain-lain sebesar Rp1.177.968 juta atau sebesar 701,86%,
kenaikan pembiayaan modal sebesar Rp69.267 atau sebesar 8,91%, aset tetap sebesar Rp168.500 atau sebesar
12,89%, dan portofolio efek untuk diperdagangkan sebesar Rp224.436 atau sebesar 74,72% dari tahun 2019.
Kenaikan pinjaman yang diberikan dan aset tetap terkait langsung dengan keberhasilan Perusahaan dalam
mencapai target program Mekaar.

Aset Lancar

Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Aset lancar Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp5.630.380 atau sebesar 35,51% dari Rp15.854.715 juta pada
tahun 2019 menjadi Rp21.485.095 juta pada tahun 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman
yang diberikan sebesar Rp4.173.435 juta atau sebesar 36,49%, kenaikan kas dan setara kas sebesar Rp1.361.456
juta atau sebesar 43,91%, kenaikan portofolio efek untuk diperdagangkan sebesar Rp224.436 atau sebesar 74,72%,
dan kenaikan pembiayaan modal sebesar Rp61.812 atau sebesar 21,48% dari tahun 2019.

Aset Tidak Lancar

Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Aset tidak lancar Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp1.127.992 juta atau sebesar 12,46% dari Rp9.051.802
juta pada tahun 2019 menjadi Rp10.179.794 juta pada tahun 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan aset
lain-lain sebesar Rp1.177.968 juta atau sebesar 601,86% dan kenaikan aset tetap sebesar Rp168.500 atau sebesar
12,89% dari tahun 2019.

2. Liabilitas

Jumlah Liabilitas

Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp4.035.955 juta atau sebesar 18,31% dari Rp22.042.024
juta pada tahun 2019 menjadi Rp26.077.979 juta pada tahun 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan
utang obilgasi sebesar Rp1.234.757 juta atau naik sebesar 15,10%, kenaikan dana cadangan angsuran sebesar
Rp1.202.043 juta atau sebesar 91,14%, kenaikan pinjaman pemerintah sebesar Rp879.833 juta atau sebesar
40,70%, kenaikan surat utang jangka menengah dan sukuk sebesar Rp276.500 juta atau sebesar 7,65%, dan utang
bank dan lembaga keuangan yang naik sebesar Rp274.839 juta atau sebesar 4,62% dari tahun 2019.
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Liabilitas Jangka Pendek

Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp4.464.699 juta atau sebesar 67,49% dari
Rp6.615.499 juta pada tahun 2019 menjadi Rp11.080.198 juta pada tahun 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh
kenaikan utang obilgasi sebesar Rp2.246.542 juta atau naik sebesar 299,70%, kenaikan surat utang jangka
menengah dan sukuk sebesar Rp1.243.500 juta atau sebesar 162,55%, kenaikan dana cadangan angsuran pinjaman
sebesar Rp1.165.469 juta atau sebesar 102,17% dari tahun 2019, dan kenaikan pinjaman pemerintah dan LKLN
sebesar Rp56.410 juta atau sebesar 43,84%.

Liabilitas Jangka Panjang

Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp428.744 juta atau sebesar 2,78% dari
Rp15.426.525 juta pada tahun 2019 menjadi Rp14.997.781 juta pada tahun 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh
penurunan utang obligasi sebesar Rp1.011.785 juta atau sebesar 13,62%, penurunan surat utang jangka menengah
dan sukuk sebesar Rp967.000 juta atau sebesar 33,94%, penurunan dana cadangan angsuran pinjaman yang jatuh
tempo lebih dari setahun sebesar Rp1.165.469 juta, dan kenaikan pinjaman pemerintah dan LKLN sebesar
Rp823.423 juta atau sebesar 40,50%.

3. Ekuitas
Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah ekuitas Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp2.722.417 juta atau sebesar 95,04% dari Rp2.864.493
juta pada tahun 2019 menjadi Rp5.586.910 juta pada tahun 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh [Perusahaan
menerima dana Penyertaan Modal Negara (PMN) dari Pemerintah sebesar Rp2.500.000 juta, di mana sebesar
Rp1.000.000 juta sudah dikonversi menjadi modal saham dan sisanya sebesar Rp1.500.000 juta masih berupa PMN
yang sedang dalam proses konversi menjadi modal saham Perusahaan

14. LIKUIDITAS DAN SUMBER PENDANAAN

Secara historis, Perseroan membiayai kebutuhan modalnya terutama melalui arus kas dari kegiatan operasionalnya
serta pinjaman perbankan dan pasar modal.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan memiliki kas dan setara kas sebesar Rp 4.053.790 juta dan memiliki
sumber likuiditas material berupa fasilitas pinjaman perbankan yang masih memiliki sisa kelonggaran tarik, yaitu
dari Bank Negara Indonesia, Bank BNI Syariah, Bank Permata, Bank Mega Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank
Central Asia dan Bank BTN.

Keterangan mengenai fasilitas pinjaman tersebut telah dicantumkan pada Bab Ill mengenai Pernyataan Utang.

Perseroan wajib memenuhi target pendanaan sesuai yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan untuk tahun berjalan dan upaya perolehan pendahaan terus dilakukan secara berkesinambungan.

Sampai dengan saat ini tidak ada kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian
dan/atau ketidakpastian yang dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material
terhadap likuiditas Perseroan. Perseroan yakin bahwa Perseroan akan memiliki sumber pendanaan yang cukup
dari aktivitas operasi, pinjaman perbankan, pinjaman pemerintah, pasar modal dan dana hasil Penawaran Umum
Sukuk Mudharabah untuk memenuhi kebutuhan modal Perseroan. Perseroan senantiasa menjajaki sumber
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pendanaan alternatif, seperti pinjaman bank, penerbitan MTN dan Sukuk, penerbitan Obligasi, dan sedang dalam
proses untuk penerbitan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) untuk mendapatkan modal kerja
tambahan.

15. JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG

Pada tanggal 31 Desember 2020, jumlah pinjaman bank, obligasi dan MTN Perseroan yang masih terutang adalah
sebesar Rp19.528.821 juta.

Tabel berikut menyajikan sisa umur kontraktual liabilitas keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020:

(dalam jutaan Rupiah)
<1tahun >1 -2 tahun >2 -3 tahun >3 tahun Jumlah
Utang bank dan lembaga 2.662.206 1.401.332 2.161.293 - 6.224.831
keuangan
MTN dan Sukuk 2.008.500 890.000 692.000 300.000 3.890.500
Utang obligasi 2.996.136 2.734.470 1.836.165 1.846.719 9.413.490
Pinjaman Pemerintah RI 185.095 1.076.765 1.773.205 - 3.035.065
Pinjaman lembaga kredit luar - - - 6.697 6.697
negeri
Utang kegiatan manajer 4 - - - 4
investasi
Utang lain-lain 384.108 - - - 384.108
Jumlah 8.236.049 6.102.567 6.462.663 2.153.416 22.954.695

Pinjaman dengan mata uang asing Emiten per 31 Desember 2020 adalah sebesar USD474.771,94 atau setara
Rp6.696.662.821

Perseroan telah memenuhi pembatasan yang diwajibkan dalam perjanjian dan telah melakukan pembayaran
pokok dan bunga pinjaman secara tepat waktu.
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16. ANALISA LAPORAN ARUS KAS (CASH FLOW ANALYSIS)

Tabel berikut memuat ikhtisar Laporan Arus Kas Perseroan:

Tahun yang berakhir pada tanggal

Keterangan 31 Desember
2020 2019

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi (3.735.386) (4.558.573)
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi (518.055) (823.526)
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan 5.614.897 6.724.654
Kenaikan bersih kas dan setara kas 1.361.456 1.342.554
Saldo kas dan setara kas pada awal tahun 3.100.741 1.758.187
Saldo kas dan setara kas pada akhir tahun 4.462.197 3.100.741

Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp823.188 juta
atau sebesar 18,06% dari Rp4.558.574 juta pada tahun 2019 menjadi Rp3.735.386 juta pada tahun 2020. Hal ini
terutama disebabkan oleh arus kas keluar dari aktivitas operasi berupa kenaikan penyaluran pinjaman ke nasabah
dan kenaikan pembayaran kepada pegawai masing-masing sebesar Rp670.522 juta dan Rp598.500 juta masih lebih
rendah bila dibandingkan dengan arus kas masuk dari aktivitas operasi yang bersumber dari penerimaan
pendapatan bunga dan pengembalian pinjaman dari nasabah masing-masing sebesar Rp758.475 juta dan
Rp693.599 juta.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp305.471 juta
atau sebesar 37,09% dari Rp823.526 juta pada tahun 2019 menjadi Rp518.055 juta pada tahun 2020. Hal ini
terutama disebabkan oleh arus kas keluar dari aktivitas investasi berupa pembelian efek bersih sebesar
Rp1.854.865 juta masih lebih rendah bila dibandingkan dengan arus kas masuk dari aktivitas investasi yang
bersumber dari penjualan efek bersih sebesar Rp2.172.141 juta.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp1.109.757
juta atau sebesar 16,50% dari Rp6.724.654 juta pada tahun 2019 menjadi Rp5.614.897 juta pada tahun 2020. Hal
ini terutama disebabkan oleh arus kas masuk dari aktivitas pendanaan yang bersumber dari penerbitan MTN dan
Sukuk, penerbitan obligasi, pinjaman bank, dan penerimaan hibah BUMN Khusus mengalami penurunan masing-
masing sebesar Rp2.476.500 juta, Rp1.366.200 juta, Rp1.036.171 juta, dan Rp730.429 juta.
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VI. FAKTOR RISIKO

Di samping informasi lain yang telah disajikan dalam Prospektus ini, risiko-risiko usaha berikut ini juga harus
dijadikan pertimbangan oleh para investor. Setiap risiko yang dijelaskan di bawah ini dapat berdampak material
pada bisnis Perseroan, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan. Tambahan risiko dan faktor-faktor
ketidakpastian yang saat ini tidak diketahui Perseroan atau yang saat ini dianggap tidak material oleh Perseroan,
dapat memiliki efek negatif pada kondisi bisnis keuangan dan hasil operasi Perseroan. Maka dari itu, risiko-risiko
tersebut juga harus dijadikan pertimbangan oleh para investor. Faktor risiko usaha dan risiko umum telah disusun
berdasarkan bobot risiko yang dihadapi oleh Perseroan.

Risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dan Perusahaan Anak dalam menjalankan kegiatan usahanya antara
lain sebagai berikut.

I. RISIKO UTAMA PERSEROAN
Risiko Pembiayaan/ Risiko Kredit

Dalam melaksanakan kegiatan utama Perseroan, pembiayaan kepada usaha mikro dan kecil, risiko utama yang
dihadapi Perseroan adalah ketidakmampuan nasabah/debitur untuk membayar kembali fasilitas pembiayaan yang
diberikan, baik pokok pinjaman maupun bunganya, sehingga menyebabkan tidak tertagihnya piutang pembiayaan
kepada nasabah yang akan menurunkan pendapatan dan kinerja Perseroan. Risiko ini timbul jika pembiayaan
kepada nasabah tidak dikelola secara hati-hati (prudent) atau proses penentuan kelayakan nasabah tidak dikelola
secara memadai sehingga menyebabkan tidak tertagihnya piutang pembiayaan kepada nasabah, peningkatan
kredit macet dan berdampak pada laba bersih Perseroan. Sektor ekonomi terbesar yang memperoleh penyaluran
kredit dari Perseroan adalah sektor perdagangan. Dalam menghadapi risiko ini, pengelolaan Perseroan telah
menerapkan kebijakan seperti asuransi jiwa, asuransi kredit, dan sistem tanggung renteng khusus untuk produk
pemberdayaan kelompok perempuan pra-sejahtera disertai evaluasi secara berkala terhadap kebijakan
pembiayaan. Perseroan memiliki Komite Pembiayaan yang bertanggung jawab khususnya untuk memutuskan
pemberian pembiayaan dalam jumlah tertentu sesuai kebijakan. Keanggotaan. Komite Pembiayaan tidak hanya
terbatas dari unit bisnis tetapi juga dari unit lain yang terkait dengan pengelolaan Risiko Kredit.

Il.  RISIKO-RISIKO YANG TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN
1) Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan risiko yang terutama disebabkan karena perubahan tingkat suku bunga, nilai tukar
mata uang rupiah, harga komoditas dan harga modal atau pinjaman yang dapat membawa risiko bagi
Perseroan. Dalam perencanaan usaha Perseroan, risiko pasar yang memiliki dampak langsung kepada
Perseroan adalah dalam hal pengelolaan tingkat suku bunga, khususnya apabila terjadi kenaikan tingkat suku
bunga pinjaman yang berdampak kepada naiknya beban dana Perseroan.

Peningkatan persaingan usaha pada industri pembiayaan kredit mikro berdampak kepada sensitivitas pelaku
UMK terhadap tingkat suku bunga pembiayaan (lending rate), sehingga menuntut penetapan tingkat suku
bunga pembiayaan (lending rate) yang mampu menjawab kebutuhan pelaku UMK, dengan demikian kondisi
perubahan beban dana dapat berdampak kepada pendapatan dan laba bersih Perseroan. Untuk itu Perseroan
mengelola tingkat suku bunga pinjaman disertai jangka waktu secara prudent dengan piutang pembiayaan
mikro serta tingkat suku bunga pinjaman yang disesuaikan secara konsisten terhadap sensitivitas tingkat suku
bunga sumber dana, dengan mengacu pada perencanaan dan analisa kebutuhan dana.

Dengan pola aktifitas usaha yang dijalankan Perseroan saat ini, risiko pasar Perseroan adalah minimal.
Perseroan tidak mempunyai kegiatan usaha pembiayaan dalam mata uang asing.
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2)

3)

4)

Risiko Likuiditas

Risiko akibat ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber
pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu
aktifitas dan kondisi keuangan Perusahaan. Keterbatasan likuiditas menjadi faktor kendala dalam
pengembangan bisnis Perseroan, dimana pada saat ini sumber pendanaan utama Perseroan adalah pinjaman
pada lembaga keuangan/perbankan dan pasar modal. Batasan tingkat rasio leverage Perseroan juga
berpengaruh kepada terbatasnya kapasitas pendanaan yang bersumber dari pinjaman kepada lembaga
keuangan.

Apabila terjadi kondisi ekonomi dengan tingkat suku bunga tinggi berkepanjangan dan mengakibatkan
lembaga keuangan menjalankan kebijakan uang ketat, akan menimbulkan dampak pada keterbatasan
ketersediaan likuiditas yang berpengaruh pada kemampuan Perseroan untuk tetap dapat menjalankan fungsi
penyaluran pembiayaan serta berdampak kepada kinerja keuangan Perseroan secara keseluruhan.

Untuk memitigasi risiko likuiditas, Perseroan melakukan penyesuaian kebijakan dan strategi Manajemen Risiko
Likuiditas yang sejalan dengan tujuan perseroan yang ditetapkan dalam RKAP berdasarkan evaluasi posisi
Likuiditas dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Risiko Operasional

Risiko yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan operasional Perseroan yang disebabkan oleh tidak
memadainya atau karena adanya kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya
masalah eksternal dalam ketidaklayakan atau kegagalan dalam proses, manusia dan sistem atau dari kejadian
eksternal.

Kejadian risiko operasional dapat mengakibatkan kerugian material yang berpengaruh kepada penurunan laba
Perseroan dan kerugian immaterial berupa reputasi Perseroan dan dapat menimbulkan tuntutan hukum
kepada Perseroan dari pihak luar yang merasa dirugikan. Perseroan telah menerapkan sistem operasional yang
terpadu untuk mencegah risiko operasional seperti menyimpan database perusahaan pada dua tempat yang
berbeda yaitu di JI. Lembang dan di JI. TB. Simatupang. Kemudian untuk memitigasi risiko aset lainnya maka
Perseroan memiliki asuransi aset, cash in safe dan cash intransfer untuk mengantisipasi kerugian yang dapat
ditimbulkan oleh kejadian terkait risiko operasional.

Perseroan melakukan pemantauan Risiko Operasional secara berkelanjutan terhadap seluruh eksposur Risiko
Operasional serta kerugian yang dapat ditimbulkan oleh aktifitas utama PT. PNM (Persero), antara lain dengan
cara menerapkan sistem pengendalian internal.

Risiko Hukum

Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek vyuridis, dapat terjadi apabila terdapat
ketidaksesuaian aktifitas operasional Perseroan dengan perundang-undangan, peraturan dan kontrak serta
perjanjian yang berlaku. Dampak dari risiko tersebut akan menganggu pencapaian target perseroan serta
dapat menimbulkan tuntutan hukum kepada Perseroan dari pihak luar yang merasa dirugikan, Risiko Reputasi.
Kejadian risiko perbuatan curang dapat mengakibatkan kerugian material yang berpengaruh kepada
penurunan laba Perseroan dan kerugian immaterial berupa reputasi Perseroan

Perseroan melakukan kaji ulang secara berkala terhadap kontrak dan perjanjian antara PT. PNM (Persero)

dengan pihak lain, antara lain dengan cara melakukan penilaian kembali terhadap efektifitas proses
enforceability guna mengecek validitas hak dalam kontrak dan perjanjian tersebut.
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5)

6)

7)

8)

9)

Risiko Reputasi

Risiko yang disebabkan oleh adanya pemberitaan atau publikasi negatif sebagai akibat dari pelanggaran
terhadap suatu perundang-undangan dan/atau peraturan yang berlaku. Dampak dari risiko tersebut akan
menganggu pencapaian target perusahaan dan dapat memberikan image negatif bagi produk-produk
perusahaan. Pengelolaan risiko reputasi dilakukan dengan memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan
peningkatan kualitas pelayanan Nasabah dan stakeholders sejalan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Risiko Strategi

Risiko akibat kegagalan penetapan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran dan target utama
perseroan terutama dalam proses formulasi strategi, memiliki potensi risiko dalam mengidentifikasi
merumuskan keputusan strategis secara efektif. Perseroan memitigasi risiko tersebut dengan melakukan
review atas setiap kebijakan strategis dan rencana strategi secara periodik dengan melibatkan Komite terkait,
sehingga penetapan setiap strategi dapat dilakukan secara taktis dan tepat sasaran.

Risiko Kepatuhan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan diatur oleh berbagai peraturan dan undang-undang.
Peraturan dan undang-undang yang wajib dipenuhi oleh Perseroan antara lain adalah Undang-Undang
Republik Indonesia terkait Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, Peraturan OJK, peraturan terkait
kewajiban Perseroan sebagai Perseroan serta Perizinan usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro,
terkait Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, serta Peraturan
Menteri Keuangan tentang Pembiayaan Ultra Mikro.

Kegagalan dalam memenuhi peraturan dan undang-undang tersebut dapat menyebabkan Perseroan dikenakan
sanksi maupun denda. Dalam mencegah risiko tersebut, Perseroan selalu menjalankan seluruh kegiatan
usahanya dengan hati-hati serta selalu memastikan seluruh ketentuan telah dipenuhi, disamping melakukan
pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki agar sesuai
dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Risiko Pandemi

Selama masa pandemi, terjadi penurunan penyaluran pembiayaan karena dampak resesi ekonomi yang sangat
mempengaruhi kemampuan bayar nasabah. Perseroan terus menunjukkan komitmennya untuk terus
membangkitkan dan menyelamatkan UMKM. Kondisi sulit yang dihadapi UMKM pada masa pandemi Covid-19
ini mendorong Perseroan untuk melakukan restrukturisasi agar kondisi usaha mereka dapat terjaga dan
pelaku UMKM dapat segera bangkit.

Risiko Persaingan Usaha

Pembiayaan kepada Usaha Menengah dan Koperasi (UMK) atau segmen pembiayaan mikro serta segmen
pembiayaan ultra mikro (jika ingin bicara mengenai Mekaar) pada saat ini menjadi bisnis yang memiliki
pertumbuhan yang signifikan dan memiliki porsi pertumbuhan yang terbilang cepat dan terukur, hal ini disertai
oleh masih tingginya potensi pasar yang masih belum terlayani. Sektor UMK telah terbukti mampu bertahan
dalam kondisi krisis serta tentunya menghasilkan tingkat margin yang menguntungkan. Hal ini menimbulkan
risiko persaingan usaha di bidang pembiayaan mikro, terlihat dengan cukup banyaknya pemain pasar yang
berpartisipasi dalam segmen pembiayaan UMK. Dimana tingkat persaingan juga meliputi penerapan suku
bunga pinjaman, jangka waktu pembiayaan maupun layanan lainnya. Namun demikian, Perseroan merupakan
salah satu pelaku pasar yang fokus melayani pembiayaan dan memberikan pendampingan serta penguatan
usaha kepada sektor UMK.
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Dalam menghadapi persaingan, Perseroan selalu menawarkan produk yang memiliki nilai tambah
dibandingkan dengan pesaingnya, dimana Perseroan tidak hanya memberikan pembiayaan namun juga jasa
pendampingan seperti pengembangan kapasitas usaha yang diberikan pada nasabah ULaMM dan nasabah
Mekaar. Khusus untuk produk Mekaar, Perseroan berpendapat bahwa tidak terdapat pesaing yang signifikan
yang menawarkan produk yang benar-benar sama. Pesaing dari produk Mekaar berupa Bank Perkreditan
Rakyat dan kredit mikro dari perbankan. Terkait maraknya peer to peer lending untuk saat ini belum menjadi
ancaman yang signifikan bagi produk Mekaar, karena segmen pasar yang disasar oleh technology based peer to
peer lending tersebut berbeda dengan segmen Mekaar, dimana sebagian besar nasabah Mekaar dan ULaMM
tidak melek teknologi. Bertolak belakang dengan ULaMM, fintech peer to peer lending tidak menetapkan
agunan dan merupakan pembiayaan yang relatif berisiko tinggi, sehingga menetapkan tingkat bunga yang jauh
lebih tinggi dibanding ULaMM sebagai kompensasi atas risiko yang dimiliki. Lembaga pembiayaan usaha mikro
terutama lembaga yang lebih besar dari Perseroan seperti BRI Mikro, Mandiri Mikro dan lembaga lain yang
mendapat fasilitas program KUR merupakan pesaing Perseroan.

Risiko persaingan dapat berdampak pada berkurangnya nasabah Perseroan yang kemudian akan berpengatuh
kepada turunnya pendapatan dan pertumbuhan Perseroan.

10) Risiko Investasi pada Perusahaan Anak

Sebagai induk perusahaan yang melakukan investasi pada Perusahaan Anak, secara tidak langsung Perseroan
mempunyai ketergantungan terhadap kinerja operasi dan keuangan dari Perusahaan Anak. Risiko tersebut
terutama menyangkut besaran laba bersih Perseroan yang juga didukung dari pendapatan Perusahaan Anak.
Dengan demikian, apabila kegiatan operasi dan kinerja keuangan Perusahaan Anak mengalami penurunan,
maka hal tersebut dapat berdampak pada kinerja laba bersih Perseroan. Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan
selalu memastikan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan Anak akan mendukung kinerja
Perseroan. Perseroan telah membentuk, merumuskan dan memantau pelaksanaan strategi termasuk Rencana
Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). Seluruh kegiatan usaha
yang dilakukan akan mengacu kepada strategi yang sudah ditentukan tersebut.

11) Risiko Perubahan Teknologi

Banyaknya jumlah karyawan dan nasabah Perseroan menyebabkan Perseroan untuk memerlukan sistem yang
terintegrasi sehubungan dengan banyaknya kegiatan yang menjadi tidak efektif dan efisien apabila dilakukan
secara manual. Arsitektur Teknologi Informasi selalu dinamis dan mengandung risiko dalam setiap
perkembangannya maupun setiap masanya. Penekanan risiko terutama pada perubahan pengembangan suatu
sistem layanan dan mengoptimalkan efisiensi bisnis berbasis teknologi informasi, seperti akses data,
pengelolaan data, jaringan komunikasi dan keamanan, pengelolaan hardware dan software, perencanaan
kapasitas dan manajemen risiko teknologi informasi.

Perseroan terus berupaya untuk menerapkan teknologi terbaru untuk mendukung kegiatan usahanya,
disesuaikan dengan perkembangan bisnis Perseroan sehubungan dengan bertambahnya jumlah nasabah
Perseroan. Kegagalan Perseroan dalam menanggapi perubahan teknologi akan menyebabkan terhambatnya
kegiatan bisnis Perseroan.

12) Risiko Sumber Daya Manusia

Risiko yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan aktifitas bisnis pembiayaan mikro adalah risiko
ketersediaan SDM yang memenubhi spesifikasi, kompetensi SDM dan turn over SDM terutama untuk level kunci,
dan dengan persaingan bisnis pembiayaan mikro yang semakin ketat, terutama dari perbankan, karena
peluang dan ragam bisnisnya sangat besar sehingga menjanjikan marjin usaha yang cukup baik bagi lembaga
keuangan, menimbulkan risiko sulitnya untuk merekrut SDM yang profesional dan berdedikasi tinggi terhadap
pertumbuhan usaha Perseroan.
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13)

14)

Risiko ini dapat menciptakan dampak negatif bagi kelangsungan usaha Perseroan karena akan menghambat
ekspansi usaha Perseroan, yang kemudian akan berdampak pada menurunnya pertumbuhan pendapatan
Perseroan. Karakteristik usaha pembiayaan kredit mikro adalah jumlah nasabah yang sangat banyak, dan
sejalan dengan ekspansi usaha yang dilakukan oleh Perseroan, maka jumlah nasabah juga mengalami
peningkatan yang cukup tinggi. Kondisi ini menyebabkan timbulnya peningkatan kebutuhan jumlah SDM yang
sepadan dengan kompetensi yang sesuai agar mampu memberikan pelayanan kepada nasabah secara
profesional.

Untuk mengantisipasi risiko SDM, Perseroan selalu memberikan pelatihan agar sumber daya manusia yang
dimiliki selalu memenuhi spesifikasi. Selain itu Perseroan juga memberikan reward and punnishment yang
disesuaikan dengan Key Performance Indicator (KPI) masing-masing karyawan. Selain melakukan proses
perekrutan sumberdaya manusia yang berkesinambungan untuk memenuhi kebutuhan sumberdaya manusia
(buffer sumberdaya manusia).

Risiko Terkait Kebijakan Pemerintah

Perseroan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah, dimana
mekanisme pengawasan dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui kuasa pemegang saham yaitu
Kementerian BUMN. Perseroan sebagai BUMN juga terlibat dalam menjalankan Kebijakan Pemerintah jika
berhubungan dengan penyaluran ke UMKM terutama pembiayaan ultra mikro atau pembiayaan kepada
perempuan prasejahtera melalui produk Mekaar.

Untuk itu Perseroan berusaha cepat tanggap dalam mengantisipasi kebijakan-kebijakan baru Pemerintah
dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian di dalam sistem internal peraturan Perseroan.

Salah satu kebijakan pemerintah yang wajib dilakukan Perseroan pada tahun 2020 adalah terkait Program
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang berhubungan dengan Pandemi COVID-19 melalui penyaluran subsidi
bunga dimana ketentuan terkait hal tersebut diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: SK-060/PNM-
DIR/XII/20 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Pembiayaan ULaMM dan
Mekaar dalam Rangka Implementasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Bantuan Produktif Usaha Mikro
(BPUM) dimana ketentuannya diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: SK-033/PNM-DIR/VIII/20 tentang
Mekanisme Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro, dan Penyaluran pembiayaan kepada
Keluarga Pra-Sejahtera melalui Produk Mekaar yang dimiliki oleh Perseroan melalui realisasi Penyertaan
Modal Negara pada tahun 2020 sebesar Rp.2,5 Triliun dimana ketentuannya diatur dalam Surat Keputusan
Direksi Nomor: SK-028/PNM-DIR/VII/20 tentang Kebijakan Penyaluran Pembiayaan Mekaar Bersumber Dana
dari Penyertaan Modal Negara Tahun 2020 .

Risiko terkait Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional

Sampai dengan prospektus ini terbit, perusahan belum memiliki hubungan dengan Negara Lain ataupun
bersinggungan dengan peraturan Internasional yang relevan.

Risiko ini mungkin akan menjadi risiko perseroan, apabila perseroan memiliki hutang/pinjaman dari luar negeri
dan/atau penerbitan efek utang dengan valuta asing, namun sesuai POJK No. 16/P0OJK.05/2019, tentang
Pengawasan PT Permodalan Nasional Madani (Persero), pasal 9, sumber dana perusahaan hanya dapat
berasal dari : penyertaan modal negara, pinjaman dari Pemerintah/Badan Layanan Umum, pinjaman dari
Lembaga Keuangan dan/atau Lembaga lainnya, penerbitan efek bersifat utang, pinjaman subordinasi,
sekuritisasi piutang pembiayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau hibah. Sumber
dana tersebut harus dalam bentuk denominasi rupiah. Sehingga jika Perseroan akan melakukan penerbitan
efek utang dengan valuta asing harus memperoleh ijin dari regulator terkait dan mitigasi risiko dengan
penerbitan kebijakan penghimpunan dana dengan valuta asing dan kebijakan hedging.
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RISIKO-RISIKO YANG TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN ANAK

Risiko usaha yang dihadapi oleh Perusahaan Anak Perseroran dalam menjalankan kegiatan usahanya antara lain
sebagai berikut.

1)

2)

3)

a)

5)

Risiko Pembiayaan/ Risiko Kredit

Perusahaan anak perseroran yang bergerak di bidang jasa keuangan, dalam menjalankan usahanya memiliki
risiko ketidakmampuan nasabah atau perusahaan pasangan usaha-nya untuk membayar kembali fasilitas
pembiayaan atau permodalan yang diberikan, yang dapat berdampak pada penurunan pendapatan dan
kinerja masing-masing entitas usaha. Risiko ini dapat timbul apabila proses pembiayaan tidak dikelola secara
prudent. Dalam menghadapi risiko ini, telah diterapkan kebijakan seperti penggunaan asuransi jiwa dan
asuransi kredit.

Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan risiko yang terutama disebabkan karena perubahan tingkat suku bunga, nilai tukar
mata uang rupiah, harga komoditas dan harga modal atau pinjaman yang dapat membawa risiko bagi
Perusahaan Anak. Dalam perencanaan usaha, risiko pasar yang memiliki dampak langsung dalam hal
pengelolaan tingkat suku bunga, khususnya apabila terjadi kenaikan tingkat suku bunga pinjaman yang
berdampak kepada naiknya beban dana. Dengan pola aktifitas usaha yang dijalankan Perusahaan Anak saat
ini, risiko pasar adalah minimal. Perusahaan Anak tidak mempunyai kegiatan usaha dalam mata uang asing.

Risiko Likuiditas

Dalam menjalankan usahanya, perusahaan anak dapat menghadapi risiko likuiditas yaitu apabila mengalami
kesulitan untuk memenuhi kewajiban/ liabilitas keuangan yang harus diselesaikan, baik berupa kewajiban
pengembalian pinjaman maupun simpanan pihak ketiga. Dampak dari risiko tersebut akan menganggu
pencapaian target perusahaan. Pengelolaan likuiditas dilakukan secara berkesinambungan dan penuh kehati-
hatian dengan menekankan pada terpeliharanya cash flow dan terkontrolnya tingkat maturity gap.
Kesenjangan atas arus kas yang terjadi diatasidengan memelihara aset likuid dan meningkatkan akses ke
sumber-sumber pendanaan.

Risiko Operasional

Perseroan selalu berupaya untuk memastikan bahwa seluruh praktek kegiatan yang dilakukan telah sesuai
dengan peraturan dan kontrak serta perjanjian yang berlakuPerseroan juga mengalami risiko terjadinya
penyimpangan atas Standard Operating Procedures yang berlaku di Perseroan terhadap beberapa transaksi
Risiko yang dapat terjadi karena adanya gangguan dalam operasional perusahaan anak yang bisa diakibatkan
oleh kesalahan dalam kegiatan operasional sehari-hari, gangguan karena adanya bencana alam, kegagalan
proses internal, kesalahan manusia dan kegagalan sistem. Dampak dari risiko tersebut akan menganggu
pencapaian target perusahaan.Risiko ini dapat dimitigasi melalui penerapan SOP pelaksanaan kegiatan
operasional.

Risiko Hukum

Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek vyuridis, dapat terjadi apabila terdapat
ketidaksesuaian aktifitas operasional Perusahaan Anak dengan perundang-undangan, peraturan dan kontrak
serta perjanjian yang berlaku. Dampak dari risiko tersebut akan menganggu pencapaian target serta dapat
menimbulkan tuntutan hukum dari pihak luar yang merasa dirugikan, Risiko Reputasi. Kejadian risiko
perbuatan curang dapat mengakibatkan kerugian material yang berpengaruh kepada penurunan laba
Perseroan dan kerugian immaterial berupa reputasi Perseroan
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Perusahaan Anak melakukan kaji ulang secara berkala terhadap kontrak dan perjanjian dengan pihak lain, lain
dengan cara melakukan penilaian kembali terhadap efektifitas proses enforceability guna mengecek validitas
hak dalam kontrak dan perjanjian tersebut.Risiko Reputasi

6) Risiko Reputasi

Risiko reputasi merupakan risiko yang dihadapi akibat berita atau publikasi negatif ataupun akibat dari
pelanggaran terhadap suatu perundang-undangan dan/atau peraturan yang berlaku. Dampak dari risiko
tersebut akan menganggu pencapaian target perusahaan dan dapat memberikan image negatif bagi produk-
produk perusahaan. Pengelolaan risiko reputasi dilakukan dengan memenuhi prinsip-prinsip transparansi
danpeningkatan kualitas pelayanan debitur dan stakeholders sejalan dengan perundang-undangan yang
berlaku.

7) Risiko Strategi

Risiko akibat kegagalan penetapan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran dan target utama
perseroan terutama dalam proses formulasi strategi, memiliki potensi risiko dalam mengidentifikasi
merumuskan keputusan strategis secara efektif. Perseroan memitigasi risiko tersebut dengan melakukan
review atas setiap kebijakan strategis dan rencana strategi secara periodik dengan melibatkan Komite terkait,
sehingga penetapan setiap strategi dapat dilakukan secara taktis dan tepat sasaran.

8) Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan dapat terjadi apabila terdapat ketidaksesuaian aktifitas operasional pada perusahaan anak
dengan perundang-undangan, peraturan dan kontrak serta perjanjian yang berlaku. Dampak dari risiko tersebut
akan menganggu pencapaian target perusahaan. Perseroan dan Perusahaan Anak selalu berupaya untuk
memastikan bahwa seluruh praktek kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan dan kontrak serta
perjanjian yang berlaku.

RISIKO UMUM
9) Risiko Terkait Perekonomian Secara Makro atau Global

Segmen UMK sangat erat kaitannya dengan kondisi perekonomian secara keseluruhan. Melalui indikator-indikator
perekonomian, pertumbuhan ekonomi, suku bunga (cost borrowing) dan indikator lainnya sangat memberikan
pengaruh bagi kesejahteraan masyarakat UMK yang menjadi debitur Perseroan, dan akan mempengaruhi
kemampuan debitur dalam menyelesaikan kewajiban pembiayaannya. Dampak dari risiko tersebut akan
menganggu pencapaian target perusahaan. Perseroan menerapkan pendekatan zero-interest gapping, dengan
memaksimalkan pinjaman dengan suku bunga tetap. ALCO secara berkala mengkaji tingkat suku bunga kredit
dengan mengacu pada tingkat suku bunga pinjaman yang berlaku demi mengoptimalkan hasil usaha Perseroan.

10) Risiko Terkait Kegagalan dalam Memenuhi Peraturan dan Undang-Undang

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan diatur oleh berbagai peraturan dan undang-undang. Peraturan
dan undang-undang yang wajib dipenuhi oleh Perseroan antara lain adalah Undang-Undang Republik Indonesia
terkait Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, Peraturan OJK terkait Bank Perkreditan Rakyat,
peraturan terkait kewajiban Perseroan sebagai Perseroan serta Perizinan usaha dan Kelembagaan Lembaga
Keuangan Mikro, terkait Bank Pembiayaan Rakyat dan terkait Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan bagi Pihak
Utama Lembaga Jasa Keuangan, serta Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembiayaan Ultra Mikro. Kegagalan
dalam memenuhi peraturan dan undang-undang tersebut dapat menyebabkan Perseroan dikenakan sanksi
maupun denda. Dalam mencegah risiko tersebut, Perseroan selalu menjalankan seluruh kegiatan usahanya dengan
hati-hati serta selalu memastikan seluruh ketentuan telah dipenuhi.
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V. RISIKO TERKAIT INVESTASI

1) Risiko yang dihadapi investor pembeli Sukuk Mudharabah adalah tidak likuidnya Sukuk Mudharabah yang
ditawarkan pada penawaran umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Sukuk
Mudharabah sebagai investasi jangka panjang.

2) Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta utang pokok
pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan
dalam kontrak Sukuk Mudharabah yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan
usaha Perseroan.

MANAJEMEN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM YANG TELAH DISUSUN
BERDASARKAN BOBOT RISIKO PERSEROAN.
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VIl. KEJADIAN DAN TRANSAKSI PENTING SETELAH TANGGAL
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil

usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tanggal 29 Januari 2021 sampai

dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas Laporan Keuangan tahun-tahun yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi,

Tjahjo dan Rekan, auditor independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini

wajar tanpa modifikasian dan 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Husni,

Mucharam & Rasidi berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”),

auditor independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa

modifikasian. Kejadian penting sebagai berikut:

1. Penerimaan hibah dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) sebesar Rp60.000.000.000,- (enam puluh milyar
rupiah);

2. Akta persetujuan dan pengesahan dari Penyertaan Modal Negara menjadi Modal Saham sebesar

Rp1.500.000.000.000,- (satu setengah trilyun rupiah);

Penerbitan obligasi sebesar Rp666.2 Milyar;

Pelunasan obligasi sebesar Rp1.254 Milyar;

5. Penerimaan utang bank dari beberapa bank;

pw
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VIil. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA,
SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan adalah suatu badan usaha milik Negara yang berbentuk perseroan terbatas persero, didirikan
dengan nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani berdasarkan Peraturan
Pemerintah No. 38 tanggal 25 Mei 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk
Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
("PP No. 38/1999") dan Akta Pendirian yang dimuat dalam Akta Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan
(Persero) PT Permodalan Nasional Madani Disingkat PT PNM (Persero) No. 1 tanggal 1 Juni 1999, dibuat
dihadapan Ida Sofia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman
sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehakiman No. C-11.609.HT.01.01.TH.99 tanggal 23 Juni
1999, telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No.
4758/BH09.05/VIII/99 tanggal 27 Agustus 1999 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia No. 73 tanggal 10 September 1999, Tambahan Tambahan No. 5681.

Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah diubah beberapa kali, dengan
perubahan terakhir yang dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku
Rapat Umum Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 12 tanggal 12 Januari 2021
dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan
dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana
dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0033759
tanggal 20 Januari 2021, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0010923.AH.01.11.Tahun 2021
tanggal 20 Januari 2021 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 008 tanggal 25
Januari 2021, Tambahan No. 003593.

Maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pemberdayaan dan
pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi termasuk namun tidak terbatas pada usaha
dengan prinsip syariah untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk
mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip
perseroan terbatas. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan
usaha (i) jasa pembiayaan termasuk namun tidak terbatas pada kredit program dan/atau pembiayaan sistem
tanggung renteng, (ii) penyertaan kepada Lembaga Keuangan Mikro/Syariah (LKM/S) dan (iii) Bank Perkreditan
Rakyat/Syariah (BPR/S), serta jasa manajemen dan kemitraan.

Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Menara Taspen Lantai 10, Jalan Jendral Sudirman Kav. 2
Jakarta Pusat dan mempunyai 1 (satu) Kantor Pusat, 62 (enam puluh dua) Kantor Cabang UlaMM, 924
(sembilan ratus dua puluh empat) unit/outlet UlaMM dan 2.668 (dua ribu enam ratus enam puluh delapan)
Cabang Mekaar yang tersebar di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang
Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 28 tanggal 20 November 2020 dibuat di hadapan
Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-0079386.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 27
November 2020, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0199612.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 27
November 2020 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 096 tanggal 30 November
2020, Tambahan No. 045073 jo. Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat
Umum Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 12 tanggal 12 Januari 2021 dibuat di
hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat
dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud
dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0033759 tanggal 20
Januari 2021, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0010923.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 20
Januari 2021 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 008 tanggal 25 Januari 2021,
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Tambahan No. 003593, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sampai dengan tanggal
Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Jumlah Saham Nilai Saham Persentase
Nama Pemegang Saham Seri A Seri B Seri A Seri B (%)
@Rp1.000.000,00 @Rp1.000.000,00

Modal Dasar - 1 9.199.999 1.000.000,00 9.199.999.000.000,00
Rp9.200.000.000.000,00
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor
Negara Republik Indonesia 1 3.799.999 1.000.000,00 3.799.999.000.000,00 100,00
Jumlah Modal Ditempatkan 1 3.799.999 1.000.000,00 3.799.999.000.000,00 100,00
dan Modal Disetor
Saham Dalam Portepel - 5.400.000 - 5.400.000.000.000,00

2. Keterangan Mengenai Efek yang Belum Dilunasi

Berikut merupakan Efek Bersifat Utang yang pernah diterbitkan Perseroan dan sampai dengan tanggal

Informasi Tambahan ini dite

rbitkan masih terutang:

Obligasi
Nama Obligasi Seri & Jangka Waktu | Tanggal Jatuh Tempo Tingkat Nilai (Rp)
Obligasi Kupon

Obligasi Berkelanjutan Seri B, 5 tahun 3 November 2021 9,50% 839.000.000.000

| Tahap Il Tahun 2016

Obligasi  Berkelanjutan I Seri B, 5 tahun 12 Juli 2022 9,25% 750.000.000.000

Tahap | Tahun 2017

Obligasi  Berkelanjutan Il Seri B, 5 tahun 13 April 2023 8,50% 1.246.000.000.000

Tahap Il Tahun 2018

Obligasi  Berkelanjutan Il Seri A, 3 tahun 28 Mei 2022 9,50% 1.401.000.000.000

Tahap | Tahun 2019 Seri B, 5 tahun 28 Mei 2024 9,85% 599.000.000.000

Obligasi Berkelanjutan Il Seri A, 3 tahun 28 November 2022 8,40% 586.500.000.000

Tahap Il Tahun 2019 Seri B, 5 tahun 28 November 2024 8,75% 763.500.000.000

Obligasi Berkelanjutan I Seri A, 3 tahun 30 April 2023 8,40% 55.100.0000.000

Tahap Ill Tahun 2020 Seri B, 5 tahun 30 April 2025 9,00% 194.900.000.000

Obligasi  Berkelanjutan Il Seri A, 1 tahun 14 Desember 2021 6,50% 904.800.000.000

Tahap IV Tahun 2020 Seri B, 3 tahun 4 Desember 2023 7,75% 537.000.000.000
Seri C, 5 tahun 4 Desember 2025 8,75% 292.000.000.000

Obligasi Berkelanjutan Ill Seri A, 1 tahun 27 Maret 2022 6,25% 168.000.000.000

Tahap V Tahun 2021 Seri B, 3 tahun 17 Maret 2024 7,25% 159.000.000.000
Seri C, 5 tahun 17 Maret 2026 8,25% 339.200.000.000

Jumlah

9.330.900.000.000

MTN (Medium Term Notes)

Nama MTN Seri & Jangka Waktu MTN Tanggal Jatuh Tempo | Tingkat Kupon Nilai (Rpjuta)
MTN XIlI Seri A, 60 bulan 10 Januari 2022 11,25% 50.000.000.000
Seri B, 60 bulan 10 Januari 2022 11,25% 110.000.000.000
Seri C, 57 bulan 10 Januari 2022 11,25% 200.000.000.000
Seri D, 56 bulan 10 Januari 2022 11,25% 15.000.000.000
MTN XIX Seri A, 36 bulan 28 Desember 2021 10,20% 70.000.000.000
Seri B, 36 bulan 28 Desember 2021 10,20% 105.000.000.000
Seri C, 36 bulan 28 Desember 2021 10,20% 105.000.000.000
Seri D, 36 bulan 28 Desember 2021 10,50% 142.500.000.000
Seri E, 36 bulan 28 Desember 2021 10,50% 201.000.000.000
Jumlah 998.500.000.000
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Sukuk Mudharabah

Nama Sukuk Seri & Jangka Waktu Sukuk Tanggal Jatuh Tempo Besar Nisbah Nilai (Rp)
Sukuk Mdh. Il Tahun Seri A, 36 bulan 26 Februari 2022 30,00% 60.000.000.000
2018 Seri B, 2 tahun, 11 bulan 26 Februari 2022 30,00% 240.000.000.000
Sukuk Mdh. Ill Tahap | 5 tahun 18 Juni 2024 19,00% 300.000.000.000
Tahun 2019
Sukuk Mdh. 1l Tahun Seri A, 2 tahun 24 September 2021 25,48% 435.000.000.000
2019
Sukuk Mdh. Il Tahun Seri B, 3 tahun 30 Oktober 2022 3,90% 65.000.000.000
2019
Sukuk Mdh. 1l Tahun | SeriD, 1 tahun 10 bulan 24 hari 24 September 2021 20,50% 350.000.000.000
2019
Sukuk Mdh. Il Tahun | SeriE, 2 tahun 11 bulan 10 hari 30 Oktober 2022 6,00% 100.000.000.000
2019
Sukuk Mdh. Il Tahap Seri E, 2 tahun 10 bulan 25 hari 30 Oktober 2022 3,00% 50.000.000.000
Il Tahun 2019
Sukuk Mdh. Il Tahun Seri C, 3 tahun 20 Februari 2023 17,94% 322.000.000.000
2019
Sukuk Mdh. Il Tahun Seri F, 3 tahun 20 Februari 2023 6,69% 120.000.000.000
2019
Sukuk Mdh. IV Tahap | Seri A, 3 tahun 27 Oktober 2023 9,75% 200.000.000.000
Tahun 2020
Sukuk Mdh. Il Tahun Seri H, 36 bulan 15 Desember 2023 3,00% 50.000.000.000
2019
Sukuk Mdh. IV Tahun Seri A, 3 Tahun 27 Oktober 2023 37,38% 712.000.000.000
2020
Sukuk Mdh. IV Tahun Seri B,3 Tahun 10 Maret 2024 40,95% 780.000.000.000
2020
Sukuk Mdh. IV Tahun Seri D, 2 Tahun 11 Bulan 19 Januari 2024 16,17% 308.000.000.000
2020

4.092.000.000.000
Jumlah

Upaya-upaya manajemen untuk menjaga kemampuan keuangan Perseroan antara lain:
Perseroan menjaga tangkat operating cash flow (di luar lending dan angsuran) agar selalu positif

Prospek ke depan Perseroan memiliki tingkat profitabilitas yang memadai untuk melakukan pembayaran
bunga dan beban operasional lainnya
Perseroan melakukan pemupukan laba dengan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham
Perseroan berusaha untuk menjaga likuiditas sesuai dengan ketentuan primary reserve dan secondary
reserve yang telah ditetapkan
Perseroan dapat menggunakan LCU (Line Credit Unused) dan melakukan penerbitan surat utang, dlaam
hal terdapat kekurangan dana untuk membayar pokok obligasi pada saat jatuh tempo.

3.

Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang
Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 28 tanggal 20 November 2020 dibuat di hadapan
Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-0079386.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 27
November 2020, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0199612.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 27
November 2020 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 096 tanggal 30 November
2020, Tambahan No. 045073 (“Akta No. 28/2020”), telah dilakukan peningkatan modal dasar semula
Rp5.200.000.000.000 (lima triliun dua ratus miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp9.200.000.000.000 (sembilan
triliun dua ratus miliar Rupiah) dan modal ditempatkan serta disetor semula Rp1.300.000.000.000 (satu triliun
tiga ratus miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp2.300.000.000.000 (dua triliun tiga ratus miliar Rupiah).
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Selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum
Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 12 tanggal 12 Januari 2021 dibuat di hadapan
Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam
sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0033759 tanggal 20 Januari
2021, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0010923.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 20 Januari
2021 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 008 tanggal 25 Januari 2021,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 003593 (“Akta No. 12/2021”), telah dilakukan peningkatan
modal ditempatkan serta disetor semula sebesar Rp2.300.000.000.000 (dua triliun tiga ratus miliar Rupiah)
menjadi sebesar Rp3.800.000.000.000 (tiga triliun delapan ratus miliar Rupiah).

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan untuk 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagai
berikut:

a. Berdasarkan Akta No. 28/2020, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:
Modal Dasar : Rp9.200.000.000.000,00 (sembilan triliun dua ratus miliar Rupiah) yang
terdiri dari:

a. Rp1l.000.000,00 (satu juta Rupiah) yang terbagi atas 1 (satu) saham
Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu
juta Rupiah).

b. Rp9.199.999.000.000,00 (sembilan triliun seratus sembilan puluh
sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah)
yang terbagi atas 9.199.999 (sembilan juta seratus sembilan puluh
sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham
dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).

Modal Ditempatkan : Rp2.300.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus miliar Rupiah), yang terdiri
dari:

a. Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) yang terbagi atas 1 (satu) saham
Seri A Dwiwarna.

b. Rp2.299.999.000.000,00 (dua triliun dua ratus sembilan puluh
sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah)
yang terbagi atas 2.299.999 (dua juta dua ratus sembilan puluh
sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B.

Modal Disetor : Rp2.300.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus miliar Rupiah).

Susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 28/2020 adalah sebagai

berikut:
Jumlah Saham Nilai Saham Persentase
Nama Pemegang Saham Seri A Seri B Seri A Seri B (%)
@Rp1.000.000,00 @Rp1.000.000,00
Modal Dasar - 1 9.199.999 1.000.000,00 | 9.199.999.000.000,00
Rp9.200.000.000.000,00
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor
Negara Republik Indonesia 1 2.299.999 1.000.000,00 | 2.299.999.000.000,00 100,00
Jumlah Modal 1 2.299.999 1.000.000,00 | 2.299.999.000.000,00 100,00
Ditempatkan dan Modal
Disetor
Saham Dalam Portepel - 6.900.000 - | 6.900.000.000.000,00
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Dalam Akta No. 28/2020, terjadi peningkatan modal Perseroan dari yang semula sebesar
Rp5.200.000.000.000,00 (lima triliun dua ratus miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp9.200.000.000.000,00
(sembilan triliun dua ratus miliar Rupiah) dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari
sebelumnya sebesar Rp1.300.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus miliar Rupiah) menjadi sebesar
Rp2.300.000.000.000,00 (dua triliun tiga ratus miliar Rupiah). Tambahan modal ditempatkan dan
disetor sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) seluruhnya telah diambilbagian dan
disetor oleh Negara Republik Indonesia, yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun 2020 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun
2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan
Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani dan dibuktikan dengan Rekening Koran dari PT
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan No. Account 8889898128/PNM 2020 Periode 27 Juli 2020
sampai dengan 31 Juli 2020.

b. Berdasarkan Akta No. 12/2021, terjadi peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang semula
sebesar Rp2.300.000.000.000,00 (dua triliun tiga ratus miliar Rupiah) menjadi sebesar
Rp3.800.000.000.000,00 (tiga triliun delapan ratus miliar Rupiah), sehingga struktur permodalan
Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp9.200.000.000.000,00 (sembilan triliun dua ratus miliar Rupiah) yang
terdiri dari:

a. Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) yang terbagi atas 1 (satu) saham
Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu
juta Rupiah).

b. Rp9.199.999.000.000,00 (sembilan triliun seratus sembilan puluh
sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah)
yang terbagi atas 9.199.999 (sembilan juta seratus sembilan puluh
sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham
dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).

Modal Disetor : Rp3.800.000.000.000,00 (tiga triliun delapan ratus miliar Rupiah), yang
terdiri dari:

a. Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) yang terbagi atas 1 (satu) saham
Seri A Dwiwarna.

b. Rp3.799.999.000.000,00 (tiga triliun tujuh ratus sembilan puluh
sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah)
yang terbagi atas 3.799.999 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh
sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B.

Modal Ditempatkan : Rp3.800.000.000.000,00 (tiga triliun delapan ratus miliar Rupiah).

Susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 12/2021 adalah sebagai

berikut:
Jumlah Saham Nilai Saham Persentase
Nama Pemegang Saham Seri A Seri B Seri A Seri B (%)
@Rp1.000.000,00 @Rp1.000.000,00
Modal Dasar - 1 9.199.999 1.000.000,00 9.199.999.000.000,00
Rp9.200.000.000.000,00
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor
Negara Republik Indonesia 1 3.799.999 1.000.000,00 3.799.999.000.000,00 100,00
Jumlah Modal 1 3.799.999 1.000.000,00 3.799.999.000.000,00 100,00
Ditempatkan dan Modal
Disetor
Saham Dalam Portepel - 5.400.000 - 5.400.000.000.000,00

Tambahan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar
Rupiah) seluruhnya telah diambilbagian dan disetor oleh Negara Republik Indonesia, yang berasal dari
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia No. 63 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Saham
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani dan dibuktikan dengan Rekening Koran dari
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Thk dengan No. Account 8889898117/PNM 2020 Tahap Il Periode 03
Desember 2020 sampai dengan 17 Desember 2020.

Direksi Perseroan telah mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham sebagaimana diwajibkan dalam
Pasal 50 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Pemegang Saham Perseroan merupakan pemegang saham
Perseroan yang sah yang memiliki sejumlah 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dan 3.799.999 (tiga juta tujuh
ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham seri B.

Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
peningkatan modal dilakukan melalui persetujuan RUPS, selanjutnya Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa persetujuan RUPS atas peningkatan modal wajib
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk didaftarkan di daftar
Perseroan.

Perizinan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin antara lain sebagai berikut:

Perseroan

No. Nama lIzin Yang Diperoleh Instansi Yang Menerbitkan Jangka Waktu

a. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S- Otoritas Jasa Keuangan Selama Perseroan masih
150/NB.2/2015 tanggal 27 April 2015 menjalankan kegiatan usahanya
perihal Pengawasan PT Permodalan
Nasional Madani (Persero)

b. Salinan Keputusan Anggota Dewan Otoritas Jasa Keuangan Selama Perseroan masih
Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. menjalankan kegiatan usaha
KEP-24/NB.223/2020 tentang Pemberian syariah
Izin Pembentukan Unit Usaha Syariah
Kepada PT Permodalan Madani (Persero)
tanggal 20 Maret 2020

C. Nomor Induk Berusaha No. Lembaga Pengelola dan Selama Perseroan masih
9120103342169 tanggal 26 Maret 2019 Penyelenggara 0SS menjalankan kegiatan usahanya

d. Nomor Pokok Wajib Pajak No. Kementerian Keuangan Republik  [Selama Perseroan masih
01.061.178.8-093.000 atas nama |Indonesia — Direktorat Jendral Pajak [terdaftar sebagai Wajib Pajak
Perseroan

e. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Kementerian Keuangan Republik  [Selama Perseroan masih
Pajak No. S- |Indonesia — Direktorat Jendral Pajak (dikualifikasi sebagai Pengusaha
31PKP/WPJ.19/KP.0403/2017 tanggal 19 Kena Pajak
September 2017

f. Surat Keterangan Terdaftar No. S- Kementerian Keuangan Republik  [Selama Perseroan masih
137KT/WPJ.19/KP.0403/2017 tanggal 19 |Indonesia — Direktorat Jendral Pajak (terdaftar sebagai Wajib Pajak
September 2017

Perizinan yang dimiliki Perseroan tersebut di atas berlaku sepanjang Perseroan melakukan kegiatan usahanya.

Perusahaan Anak

No. Perusahaan Anak Izin Nomor & Tanggal Izin Masa Berlaku
dan Instansi yang Memberi

1. PT PNM Investment | Izin Usaha Penasihat | KEP-16/D.04/2019 tanggal 2 April Berlaku sepanjang

Management Investasi 2019 dikeluarkan oleh Otoritas Jasa | melakukan kegiatan
Keuangan usaha.

Izin Usaha Manajer | KEP-01/PM/MI/1998  tanggal 27 | Berlaku sepanjang

Investasi Januari 1998 dikeluarkan oleh Otoritas | melakukan kegiatan
Jasa Keuangan usaha.

Izin Usaha Penasihat | 0220200301903  diterbitkan  oleh | Berlaku sepanjang
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No. Perusahaan Anak I1zin Nomor & Tanggal lzin Masa Berlaku
dan Instansi yang Memberi
Berjangka Lembaga OSS melakukan kegiatan
usaha.
Izin 0220200301903  diterbitkan  oleh Berlaku sepanjang
Operasional/Komersial Lembaga 0SS melakukan kegiatan
usaha.
Nomor Induk Berusaha | 0220200301903  diterbitkan  oleh Berlaku sepanjang
Lembaga OSS melakukan kegiatan
usaha.

2. PT Permodalan | Izin Usaha Modal | 352/KMK.017/2000 tanggal 23 Berlaku sepanjang
Nasional Madani | Ventura Agustus 2000 oleh Menteri Keuangan | melakukan kegiatan
Venture Capital Republik Indonesia usaha.

Izin Lokasi 9120109742736 tanggal 24 Juli 2019 Berlaku sepanjang
oleh Pemerintah Republik Indonesia | melakukan kegiatan
c.g. Lembaga Pengelola dan usaha.
Penyelenggara 0SS

5. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini
adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris

. Ir. Arif Rahman Hakim ***)

: H. Muhammad Sholeh Amin **)
: Veronica Colondam **)

: Meidyah Indreswari **)

: Parman Nataatmadja *)

Direksi

Direktur Utama

Direktur Keuangan dan Operasional
Direktur Bisnis

Direktur Kelembagaan dan Perencanaan
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko

: Arief Mulyadi **)

: R. Tjatur Herry Priyono **)
: Kindaris ***)

: Sunar Basuki ***)

: Ir. Anton Fahlevie *)

*) Telah memperoleh hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No.
16/P0OJK.05/2019 tentang Pengawasan PT Permodalan Nasional Madani (“POJK No.
16/P0OJK.05/2019”).

**)  sesuai ketentuan Pasal 38 POJK No. 16/POJK.05/2019, tetap dapat melakukan tindakan, tugas dan

fungsi sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi Perseroan, dikarenakan diangkat pada tahun 2017

dan 2018 sebelum POJK No. 16/P0OJK.05/2019 berlaku bagi Perseroan.

Belum memperoleh penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No.

16/P0OJK.05/2019, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (2) POJK No. 16/POJK.05/2019 dilarang untuk

melakukan tindakan, tugas dan fungsi sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

***)

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat tersebut diatas diangkat berdasarkan:

a. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. SK-85/MBU/05/2017 tentang Pemberhentian
dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan
Nasional Madani tanggal 02 Mei 2017 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan PT
Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 05 tanggal 04 Mei 2017 dibuat di hadapan Hadijah, S.H.,
Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam
database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0140371 tanggal 29 Mei 2017 dan telah didaftarkan
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dalam Daftar Perseroan No. AHU-0068545.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 29 Mei 2017, sehubungan
dengan pengangkatan H. Muhammad Sholeh Amin sebagai Komisaris Independen.

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. SK-133/MBU/05/2018 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Permodalan Nasional Madani tanggal 21 Mei 2018 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan
Keputusan

PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 78 tanggal 22 Mei 2018 dibuat di hadapan Hadijah, S.H.,
Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam
database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0212442 tanggal 05 Juni 2018 dan telah didaftarkan
dalam Daftar Perseroan No. AHU-0077393.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 05 Juni 2018, sehubungan
dengan pengangkatan Meidyah Indreswari sebagai Komisaris Independen dan Veronica Colondam
sebagai Komisaris Independen.

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. SK-304/MBU/09/2020 tentang Pengangkatan
Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani tanggal 23
September 2020 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Penegasan Pernyataan Keputusan PT Permodalan
Nasional Madani (Persero) No. 03 tanggal 06 Januari 2021 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di
Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database
Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia No. AHU.AH.01.03-0020648 tanggal 14 Januari 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar
Perseroan No. AHU-0006790.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 14 Januari 2021, sehubungan dengan
pengangkatan Parman Nataatmadja sebagai Komisaris.

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. SK-120/MBU/04/2021 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan
Nasional tanggal 16 April 2021 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani
(Persero) No. 23 tanggal 20 April 2021 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta (“Akta No.
23/2021"), sehubungan dengan pengangkatan Ir. Arif Rahman Hakim sebagai Komisaris Utama. Sampai
dengan tanggal Tambahan Laporan Uji Tuntas ini, Akta No. 23/2021 masih dalam proses pelaporan
pada Menteri Hukum dan HAM untuk dicatat dalam Daftar Perseroan sebagaimana dibuktikan dalam
Surat Keterangan No. 039/NOT/V/2021 tanggal 04 Mei 2021 yang dibuat oleh Hadijah, S.H., M.Kn.,
Notaris di Jakarta Pusat. Berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (7) UU No. 40/2007, Direksi wajib
memberitahukan perubahan anggota Dewan Komisaris kepada Menteri Hukum dan HAM paling lambat
30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS pengangkatan Dewan Komisaris tersebut.
Selama pemberitahuan yang disyaratkan dalam Pasal 111 ayat (7) belum dilakukan, sesuai dengan
ketentuan Pasal 111 ayat (8) UU No. 40/2007, Menteri Hukum dan HAM berhak menolak setiap
pemberitahuan perubahan susunan Dewan Komisaris selanjutnya yang disampaikan kepada Menteri
Hukum dan HAM oleh Direksi Perseroan

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. SK-67/MBU/4/2017 tentang Pemberhentian
dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional
Madani tanggal 4 April 2017 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan PT
Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 11 tanggal 06 April 2017 dibuat di hadapan Hadijah, S.H.,
Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam
database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0127991 tanggal 18 April 2017 dan telah didaftarkan
dalam Daftar Perseroan No. AHU-0050156.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 18 April 2017, sehubungan
dengan pengangkatan R. Tjatur Herry Priyono sebagai Direktur Keuangan.
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f. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Perseroan (Perseroan) PT Permodalan Nasional Madani No. SK-40/MBU/02/2018 tentang
Pemberhentian, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan
(Persero) PT Permodalan Nasional Madani tanggal 9 Februari 2018 sebagaimana dinyatakan dalam Akta
Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 28 tanggal 13 Februari 2018
dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan
telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0075489 tanggal 21
Februari 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0024474.AH.01.11.Tahun 2018
tanggal 21 Februari 2018, sehubungan dengan pengalihan tugas Arief Mulyadi yang sebelumnya sebagai
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko menjadi sebagai Direktur Utama.

g. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. SK-179/MBU/05/2021 tentang
Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-
Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani tanggal 28 Mei 2021
sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku
Rapat Umum Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 39 tanggal 31 Mei 2021
(“Akta No. 39/2021”), sehubungan dengan pengangkatan Kindaris sebagai Direktur Bisnis dan Sunar
Basuki sebagai Direktur Kelembagaan dan Perencanaan, pengalihan tugas Tjatur Heri Priyono semula
sebagai Direktur Keuangan menjadi Direktur Keuangan dan Operasional dan Anton Fahlevie semula
sebagai Direktur Bisnis menjadi Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Sampai dengan Tambahan
Laporan Uji Tuntas ini, Akta No. 39/2021 masih dalam proses pelaporan pada Menteri Hukum dan HAM
untuk dicatat dalam Daftar Perseroan sebagaimana dibuktikan dalam Surat Keterangan No.
045/NOT/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 yang dibuat oleh Hadijah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat.
Berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (7) UU No. 40/2007, Direksi wajib memberitahukan perubahan
anggota Direksi kepada Menteri Hukum dan HAM paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
tanggal keputusan RUPS pengangkatan Direksi tersebut. Selama pemberitahuan yang disyaratkan dalam
Pasal 94 ayat (7) belum dilakukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 94 ayat (8) UU No. 40/2007, Menteri
Hukum dan HAM berhak menolak setiap pemberitahuan perubahan susunan Direksi selanjutnya yang
disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM oleh Direksi Perseroan.

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/2015
tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha
Milik Negara, Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-03/MBU/2015 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara dan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/P0OJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau
Perusahaan Publik (“POJK No. 33/POJK.04/2014").

Susunan Komisaris Independen yang menjabat pada tanggal Pendapat Hukum ini, telah memenuhi ketentuan
jumlah susunan Komisaris Independen yaitu 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan
Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (3) POJK No. 33/P0OJK.04/2014.

Dewan Komisaris dan Direksi, telah memenuhi ketentuan persyaratan dalam POJK No. 16/P0OJK.05/2019,
sehingga dapat melakukan tindakan, tugas dan fungsi sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi
Perseroan, kecuali Ir. Arif Rahman Hakim, Kindaris dan Sunar Basuki yang belum memperoleh hasil penilaian
kemampuan dan kepatutan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (2) POJK No. 16/POJK.05/2019 dilarang untuk
melakukan tindakan, tugas dan fungsi sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Penilaian
kemampuan dan kepatutan Ir. Arif Rahman Hakim sedang dalam proses permohonan sebagaimana dinyatakan
dalam Surat Perseroan No. $-0202/PNM-DIRUT/SPR/V/21 tanggal 3 Mei 2021 dan telah diterima oleh Otoritas
Jasa Keuangan sebagaimana dinyatakan dalam Tanda Terima Permohonan Fit And Proper Test No.
000000000007546 tanggal 3 Mei 2021. Berdasarkan informasi Perseroan, penilaian kemampuan dan
kepatutan Ir. Arif Rahman Hakim akan dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2021. Sampai dengan tanggal
Prospektus ini, belum terdapat jadwal pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap Ir. Rahman
Hakim dari Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan, untuk Kindaris dan Sunar Basuki sedang dalam pegumpulan
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dokumen administrasi untuk pengajuan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada Otoritas
Jasa Keuangan.

Dewan Komisaris dan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa
jabatan selama 5 (lima) tahun sejak pengangkatan dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa
jabatan.

Tidak terdapat hubungan keluarga di antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang saham
Perseroan. Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris
dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain yang berkaitan dengan
penempatan atau penunjukkan sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris Perseroan.

Perseroan melakukan pemenuhan atas kualifikasi tertentu oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang diatur oleh Kementerian BUMN.

Seluruh Direksi Perseroan tidak memiliki kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai
anggota Direksi Perseroan terkait Penawaran Umum Efek bersifat utang atau pencatatannya di Bursa Efek
maupun hal yang dapat menghambat kemampuannya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris

Ir. Arif Rahman Hakim
Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 55 tahun.

Mendapatkan gelar Insinyur di bidang teknik industri pada tahun 1990 dari Institut
Teknologi Bandung, Bandung, serta gelar M.S di bidang Policy Economics dari University of
Illinois at Urbana Champaign, Amerika Serikat, pada tahun 1999.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2021. Saat ini menjabat sebagai
Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Eselon 1) di Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (2021-sekarang). Sebelumnya menjabat sebagai
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (Eselon 1) di Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah (2020-2021), Sekretaris Jenderal (Eselon 1) di Komisi Pemilihan
Umum (2014-2020).

M. Sholeh Amin
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 63 tahun.

Mendapatkan gelar Sarjana di bidang Hukum pada tahun 1984 dari Universitas Islam
Indonesia, Yogyakarta, serta gelar Master di bidang Hukum Bisnis dari Universitas Gajah
Mada, Yogyakarta, pada tahun 2010.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2017. Menjabat juga
sebagaiDosen di Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor (1987 — sekarang), Advokat
(1991 - sekarang) dan Anggota Lembaga Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (2017
— saat ini). Sebelumnya bekerja di Lembaga Konsutasi & Bantuan Hukum Universitas Islam
Indonesia (1985 — 1987), Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (1987 — 1990) dan Komisioner
badan Wakaf Indonesia (BWI) (2011 —2017).
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Veronica Colondam
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 49 Tahun.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana di bidang Mass Communications and Public Relation dari
American University, Amerika Serikat pada tahun 2000, Master di bidang Social Science dari
Imperial College London and The London School of Hygiene and Tropical Medicines, Inggris
pada tahun 2006.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 2018. Saat ini menjabat juga
sebagai Pendiri/Ketua Yayasan Cinta Anak Bangsa (sejak 1999).

Meidyah Indreswari, SE.Ak, M.Sc. Ph.D. CA, CPMA, CKM
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 63 Tahun.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana di bidang Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun
1983, Master di bidang akuntansi dari University of Saskatchewan, Kanada pada tahun 1992
dan Doktoral pada jurusan studi pembangunan dari University of Massey, Selandia Baru
pada tahun 2006.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 2013. Saat ini menjabat juga sebagai Deputy
Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara(2017 — sekarang). Sebelumnya menjabat sebagai
kepala seksi Penyusunan Laporan Anggaran, BPKP/ Deputi Bidang Perencanaan dan Analisa
(1993 - 1997), Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, BPKP/ Deputi Bidang Administrasi
(1997 - 2000), Kepala Sub Direktorat Pengawasan Eksplorasi, Produksi, dan Pengolahan
Pertamina E&P, BPKP/Deputi Bidang Pengawasan Perminyakan dan Gas Bumi, - Bidang
Pengawasan Eksplorasi dan Produksi Pertamina (2000 - 2001), Kepala Sub Direktorat
Pengawas Kontrak Kerja Sama Perminyakan dan Gas Bumi, BPKP/ Deputi Akuntan Negara —
Bidang Pengawasan Technical Assistant Contract di bidang Perminyakan (2001 - 2006),
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan, BPKP/ Puslitbangwas (2006 -
2008), Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Il, Pw. BPKP Prov.
DKI Jakarta Il (2008 - 2010), Kepala Pusdiklatwas BPKP, BPKP/ Pusdiklatwas (2010 - 2013),
Sekretaris Utama BPKP, BPKP/ Sekretariat Utama (2013 — 2017)

Parman Nataatmadja
Komisaris

Warga Negara Indonesia, 63 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 23
September 2020

Beliau memperoleh gelar S-1 Fakultas Ekonomi di Universitas Islam Indonesia pada tahun
1985 dan memperoleh gelar S-2 Finance di State University of New York at Buffalo USA pada
tahun 1998.

Selain menjabat sebagai Komisaris Perseroan, beliau juga menduduki posisi sebagai Tenaga
Ahli Menteri Agraria dan Tata Ruang sejak Januari 2020. Sebelumnya, beliau juga pernah
menduduki beberapa jabatan seperti Komisaris Utama Bank BRI Syariah sejak April 2019
hingga September 2020, Komisaris Bank BTN dari Maret 2018-Mei 2019, Staf Khusus V
Menteri BUMN dari Februari 2018-Mei 2019, dan Direktur Utama PT PNM (Persero) dari
2008 hingga Februari 2018.
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Direksi

Arief Mulyadi
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 52 Tahun.

Memperoleh gelar Sarjana bidang limu Biologi dari Universitas Jenderal Soedirman pada
tahun 1993 serta gelar S2 bidang Kajian Stratejik Ketahanan Nasional dari Universitas
Indonesia pada tahun 2005.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2017. Sebelumnya menjabat sebagai Peneliti
dan Project Menagement pada beberapa proyek penelitian (1990 — 1995), ODP, Unit Head
di PT Bank Nusa Internasional Thk (1994 — 1999), Account Officer Divisi KPI di Perseroan
(1999 - 2000), Kepala Seksi Divisi Kredit Program Perseroan (2000), Pjs Kabag
Pengembangan Produk Divisi LKMS Perseroan (2000 — 2001), Pj. Kepala Divisi Manajemen
Mutu (2001 — 2004), Deputy Urusan Manajemen Resiko & Mutu (2004 — 2007), Kepala
Cabang Jakarta di Perseroan (2007), Deputy Group Jasa Manajemen & Kemitraan Perseroan
(2007 — 2008), Deputy Urusan Sekretariat Perusahaan di Perseroan (2008 — 2009), Deputy
Divisi Sekretariat Perusahaan di Perseroan (2009 — 2010), Kepala Divisi Sekretariat
Perusahaan di Perseroan (2010 — 2011), Kepala Divisi Pengembangan & Kapasitas Usaha di
Perseroan (2011 — 2013), Executive Vice President 1 di Perseroan (2015 — 2017) serta
Executive Vice President di Perseroan (2015 — 2017).

R. Tjatur Herry Priyono
Direktur Keuangan dan Operasional

Warga Negara Indonesia, 57 Tahun.
Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia, Depok, pada tahun 1993.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2017. Sebelumnya menjabat sebagai Analis
Junior di berbagai lembaga di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1986 — 1991),
Konsultan Junior di PT Sumarno Pabottinggi (1991 — 1992), Dosen di Sekolah Tinggi
Ekonomi Perbanas (1994), Associate Divisi Corporate Finance di PT Danareksa Sekuritas
(1999), Analis di Pefindo (1995 — 1996), Manager-Kepala Divisi Riset Ekuitas di PT Pefindo
(1996 — 1997), Assistant Vice President-Kepala Divisi Informsi di PT Wartaartha Pantasena
(1997 — 1999), Asisten Direktur Keuangan di PT Pakuan International (1999), Senior
Manager-Kepala Divisi Corporate Finance di PT PNM Investment Management (1999 —
2004), Senior Manager-Kepala Divisi Program Pengembangan Usaha Kecil & Menengah
(UKM) di PT PNM Investment Management (2005 — 2006), Associate Director di PT PNM
Investment Management (2007 — 2008) dan Direktur di PT PNM Investment Management
(2008 —2017)

Kindaris
Direktur Bisnis

Warga Negara Indonesia, 54 Tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 1991
dan Magister Ekonomi dari Universitas Trisaksi pada tahun 2004.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2021. Sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris
Dewan Komisaris PT PNM Venture Capital (2020-2021), EVP Bisnis UlaMM Perseroan (2019-
2021), EVP UlaMM dan Jasa Manajemen Perseroan (2019-2019), EVP Pengawasan dan
Legal Perseroan (2018-2019), Sekretaris Dewan Komisaris PT PNM Ventura Syariah (2015-
2015), Dewan Komisaris BPRS Mentari Garut (2009-2013).
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Sunar Basuki
Direktur Kelembagaan dan Perencanaan

Warga Negara Indonesia, 54 Tahun.

Memperoleh gelar Master of Business Administration dari University of Scranton pada
tahun 2007 dan Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun
1991.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2021. Sebelumnya menjabat sebagai EVP
Keuangan dan Operasional Perseroan (2018-2021), Kepala Divisi Keuangan dan Pendanaan
Perseroan (2017-2018), Kepala Divisi Perencanaan dan Riset Perseroan (2014-2017), dan
Kepala Divisi Akuntansi dan Operasi Perseroan (2012-2014).

Anton Fahlevie
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko

Warga Negara Indonesia, 52 Tahun. Menjabat sebagai Direktur Direktur Kepatuhan dan
Manajemen Risiko Perseoran sejak 2020.

Beliau memperoleh gelar S-1 Teknik Mesin di Universitas Trisakti pada tahun 1994 dan
memperoleh gelar S-2 Ekonomi Islam dan Keuangan Syariah PSKTTI Universitas Indonesia
pada tahun 2004.

Selain menjabat sebagai Direktur Bisnis Perseroan, beliau juga pernah menduduki beberapa
jabatan seperti Direktur Utama PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia dari Januari 2014
hingga September 2020, Direktur Keuangan PT Jaya Proteksi Tafakul dari April 2012 hingga
Januari 2014, dan menduduki posisi-posisi penting di PT PNM (Persero) hingga April 2012
mulai dari Deputi Grup Bisnis Syariah, Deputi Grup Penyertaan, Kepala Cabang Bandung,
dan Deputi Bidang Manajemen Pendukung Operasi.

6. Tata Kelola Perusahaan

Penerapan tata kelola Perseroan atau Good Corporate Governance (GCG) yang baik telah menjadi prioritas
utama Perseroan selama ini. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam SK Direksi PNM No. SK-007/PNM-DIR/III-04
tanggal 1 Maret 2004 tentang Pencanangan Pembentukan dan Pengembangan Sistem Manajemen PNM (SM
PNM) yang memastikan konsistensi pelaksanaan GCG di lingkungan Perseroan secara menyeluruh dengan
melibatkan seluruh perangkat tata laksana manajemen.

Pengembangan SM PNM dititikberatkan pada praktik GCG, konsep dan implementasi Sistem Manajemen Anti
Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016, Balanced Scorecard (BSC) serta perangkat organisasi lainnya dengan tetap
memperhatikan nilai dan budaya perseroan. Dalam menerapkan perspektif BSC, pemangku kepentingan,
proses bisnis atau Perseroan, serta pengembangan atau optimalisasi sumber daya manusia.

Dalam kerangka GCG, Perseroan juga terus melakukan kajian dan evalusasi terhadap organisasi pendukung
bisnis Perseroan, yang disertai perbaikan organisasi untuk memastikan penyediaan pendanaan yang cepat bagi
nasabah, produk yang berdaya saing tinggai dan dapat diterima pasar, serta melaksanakan tata kelola
Perseroan dengan risiko yang minim dan terkendali. Perseroan juga mengevaluasi kelengkapan struktur
organisasi, termasuk mengkaji cost dan benefit.

Manajemen menyadari bahwa dengan melaksanakan prinsip-prinsip GCG bukan hanya merupakan kewajiban
semata-mata Perseroan sebagai BUMN, namun ini adalah bentuk komitmen Perseroan untuk meningkatkan
keberhasilan usaha dan akuntabilitasnya dalam jangka panjang yang diharapkan dapat meningkatkan nilai
perusahaan berupa peningkatan kinerja (perfomance) dan penciptaan citra perusahaan yang baik (good
corporate image). Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor 01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus
2011, secara umum kondisi penerapan GCG pada Perseroan untuk periode tahun 2020 mencapai predikat
kategori "baik”, dengan skor 84,409 dari skor maksimal 100.
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Untuk menjaga konsistensi implementasi tata kelola perusahaan yang baik, Perseroan secara berkala dan
terprogram terus melakukan kajian dan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek operasionalnya,
termasuk di dalamnya adalah kajian-kajian terhadap organisasi pendukung usahanya. Kajian dan evaluasi ini
akan diikuti oleh perbaikan-perbaikan operasional dan bisnis Perseroan agar mampu memenuhi dan
memuaskan kebutuhan serta harapan pelanggan akan layanan berkualitas melalui output produk berkualitas
dan berdaya saing tinggi sehingga dapat diterima dengan baik oleh pasar. Implementasi tata kelola perusahaan
yang baik Perseroan juga mencakup pengelolaan dan pengendalian risiko untuk menjamin kemampu labaan
Perseroan. Kajian lain yang secara berkala dilakukan oleh Perseroan adalah evaluasi kelengkapan struktur
organisasi, termasuk aspek cost and benefit.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan
memberikan saran kepada Direksi serta memastikan bahwa tata kelola perusahaan telah diterapkan secara
efektif dan berkelanjutan. Gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

Tugas, wewenang, dan kewajiban Dewan Komisaris Perseroan telah diatur dan dilaksanakan sebaik-baiknya
berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan serta mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku. Tugas pokok Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

e Dewan Komisaris bertanggung jawab dan berwenang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan,
jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberikan
nasihat kepada Direksi.

e Pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untukkepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksuddan
tujuan Perseroan, dan tidak dimaksudkan untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu.

e Dewan Komisaris membuat pembagian tugas yang diaturoleh mereka sendiri.

Sampai dengan akhir tahun 2020, Komisaris Perseroan telah melakukan rapat sebanyak 18 kali dengan
frekuensi kehadiran seluruh anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

Nama Jumlah Rapat Jumlah Kehadiran
Rully Indrawan 18 18
M Sholeh Amin 18 18
Meidyah Indreswari 18 18
Veronica Colondam 18 16
Parman Nataatmadja 6 6

Sepanjang 2020, Dewan Komisaris mengikuti pelatihan dengan rincian sebagai berikut:

Nama Jenis Pelatihan Penyelenggara Waktu
Rully Indrawan Expand Leadership Corporate Leadership 26-29  Februari
Program Development Institute 2020
Covid Implication on Sekretariat Institut 04 Juli 2020
GCG Practice Akuntan Manajemen
Indonesia
M. Sholeh Amin Covid Implication on Sekretariat Institut 04 Juli 2020
GCG Practice Akuntan Manajemen
Indonesia
Covid Implication on Sekretariat Institut  Sekretariat
Veronica Colondam GCG Practice Akuntan Manajemen Institut Akuntan
Indonesia Manajemen
Indonesia
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Perseroan telah memiliki program orientasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi sejak 2006. Program ini disusun
untuk memberi gambaran aktivitas bisnis, rencana usaha, panduan kerja, maupun hal-hal lain yang berkaitan
dengan Perseroan bagi Dewan Komisaris maupun Direksi yang baru bergabung. Materi orientasi meliputi
orientasi Perseroan, orientasi corporate governance, orientasi tugas dan kewajiban serta hal-hal lain yang
berkenaan dengan komisaris, orientasi tentang tugas dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan
Direksi, dan orientasi mengenai tugas dan kewajiban struktur manajemen Perseroan.

Sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. RapatKerja:
a. Rapat Internal Dewan Komisaris sebanyak 16 kali
b. Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi PT PNM (Persero) sebanyak 18 kali
Tingkat Kehadiran rapat Dewan Komisaris sebesar 97,8%
2. Kunjungan Kerja :
a. Sdr. Rully Indrawan melakukan 19 kali kunjungan
b. Sdri. Meidyah Indreswari melakukan 15 kali kunjungan
c. Sdr. M. Sholeh Amin melakukan 7 kali kunjungan
d. Sdri. Veronica Colondam melakukan 8 kali kunjungan
e. Sdr. Parman Nataatmadja melakukan 1 kali kunjungan
3. Optimalisasi Pemberian Nasihat :
a. Memberikan nasihat dan masukan kepada Direksi PT PNM (Persero) atas pencapaian kinerja
bulanan tahun 2020 dan dalam setiap rapat kerja.
b. Memberikan saran dan masukan dalam RUPS Persetujuan Laporan Keuangan Audit Tahun
Buku 2020 dan RUPS Pengesahan RKAP PT PNM Tahun 2021.
c. Memberikan Persetujuan atau Rekomendasi atas usulan kebijakan/tindakan Direksi yang
memerlukan persetujuan atau rekomendasi Dewan Komisaris, misalnya:
4. Persetujuan atas Pendirian Kantor Cabang, Struktur Organisasi, Penyaluran Dana Program Kemitraan
melalui BUMN Khusus dengan Mekanisme Hibah, Izin cuti Direksi dan Revisi RKAP 2020.
5. Tanggapan atas laporan keuangan konsolidasi, struktur organisasi, Penghapusbukuan Aset Tahun
2020, RKAP 2021 dan laporan triwulanan.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja bagi Dewan Komisaris Perseroan setelah masa kerja berakhir.
Direksi

Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan mengelola Perseroan
dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan yang ada untuk kepentingan Perseroan dan dalam
rangka mencapai tujuan Perseroan yang telah ditetapkan.

Direksi senantiasa melaksanakan pengelolaan usaha sekaligus mengelola dan melindungi kekayaan
perusahaan, strategi, dan rencana anggaran secara teratur serta merupakan representasidari perusahaan baik
secara internal maupun eksternal. Direksi senantiasa menjalankan tugas kepengurusan Perseroan dengan
memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh pihak terkait dengan aktivitas bisznis Perseroan.

Perseroan tidak memiliki kontrak dengan Direksi terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

Dalam tata kelola Perseroan, tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Direksi secara umum antara lain:

1. Memastikan visi dan misi Perseroan berjalan dengan baik;

2.  Merumuskan dan menjabarkan sasaran, strategi, dan kebijakan korporasi;

3. Memastikan bisnis berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebijakan serta prosedur;

4. Melakukan koordinasi dan verifikasi program kerja dan anggaran sehingga dapat sesuai dengan sasaran,
strategi, dan kebijakan masing-masing Direktorat;

5. Memastikan fungsi pengawasan sudah sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good
Corporate Governance).

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-058/PNM-DIR/XII/20, seluruh jajaran Direksi Perseroan memiliki
tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pembagiannya sebagai berikut:
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Direktur Utama
Bertugas untuk mengatur seluruh aktivitas yang berkaitan dengan tugas Direksi, serta membawahi divisi-divisi
antara lain:

1. Satuan Pengawas Intern (SPI)

2. Sekretariat Perusahaan (SPR)

3. Unit Usaha Syariah (UUS)

4. Pengembangan Portofolio Mekaar (POM)

Direktur Utama memimpin Anggota Direksi PT PNM (Persero) dalam menjalankan tugas tanggung jawab dan
kewenangan selaku Direksi PT PNM (Persero). Menjalankan Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan lainnya
selaku Direksi PT PNM (Persero) yang telah ditentukan berdasarkan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku.

Direktur Keuangan
Bertugas untuk membawahi EVP dan divisi-divisi:

1. EVP Keuangan dan Operasional (EVP KDO)
Keuangan dan Pendanaan (KDP)
Operasi dan Bisnis Support (OBS)
Pengadaan dan Infrastruktur (PPI)
Pengelolaan dan Pengembangan SDM (SDM)

ukhwn

Direktur Keuangan mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian termasuk penetapan struktur
remunerasi, gaji, pensiun, atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi Karyawan Perusahaan berdasarkan
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada menetapkan
penjatuhan sanksi kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku.

Direktur Bisnis
Bertugas untuk membawahi EVP dan divisi-divisi:

1. EVP Bisnis UlaMM (EVP ULM)
Pengelolaan Bisnis Mekaar | (PBM 1)
Pengelolaan Bisnis Mekaar Il (PBM II)
Pengelolaan Bisnis Mekaar Il (PBM I11)
Pembinaan dan Monitoring Bisnis Mekaar (PBM)
Pengelolaan Bisnis UlaMM | (PBU I)
Pengelolaan Bisnis UlaMM Il (PBU lI)
Remedial (RMD)
Pembinaan dan Monitoring Bisnis UlaMM (PBU)

e NOUAWN

Memastikan kelangsungan Bisnis Pembiayaan PNM ULaMM dan Pembiayaan PNM Mekaar. Mengatur
Penyerahan kekuasaan pada lingkup Direktorat Bisnis kepada seorang atau beberapa orang karyawan
Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko
Bertugas untuk membawahi EVP dan divisi-divisi:
1. EVP Pengembangan dan Legal (EVP PDL)
2. Kepatuhan dan Legal (KDL)
3. Perencanaan Perusahaan (PRA)
4. Manajemen Risiko (MRI)

Melakukan pengembangan-pengembangan yang diperlukan bagi usaha-usaha yang dijalankan Perusahaan.
Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas, dan kewenangan yang dijalankan pada lingkup Direktorat
Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
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Direktur Kelembagaan

Bertugas untuk membawahi divisi-divisi:
1. Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU)
2. Teknologi Informasi (TIF)

3. Jasa Manajemen, Kemitraan, dan LKMS (JML)

dan Unit PKBL

Bertanggungjawab atas kegiatan pengembangan kapasitas usaha; bertanggungjawab atas pengelolaan jasa
manajemen dan kemitraan baik untuk UMK maupun LKM/S; bertanggungjawab atas berjalannya fungsi sistem

teknologi informasi baik IT operasi, IT strategis, maupun IT infrastruktur.

Bertugas untuk mengatur seluruh aktivitas yang berkaitan dengan tugas Direksi, serta membawahi divisi-divisi

antara

Sepanjang tahun 2020, Direksi Perseroan telah menyelenggarakan rapat sebanyak 16 kali dengan frekuensi

kehadiran sebagai berikut:

Jumlah Rapat

Jumlah Kehadiran

Arief Mulyadi 16 16
Anton Fahlevie 2 2
Tjatur H Priyono 16 16
M.Q. Gunadi 16 16
Noer Fajrieansyah 2 2
Sepanjang 2020, Direksi telah mengikuti pelatihan dengan rincian sebagai berikut:
Nama Jenis Pelatihan Penyelenggara Waktu
Arief Mulyadi Indonesia Economic Institut Akuntan Manajemen 31 Januari 2020
Outlook Indonesia
Insentif dan Relaksasi Institut Akuntan Manajemen 23 April 2020
Pajak sehub Covid-19 Indonesia
Dampak Covid-19 bagi Institut Akuntan Manajemen 20 Mei 2020
Profesi Akuntan Indonesia
Manajemen
Kode Etika Akuntan Institut Akuntan Manajemen 13 Juni 2020
Indonesia Indonesia
Challenges to New Insitut Akuntan Manajemen 20 Juni 2020
Normal an Enterprise Indonesia
Risk Manajemen
Sekarang dan Masa
Depan
Covid-19 Implication on Institut Akuntan Manajemen 4 Juli 2020
GCG Practise Indonesia
Best-Practice Method Institut Akuntan Manajemen 25 Juli 2020
Perhitungan WACC Indonesia
Institut  Akuntan  Manajemen
Effective data Indonesia 8 Agustus 2020
Governance in Master
Data Management Institut  Akuntan  Manajemen
Peran Akuntan Indonesia 5 Sep 2020
Manajemen dalam Institut Akuntan Manajemen
Pencegahan Fraud Indonesia
Akuntan Manajemen di  Laboratorium Akuntansi FEB 12 Sep 2020
Era Digital Institut  Akuntan Manajemen
Webinar 4 World Class Indonesia 13 Nov 2020
Professor 2020
Seminar Nasional The 20 Nov 2020
Role of Management Institut Akuntan Manajemen
Accountants in the new Indonesia
era Institut  Akuntan Manajemen
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Nama

Jenis Pelatihan

Penyelenggara

Waktu

Tjatur H. Priyono

M.Q. Gunadi

Noer Fajrieansyah

Indonesia Economic
Outlook 2020

Insentif dan Relaksasi
Pajak sehub Covid-19
Dampak Covid-19 bagi
Profesi Akuntan
Manajemen

Kode Etika Akuntan
Indonesia: Akuntan
Manajemen Sekarang
dan Masa Depan
Challenges to New
Norman an Enterprise

Risk Management
Approach
Towards Post-

Pandemic Adventure
Covid-19 Implication on
GCG Practise
Best-Practice Method
Perhitungan WACC
Effective Data
Governance in Master
Data Management
Peran Akuntan
Manajemen dalam
Pencegahan Fraud
Akuntan Manajemen di
Era Digital

Webinar 4 World Class
Professor 2020
Seminar Nasional: The
Role of Management
accounts in the new era

1. FinTech for
Managers

2. Artificial Intelligence
De-mystified

3. Cyber Security for
Managers

Pelatihan  Awareness
Implementator dan
Auditor Internal Sistem
Manajemen Anti

Penyuapan ISO 37001
Covid-19 Implication on

GCG Practice
Strategi  Pengelolaan
Risiko Pembiayaan

Syariah Pasca Covid-19

Growth Mindset-Usual
is Business
IT Risk Maturity

Indonesia
Institut  Akuntan
Indonesia
Institut  Akuntan
Indonesia

Institut  Akuntan
Indonesia

Institut  Akuntan
Indonesia
Institut  Akuntan
Indonesia
Institut  Akuntan
Indonesia
Institut  Akuntan
Indonesia

Institut  Akuntan
Indonesia
Institut  Akuntan
Indonesia

Manajemen

Manajemen

Manajemen

Manajemen
Manajemen
Manajemen

Manajemen

Manajemen

Manajemen

Laboratorium Akuntansi. FEB

Institut Akuntansi

Indonesia

University of Oxford

Sucofindo

Institut  Akuntan
Indonesia
IAEI

Bpk Bimalaga

Ask Consulting

Manajemen

Manajemen

31 Januari 2020
23 April 2020

20 Mei 2020

13 Juni 2020

20 Juni 2020

22 Juni 2020

4 Juli 2020

25 Juli 2020

8 Agustus 2020

5 Sep 2020

12 Sep 2020

13 Nov 2020

20 Nov 2020

18-21 Mar 2020

17 Juni 2020

4 Juli 2020

23 Juli 2020

14 Des 2020

15-16 Des 2020
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Komite Nominasi dan Remunerasi

Dalam rangka pemenuhan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/P0OJK.04/2014 tentang
Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik, Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan
Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi
berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. SK-001/PNM-
KOM/IV/2020 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi PT Permodalan Nasional Madani tanggal 21 April
2020, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : H. Muhammad Sholeh Amin
Sekretaris : Kepala Divisi SDM (ex-officio)
Anggota : Veronica Colondam

Anggota : Meidyah Indreswari

Pengangkatan Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan sesuai dengan POJK No. 34/P0OJK.04/2014.

Sesuai dengan UUPT, besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan ditetapkan oleh RUPS. Adapun remunerasi, yaitu gaji dan tunjangan lainnya yang dibayarkan kepada
Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

31 Desember

Keterangan 2020 2019

Dewan Komisaris 11.610.516.805 8.034.355.374

Direksi 25.056.340.171 17.392.224.626

Jumlah 36.666.856.976 25.426.580.000
Komite Audit

Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-
05/MBU/2006 tentang Komite Audit Bagi Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
55/P0JK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Dewan Komisaris
Perseroan telah mengangkat Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional
Madani (Persero) No. SK-005/PNM-KOM/XI1/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite
Audit PT Permodalan Nasional Madani tanggal 25 November 2020, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Meidyah Indreswari
Sekretaris dan Anggota  : R. Yudha Praja Kusumah
Anggota : Edy Karim

Profil singkat Komite Audit
Ketua : Meidyah Indreswari
Uraian mengenai riwayat hidup Ketua Komite Audit telah dicantumkan pada Bab VIII Prospektus ini.

Sekretaris dan Anggota  : R. Yudha Praja Kusumah

Tahun Kelahiran 11989
Kewarganergaraan : Indonesia
Domisili : Jakarta

Riwayat Pendidikan:

e S1 Universitas Padjadjaran (2012, Bandung, Jawa Barat)

e SMA Sederajat SMA Negeri | Purwakarta (2006, Purwakarta, Jawa Barat)
* SMP Sederajat SLTP Negeri | Purwakarta (2003, Purwakarta, Jawa Barat)
¢ SD SD Negeri Singawinata (2000, Purwakarta, Jawa Barat)
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Pengalaman Kerja:

e  Kepala Subbagian Protokol (09 Juni 2020 — sekarang)
e Analis Keuangan (09 Januari 2019 — 08 Juni 2020)
e Analis Data BUMN (30 Oktober 2015 — 08 Januari 2019)
e Analis Data BUMN (01 Maret 2015 — 29 Oktober 2015)
Anggota : Edy Karim
Tahun Kelahiran : 1956
Kewarganergaraan : Indonesia
Domisili : Jakarta

Riwayat Pendidikan:

¢ S1 Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1984)
® S2 Megister llmu Hukum Universitas Jayabaya (2016)

Pengalaman Kerja:

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu (November 2008 — Agustus 2011)

Direktur Pengawasan dan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah Il BPKP (Agustus 2011 — Mei
2012)

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan (Mei 2012 - Agustus 2015)

Kepala Pusat Penelitian dan Pengawasan BPKP (Agustus 2015 — April 2016) (Purna Bhakti)

Piagam Komite Audit dimaksudkan untuk memberikan dasar bagi pelaksanaan tugas Komite Audit dalam
kaitannya membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan di Perseroan.

Piagam Audit bertujuan menjamin terlaksananya sistem pengendalian internal yang efektif dan terwujudnya
praktik good corporate governance di Perseroan, yang didasarkan pada prinsip independensi (independency),
transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), dan
kewajaran (fairness).

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain namun tidak
terbatas sebagai berikut:

a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau
pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi
keuangan Perseroan;

b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan
kegiatan Perseroan;

¢. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan
atas jasa yang diberikannya;

d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada
independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;

e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan
tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;

f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika

Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;

Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;

Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan

kepentingan Perseroan; dan

i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

= ¢
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Sepanjang tahun 2020, Komite Audit telah melaksanakan tugasnya sebagai berikut:

a. Melakukan rapat rutin Komite Audit dengan membahas aspek pengendalian internal, manajemen risiko,
dan penerapan Good Corporate Governance;

b. Memberikan tanggapan/masukan atas setiap agenda rapat Dewan Komisaris;

Memberikan rekomendasi untuk setiap hal-hal yang akan diputuskan Dewan Komisaris;

d. Melakukan rapat koordinasi dengan SPI.

o

Sepanjang tahun 2020, Komite Audit telah menyelenggarakan rapat sebanyak 18 kali dengan frekuensi
kehadiran sebagai berikut:

Nama Jumlah Rapat Jumlah Kehadiran
Meidyah Indreswari 18 18
Hari Setiadi 9 9
Rafi Rakhmadhan 15 15
Edy Karim 9 9
R. Yudha Praja K. 3 3

Komite Manajemen Risiko

Dalam rangka penerapan manajemen risiko untuk memenuhi ketentuan POJK No. 1/POJK.05/2015 tentang
Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Keuangan Non-Bank (“POJK No. 1/P0OJK.05/2015”), Perseroan
telah membentuk Komite Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-011/PNM-DIR/IV/18
tentang Pembentukan Komite Manajemen Risiko tanggal 13 April 2018, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Direktur Utama

Sekretaris : Divisi yang membawahi unit kerja bidang Manajemen Risiko
Anggota Tetap : Direksi Holding EVP

Anggota Tidak Tetap : Anak Perusahaan Kepala Divisi Holding

Pengangkatan Komite Manajemen Risiko dilakukan sesuai dengan POJK No. 1/POJK.05/2015.

Komite Manajemen Risiko memiliki anggota tetap yang terdiri dari Direksi Perusahaan Induk serta EVP,
anggota tidak tetap yang terdiri dari Direksi Perusahaan Anak dan Kepala Divisi Perusahaan Induk. Ketua
Komite Manajemen Risiko merupakan ketua Divisi Manajemen Risiko dan GCG yang berada di bawah Direksi.
Maka dari itu, Komite Manajemen Risiko melakukan pelaporan langsung kepada Direksi.

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

a. Menetapkan kebijakan dan peraturan yang berlaku universal di seluruh jajaran Perusahaan Induk
(Holding) dan sebagai bahan acuan bagi Anak Perusahaan/Afiliasi, terutama kebijiakan yang berkaitan
dengan bisnis dan operasional.

b. Menyetujui usulan rancangan kebijakan bisnis dari divisi/unit yang sebelumnya telah dievaluasi oleh Divisi
yang membawahi unit kerja bidang Manajemen Risiko berdasarkan aspek-aspek pengelolaan dan
pengendalian risiko serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Mengkaji proposal mengenai aktivitas/produk baru dan menilai kemampuan perusahaan untuk melakukan

aktivitas/produk baru tersebut melalui hasil review dari Divisi yang membawahi unit kerja bidang

Manajamen Risiko.

Menyusun contigency plan dalam kondisi tidak normal (worst case scenario).

Memantau kecukupan permodalan perusahaan terhadap Risk Exposure.

Mengevaluasi efektivitas sistem manajemen risiko yang diterapkan.

Mempertimbangkan dan memberikan persetujuan/penolakan terhadap penyimpangan atas pedoman

kebijakan yang telah ditetapkan.

h. Memantau dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan risiko pengeloaan
perusahaan berdasarkan laporan dari unit terkait.

@ oo
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Sepanjang tahun 2020, Komite Manajemen Risiko telah melaksanakan tugasnya sebagai berikut:

1. Membahas, menganalisa dan menyetujui rencana pemberian pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM) calon nasabah Perseroan.

2. Menganalisa serta menyetuju investasikepada anak Perusahaan; dan

3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan risiko pengelolaan Perseroan berdasarkan
laporan unit terkait.

Pelaksanaan rapat Komite Manajemen Risiko melekat pada rapat bisnis Perseroan dan keputusan dilakukan
secara sirkular.

Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (“DPS”) dibentuk Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani No. SK-146/MBU/07/2019
tentang Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Perseroan (Persero) PT
Permodalan Nasional Madani tanggal 3 Juli 2019 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan
PT Permodalan Nasional Madani No. 24 tanggal 09 Juli 2019 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta,
yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.
AHU-AH.01.03-0297810 tanggal 15 Juli 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-
0110193.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 15 Juli 2019, susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah
sebagai berikut

Ketua :  Didin Hafidhuddin
Anggota : Muhammad Syafii Antonio

Tugas DPS adalah untuk membantu melakukan pengawasan atas kegiatan unit-unit usaha di lingkungan
Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah agar tidak menyimpang dari
ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN.

Pengangkatan DPS tersebut dilakukan sesuai dengan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama
Indonesia (MUI) sebagaimana dinyatakan dalam Surat Dewan Syariah Nasional MUl No. U-352/DSB-
MUI/X1/2014 tanggal 04 November 2014 perihal Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah. Seluruh DPS, telah:

a. Memperoleh hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dinyatakan dalam:

i Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-23/NB.22/2020
tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Didin Hafidhuddin Selaku Ketua Dewan
Pengawas Syariah PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

ii. Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-22/NB.22/2020
tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Muhammad Syafii Antonio Selaku Calon
Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

b. Memperoleh lzin Ahli Syariah Pasar Modal sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
18/P0JK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk, seluruh Dewan
Pengawas Syariah sebagaimana dinyatakan dalam:

i. Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-27/D.04/ASPM-P/2016 tentang
Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal untuk Didin Hafidhuddin.

Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-17/PM.22/ASPM-P/2017 tanggal 9 November
2017 tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal untuk Muhammad Syafii Antonio.

Tugas DPS adalah untuk membantu melakukan pengawasan atas kegiatan unit-unit usaha di lingkungan

Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah agar tidak menyimpang dari
ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN.
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DPS mempunyai fungsi antara lain:

1. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada Direksi dalam hal ini melalui Direktur Kredit Program dan
Pembiyaan Perseroan;

2. Sebagai mediator antara Perseroan dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan
produk dan jasa keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN;

3. Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan di Perseroan dimana DPS akan melaporkan kegiatan usaha
serta perkembangan Perseroan sebagaimana ketentuan yang ditetapkan oleh DSN.

Selama tahun 2020, DPS telah mengadakan rapat Triwulan sebanyak 4 (empat) kali.
Satuan Pengawasan Internal (Unit Audit Internal)

Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/P0JK.04/2015 tentang
Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Piagam Unit Audit Internal, (“POJK No. 56/P0JK.04/2015”), Direksi
Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dibawah kendali Satuan Pengawas Internal dan telah
menyusun serta memberlakukan Piagam Satuan Pengawasan Internal. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT
Permodalan Nasional Madani (Persero) No. SK-0137/PNM/DIR/1/2019 tentang Penetapan Jabatan Karyawan
PT Permodalan Nasional Madani (Persero) tanggal 14 Januari 2019, Direksi Perseroan telah mengangkat Sri
Indrajaya sebagai Kepala Satuan Pengawasan Internal.

Pembentukan Piagam Audit Internal dan Unit Audit Internal telah sesuai dengan POJK No. 56/P0OJK.04/2015.

Fungsi
1. Sistem Pengendalian Intern

Mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Intern secara

berkesinambungan berkaitan. dengan pelaksanaan operasional perusahaan dalam pencapaian sasaran yang

telah ditetaplcan oleh manajemen dengan :

a. Membuat analisis dan penelitian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya,
termasuk melaksanakan pemeriksaan dan tugas untuk tujuan tertentu.

b. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang di review kepada semua
tingkatan manajemen.

c. Mengidentifikasi, memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.

d. Membantu mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko serta memberikan rekomendasi peningkatan kualitas
Manajemen Risiko.

2. Penerapan Risk Management

SPI mernbantu mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko serta berperan aktif melalui rekornendasi dan solusi
peningkatan kualitas Manajemen Risiko

3. Good Corporate Governance

SPI rnembantu memberikan assurance mengenai penerapan governance dengan melakukan penilaian dan
mernberikan rekomendasi dan solusi untuk memperbaiki governance process.

Kewenangan, Tugas Dan Tanggung Jawab

A. Wewenang SPI
1. Melakukan akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, informasi karyawan,
dana, asset, lokasi/ area dan sumber daya lain Perusahaan termasuk kepada perusahaan anak/ afiliasi
yang dimiliki perusahaan, serta melakukan verifikasi, wawancara, konfirmasi dan teknik pemeriksaan
lainnya kepada nasabah atau pihak lain berkaitan dengan pelaksanaan audit dan konsultasi;
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit
serta anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.
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Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite
Audit.

Melakukan koordinasi dengan Auditor, Assessor dan atau konsultan eksternal atas kegiatan assurance
oleh pihak eksternal.

Meminta bantuan dari unit kerja lain atau menggunakan jasa pihak ekstern dalam pelaksanaan audit
apabila dipandang perlu dengan mengikuti syarat yang ditetapkan oleh SPI.

Melakukan koordinasi dan membangun hubungan sinergis dengan unit/ fungsi penyelengaraan
assurance lainnya (compliance unit dan manajemen risiko) guna memperoleh hasil audit yang
komprehensif dan optimal.

Menentukan teknik pelaksanaan audit secara onsite atau remote audit.

Dapat memberikan opini hasil audit kepada seluruh auditan dan mendapatkan dukungan Direksi.

B. Tugas & Tanggung Jawab SPI

1.

o

10.

11.

12.

Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai
dengan kebijakan perusahaan.

Menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Audit Tahunan (Annual Audit Plan).

Melakukan audit dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang pembiayaan, operasional,
keuangan, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kegiatan lainnya baik secara onsite atau
audit jarak jauh (remote audit).

Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diaudit pada semua
tingkatan manajemen.

Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan
Dewan Komisaris.

Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah
disarankan.

Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit intern yang dilakukannya.

Melakukan audit khusus apabila diperlukan atau penugasan lainnya sesuai instruksi Direktur Utama.
Membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara
menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil tindak
lanjut audit.

Memberikan jasa konsultasi kepada pihak intern Perusahaan untuk memberikan nilai tambah dan
perbaikan terhadap kualitas pengendalian, pengelolaan risiko dan tata Kelola perusahaan sepanjang
tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas SPI serta sumber daya yang memadai.

Melakukan fungsi mitra kerja (counter part) pihak pemeriksa eksternal serta pihak lain yang
berkepentingan.

Bekerja sama dengan Komite Audit dalam rangka mendukung Komite Audit dalam menjalankan fungsi
pengawasan (oversight) yang tidak menduplikasi fungsi pengawasan lainnya di dalam perusahaan.

Asset and Liabilities Committee

Asset and Liabilities Commitee ("ALCO”) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-008/PNM-
DIR/IV/18 tanggal 10 April 2018 tentang Pembentukan Tim Asset and Liability Committee (ALCO) dan Staff
Supporting Group ("SSG”) ALCO — Ad Hoc. Susunan pengurus ALCO yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tim ALCO yang terdiri dari:

Anggota Committee . Seluruh Direksi

EVP

Kepala Divisi yang menbawahi unit kerja bidang Keuangan dan Pendanaan
Kepala Divisi yang membawahi unit kerja Bisnis

Kepala Divisi yang membawahi unit kerja bidang Perencanaan

Kepala Divisi yang membawabhi unit kerja bidang Manajemen Risiko & GCG

Sekretaris Committee . Kepala Divisi yang membawahi unit kerja bidang Keuangan dan Pendanaan
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Tim SSG ALCO — Ad Hoc yang terdiri dari:
Anggota :  Perwakilan dari setiap unit kerja yang ditunjuk

Tugas dan Tanggung Jawab

Tim ALCO:

1. Penetapan suku bunga, Administration fee dan fee base income lainnya dalam rangka mempertahankan
tingkat profitabilitas, pertumbuhan aset yang stabil;

2. Menentukan tingkat likuiditas, dalam rangka mempertahankan ketersediaan dana dan menjaga agar alat-
alat likuid yang ada sesuai dengan kebutuhan kas di masa depan;

3. Menentukan suku bunga dan jangka waktu pembiayaan, dalam rangka menjaga agar tidak terjadi
kesenjangan posisi antara aset dan liabilitas, seerta menata struktur aset dan liabilitas guna mencapai
hasil yang maksimal; dan

4. Menentukan posisi foreign exchange, dalam rangka mengelola foreign exchange risks.

Tim SSG ALCO — Ad Hoc:

1. Mengumpulkan data, menganalisa data, melakukan analisa, membuat kesimpulan awal terkait dengan
likuiditas, pricing, net open foreign exchange position dan gap menagement; dan

2. Mempersiapkan agenda rapat ALCO dan mempersiapkan data-data yang informatif tentang kondisi
keuangan, potensi risiko, kebutuhan pasar dan tingkat persaingan, serta kondisi makro yang diperkirakan
akan mempengaruhi industri yang dijalankan Perseroan.

Selama tahun 2020, ALCO telah mengadakan rapat sebanyak 1 (satu) kali.
Sekretaris Perusahaan

Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
35/P0OJK.05/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Direksi Perseroan
berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-559/DIR/SDM/VI1/2017 tentang Pengangkatan Karyawan PT PNM
(Persero) tanggal 02 Agustus 2017, telah mengangkat Errinto SP Pardede sebagai Sekretaris Perusahaan,
Pengangkatan Errinto SP Pardede sebagai Sekretaris Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan POJK No.
3/P0JK.05/2014, yang dapat dihubungi pada alamat berikut:

Menara Taspen (d/h Gedung Arthaloka) Lantai 10
JI. Jend. Sudirman Kav. 2 Jakarta 10220
Telp.(021) 2511404 Faks. (021) 2511371

Email: sekretarisperusahaan@pnm.co.id

Berikut adalah pengalaman kerja Sekretaris Perusahaan:
Errinto Pardede
Warga Negara Indonesia, 47 tahun.

Bergabung dengan Perseroan sebagai Sekretaris Perusahaan pada tanggal 9 Mei 2017. Sebelumnya beliau
menjabat sebagai Director of Corporate Affairs PT Delta Dunia Makmur Tbk (2013-April 2017), Head of Investor
relations PT ABM Investama Tbk (2011-2013), Dept Head of Investor Communication — Investor Relations
Group PT Bank Mandiri (Persero) Thk (2005-2011), Marketing Communication Projects Deo Communications
(2004-2005), Senior Manager — Corporate Communication Division Badan Penyehatan Perbankan Nasional
(2002-2004).

Memperoleh Bachelor of Arts dari Northeastern University, Boston, Massachusetts, USA di tahun 1995 dan
Master of Business Adminstration dari Northeastern University, Boston, Massachusetts, USA di tahun 1998.
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Adapun tugas dan tanggung jawab pokok Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar
Modal.

2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang
berkaitan dengan kondisi Perseroan.

3. Memberikan masukan kepada Direksi untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di
Pasar Modal.

4. Sebagai penghubung atau contact person antara Perseroan dengan OJK dan masyarakat.

Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Sekretaris Perusahaan antara lain sebagai berikut:
e Digital Leadership (25 April 2020)

e Peran Bank dan LKNB Dalam Mendukung UMKM di Era Pandemi Covid 19 (29 Mei 2020)

e Pelatihan Awareness Umum I1SO 37001:2016 Bersama Sucifindo (17 Juni 2020)

e Covid 19 Implication on GCG practice (4 Juli 2020)

e |T Governance berbasis COBIT 4 dan COBIT 5 (15-16 Desember 2020)

e Workshop of Risk Management Assessment Based on I1SO 31000:2018

Pengelolaan Risiko

Perseroan selalu berupaya untuk melakukan mitigasi atas faktor-faktor risiko yang dihadapi sesuai dengan
yang telah diungkapkan pada Bab VI Prospektus ini. Secara garis besar, Perseroan melakukan pengelolaan
risiko secara terkonsolidasi terhadap semua jenis risiko yang telah didefinisikan, baik dalam unit kerja maupun
secara enterprise antara Perseroan dengan Perusahaan Anak dan Entitas Asosiasi.

Untuk mendapatkan profil risiko secara keseluruhan dari semua jenis risiko, Perseroan memberikan bobot
risiko untuk setiap jenis risiko sesuai dengan risk appetite yang telah direncanakan/ditetapkan sebelumnya.

Enterprise Risk Management (ERM) adalah integrasi risiko yang dilakukan melalui pengintegrasian organisasi
risiko, pengintegrasian strategi transfer risiko dan pengintegrasian manajemen risiko ke dalam proses bisnis
Perseroan.

Penerapan manajemen risiko yang terintegrasi sesuai dengan konsep ERM, dalam proses bisnis dilaksanakan
dalam penentuan strategi dan perencanaan bisnis,pengembangan produk dan bisnis baru, penentuan harga
dan pengukuran kinerja bisnis.

Secara lebih spesifik, berikut adalah mitigasi risiko yang diterapkan oleh Perseroan untuk faktor-faktor risiko
yang telah dibahas pada Bab VI Prospektus ini:

Risiko kredit

Berikut ini adalah mitigasi risiko kredit:

e Prinsip mengenal nasabah
Untuk mengelola risiko yang mungkin timbul, Perseroan menerapkan prinsip kehati-hatian. Salah satu
upaya melaksanakan prinsip tersebut dengan mengetahui identitas nasabah, memantau transaksi
termasuk laporan transaksi yang mencurigakan. Dalam menerapkan prinsip mengenal nasabah Perseroan
menerapkan kebijakan-kebijakan pendukung.

e Kapasitas Pembayaran Nasabah
Penerapan analisa kelayakan dari pendapatan atau penghasilan nasabah, sebelum plafon kredit
dikucurkan. Apakah memiliki rekening koran yang aktif, alur kas keluar masuk yang stabil, atau masa lama
kerjanya. Dengan begitu dapat memutuskan sejauh mana kemampuan calon nasabah dalam melakukan
pembayaran kredit mereka hingga lunas.

e Nilai Jaminan Pembiayaan
Perseroan akan melihat lebih detail jenis jaminan dan nilai jaminan yang akan diberikan ke calon nasabah.
Untuk menilai kemampuan nasabah dalam menyelesaikan angsurannya.

e Proses pengukuran tingkat risiko dengan risk scoring system
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Pengukuran risiko kredit dilakukan dengan risk scoring system. Risk scoring system adalah suatu sistem
yang digunakan untuk menilai risiko kredit secara objektif dan realistis, sehingga menghasilkan skor risiko
yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk perhitungan biaya risiko dan untuk perencanaan dan
manajemen portofolio kredit/pembiayaan.

Risiko Likuiditas

Perseroan menerapkan strategi pengelolaan asset dan liabilities, penetapan suku bunga dan pengelolaan
likuiditas, melalui Asset & Liability Committee (ALCO).

Fungsi ALCO adalah untuk meninjau indikator keuangan utama dan membahas topik pendanaan, meninjau
risiko likuiditas, risiko nilai tukar ,risiko suku bunga dan risiko ketidaksesuaian antara asset dan liabilitas
(Funding Gap), menetapkan strategi lindung nilai (hedging) untuk mengurangi risiko tersebut, memantau Net
Interest Margin perseroan, memantau pemenuhan terhadap kewajiban perseroan dalam perjanjian kredit
(Bank Covenants), memantau pemenuhan terhadap peraturan yang berlaku, dan mengelola neraca secara
efisien dengan asumsi atas perubahan ekonomi, peraturan, maupun perubahan lainnya.

Strategi pendanaan mencakup strategi diversifikasi sumber dan jangka waktu pendanaan yang dikaitkan
dengan karakteristik dan rencana bisnis Perseroan. Dalam hal ini Perseroan mengidentifikasi dan memantau
faktor utama yang mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memperoleh dana, termasuk mengidentifikasi
dan memantau alternatif pendanaan yang dapat memperkuat kapasitasnya untuk bertahan pada kondisi krisis.

Risiko pasar

Berikut ini adalah mitigasi risiko pasar:

e Menerapkan pengelolaan tingkat suku bunga pinjaman tetap dan tingkat suku bunga pinjaman yang
disesuaikan secara konsisten terhadap sensitivitas tingkat suku bunga sumber dana.

e Secara berkala mengkaji tingkat suku bunga kredit dengan mengacu pada tingkat suku bunga pinjaman
yang berlaku demi mengoptimalkan hasil usaha Perseroan.

o Mengevaluasi antara lain kesenjangan jatuh tempo pengelolaan pendanaan (funding), analisa pengelolaan
earning aset dan liabilitas yang memiliki tingkat bunga floating terhadap tingkat bunga acuan, analisa
penempatan dana, laporan perkembangan portofolio (baki debet dan pencairan), dan strategi penetapan
pricing produk.

Risiko operasional

Perseroan telah menerapkan sistem operasional yang terpadu untuk mencegah risiko operasional seperti
menyimpan database perusahaan pada dua tempat yang berbeda yaitu di JI. Lembang dan di Jl. TB
Simatupang. Kemudian untuk memitigasi risiko aset lainnya maka Perseroan memiliki asuransi aset, cash in
safe dan cash intransfer untuk mengantisipasi kerugian yang dapat ditimbulkan oleh kejadian terkait risiko
operasional.

Perseroan memiliki Key Risk Indicator yang dirancang untuk meningkatkan risk awareness dan memberikan
informasi berguna untuk meminimalkan dan memitigasi risiko operasional.

Perseroan memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit yang bermanfaat dalam memantau, mengukur
dan memitigasi risiko operasional. Senantiasa mengkinikan kebijakan dan prosedur sesuai dengan
perkembangan organisasi serta perubahan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
Perseroan memiliki sistem pengendalian internal, dimana dalam pelaksanaannya antara lain telah
memperhatikan prinsip four eyes principle, segregation of duty dan penerapan sistem rotasi guna mengurangi
potensi self-dealing dan penyembunyian dokumen ataupun kemungkinan transaksi fraud.
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Risiko Hukum

Perseroan melakukan kaji ulang secara berkala terhadap kontrak dan perjanjian antara PT. PNM (Persero)
dengan pihak lain, antara lain dengan cara melakukan penilaian kembali terhadap efektifitas proses
enforceability guna mengecek validitas hak dalam kontrak dan perjanjian tersebut.

Risiko Reputasi
Pengelolaan risiko reputasi dilakukan dengan memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan peningkatan kualitas
pelayanan Nasabah dan stakeholders sejalan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Risiko Strategi
Risiko akibat kegagalan penetapan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran dan target utama

perseroan terutama dalam proses formulasi strategi, memiliki potensi risiko dalam mengidentifikasi
merumuskan keputusan strategis secara efektif. Perseroan memitigasi risiko tersebut dengan melakukan
review atas setiap kebijakan strategis dan rencana strategi secara periodik dengan melibatkan Komite terkait,
sehingga penetapan setiap strategi dapat dilakukan secara taktis dan tepat sasaran.

Risiko Kepatuhan

Dalam mencegah risiko tersebut, Perseroan selalu menjalankan seluruh kegiatan usahanya dengan hati-hati
serta selalu memastikan seluruh ketentuan telah dipenuhi, disamping melakukan pengkinian dan
penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki agar sesuai dengan ketentuan
dan peraturan perundang-undangan

Risiko sumber daya manusia

Perseroan selalu memberikan pelatihan agar sumber daya manusia yang dimiliki selalu memenuhi spesifikasi.
Selain itu Perseroan juga memberikan reward and punnishment yang disesuaikan dengan Key Performance
Indicator (KPI) masing-masing karyawan. Dan Perseroan juga melakukan proses perekrutan sumber daya
manusia yang berkesinambungan sehingga dapat memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang
dibutuhkan (buffer sumber daya manusia).

Risiko persaingan usaha

Dalam menghadapi persaingan, Perseroan selalu menawarkan produk yang memiliki nilai tambah
dibandingkan dengan pesaingnya, dimana Perseroan tidak hanya memberikan pembiayaan namun juga jasa
pendampingan seperti pengembangan kapasitas usaha yang diberikan pada nasabah ULaMM dan nasabah
Mekaar.

Risiko investasi pada Perusahaan Anak

Untuk memitigasi risiko investasi pada Perusahaan Anak, Perseroan selalu memastikan bahwa kegiatan usaha
yang dilakukan oleh Perusahaan Anak akan mendukung kinerja Perseroan. Perseroan telah membentuk,
merumuskan dan memantau pelaksanaan strategi termasuk Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dan
Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). Seluruh kegiatan usaha yang dilakukan akan mengacu kepada
strategi yang sudah ditentukan tersebut.

Risiko perubahan teknologi

Untuk memitigasi risiko perubahan teknologi, Perseroan terus berupaya untuk menerapkan teknologi terbaru
yang mendukung kegiatan usahanya, terutama sesuai dengan berkembangnya usaha Perseroan sehubungan
dengan semakin bertambahnya jumlah nasabah Perseroan.
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7. Sumber Daya Manusia

Perseroan sangat menyadari bahwa kesuksesan usaha yang dijalankan tidak terlepas dari peran serta sumber
daya manusia yang ada. Oleh karenanya, pengembangan kualitas sumber daya manusia selalu menjadi salah
satu prioritas dalam agenda bisnis Perseroan. Per 31 Desember 2020, Perseroan dan Perusahaan Anak
mempekerjakan 3.569 karyawan tetap dan 5.139 tenaga kerja kontrak.

Berikut komposisi karyawan, tidak termasuk Direksi, menurut jenjang manajerial, usia, jenjang pendidikan dan

status karyawan:

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Status

31 Desember

Keterangan 2020 2019
Perseroan
Tetap 3.505 3.300
Kontrak 5.105 4.605
Perusahaan Anak
Tetap 64 59
Kontrak 34 40
Jumlah 8.708 8.004
Komposisi Karyawan Tetap Menurut Aktivitas Utama
Keterangan 31 Desember
2020 2019
Perseroan
Bisnis 1.842 1.543
Supporting 1.663 1.757
PNMIM
Bisnis 13 12
Supporting 24 21
PNM VC
Bisnis 8 8
Supporting 19 18
Jumlah 3.569 3.359
Komposisi Karyawan Tetap Menurut Jenjang Manajerial
K 31 Desember
eterangan 2020 2019
Perseroan
Manajemen Puncak 23 24
Manajemen Menengah 319 291
Manajemen Pelaksana 1.928 1.765
Staf Administrasi 1.235 1.220
Perusahaan Anak
Manajemen Puncak 3 3
Manajemen Menengah 8 11
Manajemen Pelaksana 31 27
Staf Administrasi 22 18
Jumlah 3.569 3.359
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Komposisi Karyawan Tetap Menurut Usia

31 Desember

Keterangan 2020 2019

Perseroan

18 — 25 tahun 56 76
26 — 33 tahun 1.312 1.298
34 — 41 tahun 1.502 1.439
42 — 49 tahun 552 430
> 50 tahun 83 57
Perusahaan Anak

18 — 25 tahun 3 6
26 — 33 tahun 25 17
34 — 41 tahun 13 14
42 — 49 tahun 18 13
> 50 tahun 5 9
Jumlah 3.569 3.359

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Jenjang Pendidikan

31 Desember

Keterangan 2020 2019
Perseroan
$1/52/S3 2.278 2.111
D3 500 540
SLTA 727 649
Di bawah SLTA - -
Perusahaan Anak
$1/S2/S3 55 51
D3 6 6
SLTA 3 2
Di bawah SLTA - -
Jumlah 3.569 3.359
Komposisi Karyawan Tetap Menurut Lokasi
Lokasi 31 Desember Lokasi 31 Desember
2020 2019
Perseroan Perseroan
Kantor Pusat 405 Kantor Pusat 381
Aceh 30 Aceh 32
Ambon 20 Ambon 21
Balikpapan 22 Balikpapan 23
Bandung 71 Bandung 70
Bangka Belitung 6 Bangka Belitung 5
Banjarmasin 46  Banjarmasin 48
Banjarnegara 34 Banjarnegara 28
Banyuwangi 46 Banyuwangi 43
Bau Bau 26 BauBau 23
Bekasi 34 Bekasi 32
Blitar 29 Blitar 28
Bogor 22  Bogor 22
Bojonegoro 36 Bojonegoro 35
Cimahi 30 Cimahi 29
Cirebon 46 Cirebon 49
Denpasar 60 Denpasar 58
Depok 19 Depok 18
Garut 53 Garut 54
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31 Desember

31 Desember

Lokasi 2020 Lokasi 2019
Indramayu 29 Indramayu 33
Jakarta 40 Jambi 46
Jambi 48 Jember 61
Jember 58 Kaltara 5
Kaltara 4 Karawang 1
Karawang 1 Kediri 56
Kediri 56 Kendari 48
Kendari 48 Lamongan 35
Lamongan 36 Lampung 64
Lampung 62 Madiun 79
Madiun 84 Magelang 43
Magelang 42  Makassar 79
Makassar 79 Malang 60
Malang 58 Manado 40
Manado 40 Mataram 24
Mataram 23 Medan 88
Medan 89 Mojokerto 25
Mojokerto 27 Pacitan 31
Pacitan 30 Padang 80
Padang 76 Palembang 43
Palembang 46 Palopo 40
Palopo 45  Palu 30
Palu 30 Pasar Minggu 25
Pati 47  Pati 44
Pekanbaru 59 Pekanbaru 61
Pematang Siantar 50 Pematang Siantar 50
Pontianak 49  Pontianak 49
Probolinggo 38 Probolinggo 34
Purwokerto 42  Purwokerto 42
Samarinda 19 Samarinda 18
Semarang 60 Semarang 55
Serang 19 Senen 15
Sidikalang 44  Sidikalang 44
Singaraja 17 Sintang 23
Sintang 20 Singaraja 18
Solo 97 Solo 102
Subang 43 Subang 44
Sukabumi 31 Sukabumi 29
Surabaya 76 Surabaya 73
Tangerang 28 Tangerang 42
Tasikmalaya 48 Tasikmalaya 47
Tegal 71 Tegal 72
Tulungagung 35 Tulungagung 34
Wonogiri 41  Wonogiri 43
Yogyakarta 72 Yogyakarta 65
Mekaar 1 - Medan 41 Mekaar 1 - Medan 27
Mekaar 2 - Padang 17 Mekaar 2 - Padang 6
Mekaar 3 - Palembang 30 Mekaar 3 - Palembang 22
Mekaar 4 - Jakarta 50 Mekaar 4 - Jakarta 28
Mekaar 5 - Cirebon 21 Mekaar 5 - Cirebon 16
Mekaar 6 - Bandung 38 Mekaar 6 - Bandung 27
Mekaar 7 - Tasikmalaya 35 Mekaar 7 - Tasikmalaya 26
Mekaar 8 - Yogyakarta 20 Mekaar 8 - Yogyakarta 13
Mekaar 9 — Semarang 23 Mekaar 9 - Semarang 10
Mekaar 10 — Solo 17 Mekaar 10 - Solo 6
Mekaar 11 — Malang 18 Mekaar 11 - Malang 15
Mekaar 12 — Jember 26  Mekaar 12 - Jember 15
Mekaar 13 — Surabaya 32 Mekaar 13 - Surabaya 25
Mekaar 15 - Denpasar 20 Mekaar 15 - Denpasar 10
Mekaar 16 - Makassar 8 Mekaar 16 - Makassar 2
Mekaar 17 - Manado 2 Mekaar 17 - Manado 2
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31 Desember

31 Desember

Lokasi 2020 Lokasi 2019
Mekaar 19 - Tegal 15 Mekaar 18 - Banjarmasin 3
Subtotal 3.505 Mekaar 19 - Tegal 8
Subtotal 3.300
Perusahaan Anak Perusahaan Anak
IM Kantor Pusat 34 |IM Kantor Pusat 30
IM Surabaya 3 IM Surabaya 3
VC Kantor Pusat 10 VC Kantor Pusat 11
VC Bandung 3 VCBandung 2
VC Banjarmasin 1 VCBanjarmasin 1
VC Jakarta 1 VCJakarta 1
VC Karawang 2 VCKerawang 3
VC Kediri 1 VCMalang 1
VC Solo 3 VCSolo 3
VC Surabaya 5 VCSurabaya 4
VC Cirebon 1 Subtotal 59
Subtotal 64 Jumlah 3.359
Jumlah 3.569

Pada saat Prospektus ini diterbitkan Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing.

Perseroan selalu melakukan peninjauan pengupahan secara periodik, serta memperhatikan dan mematuhi
pemberlakuan ketentuan Upah Minimum Regional (UMR) yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Karyawan kontrak yang dimiliki Perseroan bukan merupakan karyawan outsource, melainkan karyawan
kontrak yang statusnya akan diubah menjadi karyawan tetap setelah melewati masa waktu tertentu.

Program Pelatihan & Pendidikan

Sebagai bentuk perhatian Perseroan terhadap perkembangan sumber daya manusia sebagai aset yang

berharga bagi kemajuan Perseroan, rutin dilakukan program pelatihan sebagai berikut:

a. Internal : Melalui Divisi Pendidikan & Pelatihan, Perseroan secara kontinyu melaksanakan program
pengembangan kompetensi karyawan dari kantor pusat hingga karyawan unit ULaMM seperti melalui
training yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bisnis microfinancing serta Program Officer
Development Program (“ODP”) sebagai kaderisasi karyawan-karyawan baru yang potensial untuk menjadi
jajaran manajemen Perseroan kelak.

b. Eksternal :Mengikutsertakan karyawan Perseroan untuk mengikuti training dan pendidikan dengan pihak
luar agar SDM Perseroan semakin update atas perkembangan terbaru untuk pengembangan Perseroan dan
bisnis.

Serikat Pekerja

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan
Perseroan.

Fasilitas dan benefit lainnya :

1. Tunjangan cuti, sejumlah 1 (satu) bulan gaji pokok untuk setiap tahun kerja dengan pelaksanaan sesuai
ketentuan yang berlaku;

2. Tunjangan Hari Raya (THR), sejumlah 1 (satu) bulan upah dan pembayarannya dilaksanakan sebelum Hari
Raya Idul Fitri sesuai ketentuan yang berlaku;

3. Tunjangan pengobatan (rawat inap dan rawat jalan) untuk karyawan/ti dan Keluarga yang pelaksanaan dan
penggantiannya diatur sesuai dengan peraturan Perseroan. Plafon pengobatan rawat jalan adalah sebesar
1 bulan gaji pokok per tahun. Sedangkan pengobatan rawat inap ditetapkan sesuai ketentuan yang
berlaku;
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Fasilitas dan keuntungan lainnya seperti Jamsostek, program dana pensiun, Pembiayaan Personal Karyawan
(P2K), program asuransi kecelakaan (personal accident) dan tunjangan pajak diberikan sesuai dengan
ketentuan Perseroan dan mengikuti aturan yang berlaku di Perseroan.

Fasilitas yang diberikan kepada karyawan sudah sesuai dengan kompetensi/kualifikasi karyawan serta sesuai
dengan peraturan Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi
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9. Struktur Kepemilikan dan Hubungan Pengawasan dan Pengurusan

Struktur Kepemilikan Perseroan

Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan Perseroan dengan Perusahaan Anak

Nama Jabatan di Entitas
Perseroan PNMIM PNM VC

Rully Indrawan KU - -
M. Sholeh Amin Kl - -
Veronica Colondam Kl - -
Meidyah Indreswari, SE.Ak, Kl - -
M.Sc. Ph.D. CKM CCSA CCMM

Parman Nataatmadja K - -
Arief Mulyadi DU KU KU
R. Tjatur Herry Priyono D K K
Muhammad Qudrat Gunadi D - -
Anton Fahlevie D - -
Noer Fajrieansyah D - -

Keterangan:
KU — Komisaris Utama, KI — Komisaris Independen, DU — Direktur Utama, D - Direktur

Pengendali Perseroan adalah Negara Republik Indonesia sebagai pemilik lebih dari 50% (lima puluh persen)
saham pada Perseroan dan pemegang saham Seri A Dwiwarna dan merupakan pihak yang mempunyai
kemampuan untuk menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan termasuk memiliki kewenangan
untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris.

Sesuai dengan kriteria Pemilik Manfaat dari perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan
Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penetapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam
Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan
Terorisme (“Perpres No. 13/2018”), Pemilik Manfaat dari Perseroan yang merupakan Perusahaan Perseroan
(Persero) adalah Direksi Perseroan dengan alasan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat 1 huruf f Perpres No. 13/2018.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 Perpres No. 13/2018, Korporasi yang tidak melaksanakan ketentuan
Pasal 3, Pasal 14 dan Pasal 18 sampai dengan Pasal 22 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Penerapan pengenaan sanksi oleh Otoritas Berwenang mengacu perundang-undangan
yang mengatur kewenangan Otoritas Berwenang dalam mengenakan sanksi, antara lain Undang-Undang No. 3
Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, UU No. 40/2007, dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011
tentang Otoritas Jasa Keuangan.
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10. Keterangan Mengenai Perusahaan Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, , Perseroan memiliki 2 (dua) Perusahaan Anak dengan kepemilikan di
atas 50%, dengan keterangan sebagai berikut:

No Nama Perusahaan Kegiatan Usaha Persentase Tahun Tahun Status
Anak Kepemilikan Pendirian Penyertaan Operasional
Perseroan

1 PT PNM Investment | Jasa kepenasihatan 99,99% 1996 1999 Beroperasi

Management keuangan dan
manajemen investasi

2 PT PNM Venture | Jasa pembiayaan modal 99,99% 1999 2000 Beroperasi

Capital ventura

A. PTPNM Investment Management (“PNMIM”)
Riwayat Singkat

PNMIM menjadi salah satu Perusahaan Anak Perseroan sejak tanggal 28 September 1999 sebagaimana dimuat
dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 tanggal 28 September 1999 dibuat di hadapan Arry Supratno,
S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas Pasar Modal dalam
Surat No. $-2242/PM/1999 tanggal 19 November 1999 dan telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman
berdasarkan Surat Keputusan No.C-18749 HT.01.04-TH.99 tanggal 12 November 1999 yang laporannya telah
diterima dan dicatat oleh Direktur Jendral Hukum Dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman dengan
No.C-18748 HT.01.04-TH.99 tanggal 12 November 1999 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan
dengan No. TDP 090516723180 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No.
774/RUB.09.05/111/2000 tanggal 20 Maret 2000, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia No. 46 tanggal 9 Juni 2000, Tambahan No. 2958 (“Akta PNMIM No. 10/1999").

Akta PNMIM No. 10/1999 memuat anggaran dasar PNMIM yang telah diubah untuk disesuaikan dengan UU PT
sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Permodalan Nasional
Madani Investment Management No. 10 tanggal 9 September 2008 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di
Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
melalui Keputusan No. AHU-84306.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 11 November 2008, telah terdatar dalam
Daftar Perseroan No. AHU-0107538.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 11 November 2008 dan diumumkan dalam
Berita Negara Republik Indonesia No. 37 tanggal 8 Mei 2009, Tambahan No. 12477 (“Akta PNMIM No.
10/2008”) dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Permodalan Nasional Madani
Investment Management No. 2 tanggal 3 Februari 2020 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., M.Kn., Notaris di
Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
melalui Keputusan No. AHU-0011697.AH.01.02. Tahun 2020 tanggal 11 Februari 2020 dan didaftarkan dalam
Daftar Perseroan No. AHU-0027579.AH.01.11. Tahun 2020 tanggal 11 Februari 2020 dan diumumkan dalam
Berita Negara Republik Indonesia No. 13,Tambahan No. 007214 ("Akta PNMIM No. 2/2020”).

PNMIM beralamat di Menara Taspen (d/h Gedung Arthaloka) Lt. 8, JI. Jend. Sudirman Kav. 2, Jakarta 10220
dengan nomor telepon (021) 251 1395 dan faksimili (021) 251 1385.

Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan PNMIM sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 Akta PNMIM No. 2/2020 adalah melakukan
usaha di bidang Perusahaan Efek.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PNMIM dapat melakukan kegiatan usaha utama sebagai
berikut:

a. Manajer Investasi (66123) yang mencakup kegiatan usaha pihak mengelola portofolio efek untuk para
nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan
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asuransi, dana pensiun dan bank melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

b. Penasihat Investasi (70204) yaitu aktivitas konsultasi investasi yang mencakup kegiatan konsultasi
(penasihat) investasi yaitu memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian
efek dengan menerima imbalan.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, PNMIM menjalankan kegiatan dan aktivitas usaha PNMIM sesuai
dengan maksud dan tujuan yang terdapat dalam Pasal 3 Akta PNMIM No. 2/2020.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Struktur permodalan PNMIM pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana dimuat dalam Akta
Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT PNM Investment Management No. 23 tanggal 15 Maret 2016
dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan
dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana
dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0034842
tanggal 28 Maret 2016 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0038443.AH.01.11.Tahun 2016
tanggal 28 Maret 2016 (“Akta PNMIM No. 23/2016”), yaitu sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp240.000.000.000,00 (dua ratus empat puluh miliar Rupiah) terbagi atas
240.000 (dua ratus empat puluh ribu) saham masing-masing saham dengan

nilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).

Modal Ditempatkan :  Rp110.000.000.000,00 (seratus sepuluh miliar Rupiah) terbagi atas 110.000
(seratus sepuluh ribu) saham.

Modal Disetor : Rp110.000.000.000,00 (seratus sepuluh miliar Rupiah).

Susunan para pemegang saham PNMIM sebagaimana dinyatakan dalam Akta PNMIM No. 23/2016 adalah
sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham Persentase
Keterangan Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal Kepemilikan
(Rp) (%)

Modal Dasar 240.000 240.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Perseroan 109.999 109.999.000.000 99,99
Koperasi Karyawan Madani 1 1.000.000 0,01
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 110.000 110.000.000.000 100,00
Jumlah saham dalam portepel 130.000 130.000.000.000

Pengurusan dan Pengawasan
Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PNMIM yang sedang menjabat saat ini adalah sebagai beriku:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Arief Mulyadi

Komisaris : R. Tjatur Herry Priyono
Komisaris Independen : Bagus Rumbogo

Direksi

Direktur Utama : Bambang Siswaji
Direktur : Ade Santoso Djajanegara
Direktur : Solahuddin

Berdasarkan Pasal 14 huruf g Anggaran Dasar PNMIM, masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 5
(lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
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Berdasarkan Pasal 10 huruf f Anggaran Dasar PNMIM, masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun
dan dapat diangkat kembali.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PNMIM yang sedang menjabat saat ini diangkat berdasarkan:
a. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 01 tanggal 1 Agustus 2018 dibuat di hadapan

Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan
HAM berdasarkan Surat No.: AHU-AH.01.03-0228659 tanggal 3 Agustus 2018, yang telah terdaftar
dalam Daftar Perseroan No. AHU-0100730.AH.01.11. Tahun 2018 tanggal 3 Agustus 2018, sehubungan
dengan pengangkatan R. Tjatur Herry Priyono sebagai Komisaris yang telah mendapatkan persetujuan
OJK berdasarkan Surat No. S-34/PM.21/2018 tanggal 15 Januari 2018.

b. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 09 tanggal 5 September 2018 dibuat di hadapan
Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan
HAM berdasarkan Surat No.: AHU-AH.01.03-0239797 tanggal 6 September 2018, yang telah terdaftar
dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117353.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 6 September 2018
sehubungan dengan pengangkatan Solahuddin dan Ade Santoso Djajanegara sebagai Direktur yang
telah mendapatkan persetujuan OJK berdasarkan Surat No. S-413/PM.21/2018 tanggal 20 April 2018.

C. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 09 tanggal 5 September 2018 dibuat di hadapan
Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan
HAM berdasarkan Surat No.: AHU-AH.01.03-0239797 tanggal 6 September 2018, yang telah terdaftar
dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117353.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 6 September 2018
sehubungan dengan pengangkatan Arief Mulyadi sebagai Komisaris Utama yang telah mendapatkan
persetujuan OJK berdasarkan Surat No. $-452/PM.21/2018 tanggal 2 Mei 2018

d. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 09 tanggal 5 September 2018 dibuat di hadapan
Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan
HAM berdasarkan Surat No.: AHU-AH.01.03-0239797 tanggal 6 September 2018, yang telah terdaftar
dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117353.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 6 September 2018,
sehubungan dengan pengangkatan Bambang Siswaji sebagai Direktus Utama dan menetapkan
pengukuhan pengangkatan Bambang Siswaji sebagai Direktur Utama yang telah mendapatkan
persetujuan OJK berdasarkan Surat No. S-907/PM.21/2018 tanggal 21 Agustus 2018.

e. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 16 tanggal 9 April 2020 dibuat di hadapan
Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan
HAM berdasarkan Surat No.: AHU-AH.01.03-0184466 tanggal 13 April 2020, yang telah terdaftar dalam
Daftar Perseroan No. AHU-0067408.AH.01.11. Tahun 2020 tanggal 13 April 2020, sehubungan dengan
pengangkatan Bagus Rumbogo sebagai Komisaris Independen yang telah mendapatkan persetujuan OJK
berdasarkan Surat No. S-294/PM.21/2020 tanggal 18 Maret 2020.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini merupakan ikhtisar data keuangan penting PNMIM yang angka-angkanya diambil dari dan
dihitung berdasarkan laporan keuangan PNMIM untuk laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019 dan
2020 dan laporan laba-rugi komprehensif dan untuk tahun- tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 yang
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi dalam laporannya yang ditandatangani
oleh Drs. Supandi, CA., CPA dan laporan Keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan, ditandatangani oleh Tjahjo
Dahono, SE., CPA, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa
modifikasian.
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Laporan Posisi Keuangan
(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember

Keterangan 2020 2019

Jumlah aset 212.557 200.419
Jumlah liabilitas 11.230 11.367
Jumlah ekuitas 201.327 189.052

Pada 31 Desember 2020, jumlah aset PNMIM mengalami kenaikan sebesar Rp12.138 juta atau setara 6,06%
dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan portofolio efek
pada 31 Desember 2020 sebesar Rp18.334 juta atau setara 9,15% bila dibandingkan dengan saldo per 31
Desember 2019.

Laporan Laba Rugi
(dalam jutaan Rupiah)

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember

Keterangan 2020 2019

Jumlah Pendapatan Usaha 61.256 73.789
Laba Usaha 16.109 25.415
Laba Sebelum Pajak Penghasilan 16.527 25.801
Total Laba (Rugi) Komprehensif 12.276 19.709

Pada 31 Desember 2020, total laba komprehensif PNMIM mengalami penurunan sebesar Rp7,003 juta atau
setara 35,53% dibandingkan dengan 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan
pendapatan manajer investasi selama tahun 2020 sebesar Rp12,058 juta atau setara 18,99% dibandingkan
pendapatan manajer investasi selama tahun 2019.

Pada 31 Desember 2020, kontribusi pendapatan usaha PNMIM terhadap pendapatan usaha Perseroan adalah
sebesar 10,93%.

B. PT PNM Venture Capital (“PNM VC”)
Riwayat Singkat

PNM VC didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 12 tanggal 28 Oktober 1999 dibuat di
hadapan Theodora Titi Sri Amiretno Diah Wasisti Bagiono, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh
pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai Keputusan No. C-20518HT.01.01-TH.99 tanggal
23 Desember 1999 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah
No. 532/BH.09.05/1/2000 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 65 tanggal 15
Agustus 2000, Tambahan No. 4530 (“Akta Pendirian PNM VC”).

Akta Pendirian PNM VC memuat anggaran dasar PNM VC yang telah diubah untuk disesuaikan dengan UUPT
sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Permodalan Nasional
Madani Venture Capital No. 01 tanggal 3 November 2008 dibuat di hadapan Agustina Junaedi, S.H., Notaris di
Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan
No. AHU-95068.AH.01.02 tanggal 10 Desember 2008, telah terdatar dalam Daftar Perseroan No. AHU-
0120094.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 10 Desember 2008 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia No. 37 tanggal 8 Mei 2009, Tambahan No. 12373 (“Akta PNM VC No. 01/2008") dan terakhir diubah
dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT PNM Venture Capital No. 12 tanggal 11 Maret 2019
yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-
0016608.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 26 Maret 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-
0050378.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 26 Maret 2019 (”Akta PNM VC No. 12/2019").

PNM VC beralamat di Menara Taspen (d/h Gedung Arthaloka) Lt. 10, JI. Jend. Sudirman Kav. 2, Jakarta 10220,
dengan nomor telepon (021) 251 1545 dan faksimili (021) 251 1546.
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Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan PNM VC berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PNM VC adalah menjalankan kegiatan usaha
Modal Ventura untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk
mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai PNM VC dengan menerapkan prinsip-prinsip
PNM VC termasuk melakukan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PNM VC dapat melaksanakan usaha sebagai berikut:

a. Penyertaan saham;

b. Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi;

C. Pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan
dan/atau pengembangan usaha; dan/atau

d. Pembiayaan usaha produktif.

Dalam melakukan Usaha Modal Ventura sebagaimana dimaksud di atas, PNM VC dapat mengelola Dana
Ventura. Selain usaha Modal Ventura, PNM VC dapat menyelenggarakan kegiatan usaha:

a. Kegiatan jasa berbasis fee; dan/atau
b. Kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK.

Kegiatan Usaha Modal Ventura sebagaimana dimaksud di atas dapat disertai dengan pendampingan kepada
Pasangan Usaha dan/atau Debitur.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, PNM VC menjalankan kegiatan dan aktivitas usaha PNM VC sesuai
dengan maksud dan tujuan yang terdapat dalam Pasal 3 Anggaran Dasar PNM VC

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Struktur permodalan PNM VC pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana dimuat dalam Akta
PNM VC No. 12/2019, yaitu sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) terbagi atas 1.000.000 (satu
juta) saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).
Modal Ditempatkan : Rp364.200.000.000,00 (tiga ratus enam puluh empat miliar dua ratus

juta Rupiah) yang terbagi atas 364.200 (tiga ratus enam puluh empat
ribu dua ratus) saham.

Modal Disetor : Rp364.200.000.000,00 (tiga ratus enam puluh empat miliar dua ratus
juta Rupiah).

Berdasarkan struktur permodalan tersebut di atas, maka susunan pemegang saham PNM VC adalah sebagai
berikut:

Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham Persentase
Keterangan Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal Kepemilikan(%)
(Rp)

Modal Dasar 1.000.000 1.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Perseroan 364.199 364.199.000.000 99,999
Koperasi Karyawan Madani 1 1.000.000 0,001
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 364.200 364.200.000.000 100,00
Jumlah saham dalam portepel 635.800 635.800.000.000
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Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PNM VC yang sedang menjabat saat ini yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Arief Mulyadi

Komisaris : R. Tjatur Herry Priyono

Komisaris Independen : Mirawati Sudjono

Direksi

Direktur Utama : Sasono Hantarto

Direktur : Rendy Putra Jaya

Direktur : Feber Netyantaka

Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (4) Anggaran Dasar PNM VC, masa jabatan anggota Dewan

Komisaris dan Direksi ditetapkan selama 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang

Saham

untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PNM VC telah

dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar PNM VC.

Dewan

Komisaris dan Direksi PNM VC yang sedang menjabat saat ini diangkat berdasarkan:

Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital No. 35
tanggal 16 Januari 2019 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang perubahan data
perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat No. AHU-AH.01.03-0071490 tanggal 6 Februari 2019
dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0019078.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 6
Februari 2019, yang: (a) menetapkan pengalihan penugasan Arief Mulyadi yang semula adalah
Komisaris menjadi sebagai Komisaris Utama PNM VC; dan (b) mengangkat dan menetapkan R. Tjatur
Herry Priyono sebagai Komisaris PNM VC;

Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital No. 54
tanggal 23 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang perubahan data
perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat No. AHU-AH.01.03-0238886 tanggal 4 September
2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0115956.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 4
September 2018, yang mengangkat dan menetapkan Feber Netyantaka sebagai Direktur PNM VC.

Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital No. 75
tanggal 23 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang perubahan
data perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat No. AHU-AH.01.03-0022486 tanggal 18 Januari
2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0006871.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 18
Januari 2017, yang mengangkat dan menetapkan Mirawati Sudjono sebagai Komisaris Independen PNM
VC.

Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Permodalan Madani Venture Capital No. 25 tanggal
15 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang perubahan data
perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat No. AHU-AH.01.03.0060585 tanggal 24 Juni 2016
dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0078212.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 24 Juni
2016 sebagaimana ditegaskan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT
Permodalan Nasional Madani Venture Capital No. 38 tanggal 31 Agustus 2016 yang dibuat di hadapan
Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat dalam
Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai
Surat No. AHU-AH.01.03-0082826 tanggal 23 September 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar
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Perseroan No. AHU-0111556.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 23 September 2016 ("Akta No. 38/2016"),
yang mengangkat dan menegaskan kembali Rendy Putra Jaya sebagai Direktur PNM VC.

e. Akta Keputusan Pemegang Saham PT PNM Venture Capital No. 21 tanggal 17 Mei 2016 yang dibuat di
hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sesuai Surat No. AHU-AH.01.03-0053699 tanggal 1 Juni 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar
Perseroan No. AHU-0067708.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 1 Juni 2016 sebagaimana ditegaskan
kembali dalam Akta No. 38/2016, yang mengangkat dan menegaskan kembali Sasono Hantarto sebagai
Direktur Utama PNM VC.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini merupakan ikhtisar data keuangan penting PNM VC yang angka-angkanya diambil dari dan
dihitung berdasarkan laporan keuangan PNMVC untuk laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019 dan
2020 dan laporan laba-rugi komprehensif dan untuk tahun- tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 yang
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi dalam laporannya yang ditandatangani
oleh Drs. Supandi, CA., CPA dan laporan Keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan, ditandatangani oleh Tjahjo
Dahono, SE., CPA, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa
modifikasian

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember

Keterangan 2020 2019

Jumlah aset 2.826.242 2.605.132
Jumlah liabilitas 2.396.710 2.108.687
Jumlah ekuitas 429.531 481.504

Pada 31 Desember 2020, jumlah aset PNM VC mengalami kenaikan sebesar Rp221.110 juta atau setara 8,49%
dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan aset tetap —
bersih sebesar Rp65.792 juta atau setara 5,57% bila dibandingkan dengan 31 Desember 2019. Selain itu,
Perseroan juga mengalami kenaikan kas dan setara kas per 31 Desember 2020 sebesar Rp145.464 juta atau
setara 68,89% bila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019.

Laporan Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah)

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember

Keterangan

2020 2019
Jumlah Pendapatan Usaha 2.065.184 1.560.289
Laba Usaha 59.390 61.206
Laba Sebelum Pajak Penghasilan 46.954 75.152
Total Laba (Rugi) Komprehensif 30.799 52.841

Pada 31 Desember 2020, pendapatan usaha PNM VC mengalami kenaikan sebesar Rp504.895 juta atau setara
32,35% dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan
pendapatan usaha lainnya — outsourcing selama tahun 2020 sebesar Rp439.871 juta atau setara 39,08%
dibandingkan dengan realisasi tahun 2019.

Pada tahun 31 Desember 2020, kotribusi pendapatan usaha PNM VC terhadap pendapatan usaha Perseroan
adalah sebesar 36,84%.
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PNM VC memiliki 9 (sembilan) perusahaan anak dengan keterangan sebagai berikut:

1.

PT Permodalan Nasional Madani Venture Syariah ("PNM VS”)
Riwayat Singkat

PNM VS (dahulu bernama PT PNM Techno Venture) didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan
Terbatas PT Permodalan Nasional Madani Techno Venture No. 14 tanggal 9 Maret 2000 yang dibuat di
hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Departemen
Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia sesuai Keputusan No. 0-10637HT.01.01.TH.2000
tanggal 24 Mei 2000 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan tanggal 27 Juni 2000 ("Akta
Pendirian PNM VS").

Akta Pendirian PNM VS mengalami penyesuaian UUPT sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan
Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Permodalan Nasional Madani Techno Ventre No. 61 tanggal 28
November 2008, dibuat di hadapan Agustina Junaedi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. AHU-
08119.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 19 Maret 2009 dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan
Keputusan Pemegang Saham PT PNM Ventura Syariah No. 10 tanggal 10 Januari 2018, dibuat di hadapan
Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang mana akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. AHU-0002554.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 2 Februari 2018
dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0015639.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 2 Februari
2018.

Akta Pendirian PNM VS berikut dengan seluruh perubahannya untuk selanjutnya disebut sebagai
"Anggaran Dasar PNM VS".

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, PNM VC merupakan pemegang 99,99% (sembilan puluh
sembilan koma sembilan sembilan persen) saham atau sebesar 126.398 (seratus dua puluh enam ribu
tiga ratus sembilan puluh delapan) saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh
pada PNM VS sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar PNM VS.

Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, pengurus dan pengawas PNM VS adalah sebagaimana
dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani
Ventura Syariah No. 09 tanggal 5 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta
yang perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat No. AHU-AH.01.03-0187316
tanggal 24 Maret 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0054344.AH.01.11.Tahun
2021 tanggal 24 Maret 2021, yaitu sebagai berikut:

Direksi

PIt. Direktur Utama : Agus Sudrajat

Direktur : Agus Sudrajat

Direktur : Fahmi Basyah

Direktur : Bambang Martanto Nugroho

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Anton Fahlevie
Komisaris : Mira Tayyiba

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Didin Hafidhudin
Anggota : Hendri Tanjung
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Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini merupakan ikhtisar data keuangan penting PNM VS yang angka-angkanya diambil dari
dan dihitung berdasarkan laporan keuangan PNM VS untuk laporan posisi keuangan tanggal 31
Desember 2019 dan 2020 dan laporan laba-rugi komprehensif dan untuk tahun- tahun yang berakhir
pada 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi dalam
laporannya yang ditandatangani oleh Drs. Supandi, CA., CPA dan laporan Keuangan yang berakhir tanggal
31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo
dan Rekan, ditandatangani oleh Tjahjo Dahono, SE., CPA, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan
oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian

Laporan Posisi Keuangan
(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember

Keterangan 2020 2019
Jumlah aset 561.445 541.313
Jumlah liabilitas 481.085 443.212
Jumlah ekuitas 80.360 98.100
Laporan Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah)

A Untuk tahun yang berakhir 31 Desember
2020 2019

Jumlah Pendapatan Usaha 83.570 74.974
Laba Usaha 45.494 38.518
Laba Sebelum Pajak Penghasilan 9.308 10.671
Total Laba (Rugi) Komprehensif 7.427 8.751

PT Mitra Niaga Madani ("MNM”)
Riwayat Singkat

MNM didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Mitra Niaga Madani Nomor 47 tanggal 27
Mei 2010, dibuat di hadapan Notaris Hadijah S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan
dari Menteri Hukum Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan No.AHU-41172.AH.01.01.Tahun 2010
tanggal 20 Agustus 2010, telah didaftarkan dalam daftar perseroan No. AHU-0062689.AH.01.09.Tahun
2010 tanggal 20 Agustus 2010 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 74
tanggal 16 September 2011, Tambahan No. 29070/2011 (“Akta Pendirian MNM”).

Akta Pendirian MNM telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana terakhir kali diubah dengan
Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Mitra Niaga Madani No. 16 tanggal 17 Mei 2019, dibuat
di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang mana telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan No. AHU-0028488.AH.01.02.Tahun 2019 dan telah didaftarkan
dalam Daftar Perseroan No. AHU- 0084999.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 24 Mei 2019 (“Akta MNM No.
16/2019”).

Akta Pendirian MNM berikut dengan seluruh perubahannya untuk selanjutnya disebut sebagai
"Anggaran Dasar MNM".

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, PNM VC merupakan pemegang 99,95% (sembilan puluh
sembilan koma sembilan lima persen) atau sebesar 107.075 (seratus tujuh ribu tujuh puluh lima) saham
saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada MNM sebagaimana dimaksud
dalam Anggaran Dasar MNM.

Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, pengurus dan pengawas MNM adalah sebagaimana dinyatakan
dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Mitra Niaga Madani No. 35 tanggal 19 Mei 2020
yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta yang perubahan data perseroannya telah
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diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sesuai Surat No. AHU-AH.01.03-0226525 tanggal 20 Mei 2020 dan telah didaftarkan
dalam Daftar Perseroan No. AHU-0084982.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 20 Mei 2020, yaitu sebagai
berikut:

Direksi

Direktur Utama : Dhandi Iswandi
Direktur : Mohammad Yanuar
Direktur : Ignatius Yudhy Indrarto

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Hari Gursida
Komisaris : Abianti Riana
Komisaris : Sunar Basuki

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini merupakan ikhtisar data keuangan penting MNM yang angka-angkanya diambil dari dan
dihitung berdasarkan laporan keuangan MNM untuk laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019
dan 2020 dan laporan laba-rugi komprehensif dan untuk tahun- tahun yang berakhir pada 31 Desember
2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi dalam laporannya yang
ditandatangani oleh Drs. Supandi, CA., CPA dan laporan Keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember
2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan,
ditandatangani oleh Ali Hery berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar
tanpa modifikasian.

Laporan Posisi Keuangan
(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember

Keterangan

2020 2019
Jumlah aset 1.031.434 1.059.195
Jumlah liabilitas 910.176 939.539
Jumlah ekuitas 121.259 119.656

Laporan Laba Rugi
(dalam jutaan Rupiah)

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember

Keterangan 2020 2019

Jumlah Pendapatan Usaha 120.771 93.603
Laba Usaha 75.830 69.639
Laba Sebelum Pajak Penghasilan 3.653 4.226
Total Laba (Rugi) Komprehensif 1.603 2.862

PT Mitra Utama Madani ("MUM”)
Riwayat Singkat

MUM didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Mitra Utama Madani No. 5 tanggal 6
Agustus 2008 oleh Notaris Ida Murtamsa Salim S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan
pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan
No.AHU-83721.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 10 November 2008, serta telah didaftarkan dalam Daftar
Perusahaan dengan No. AHU-0106903.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 10 November 2008 (“Akta
Pendirian MUM”).

Akta Pendirian MUM telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana terakhir kali diubah dengan
Akta Berita Acara Rapat PT Mitra Utama Madani No. 05 tanggal 5 Februari 2021 yang dibuat di hadapan
Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan No. AHU-0008943.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 11

125



Februari 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan NO. AHU-0026925.AH.01.11.Tahun 2021
tanggal 11 Februari 2021.

Akta Pendirian MUM berikut dengan seluruh perubahannya untuk selanjutnya disebut sebagai
"Anggaran Dasar MUM".

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, PNM VC merupakan pemegang 90% (sembilan puluh persen)
atau sebesar 4.500 (empat ribu lima ratus) saham saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan
disetor penuh pada MUM sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar MUM.

Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, pengurus dan pengawas MUM adalah sebagaimana dinyatakan
dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Mitra Utama Madani No. 34 tanggal 19 Mei 2020
yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta yang perubahan data perseroannya telah
diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sesuai Surat No. AHU-AH.01.03-0226425 tanggal 20 Mei 2020 dan telah didaftarkan
dalam Daftar Perseroan No. AHU-0084958.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 20 Mei 2020, yaitu sebagai
berikut:

Direksi
Direktur Utama : Gung Panggodo Supryanto
Direktur : Bagus Taruna Sakti W

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tri Susilo
Komisaris : Ruchjan
Komisaris : Herman Triwibowo Arianto

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini merupakan ikhtisar data keuangan penting MUM yang angka-angkanya diambil dari dan
dihitung berdasarkan laporan keuangan MUM untuk laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019
dan 2020 dan laporan laba-rugi komprehensif dan untuk tahun- tahun yang berakhir pada 31 Desember
2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi dalam laporannya yang
ditandatangani oleh Drs. Supandi, CA., CPA dan laporan Keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember
2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan,
ditandatangani oleh Ali Hery, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar
tanpa modifikasian

Laporan Posisi Keuangan
(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember

Keterangan 2020 2019
Jumlah aset 22.020 20.387
Jumlah liabilitas 5.375 4.358
Jumlah ekuitas 16.644 16.028
Laporan Laba Rugi
(dalam jutaan Rupiah)
e T Untuk tahun yang berakhir 31 Desember
2020 2019
Jumlah Pendapatan Usaha 234,949 206.027
Laba Usaha 16.867 16.154
Laba Sebelum Pajak Penghasilan 5.372 3.732
Total Laba (Rugi) Komprehensif 4.116 2.766
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PT Mitra Tekno Madani ("MTM”)
Riwayat Singkat

MTM didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT Mitra Tekno Madani No. 02 tanggal 4 April 2012, oleh
Notaris Hadijah, SH., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan No. AHU-23767.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal
03 Mei 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0039655.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 3
Mei 2012 (“Akta Pendirian MTM”).

Perubahan Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT
Mitra Tekno Madani No. 56 tanggal 26 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta,
yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.
AHU-0048486.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 16 Juli 2020, yang perubahan anggaran dasarnya telah
diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sesuai Surat No. AHU-AH.01.03-0291644 tanggal 16 Juli 2020 dan telah didaftarkan
dalam Daftar Perseroan No. AHU-0114101.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 16 Juli 2020.

Akta Pendirian MTM berikut dengan seluruh perubahannya untuk selanjutnya disebut sebagai "Anggaran
Dasar MTM".

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, PNM VC merupakan pemegang 98,97% (sembilan puluh delapan
koma sembilan tujuh persen) atau sebesar 9.897 (sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh)
saham saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada MTM sebagaimana
dimaksud dalam Anggaran Dasar MTM.

Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, pengurus dan pengawas MTM adalah sebagaimana dinyatakan
dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Mitra Tekno Madani No. 37 tanggal 24 Februari
2021 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta yang perubahan data perseroannya telah
diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sesuai Surat No. AHU-AH.01.03-0167145 tanggal 16 Maret 2021 dan telah didaftarkan
dalam Daftar Perseroan No. AHU-0048622.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 16 Maret 2021, yaitu sebagai
berikut:

Direksi
Direktur Utama : Asri Joni Hutasuhut
Direktur : Johan Machrobi Prawira Negara

Dewan Komisaris
Komisaris : Yuliardi Sutedja

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini merupakan ikhtisar data keuangan penting MTM yang angka-angkanya diambil dari dan
dihitung berdasarkan laporan keuangan MTM untuk laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019
dan 2020 dan laporan laba-rugi komprehensif dan untuk tahun- tahun yang berakhir pada 31 Desember
2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi dalam laporannya yang
ditandatangani oleh Drs. Supandi, CA., CPA dan laporan Keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember
2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan,
ditandatangani oleh Ali Hery, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar
tanpa modifikasian.
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Laporan Posisi Keuangan
(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember

Keterangan 2020 2019
Jumlah aset 47.845 20.798
Jumlah liabilitas 34.877 8.017
Jumlah ekuitas 12.968 12.781
Laporan Laba Rugi
(dalam jutaan Rupiah)
EEETE Untuk tahun yang berakhir 31 Desember
2020 2019
Jumlah Pendapatan Usaha 32.663 15.697
Laba Usaha 483 2.215
Laba Sebelum Pajak Penghasilan 737 2.130
Total Laba (Rugi) Komprehensif 187 1.345

PT Mitra Bisnis Madani ("MBM”)
Riwayat Singkat

MBM didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Mitra Bisnis Madani No. 34 tanggal 25
November 2015 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh
pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan No. AHU-
2469548.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 1 Desember 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan
NO. AHU-3586911.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 1 Desember 2015 ("Akta Pendirian MBM").

Akta Pendirian MBM telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana terakhir kali diubah dengan
Akta Berita Acara Rapat PT Mitra Bisnis Madani No. 43 tanggal 22 Juli 2019 yang dibuat di hadapan
Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia No. AHU-0040645.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 23 Juli 2019 dan telah
didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0017563.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 23 Juli 2019.

Akta Pendirian MBM berikut seluruh perubahannya untuk selanjutnya disebut sebagai "Anggaran Dasar
MBM".

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, PNM VC merupakan pemegang 99,90% (sembilan puluh
sembilan koma sembilan nol persen) atau sebesar 48.500 (empat puluh delapan ribu lima ratus) saham
saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada MBM sebagaimana dimaksud
dalam Anggaran Dasar MBM.

Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, pengurus dan pengawas MBM adalah sebagaimana dinyatakan
dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Mitra Bisnis Madani No. 34 tanggal 15 Maret
2017 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta yang perubahan data perseroannya telah
diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sesuai Surat No. AHU-AH.01.03-0226525 tanggal 20 Mei 2020 dan telah didaftarkan
dalam Daftar Perseroan No. AHU-0084982.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 20 Mei 2020, yaitu sebagai
berikut:

Direksi

Direktur Utama : Diyah Wahyuningsih
Direktur : Anton Mart Irianto
Direktur : Nyoman Wijana

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Kemas Hasani
Komisaris : Arief Mulyadi
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Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini merupakan ikhtisar data keuangan penting MBM yang angka-angkanya diambil dari dan
dihitung berdasarkan laporan keuangan MBM untuk laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019
dan 2020 dan laporan laba-rugi komprehensif dan untuk tahun- tahun yang berakhir pada 31 Desember
2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi dalam laporannya yang
ditandatangani oleh Drs. Supandi, CA., CPA dan laporan Keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember
2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan,
ditandatangani oleh Ali Hery, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar
tanpa modifikasian

Laporan Posisi Keuangan
(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember

Keterangan 2020 2019
Jumlah aset 328.517 311.315
Jumlah liabilitas 255.359 241.919
Jumlah ekuitas 73.158 69.397
Laporan Laba Rugi
(dalam jutaan Rupiah)
A Untuk tahun yang berakhir 31 Desember
2020 2019
Jumlah Pendapatan Usaha 167.918 150.710
Laba Usaha 27.620 38.037
Laba Sebelum Pajak Penghasilan 16.033 28.344
Total Laba (Rugi) Komprehensif 13.762 17.876

PT Mitra Proteksi Madani ("MPM”)
Riwayat Singkat

MPM didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT Mitra Proteksi Madani No. 04 tanggal 2 Oktober 2014,
yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-30337.40.10.2014 tanggal
20 Oktober 2014 (“Akta Pendirian MPM”).

Akta Pendirian MPM telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana terakhir kali diubah dengan
Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Mitra Proteksi Madani No. 55 tanggal 26 Juni 2020 yang
dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan
dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai Surat No. AHU-AH.01.03-0291686 tanggal 16 Juli 2020 dan telah didaftarkan dalam
Daftar Perseroan No. AHU-0114115.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 16 Juli 2020.

Akta Pendirian MPM berikut dengan seluruh perubahannya untuk selanjutnya disebut sebagai "Anggaran
Dasar MPM".

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, PNM VC merupakan pemegang 90% (sembilan puluh persen)
atau sebesar 48.500 (empat puluh delapan ribu lima ratus) saham dari seluruh saham yang telah
ditempatkan dan disetor penuh pada MPM sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar MPM.

Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, pengurus dan pengawas MPM adalah sebagaimana dinyatakan
dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Mitra Proteksi Madani No. 09 tanggal 8 Januari
2021 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta yang perubahan data perseroannya telah
diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia. Sampai dengan tanggal Prospektus, Akta Pengangkatan pengurus dan pengawas
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MPM masih dalam proses pelaporan pada Menteri Hukum dan HAM untuk dicatat dalam Daftar
Perseroan sebagaimana dibuktikan dalam Surat Keterangan No. 003/NOT/1/2021 tanggal 11 Januari 2021
yang dibuat oleh Hadijah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, susunan pengurus dan pengawas MPM
yaitu sebagai berikut:

Direksi

Plt. Direktur Utama : Akira Arifin Patiroi
Direktur : Akira Arifin Patiroi
Direktur : Muhammad lhsan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Anton Fahlevie
Komisaris : M. Rudy Salahuddin Ramto
Komisaris : Zapanta Boes

Berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (8) dan Pasal 111 ayat (8) UU No. 40/2007, selama pemberitahuan
perubahan data perseroan kepada Menteri Hukum dan HAM yang disyaratkan dalam Pasal 94 ayat (7)
dan Pasal 111 ayat (7) belum dilakukan, Menteri Hukum dan HAM berhak menolak setiap pemberitahuan
perubahan susunan pengurus dan pengawas selanjutnya yang disampaikan kepada Menteri Hukum dan
HAM oleh pengurus MPM.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini merupakan ikhtisar data keuangan penting MPM yang angka-angkanya diambil dari dan
dihitung berdasarkan laporan keuangan MPM untuk laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019
dan 2020 dan laporan laba-rugi komprehensif dan untuk tahun- tahun yang berakhir pada 31 Desember
2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi dalam laporannya yang
ditandatangani oleh Drs. Supandi, CA., CPA dan laporan Keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember
2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan,
ditandatangani oleh Ali Hery, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar
tanpa modifikasian

Laporan Posisi Keuangan
(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember

Keterangan

2020 2019
Jumlah aset 36.102 26.705
Jumlabh liabilitas 25.508 18.438
Jumlah ekuitas 10.594 8.267

Laporan Laba Rugi
(dalam jutaan Rupiah)

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember

Keterangan 2020 2019

Jumlah Pendapatan Usaha 17.929 17.066
Laba Usaha 3.828 3.005
Laba Sebelum Pajak Penghasilan 3.315 3.110
Total Laba (Rugi) Komprehensif 2.326 2.255

PT Micro Madani Institute ("MMI”)
Riwayat Singkat

MMI didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Micro Madani Institute No. 33 tanggal 24
Maret 2015, yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-
0015256.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 6 April 2015, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-
0039721.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 6 April 2015 (“Akta Pendirian MMI”).
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Akta Pendirian MMI telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana terakhir kali diubah dengan
Akta Berita Acara Rapat PT Micro Madani Institute No. 59 tanggal 29 Juni 2020 yang dibuat di hadapan
Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan No. AHU-0048487.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 16 Juli
2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No AHU-0114105.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 16
Juli 2020.

Akta Pendirian MMI berikut dengan seluruh perubahannya untuk selanjutnya disebut sebagai "Anggaran
Dasar MMI".

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, PNM VC merupakan pemegang 94,44% (sembilan puluh empat
koma empat empat persen) atau sebesar 4.722 (empat ribu tujuh ratus dua puluh dua) saham saham dari
seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada MMI sebagaimana dimaksud dalam
Anggaran Dasar MMI.

Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, pengurus dan pengawas MMI adalah sebagaimana dinyatakan
dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Micro Madani Institute No. 45 tanggal 20 Mei
2020 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta yang perubahan data perseroannya telah
diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sesuai Surat No. AHU-AH.01.03-0245958 tanggal 12 Juni 2020 dan telah didaftarkan
dalam Daftar Perseroan No. AHU-0093020.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 12 Juni 2020, yaitu sebagai
berikut:

Direksi

Direktur Utama : Lalu Dodot Patria Ary
Direktur : M. Sri Widowati
Direktur : Widiawan Ari Sarwanto

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Prasetijono Widjojo
Komisaris : | Wayan Karya
Komisaris : Hermawan

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini merupakan ikhtisar data keuangan penting MMI yang angka-angkanya diambil dari dan
dihitung berdasarkan laporan keuangan MMI untuk laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019
dan 2020 dan laporan laba-rugi komprehensif dan untuk tahun- tahun yang berakhir pada 31 Desember
2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi dalam laporannya yang
ditandatangani oleh Drs. Supandi, CA., CPA dan laporan Keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember
2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan,
ditandatangani oleh Ali Hery, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar
tanpa modifikasian

Laporan Posisi Keuangan
(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember

Keterangan

2020 2019
Jumlah aset 147.225 38.075
Jumlah liabilitas 121.575 14.648
Jumlah ekuitas 25.650 23.427
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Laporan Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah)
D Untuk tahun yang berakhir 31 Desember
2020 2019
Jumlah Pendapatan Usaha 1.346.410 943.887
Laba Usaha 81.850 60.481
Laba Sebelum Pajak Penghasilan 23.694 15.134
Total Laba (Rugi) Komprehensif 17.222 11.583

PT Mitra Dagang Madani ("MDM”)
Riwayat Singkat

MDM didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Mitra Dagang Madani No. 32 tanggal 9
Desember 2016 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh
pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan No. AHU-
0057209.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 23 Desember 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan
No. AHU-0154541.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 23 Desember 2016 ("Akta Pendirian MDM").

Akta Pendirian MDM telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana terakhir kali diubah dengan
Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Mitra Dagang Madani No. 54 tanggal 26 Juni 2020 yang
dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan No. AHU-0048488.AH.01.02.Tahun 2020
tanggal 16 Juli 2020, yang perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem
Administrasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat No. AHU-AH.01.03-0114107
tanggal 16 Juli 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No AHU-0114107.AH.01.11.Tahun
2020 tanggal 16 Juli 2020.

Akta Pendirian MDM berikut seluruh perubahannya untuk selanjutnya disebut sebagai "Anggaran Dasar
MDM".

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, PNM VC merupakan pemegang 99,96% (sembilan puluh sembilan
koma sembilan enam persen) atau sebesar 4.998 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan)
saham saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada MDM sebagaimana
dimaksud dalam Anggaran Dasar MDM.

Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, pengurus dan pengawas MDM adalah sebagaimana dinyatakan
dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Mitra Dagang Madani No. 44 tanggal 20 Mei
2020 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta yang perubahan data perseroannya telah
diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sesuai Surat No. AHU-AH.01.03-0245393 tanggal 12 Juni 2020 dan telah didaftarkan
dalam Daftar Perseroan No. AHU-0092772.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 12 Juni 2020, yaitu sebagai
berikut:

Direksi

Direktur Utama : Wisnu Broto
Direktur : Hartono Wanise
Direktur : Epiet Dwi Anggoro

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Abianti Riana
Komisaris : Cheery Pramoedito Sarwono
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Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini merupakan ikhtisar data keuangan penting MDM yang angka-angkanya diambil dari dan
dihitung berdasarkan laporan keuangan MDM untuk laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019
dan 2020 dan laporan laba-rugi komprehensif dan untuk tahun- tahun yang berakhir pada 31 Desember
2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi dalam laporannya yang
ditandatangani oleh Drs. Supandi, CA., CPA dan laporan Keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember
2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan,
ditandatangani oleh Ali Hery, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar
tanpa modifikasian

Laporan Posisi Keuangan
(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember

Keterangan 2020 2019
Jumlah aset 39.364 40.315
Jumlah liabilitas 30.543 34.802
Jumlah ekuitas 8.820 5.512
Laporan Laba Rugi
(dalam jutaan Rupiah)
A Untuk tahun yang berakhir 31 Desember
2020 2019
Jumlah Pendapatan Usaha 49.255 36.459
Laba Usaha 7.121 5.118
Laba Sebelum Pajak Penghasilan 4.175 2.639
Total Laba (Rugi) Komprehensif 3.308 1.997

PT Crom Madani Indonesia ("CMI”)
Riwayat Singkat

CMI didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Crom Madani Indonesia No. 44 tanggal 26
April 2019 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Keputusan No. AHU-0022374.AH.01.01.Tahun 2019
tanggal 2 Mei 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-007653.AH.01.11.Tahun 2019
tanggal 2 Mei 2019 ("Akta Pendirian CMI").

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, PNM VC merupakan pemegang 48,7% (empat puluh delapan
koma tujuh persen) atau sebesar 3.650 (tiga ribu enam ratus lima puluh) saham dari seluruh saham yang
telah ditempatkan dan disetor penuh pada CMI sebagaimana dimaksud dalam Akta Pendirian CMI.

Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, pengurus dan pengawas CMI adalah sebagaimana dinyatakan
dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Crom Madani Indonesia No. 28 tanggal 25
Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta yang perubahan data
perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat No. AHU-AH.01.03-0226525 tanggal 20 Mei 2020 dan
telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0084982.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 20 Mei 2020,
yaitu sebagai berikut:

Direksi
Direktur : Indra Krisnamusi

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Sasono Hantarto
Komisaris : Elga Yulwardian
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11. Keterangan Mengenai Aset Tetap Perseroan

Per 31 Desember 2020, Perseroan memiliki aset tetap sebesar Rp 1.475.607 juta dengan nilai sebagai berikut:
(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan Al

Per 31 Desember 2020
Tanah 553.109
Bangunan 377.805
Kendaraan bermotor 261.100
Peralatan dan perabotan kantor 173.147
Partisi kantor 32.652
Aset hak guna 77.794
Jumlah 1.475.607

Sampai dengan tanggal prospektus ini Perseroan tidak memiliki aset tetap berupa tanah dan bangunan yang
terdaftar atas nama Perseroan. Akun aset sebagaimana dinyatakan dalam laporan keuangan merupakan aset
tetap milik entitas afiliasi yang terkonsolidasi dengan Perseroan. Seluruh aset tetap milik entitas afiliasi yang

berupa tanah dan bangunan digunakan Perseroan sebagai kantor cabang kegiatan usaha Perseroan.

12. Asuransi

Perseroan telah melakukan perlindungan asuransi atas kelangsungan kegiatan usaha Perseroan pada PT BRI
Asuransi Syariah, PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia, PT Asuransi Binagriya Upakara dan PT Asuransi Bringin
Sejahtera Arthamakmur, dengan rincian sebagai berikut:

No. Jenis Asuransi, Obyek Nilai Tertanggung Premi/ Penanggung
Nomor dan Pertanggungan Pertanggungan Kontribusi
Jangka Waktu (Rp) (Rp)

1. Asuransi a. Cabang Bau-bau 4.015.606.642,00 PNM Cabang 3.543.578,21 PT BRI
Property All Risk | b.  UlaMM Bau-bau Bau-Bau Asuransi
Insurance c.  UlaMM Raha Indonesia
(Sharia) No. | d.  UlaMM Lombe
1212015319000 e. UlaMM
848 berlaku Pasarwajo
sejak 8| f. UlaMM Ereke
November 2020
sampai dengan 8
November 2021

2. Asuransi Gempa | a.  Cabang Bau-bau 4.015.607.142,00 PNM Cabang 3.219.097,26 PT BRI
Bumi Indonesia | b.  UlaMM Bau-bau Bau-Bau Asuransi
(syariah) No. | c. UlaMM Raha Indonesia
1212016120000 d. UlaMM Lombe
607 berlaku | e.  UlaMM
sejak 8 Pasarwajo
November 2020 | f. UlaMM Ereke
sampai dengan 8
November 2021

3. Property All Risk | a.  Cabang Kaltara 3.916.577.120,00 PNM Cabang 3.407.422,09 PT Asuransi
Insurance No. | b.  Unit Tarakan Kaltara Binagriya
01.F31.20.00016 | c.  Unit Tanjung Upakara
berlaku sejak Selor
tanggal 18
November 2020
sampai dengan
18  November
2021

4. Earthquake a. Cabang 9.337.527.685,80 PNM Cabang 13.777.492,33 PT Asuransi
Insurance  No. Lampung Bandar Binagriya
01.F32.20.00001 | b.  Unit Kalianda Lampung Upakara
berlaku sejak | c. Unit Kota Agung
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No.

Jenis Asuransi,
Nomor dan
Jangka Waktu

Obyek
Pertanggungan

Nilai
Pertanggungan
(Rp)

Tertanggung

Premi/
Kontribusi
(Rp)

Penanggung

tanggal 19
Februari 2021
sampai dengan
19 Februari
2022

Bandarjaya
Bukit Kemuning
Liwa

Property All Risk
Insurance  No.
01.F31.21.00002
berlaku sejak
tanggal 19
Februari 2021
sampai dengan
19 Februari
2022

Sm o000 o

2T 0337 ~F~

Cabang
Lampung

Unit Kedaton
Unit Pringsewu
Unit Kalianda
Unit Sidomulyo
Unit Kota Agung
Unit Kalirejo
Unit Bandar
Sribhawono
Unit Metro
Unit Gedong
Tatatan
Seputih banyak
Bandarjaya
Kotabumi
Bukit Kemuning
Liwa

Mulya Asri
Simpang
Pemantang

9.337.527.685,80

PNM Cabang
Bandar
Lampung

18.794.179,31

PT Asuransi
Binagriya
Upakara

Asuransi
Property All Risk
Insurance
(Sharia) No.
1212015320000
862 berlaku
sejak 1 Agustus
2020 sampai
dengan 1
Agustus 2021

Kantor Cabang
Madiun

Kantor Cabang
Pulung

Kantor Cabang
Jetis

UlaMM
Ponorogo Kota
UlaMM
Ponorogo
Sumoroto
UlaMM Madiun
Dolopo

UlaMM Gorang
Gareng

UlaMM Magetan
Kota

UlaMM Magetan
Plaosan

UlaMM Magetan
Barat

UlaMM Madiun
Kota

UlaMM Ngawi
Kota

UlaMM Ngawi
Jogorogo
UlaMM Ngawi
Walkukun
UlaMM Ngawi
Karangjati
UlaMM Caruban
UlaMM Balong
UlaMM
Kedunggalar
UlaMM Kendal

7.087.282.693,30

PNM Cabang
Madiun

6.123.438,20

PT BRI
Asuransi
Indonesia
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No.

Jenis Asuransi,
Nomor dan
Jangka Waktu

Obyek
Pertanggungan

Nilai
Pertanggungan
(Rp)

Tertanggung

Premi/
Kontribusi
(Rp)

Penanggung

Asuransi Gempa
Bumi Indonesia
(syariah) No.
1212015320000
86 berlaku sejak
1 Agustus 2020
sampai dengan 1
Agustus 2021

Kantor Cabang
Madiun

Kantor Cabang
Pulung

Kantor Cabang
Jetis

UlaMmM
Ponorogo Kota
UlaMM
Ponorogo
Sumoroto
UlaMM Madiun
Dolopo

UlaMM Gorang
Gareng

UlaMM Magetan
Kota

UlaMM Magetan
Plaosan

UlaMM Magetan
Barat

UlaMM Madiun
Kota

UlaMM Ngawi
Kota

UlaMM Ngawi
Jogorogo
UlaMM Ngawi
Walkukun
UlaMM Ngawi
Karangjati
UlaMM Caruban
UlaMM Balong
UlaMmM
Kedunggalar
UlaMM Kendal

7.087.282.693,30

PNM Cabang
Madiun

7.137.282,69

PT BRI
Asuransi
Indonesia

Asuransi Gempa
Bumi Indonesia
(syariah) No.
1212016120000
549 berlaku
sejak 26 Agustus
2020 sampai
dengan 26
Agustus 2021

Kantor Unit
Secang
Kantor Unit
Kebumen
Kantor Unit
Jenar Syariah
Kantor Unit
Purworejo
Kantor Unit
Salaman
Kantor Unit
Pingit
Kantor Unit
Temanggung
Kota

Kantor Unit
Ngadirejo
Kantor Unit
Prembun
Kantor Unit
Magelang Kota
Kantor Unit
Muntilan

Kantor Cabang
Magelang

4.083.423.562,00

PNM Cabang
Magelang

5.515.349,47

PT BRI
Asuransi
Indonesia
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No. Jenis Asuransi, Obyek Nilai Tertanggung Premi/ Penanggung
Nomor dan Pertanggungan Pertanggungan Kontribusi
Jangka Waktu (Rp) (Rp)

9. | Asuransi a. Kantor Unit 4.083.423.562,00 PNM Cabang 3.602.578,50 PT BRI
Property All Risk Secang Magelang Asurans.i
Insurance 5 Indonesia

- b. Kantor Unit
(Sharia) No. b
1212015320000 Kebumen
895 berlaku | C.  Kantor Unit
sejak 26 Agustus Jenar Syariah
2020  sampai [ d. Kantor Unit
dengan 26 Purworejo
Agustus 2021 €. Kantor Unit

Salaman

f.  Kantor Unit
Pingit

8. Kantor Unit
Temanggung
Kota

h. Kantor Unit
Ngadirejo

i. Kantor Unit
Prembun

j. Kantor Unit
Magelang Kota

k. Kantor Unit
Muntilan

l. Kantor Cabang
Magelang

10] Asuransi Untuk seluruh 16.386.492.216,29 PNM Cabang 14.256.248,23 PT Asuransi
Property All Risk Kantor Unit dan Medan Chubb
No. Kantor Cabang yang Syariah
01001.2.2102.00 menjadi wilayah Indonesia
319.0 Berlaku PNM Cabang Medan
Sejak 15 Januari
2021 sampai
dengan 15
Januari 2022

11} Earthquake Untuk seluruh 16.386.492.216,29 PNM Cabang 24.450.042,71 PT Asuransi
Insurance No. : Kantor Unit dan Medan Chubb
01001.2.2102.00 Kantor Cabang yang Syariah
322.0 Berlaku menjadi wilayah Indonesia
Sejak 15 Januari PNM Cabang Medan
2021 sampai
dengan 15
Januari 2022

12{ Asuransi Gempa | 5, Cabang 4.939.954.442,47 PNM Cabang 4.347.760,36 PT BRI
Bumi Indonesia Mojokerto Mojokerto Asuransi
(syariah) No. b. ULaMM Indonesia
1212015320000 | = a corto K
997 berlaku ojokerto Kota
sejak 5 | C. ULaMM Dlanggu
November 2020 | d. ULaMM Ngoro
sampai dengan 5
November 2021 €. ULa.MM.

Mojosari
f. Ulamm
Mojoagung
g. ULaMM Ploso

13| Asuransi Untuk seluruh 4.697.588.762,30 PNM Cabang 4.086.902,22 PT Asuransi
Property All Risk Kantor Unit dan Pacitan Chubb
No. Kantor Cabang yang Syariah
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No. Jenis Asuransi, Obyek Nilai Tertanggung Premi/ Penanggung
Nomor dan Pertanggungan Pertanggungan Kontribusi
Jangka Waktu (Rp) (Rp)
01001.2.2101.00 menjadi wilayah Indonesia
190.0 Berlaku PNM Cabang Pacitan
Sejak 15 Januari
2021 sampai
dengan 15
Januari 2022
14} Earthquake Untuk seluruh 4.697.588.762,30 PNM Cabang 6.717.551,93 PT Asuransi
Insurance No. : Kantor Unit dan Pacitan Chubb
01001.2.2101.00 Kantor Cabang yang Syariah
191.0 Berlaku menjadi wilayah Indonesia
Sejak 15 Januari PNM Cabang Pacitan
2021 sampai
dengan 15
Januari 2022
15 Asur.:;msi Gemp.a a. PNM Cabang 5.013.653.881,03 UlaMM Palopo 4.361.878,88 PT BRI .
Bumi Indonesia Palopo Asuransi
(syariah) No. Indonesia
1212016120000 | P+ U1aMM Palopo
562 berlaku | C. UlaMM Belopa
sejak 17 | d.  UlaMM Balandai
o 200 . s
17 Desember Masamba
2021 f UlaMM Bone-
Bone
g. UlaMM
Mangkutana
h.  ulaMM Mmalili
i.  UlaMm
Rantepao
j. UlaMM Makale
k. UlaMM Sudu
16] Asuransi a. PNM Cabang 5.013.653.881,03 UlaMM Palopo 5.350.022,62 PT BRI
Property All Risk Palopo Asuransi
Insurance b.  UlaMM Palopo Indonesia
(Sharia) No. | c. UlaMM Belopa
1212015320000 | d.  UlaMM Balandai
918 berlaku | e.  UlaMM
sejak 17 Masamba
Desember 2020 | f. UlaMM Bone-
sampai dengan Bone
17 Desember | g. UlaMM
2021 Mangkutana
h. UlaMM Malili
i. UlaMM
Rantepao
j. UlaMM Makale
k. UlaMM Sudu
17 Asuransi Untuk seluruh 6.019.285.611,00 PNM Cabang 5.231.297,20 PT Asuransi
Property All Risk Kantor Unit dan Palu Chubb
No. Kantor Cabang yang Syariah
01001.2.2102.00 menjadi wilayah Indonesia
444.0  berlaku PNM Cabang Palu
sejak 15 Januari
2021 sampai
dengan 15
Januari 2022
18] Earthquake Untuk seluruh 6.019.285.611,00 PNM Cabang 10.416.724,17 PT Asuransi
Insurance  No. Kantor Unit dan Palu Chubb
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01001.2.2101.00 Kantor Cabang yang Syariah
191.0 berlaku menjadi wilayah Indonesia
sejak 15 Januari PNM Cabang Palu
2021 sampai
dengan 15
Januari 2022
191 Property All Risk Untuk seluruh 4.023.033.453,00 PNM Cabang 3.400.039,10 PT Asuransi
Insurance  No. Kantor Unit dan Pekanbaru Binagriya
01.F31.21.00001 Kantor Cabang yang Upakara
berlaku sejak menjadi wilayah
tanggal 29 PNM Cabang
Januari 2021 Pekanbaru
sampai dengan
29 Januari 2022
20] Asuransi Kantor Unit 12.221.330.581,00 PNM Cabang 10.682.557,61 PT BRI
Property All Risk Bandar Semarang Asuransi
Insurance Kantor Unit Indonesia
(Sharia) No. Limpung
1212015320000 Kantor Unit
873 berlaku Sukorejo
sejak 11 Oktober Kantor Unit
2020 sampai Weleri Kenda
dengan 11 Kantor Unit
Oktober 2021 Kaliwungu
Kantor Unit Boja
Kantor Unit
Ngaliyan
Kantor Unit
Gayamsari
Kantor Unit
Demak Syariah
Kantor Unit
Godong
Kantor Unit
Gubug
Kantor Unit
Ungaran
m. Kantor Unit
Ambarawa
Kantor Unit
Bandungan
Kantor Unit
Bringin
Kantor Unit
Salatiga
Kantor Cabang
Semarang
21) Asuransi Gempa Kantor Unit 12.221.330.581,00 PNM Cabang 12.819.527,49 PT BRI
Bumi Indonesia Bandar Semarang Asuransi
(Syariah) No. Indonesia

1212016120000
527 berlaku
sejak 11 Oktober
2020 sampai
dengan 11
Oktober 2021

b. Kantor Unit

Limpung
Kantor Unit
Sukorejo

Kantor Unit
Weleri Kenda

Kantor Unit
Kaliwungu

Kantor Unit Boja

Kantor Unit
Ngaliyan
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h. Kantor Unit
Gayamsari
i. Kantor Unit
Demak Syariah
j. Kantor Unit
Godong
k. Kantor Unit
Gubug
l. Kantor Unit
Ungaran
m. Kantor Unit
Ambarawa
N. Kantor Unit
Bandungan
O. Kantor Unit
Bringin
P. Kantor Unit
Salatiga
g. Kantor Cabang
Semarang
22) Asuransi a. Cabang Serang 2.599.552.500,00 PNM Cabang 2.311.610,68 PT BRI
Property All Risk dan Unit Rau Serang Asuransi
Insurance Serang Indonesia
(Sharia) No. | b.  Unit Cikande
1212015320000 | c.  Unit Ciruas
884 berlaku | d.  Unit
sejak 11 Oktober Rangkasbitung
2020 sampai | e.  Unit Cilegon
dengan 11
Oktober 2021
23| Asuransi Gempa | a.  Cabang Serang 2.599.552.500,00 PNM Cabang 3.767.360,08 PT BRI
Bumi Indonesia dan Unit Rau Serang Asuransi
(Syariah) No. Serang Indonesia
1212016120000 b. Unit Cikande
538 berlaku | c.  Unit Ciruas
sejak 11 Oktober | d.  Unit
2020 sampai Rangkasbitung
dengan 11 | e.  Unit Cilegon
Oktober 2021
24) Asuransi a. Cabang 12.347.424.970,00 PNM Cabang 10.792.259,72 PT BRI
Property All Risk Surabaya Surabaya Asuransi
Insurance b. ULaMM Indonesia
(Sharia) No. Joyoboyo
1212015321000 | c. ULaMM Kapas
044 berlaku Krampung
sejak 4 Januari | d. ULaMM Sidoarjo
2021 sampai Kota
dengan 4 Januari | e.  ULaMM Krian
2022 f. ULaMM
Sukorejo
g. ULaMM
Surabaya
Rungkut
h.  ULaMM Sidoarjo
Wadungasri
i ULaMM Sidoarjo
Sepanjang
j. ULaMM
Manukan
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Surabaya
k. ULaMM
Tulangan
I ULaMM Gresik
Kota
m. ULaMM Prigen
n. ULaMM
Pasuruan -
Pandaan
o. ULaMM Gunung
Gangsir
p. ULaMM Bangil
25f Property All Risk | a.  Unit 6.811.100.651,00 PNM Cabang 7.091.007,56 PT Asuransi
Insurance  No. Tulungagung Tulungagung Binagriya
01.F31.20.00017 Gunut Upakara
berlaku sejak | b.  Unit Rejotangan
tanggal 19 | c¢.  Unit Dongko
November 2020 | d.  Unit
sampai dengan Tulungagung
19 November Kota
2021 e.  Unit Trenggalek
f. Unit T.A
Bandung
g.  UnitBlitar
Kademangan
h.  Unit Gandusari
Trenggalek
i Unit Kalangbret
j. Unit Wonodadi
(Syariah)
k.  Cabang
Tulungagung
26| Earthquake a. Unit 6.811.100.651,00 PNM Cabang 5.925.657,57 PT Asuransi
Insurance  No. Tulungagung Tulungagung Binagriya
01.F32.20.00016 Gunut Upakara
berlaku sejak | b.  Unit Rejotangan
tanggal 19 | c¢.  Unit Dongko
November 2020 | d.  Unit
sampai dengan Tulungagung
19  November Kota
2021 e.  Unit Trenggalek
f. Unit T.A
Bandung
g.  Unit Blitar
Kademangan
h.  Unit Gandusari
Trenggalek
i Unit Kalangbret
j. Unit Wonodadi
(Syariah)
k.  Cabang
Tulungagung
27] Asuransi a. Kantor Cabang 3.545.000.000,00 PNM Cabang 5.119.350,00 PT BRI
Property All Risk Wonogiri Wonogiri Asuransi
Insurance b. UlaMM Indonesia
(Sharia) No. Wonogiri
1212015321000 | c. UlaMM
055 berlaku Sukoharjo Kota
sejak 1 Januari | d. UlaMM Nguter
2021 sampai | e.  UlaMM
dengan 1 Januari Pracimantoro
2022 f. UlaMM
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Baturetno
g. UlaMm
Jatisrono
h. UlaMM
Purwantoro
28| Asuransi Gempa | a. Kantor Cabang 3.545.000.000,00 PNM Cabang 3.084.150,00 PT BRI
Bumi Indonesia Wonogiri Wonogiri Asuransi
(Syariah) No. | b. UlaMM Indonesia
1212016121000 Wonogiri
041 berlaku | c.  UlaMM
sejak 1 Januari Sukoharjo Kota
2021 sampai | d. UlaMM Nguter
dengan 1Januari | e.  U